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BAB VI 
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 
Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun 2018 telah melakukan 

kerjasama daerah meliputikerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga 
yaitu denganDepartemen/Lembaga/Pemerintah Non Departemen (LPND) atau 
lainnya dan badan hukum. Kerjasamaini dimaksudkan agar terjadi akselerasi 
pembangunan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Adapun pelaksanaan Tugas 
Umum Pemerintahan (TUP) selama kurun waktu tahun 2018 di Kabupaten Sumedang 
secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 
 
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 

A. 1  Dasar Hukum 

Dasar hukum dalam pelaksanaan Kerjasama Daerah yakni dalam Pasal 363 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan daerah, menetapkan 
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan 
kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan 
publik serta saling menguntungkan.  Selain itu dalam pelaksanaannya Kerjasama 
antar Daerah harus mengikuti peraturan Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. 

Penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan 
mitra kerjasama/pihak lain telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.Mitra kerjasama dimaksud 
diantaranya dengan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga non 
departemen, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, swasta 
termasuk dengan perorangan. 

Isukerjasama daerah: 
1. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk menetapkan 

kebijakan dan mengimplementasikan kebijakannya secara mandiri dalam 
bingkai desentralisasi untuk mencipatakan pembangunan bagi kesejahteraan 
rakyat; 

2. Percepatan pertumbuhan perekonomian yang stabil; 
3. Penyediaan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang memadai; 
4. Kesenjangan sumber daya di daerah perbatasan kabupaten; 
5. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah; 
6. Globalisasi: dunia tanpa batas (borderless world) dan tingkat interdependensi 

yang tinggi; 
7. Optimalisasi aset/barang milik daerah, khususnya aset idle dan memiliki nilai 

ekonomis; 
8. Berkembangnya konsep dan penerapan  manajemen aset daerah; 
9. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi; 
10. Penerapan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi; 
11. Tuntutan terwujudnya penyelenggaraan kepemerinahan yang baik (good 

governance). 
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Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi 
Pemerintah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu alternatif solusi sebagai 
upaya optimalisasi pencapaian target program pembangunan.Jumlah anggaran untuk 
Kegiatan Kerjasama antar Pemerintah dan Luar Negeri sebanyak Rp. 438.615.800,- 
terealisasi sebesar Rp. 323.605.368 atau mencapai 73,77%.Kerjasama  daerah dengan 
lembaga pemerintah yang telah dilaksanakan selama tahun 2018yaitu sebagai berikut: 

 
Tabel 6.1 

Daftar Kesepakatan/ Perjanjian KerjasamaPemerintahan 
Tahun 2018Kabupaten Sumedang 

 

No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

1 Kerjasama 
dengan 
Lembaga 
Vertikal 

Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah antar 
pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Kepolisian 
Resor Sumedang 
tentang dana Hibah 
pengamanan 
penyelenggaraan 
Bupati dan Wakil 
Bupati Sumedang 
Tahun 2018. Nomor: 
978/01.NPHD.KS/2018, 
B/01/I/2018/NPHD/ RES 
SUMEDANG 
Tanggal 3 Januari 
2018. 

Kepolisian 
Resor 
Sumedang 

1 Tahun Untuk mencapai tertib 
Pengelolaan Dana 
Hibah Pengamanan 
Penyelenggaraan 
Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati 
Sumedang Tahun 2018 
yang dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumedang 
Tahun Anggaran 2018. 

2 Kerjasama 
dengan 
Kementeria
n 

Perjanjian Kerjasama 
antara Menteri 
Desa,Pembangunan 
Daerah tertinggal dan 
Transmigrasi RI 
dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Sumedang tentang 
urusan bersama untuk 
penanggulangan 
kemiskinan pada 
program 
pembangunan dan 
pemberdayaan 
masyarakat desa 
kegiatan peningkatan 
Pelayanan Sosial 
Dasar melalaui 
Program generasi 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 
Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun  Mempermudah 
pemberian layanan 
kesehatan ibu dan 
anak terutama 
untuk intervensi 
periode 1000 Hari 
Pertama Kehidupan 
(HPK) khususnya 
kepada kelompok 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan. 

 Mempermudah 
pemberian layanan 
pendidikan dasar 
termasuk bagi anak 
berkebutuhan 
khusus dan 
mendorong anak-
anak putus sekolah 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

sehat dan 
cerdas.Nomor :05/M-
DPDTT/PKS/I/2018 , 
147/02.PKS.KS/2018. 
Tanggal 3 Januari 
2018. 

serta yang belum 
sekolah untuk 
kembali sekolah 
minimal 
menyelesaikan 
pendidikan SMP 
atau yang sederajat 
serta 
pengembangan 
anak usia dini 
terintegrasi. 

3 Kerjasama 
dengan 
Lembaga 
Vertikal 

Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah antara 
Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Komando 
Resort Militer 062 
Tarumanagara 
tentang Dana Hibah 
Pengamanan 
Penyelenggaraan 
pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati 
Sumedang tahun 
2018. Nomor: 
978/03.NPHD.KS/2018, 
B/208/I/2018. 
Tanggal 3 Januari 
2018. 

Komando 
Resor Militer 
062 

1 Tahun Untuk mencapai tertib 
Pengelolaan Dana 
Hibah Pengamanan 
Penyelenggaraan 
Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati 
Sumedang Tahun 2018 
yang dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumedang 
Tahun Anggaran 2018. 

 4 Kerjasama 
antar 
Pemerintah/ 
Lembaga 
Vertikal 

Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten 
Sumedang tentang : 
Pagu Indikatif 
Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
tahun anggaran 
2019.Nomor 
:910/NK.14.KS/2018. 
Tanggal 31 Januari 
2018 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 
Kabupaten 
Sumedang 
 

1 Tahun Pembahasan 
mengenai Pagu 
Indikatif Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
tahun anggaran 2019. 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

5 
 

Kerjasama 
antar 
Pemerintah/
lembaga 
Vertikal 

Perjanjian Hibah 
Daerah (PHD) antara 
Pemerintah Pusat 
(Kementrian 
Keuangan Republik 
Indonesia dan 
Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
untuk Program 
Pengelolaan dan 
Pengembangan Irigasi 
Parsitisipatif Terpadu. 
Nomor :PHD-
048/IPDMIP/PK/2018, 
900/PHD.20KS/2018. 
Tanggal 16 Februari 
2018 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

5 Tahun  Dana hibah yang 
diberikan 
Pemerintah 
kepada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Sumedang 
merupakan dana 
pengganti atas 
pelaksanaan 
kegiatan Program 
Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Irigasi Partisipatif 
Terpadu yang 
didanai terlebih 
dahaulu oleh 
Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah 
(APBD). 

 Dana hibah 
diberikan kepada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Sumedang 
berdasarkan 
capaian kinerja 
atas pelaksanaan 
kegiatan 
penguatan 
kelembagaan 
pertanian 
beririgasi 
berkelanjutan. 

6 Kerjasama 
antar 
Pemerintah/
lembaga 
Vertikal 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintahan 
Kabupaten Sumedang 
dengan Asosiasi 
Perencanaan 
Pemerintah Indonesia 
tentang Kerjasama di 
Bidang Perencanaan 
Pengenalian da 
Evaluasi 
Pembangunan di 
Kabupaten 
Sumedang. 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

1 Tahun Maskud: 
Memenuhi kebutuhan 
dan/atau memperoleh 
manfaata yang saling 
menguntungkan 
dalam Penyusunan 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah. 
Tujuan: 
Memanfaatkan segala 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Nomor :050/KB.22 
KS/2018, 
020/MoU/KETUM/AP2
1/2018. Tanggal 1 
Maret 2018 

sumber daya yang 
dimiliki para pihak. 

7 Kerjasama 
antar 
lembaga 
Vertikal 

Nota Kesepahaman 
antara Perum 
Perhutani KPH 
Sumedang dengan 
Pemerintah Kab. 
Sumedang tentang 
Pengembangan 
Potensi Wana Wisata 
dalam Kawasan 
Hutan. Nomor: 
522.82/NK.33/KS/2018, 
52/MoU/Smd/2018. 
Tanggal 2 Mei 2018 
 

Perum 
Perhutani KPH 
Sumedang 

2 Tahun  Sebagai sarana 
untuk melakukan 
ikatan kerjasama 
dalam membangun 
dan 
mengembangkan 
potensi wana 
wisata di kawasan 
hutan. 

 Membantu upaya 
pemberdayaan 
masyarakat di 
sekitar objek 
wisata di kawasan 
hutan. 

 Membuat destinasi 
wana wisata di 
kawasan hutan 
Kabupaten 
Sumedang. 

8 Kerjasama 
Perbatasan 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Subang dengan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang 
tentang 
Pengembangan 
Potensi Daerah dan 
Pelayanan Publik.  
Nomor: 
119/KB.37/KS/2018,488
/KP.24-Humas/2018.  
Tanggal 8 Mei 2018 
 

Bagian 
Kerjasama 
Sekretariat 
Daerah 
Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun Maksud : 
Sebagai pedoman 
untuk menciptakan 
keterpaduan 
pembangunan antar 
daerah dan 
mewujudkan efisiensi, 
efektivitas dan 
sinergitas dalam 
pengembangan 
potensi daerah dan 
penyedidaan 
pelayanan publik. 
Tujuan: 
Untuk percepatan 
pembangunan daerah, 
peningkatan 
perekonomian daerah 
dan kesejahteraan 
masyatakat dengan 
memanfaatkan 
sumber daya 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

9 Kerjasama 
antar 
Pemerintah 
lain 

Kesepakatan Bersama 
Antara Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat, Pemerintah 
Daerah Kota Bandung, 
Pemerintah Daerah 
Kota Cimahi, 
Pemerintah Daerah 
kabupaten Bandung, 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bandung 
Barat, Dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Sumedang Tentang 
Kerjasama Antar 
Daerah Di Wilayah 
Metropolitan 
Bandung Raya.  
Nomor 
:119/16/Pemksm, 
119/2095-Bag.KS, 
134.4/049-NK/2018, 
116/15-Adpem/2018, 
134.4/MoU.09-
Tapem/2018, 
119/KB.39.KS/2018. 
Tanggal 4 Juni 2018 

Pemerintah 
Provinsi Jawa 
Barat 

5 Tahun  Menyelesaikan 
permasalahan 
bersama serta 
mensinergikan 
dan 
menyelaraskan 
perencanaan 
pembangunan di 
wilayah 
Metropolitan 
Bandung Raya. 

 Mewujudkan 
keterpaduan, 
keselarasan, 
keserasian dan 
keseimbangan 
pelaksanaan 
pembangunan dan 
pengembangan 
wilayah 
Metropolitan 
Bandung Raya 
secara efektif dan 
efisien. 

10 Kerjasama 
antar 
Pemerintah 
lain 

Kesepakatan Bersama 
Antara Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat Dengan Pemda 
Kota Bandung Pemda 
Kota Cimahi Pemda 
Kab Bandung Pemda 
Kab Bandung Barat 
Dan Pemda Kab 
Sumedang Tentang 
Pembangunan 
Perkeretaapian Di 
Wilayah Metropolitan 
Bandung Raya.  
119/15/Pemksm, 
119/2096-Bag.KS, 
551/048-NK/2018, 
116/16.Adpem/2018, 
551.6/MoU.10-
Dishub/2018, 
119/KB.40.KS/2010.  

Pemerintah 
Provinsi Jawa 
Barat 

2 Tahun  Untuk 
mewujudkan 
peningkatan 
pelayanan 
transportasi 
multimoda yang 
terpadu untuk 
kelancaran 
pergerakan orang, 
barang dan jasa. 

 Meningkatkan 
infrastruktur 
wilayah yang 
dapat menunjang 
kelancaran 
aktivitas sosial dan 
ekonomi 
masyarakat, untuk 
terwujudnya 
kesejahteraan 
masyarakat. 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 7 

 
 

No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Tanggal 4 Juni 2018. 

11 Kerjasama 
antar 
lembaga 
Vertikal 

Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Sumedang dengan 
Kejaksaan Negeri 
Sumedang dan 
Kepolisian Resor 
Sumedang tentang 
Koordinasi Aparat 
Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP) 
dengan Aparat 
Penegak Hukum 
(APH) dalam 
penanganan laporan 
atau pengaduan 
masyarakat yang 
berindikasi tindak 
pidana korupsi pada 
penyelenggaraan 
pemerintah 
Kabupaten 
Sumedang.  Nomor 
:700/PKS45.KS/2018 , 
1778/0.2.21/65/07/2018, 
B/28/VII/2018. 
Tanggal  17 Juli 2018.  
 

Inspektorat 
Kabupaten 
Sumedang 

5 Tahun  Sebagai pedoman 
oprasional bagai 
para pihak dalam 
melakukan 
koordinasi 
penanganan 
laporan atau 
pengaduan 
masyarakat 
berindikasi tindak 
pidana korupasi 
pada 
penyelenggaraan 
Pemerintah 
Daerah. 

 Untuk 
memperkuat 
sinergitas kerja 
sama diantara 
para pihak dalam 
melakukan 
koordiansi 
penganganan 
lapiran atau 
pengaduan 
masyarakat 
berindikasi tindak 
pidana korupasi 
padan 
penyelenggaraan 
Pemerintah 
Daerah. 

12 Kerjasama 
Perbatasan 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Sumedang dengan  
Pemerintah Daerah 

Bagian 
Kerjasama 
Sekretariat 

Daerah 
Kabupaten 

1 tahun  Sebagai pedoman 
untuk 
menciptakan 
keterpaduan 
pembangunan 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Kabupaten Bandung 
Barat tentang 
Pembangunan Potensi 
Daerah dan Pelayanan 
Publik.  Nomor:  
134.1/KB.50.KS/2018, 
134.4/MoU.16-Bag 
Tapem/2018.  Tanggal 
2 Agustus 2018. 

Sumedang antar daerah dan 
mewujudkan 
efisiensi, 
efektivitas dan 
sinergitas dalam 
pengembangan 
potensi daerah 
dan penyedidaan 
pelayanan publik. 

 Untuk percepatan 
pembangunan 
daerah, 
peningkatan 
perekonomian 
daerah dan 
kesejahteraan 
masyatakat 
dengan 
memanfaatkan 
sumber daya. 

13 Kerjasama 
antar 
lembaga 
Vertikal 

Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan DPRD tentang 
Kebijakan Umum 
Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2018.  
Nomor : 
902/NK.57.KS/2018  
Tanggal 31 Agustus 
2018 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan dan 
Aset Daerah 

Kab. Sumedang 

1 Tahun  Kebijakan Umum 
Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2018. 

14 Kerjasama 
antar 
lembaga 
Vertikal 

Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan DPRD 
Kabupaten Sumedang 
tentang Prioritas dan 
Pelaporan Anggaran 
Sementara Perubahan 
APBD TA 2008.  
Nomor: 
902/NK.58.KS/2018. 
Tanggal 31 Agustus 
2018 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan dan 
Aset Daerah 

Kab. Sumedang 

1 Tahun Prioritas dan 
Pelaporan Anggaran 
Sementara Perubahan 
APBD TA 2008. 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

15 Kerjasama 
antar 
lembaga 
Vertikal 

Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan DPRD 
Kabupaten Sumedang 
tentang Kebijakan 
Umum APBD Tahun 
Anggaran 2019.  
Nomor: 
902/NK.59.KS/2018. 
Tanggal 31 Agustus 
2018 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan dan 
Aset Daerah 

Kab. Sumedang 

1 Tahun Kebijakan Umum 
APBD Tahun 
Anggaran 2019 

16 Kerjasama 
antar 
lembaga 
Vertikal 

Nota Kesepakatan 
Bersama antara 
Pemkab Sumedang 
dengan DPRD 
Kabupaten Sumedang 
tentang Prioritas dan 
Plapon Anggaran 
Sementara APBD 
Tahun Anggaran 2019. 
Nomor: 
902/NK.60.KS/2018. 
Tanggal 31 Agustus 
2018 

Badan 
Pengelolaan 

Keuangan dan 
Aset Daerah 

Kab. Sumedang 

1 Tahun Prioritas dan Plapon 
Anggaran Sementara 
APBD Tahun 
Anggaran 2019. 

17 Kerjasama 
antar 
Pemerintah 
daerah lain 
 
 
 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Bandung dengan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang 
tentang Pelayanan 
Tera, Tera Ulang dan 
Pengawasan 
Metrologi Legal. 
Nomor 
:073/NK.66.KS/2018. 
Tanggal 7 September  

Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil, 
Menengah, 

Perindustrian 
dan 

Perdagangan 
 
 

1 Tahun 
 
 
 
 
 
 

Maksud: 
Melaksanakan 
Pelayanan Tera, Tera 
Ulang dan  
Pengawasan 
Metrologi Legal. 
Tujuan : 
Terselenggaranya 
Pelayanan Tera, Tera 
Ulang dan 
Pengawasan 
Metrologi Legal 
 

18 Kerjasama 
antar 
lembaga 
Vertikal 

Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah antara 
Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Kepolisian 
Resor Sumedang 
tentang Dana Hibah 
Pemerliharaan 
Kamtibmas.  Nomor: 
278/NPHD/67.KS/2018 

Kantor 
Kesatuan 

Bangsa 
Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun Dana Hibah 
Pemerliharaan 
Kamtibmas. 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Tanggal 29 Oktober 
2018. 

19 Kerjasama 
antar 
lembaga 
Vertikal 

Nota Kesepahaman 
antara Pemda 
Sumedang dengan 
DPRD Kabupaten 
Sumedang tentang 
RPJMD Kabupaten 
Sumedang Tahun 
2019-2023.  Nomor: 
050/NK.70.KS/2018.  
Tanggal 29 Oktober 
2018 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 

1 Tahun Pelaksanaan RPJMD 
Kabupaten Sumedang 
Tahun 2019-2023 

20 Kerjasama 
dengan 
Pemerntah 
Daerah lain 

 Kesepakatan 
Bersama antara 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang 
Provinsi Jawa Barat 
dengan Pemerintah 
Kota Batam Provinsi 
Kepulauan Riau 
tentang 
Pengembangan 
Potensi Daerah dan 
Pelayanan Publik. 
110/KB.73.KS/2018, 
09/MoU/POD-
BTM/XI/2018. Tanggal 
29 November 2018. 
 
 

Bagian 
Kerjasama 
Sekretariat 

Daerah 
Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun  Sebagai pedoman 
untuk 
menciptakan 
keterpaduan 
pembangunan 
antar daerah dan 
mewujudkan 
efisiensi, 
efektivitas dan 
sinergitas dalam 
pengembangan 
potensi daerah 
dan penyedidaan 
pelayanan publik.  

 Untuk percepatan 
pembangunan 
daerah, 
peningkatan 
perekonomian 
daerah dan 
kesejahteraan 
masyatakat 
dengan 
memanfaatkan 
sumber daya. 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

21 Kerjasama 
dengan 
Pemerintah 
Povinsi 
 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat dengan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota SE-
Jawa Barat tentang 
Penyelenggaraan 
Program Jabar 
Masagi. 
Nomor : 
119/KB.78.KS/2018 
.Tanggal 5 Desember 
2018 

Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jawa Barat 

1 Tahun Naskah masih di 
Provinsi 

22 Kerjasama 
dengan 
Pemerintah 
Provinsi 
 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat 
dan Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota Se-
Jawa Barat tentang 
Kerjasama 
Penyelenggaraan 
Perpustakaan.  
Nomor: 
119/KB.85.KS/2018. 
Tanggal 15 Desember 
2018. 

Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jawa Barat 

1 Tahun Naskah masih di 
Provinsi 

23 Kerjasama 
dengan 
Pemerintah 
Provinsi 
 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat, Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota Se-
Jawa Barat dan IPB 
tentang Kerjasama di 
Bidang Pendidikan, 
Pelatihan, Pengabdian 
pada Masyarakat dan 
Pengembangan 
Potensi Perekonomian 
Daerah Berbasis 
Agribisnis dan 
Agrobisnis. 
Nomor :  
119/KB.86.KS/2018 
Tanggal 20 Desember 
2018 

Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jawa Barat 

1 Tahun Naskah masih di 
Provinsi 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

24 Kerjasama 
dengan 
Pemerintah 
Provinsi 
 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat, Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota Se-
Jawa Barat dan 
Institut Teknologi 
Bandung tentang 
Kerjasama di Bidang 
Pendidikan, Pelatihan 
Penelitian, 
Pengabdian pada 
Masyarakat dan 
Pengembangan 
Potensi Perekonomian 
Daerah Berbasis 
Teknologi. 
Nomor 
:119/KB.87.KS/2018. 
Tanggal 20 Desember 
2018. 

Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jawa Barat 

1 Tahun Naskah masih di 
Provinsi 

25 Kerjasama 
dengan 
Pemerintah 
Provinsi 
 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat dan Universitas 
Indonesia tentang 
Kerjasama di Bidang 
Pendidikan, Pelatihan, 
Penelitian, 
Pengabdian pada 
Masyarakat dan 
Pengembangan 
Potensi Perekonomian  
Daerah. 
Nomor 
:119/KB.90.KS/2018.  
Tanggal 20 Desember 
2018 

Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jawa Barat 

1 Tahun Naskah masih di 
Provinsi 

26 Kerjasama 
dengan 
Pemerintah 
Provinsi 
 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat, Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota se-
Jawa Barat dan 
Universitas Pajajaran 
tentang Kerjasama di 

Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jawa Barat 

1 Tahun Naskah masih di 
Provinsi 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Bidang Pendidikan, 
Pelatihan, Penelitian, 
Pengabdian pada 
Masyarakat dan 
Pengembangan 
Potensi Perekonomian 
Daerah. 
Nomor:  
119/KB.89.KS/2018. 
Tanggal  20 Desember 
2018 

27 Kerjasama 
dengan 
Pemerintah 
Provinsi 
 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa 
Barat, Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota Se-
Jawa Barat dan 
Universitas 
Pendidikan Indonesia 
tentang Kerjasama di 
Bidang Pendidikan, 
Pelatihan Penelitian, 
Pengabdian pada 
Masyarakat dan 
Pengembangan 
Potensi Perekonomian 
Daerah.   
Nomor: 
119/KB.90.KS/2018. 
Tanggal 20 Desember 
2018 

Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jawa Barat 

1 Tahun Naskah masih di 
Provinsi 

28 Kerjasama 
dengan 
Kementeria
n 

Nota Kesepahaman 
antara Sekretaris 
Jendaral Kementerian 
Kesehatan Republik 
Indonesia dengan 
Bupati Sumedang 
tentang Pengadaan 
Calon Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang 
dari Pegawai Tidak 
Tetap Kementerian 
Kesehatan. 
Nomor 
:821.1/NK.94.KS/2018. 

Dinas 
Kesehatan 
Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun Naskah masih di 
Provinsi 
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No 
Bidang 

Kerjasama 
Nama MoU/PKS 

SKPD 
Penyelenggara 

Kerjasama  

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Tanggal 26 Desember 
2018  

 29 Kerjasama 
dengan 
Pemerntah 
Daerah lain 

Kesepakatan Bersama 
antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Sumedang dengan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Garut 
tentang Pengembangan 
Potensi Daerah dan 
Pelayanan Publik.  
Nomor : 
134.1/NK.95.KS/2018, 
119/4051/Tapem Tanggal 
28 Desember 2018  

Bagian 
Kerjasama 
Sekretariat 

Daerah 
Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun  Sebagai pedoman 
untuk menciptakan 
keterpaduan 
pembangunan antar 
daerah dan 
mewujudkan 
efisiensi, efektivitas 
dan sinergitas dalam 
pengembangan 
potensi daerah dan 
penyedidaan 
pelayanan publik. 

 Untuk percepatan 
pembangunan 
daerah, peningkatan 
perekonomian 
daerah dan 
kesejahteraan 
masyatakat dengan 
memanfaatkan 
sumber daya 

 
 
 

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 
 
Dasar hukum dari pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga 

tertuang pada Pasal 363 dan Pasal 366 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada 
pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.  

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas disusun kebijakan yaitu meningkatkan 
efektivitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan 
asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, 
kerja sama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Dalam 
pelaksanaannya Kerjasama dengan Pihak Ketiga juga memperhatikan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah 
dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Milih Daerah dan 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 15 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah.   

Adapun Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dilakukan di Bagian Kerjasama 
pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

 
 

Tabel 6.2 
Daftar Kesepakatan/ Perjanjian  Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga  

Tahun 2018  di Kabupaten Sumedang 
 

No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan 
Tujuan 

1 Badan  
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan 
Kantor Cabang 
Sumedang 

Addendum Perjanjian 
Kerjasama antara 
Pemerintah Kabupaten 
Sumedang dengan 
Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan (BPJS) Kantor 
Cabang Sumedang 
tentang Perubahan atas 
Perjanjian Kerjasama 
Antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Badan  
Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan Kantor 
Cabang Sumedang 
Nomor: 440/PKS.95-
KS/2017 Nomor : 
321/KTR/v-04/2017 
Tentang Kepesertaan 
Program Jaminan 
Kesehatan Nasional bagi 
Penduduk yang di 
daftarkan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Sumedang. 

Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat 
Dareah Kabupaten 
Sumedang, Dinas 
kesehatan kab. 
Sumedang dan 
Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
 

1 tahun - Melaksanakan 
kewajiban 
menyediakan 
kepastian jaminan 
kesehatan sebagai 
salah satu 
kebutuhan dasar 
hidup yang layak 
bagi setiap  
penduduk di 
wilayahnya 
sebagaimana 
diamanatkan 
dalam program 
Sistem Jaminan 
Sosial Nasional. 

- Memberikan 
jaminan kesehatan 
bagi penduduk 
yang tidak mampu 
. 

2 Universitas 
Padjajaran 

Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Universitas 
Padjajaran tentang : 
Kerjasama Bidang 
Pemerinahan, 
Pembangunan dan 
Kemasyarakatan di 
Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sumedang. 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

1 tahun - Memenuhi 
kebutuhan 
san/atau 
memperoleh 
manfaat yang 
saling 
menguntungkan 
bagai kesua belah 
pihak dalam 
kerangka  
Kerjasama bidang 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan 
Tujuan 

Nomor: 
075/NK.15.KS/2018, 
47/UN6.RKT/MoU/ 2018. 
Tanggal 31 Januari 2018 
 

Pemerintahan, 
Pembangunan dan 
Kemasyarakatn di  
Lingkungan 
Kabupaten 
Sumedang. 

- Meningkatkan 
kualitas 
pelaksanaan tugas 
dan fungsi masing-
masing pihak 
sesuai 
kewenangan yang 
ada. 

3 Universitas 
Padjajaran 

Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Universitas 
Padjajaran tentang 
Kerjasama Bidang 
Pemerintahan, 
Pembangunan dan 
Kemasyarakatan di 
Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten 
Sumedang.Nomor : 
075/NK.15.KS/2018,47/UN
6.RKT/MoU/2018. 
Tanggal 31 Januari 2018 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

1 tahun Maksud : 
Untuk memenuhi 
kebutuhan atau 
memperoleh 
manfaat yang saling 
menguntungkan 
bagi para pihak 
dalam kerangka 
Kerjasama bidang 
Pemerintahan, 
Pembangunan dan 
Kemasyarakatan di 
Lingkungan 
Pemerintah Kab. 
Sumedang 
Tujuan : 
Untuk 
meningkatkan 
kualitas pelaksanaan 
tugas dan fungsi 
masing-masing pihak 
sesuai kewenangan 
yang ada. 

4 PT. POS 
INDONESIA 
(PERSERO)  

Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Sumedang dengan 
PT.POS INDONESIA 
(PERSERO) Tentang 
pemanfaatan potensi 
masing – masing pihak.  
Nomor :554/NK.18-
KS/2018, 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil Kab. 
Sumedang 
 

1 tahun Maksud : 
Sebagai pedoman 
dalam melaksanakan 
sinergitas 
mengoptinalisasi 
pemanfaatan yang 
dimiliki para pihak 
guna mendukung 
peningkatan 
pelayanan publik. 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan 
Tujuan 

301/Kpsmd/Pemsar/0318 
. Tanggal 1 Februari 2018 

Tujuan : 
Untuk percepatan 
peningkatan 
pelayanan publik 
dengan 
mengoptimalkan 
suber daya para 
pihak. 

5 BJB. CABANG 
SUMEDANG 

Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan BJB CAB. 
SUMEDANG tentang 
Sewa sebagian tanah 
dan Bangunan Milik 
Pemda Sumedang. 
Nomor : 030/PKS.26-
KS/2018, 012/SMD-
PKS/2018 
Tanggal 9 Arpil 2018 

Badan Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

3 Tahun - Pelaksanakan 
pemanfaatan 
sebagian tanah 
dan bangunan . 

- Optimalisasi 
pemanfaatan 
barang milik 
daerah agar dapat 
dimanfaatkan 
secara berdaya 
guna dan berhasil 
guna  

6 UKI JAKARTA Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan UKI JAKARTA 
tentang Kerjasama 
Bidang Pembangunan 
dan Kemasyarakatan di 
Lingkungan Pemda 
Sumedang.  Nomor 
:073/NK.27/KS/2018, 07/ 
MoU-UKI/KHP.6/2018. 
Tanggal 16 April 2018. 
 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

1 Tahun Memanfaatkan 
kemampuan kedua 
belah pihak untuk 
lebih berhasil dalam 
melaksanakan 
pembangunan 
kesehatan 
masyarakat dan 
pengembangan 
tugas masing-
masing pihak 
dengan mengemban 
Tridharma 
Perguruan Tinggi. 

7 UKI JAKARTA  Perjanjian Kerjasama 
antara Dinkes Kab. 
Sumedang dengan 
Fakultas Kedokteran UKI 
tentang 
Penyelenggaraan Tri 
Darma Perguruan Tinggi 
UKI di Kabupaten 
Sumedang. Nomor: 
073/PKS.28/KS/2018 
Tanggal 16 April 2018 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

5 Tahun - Pendataan 
prevalensi stunting  

- Upaya 
mengevaluasi gizi 
spesifik untuk 
balita pendek di 
fokuskan pada 
kelompok 1000 
hari pertama 
kehidupan (HPK) 
yaitu ibu hamil, ibu 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan 
Tujuan 

 menyusui, dan 
anak 0-23 bulan. 

- Pemantauan 
..melaluli balita di 
Posyandu untuk 
mendeteksi dini 
terjadinya 
gangguan 
pertumbuhan 
calon pengantin. 

- Upaya prilaku 
hidup bersih dan 
sehat (PHKS) oleh 
setiap rumah 
hingga 

8 PUD BPR 
Sumedang 

Nota Kesepahaman 
Antara Pemerintah 
kabupaten Sumedang 
Dengan Direktur utama 
PUD BPR Sumedang 
Tentang Pengelolaan 
Keuangan Dan Layanan 
Perbankan.  
Nomor :841/NK.42-
KS/2018, 09/SPK/PD.BPR-
Smd/VI/2018. 
Tanggal 6 Juni 2018 
 

Bagian Keuangan 
Setda Kabupaten 
Sumedang 

1 Tah
un 

Maksud : 
Membangun 
hubungan kerja 
sama yang saling 
menguntungkan 
atara para pihak 
dalam rangka 
pengelolaan 
keuangan dan 
pelayanan 
perbankan, 
berdasarkan hak dan 
kewajiban. 
Tujuan: 
Membantu 
Pemerintah Daerah 
dalam 
mengoptimalkan 
pengelolaan 
keuangan dan 
pelayanan 
perbankan. 

9 Bank  
Prekereditan 
Rakyat Bank 
Sumedang 

Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Perusahaan 
Daerah Bank  
Prekereditan Rakyat 
Bank Sumedang tentang 
Pemberian Fasilitas 
Kredit Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di 

Bagian Keuangan 
Setda Kabupaten 
Sumedang 

2 Tahun - Sebagai landasan 
dari para pihak 
dalam 
melaksanakan 
kerja sama 
pemberian fasilitas 
kredit kepada 
pegawai aparatur 
sipil Negara di 
lingkungan kerja. 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan 
Tujuan 

Lingkungan Sekretariat 
Daerah Kabupaten 
Sumedang tentang 
Pemberian Fasilitas 
Kredit Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di 
Lingkungan Sekretariat 
Daerah Kabupaten 
Sumedang. 
Nomor 
:900/PKS.46.KS/2018, 
10/SPK/PD.BPR.smd/VII/2
018.Tanggal 18 Juli 2018 

- Terjalinnya 
hubungan 
kerjasama dalam 
memberikan rasa 
aman dan nyaman 
kepada pegawai 
dalam pelaksanaan 
fasilitasi pemberian 
kredit. 

10 Universitas 
Padjajaran 

Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Universitas 
Padjajaran tentang 
Penyusunan Naskah 
Akademik dan 
Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten 
Sumedang tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 
119/4147/PBD/2018 
474/UNG.A/PKS/ 2018 
Tanggal 20 Juli 2018 
 

Bagian 
Pengelolaan 
Barang Daerah 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten 
Sumedang 

3 bulan Maksud: 
Untuk melaksanakan 
penyusunan naskah 
akademik 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah di 
Kabupaten 
Sumedang. 
Tujuan: 
Untuk 
meningkatkan 
koordinasi, 
konsultasi dalam 
pelaksanaan 
penyusunan naskah 
akademik rancangan 
peraturan daerah 
Kabupaten 
Sumedang tentang 
Pengelolaan Barang 
Milih Daerah di 
Kabupaten 
Sumedang. 

11 Yayasan Mitra 
Insan Sejahtera 
Sumedang 

Perjanjian Kerjasama 
antara Sekretaris Daerah 
Kabupaten Sumedang 
selaku Pengelola Barang 
dengan Yayasan Mitra 
Insan Sejahtera 
Sumedang tentang Sewa 
Sebidang Tanah Milik 
Pemerintah Kabupaten 
Sumedang. 
Nomor: 593.1 

Bagian 
Pengelolaan 
Barang Daerah 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten 
Sumedang, Badan 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

   3 
Tahun 
 

Dalam rangka 
mengoptimalkan 
pendayagunaan 
barang milik daerah 
yang belum/tidak 
digunakan oleh 
pengguna barang 
dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan 
Tujuan 

/PKS.51.KS/2018, 
01/08/Sewa/2018. 
Tanggal 10 Agustus 2018 

daearh dan untuk 
mendukung 
pendapatan asli 
daerah. 

12 Universitas 
Pasundan 
Bandung 

Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Universitas 
Pasundan Bandung 
tentang Kerjasama 
Pendidikan, Penelitian 
dan Pengabdian kepada 
Masyarakat. 
Nomor: 
073/NK.66.KS/2018.Tang
gal 15 Oktober 2018 
 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

1 Tahun Masud: 
Untuk memenuhi 
kebutuhan dan/atau 
memperoleh 
manfaat yang saling 
menguntungkan 
dalam rangka 
melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan 
Tinggi di Kabupaten 
Sumedang. 
Tujuan: 
Untuk 
memanfaatkan 
segala sumber daya 
yang dimiliki dalam 
rangka akselerasi 
pencapaian Visi dan 
Misi Kabupaten 
Sumedang. 

13 Sekolah Tinggi 
Manajemen 
Informatika 
dan Komputer 
(STIMIK) 
Sumedang 

Nota Kesepahaman 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika 
dan Komputer (STIMIK) 
Sumedang tentang 
Kerjasama Bidang 
Pendidikan, Penelitian, 
dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat. Nomor 
:073/NK.71.KS/2018. 
Tanggal 30 Oktober 2018 
 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

1 Tahun - Untuk memenuhi 
kebutuhan 
dan/atau 
memperoleh 
manfaat yang 
saling 
menguntungkan 
dalam kerangka 
melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan 
Tinggi di 
Kabupaten 
Sumedang 

- Memanfaatkan 
segala sumber 
daya yang dimiliki 
dalam rangka 
akselerasi 
pencapaian Visi dan 
Misi Kabupaten 
Sumedang dan 
pengembangan 
program-program 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan 
Tujuan 

Sekolah Tinggi 
Manajemen 
Informatika dan 
Komputer 
Sumedang yang 
berkaitan dengan 
Tri Dharma 
Perguruan Tinggi 

14 BPJS 
Ketenagakerjaa
n Kantor 
Cabang 
Sumedang 

Nota Kesepahaman 
Bersama antara 
Pemerintah Kabupaten 
Sumedang dengan BPJS 
Ketenagakerjaan Kantor 
Cabang Sumedang 
tentang Optimalisasi 
Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan di 
Kabupaten Sumedang. 
Nomor : 
465/NK.75.KS/2018Tangg
al 3 Desember 2018 

Bagian Kesra Setda 
Kab. Sumedang, 
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 
 

1 Tahun Maksud: 
Sebagai dasar para 
pihak untuk 
melakukan kerja 
sama ini yang saling 
mendukung. 
Tujuan: 
Untuk 
mengoptimalkan 
penyelenggaraan 
Jaminan Sosial di 
Wilayah Kabupaten 
Sumedang. 

15 IKOPIN Nota Kesepahaman 
antara IKOPIN dengan 
Pemerintah Kabupaten 
Sumedang tentang 
Kerjasama Pelaksanaan 
Kegiatan Pendidikan, 
Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat. Nomor 
:073/NK.76.KS/2018, 
046/IKOPIN.MoU/XI/2018
. Tanggal 3 Desember 
2018 

Badan 
Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah Kab. 
Sumedang 
 

1 Tahun - Untuk melakukan 
kerja sama dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
pendidikan, 
penelitian, dan 
pengabdian kepada 
masyarakat. 
 

     - Melakukan 
persiapan dalam 
rangka 
mewujudkan 
pelaksanaan kerja 
sama secara 
optimal dan 
terpadu, dengan 
menetapkan 
prinsip-prinsip 
kerja sama yang 
saling 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan 
Tujuan 

menguntungkan 
berdasarkan 
ketentuan 
peruaturan 
perundang-
undangan. 

16 PT. SURYA 
PUTRA 
ADIPRADANA 

Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan PT. SURYA 
PUTRA ADIPRADANA 
tentang Penggunaan 
Jembatan Penyebrangan 
Orang (JPO) di depan SD 
Gudang Satu dan Kantor 
Desa Gudang Kecamatan 
Tanjungsari Kabupaten 
Sumedang. 
Nomor : 
631/PKS.80.KS/2018 
Tanggal 11 Desember 
2018 

Dinas 
Perhubungan 

7 Tahun Maksud:  
Pemeliharaan dan 
penggunaan 
jembatan 
penyebrangan orang 
(JPO) di Jalan Raya 
Tanjungsari depan 
SD Gudang Satu dan 
Kantor Desa Gudang 
guna memfasilitasi 
kebutuhan kedua 
belah pihak. 
Tujuan : 
- Meningkatkan 

keamanan, 
keselamatan dan 
ketertiban lalu 
lintas pengguna 
jalan di Jalan Raya 
Tanjungsari depan 
SD Gudang Satu 
dan Kantor Desa 
Gudang 
Kecamatan 
Tanjungsari Kab. 
Sumedang; 

- Mengurangi 
kemacetan lalu 
lintas di Jalan Raya 
Tanjungsari; 

- Meningkatkan 
pelayanan kepada 
masyarakat untuk 
keselamatan lalu 
lintas dan 
angkutan jalan. 

17 Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan 
Kantor Cabang 

Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan 

Bagian Kesra Setda 
Kab. Sumedang, 
Dinas Kesehatan, 
Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 

1 Tahun Maksud: 
Memberikan dasar 
hukum dalam 
melaksanakan 
pendaftaran dan 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan 
Tujuan 

Sumedang Sosial Kesehatan Kantor 
Cabang Sumedang 
tentang Kepesertaan 
Program Jaminan 
Kesehatan Nasional bagi 
Penduduk yang di 
daftarkan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Sumedang. 
Nomor: 
440/PKS.93.KS/2018 
587/KTR/V-04/1218. 
Tanggal 26 Desember 
2018 
 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
 

pembayaran iuran 
kepesertaan 
Program Jaminan 
Kesehatan bagi 
penduduk yang 
didaftarkan oleh 
Pemerintah 
Kabupaten 
Sumedang. 
Tujuan: 
Terwujudnya 
penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan 
yang baik dan 
optimal bagi 
penduduk yang 
didaftarkan oleh 
Pemerintah 
Kabupaten 
Sumedang yang 
dikelola oleh Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan. 

 
Selain itu ada kerjasama yang diinisiasi oleh SKPD, diantaranya : 

 
Tabel 6.3 

Daftar Kesepakatan/ Perjanjian  Kerjasama Daerah Yang Dikelola Oleh SKPD  
Tahun 2018  

 

No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  

1 Kejaksaan 
Negeri 
Sumedang 

Kesepakatan Bersama 
antara RSUD Kabupaten 
Sumedang dengan 
Kejaksaan Negeri 
Sumedang tentang 
Bantuan Hukum di 
Bidang Hukum Perdata 
dan Tata Usaha Negara. 
Nomor 
:445/089/RSU/XII/2018, 
B-

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun Untuk mengangani 
bersama penyelesaian 
masalah hokum di 
bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara 
yang dihadapi RSUD 
Kabuaten Sumedang 
baik di dalam maupun 
di luar Pengadilan. 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

2699/0.2.21/Gs.1/11/2018. 
Tanggal 7 November 
2018.  

2 PT. Jasa 
Raharja 
(Persero) 
Cabang Jawa 
Barat 

Perjanjian Kerjasama 
antara PT. Jasa Raharja 
(Persero) Cabang Jawa 
Barat dengan RSUD 
Kabupaten Sumedang 
tentang Penanganan 
dan Penyelesaian 
santunan kecelakaan lalu 
lintas dan angkutan jalan 
secara terpadu. 
Nomor : P/9/SP2018, 
445/028/RSUD/II/2018. 
Tanggal 28 Februari 
2018. 

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

5 Tahun Masud: 
Sebagai landasan 
untuk meningkatkan 
kerjasama Para Pihak 
dalam rangka 
meningkatkan 
kecepatan penanganan 
dan pendataan korban 
yang mengalami 
kecelakaan lalu lintas 
secara terpadu. 
Tujuan: 
Untuk memudahkan 
proses pendataan, 
pelayanan kesehatan 
dan penyelesaian 
santunan bagi korban 
dan memberikan 
pelayanan kepada 
korban untuk 
mendapatkan 
pertolongan, 
pengobatan dan 
perawatan serta 
santunan sesuai yang 
diterima oleh korban. 

3 BPJS 
Ketenagakerjaa
n 

Perjanjian Kerjasama 
antara BPJS 
Ketenagakerjaan dengan 
RSUD Kabupaten 
Sumedang tentang 
Pelaksanaan Pelayanan 
Pengobatan dan 
Perawatan Program 
Jaminan Kecelakaan 
Kerja bagi Peserta BPJS 
Ketenagakerjaan.  
Nomor : PER/8/02/2018, 
445/026/RSUD/I/2018  
Tanggal 2 Januari 2018. 

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

2 tahun Melakukan pelayanan 
pengobatan dan 
perawatan program 
JKK meliputi pelayanan 
Gawat Darurat, Rawat 
Jalan dan Rawat Inap 
di RSUD Kabupaten 
Sumedang. 

4 UPTD 
Pemadam 
Kebakaran 

Perjanjian Kerjasama 
antara RSUD Kabupaten 
Sumedang dengan UPTD 

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

3 Tahun Menjadi acuan bagi 
bangunan RSUD agar 
aman terhadap bahaya 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Wilayah 
Sumedang Kota 

Pemadam Kebakaran 
Wilayah Sumedang Kota 
tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan 
Kebakaran pada Rumah 
Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sumedang. 
Nomor : 
445/052/RSUD/V/2018, 
032/Satpol PP-PMK-
WIL.KOTA/2018. 
Tanggal 9 Mei 2018 

kebakaran dan 
terselenggaranya 
fungsi bangunan 
rumah sakit dan 
lingkungan yang aman 
bagi pasien, petugas 
dan pengunjung dan 
peralatan yang ada 
didalamnya dari bahaya 
kebakaran sehingga 
tidak mengakibatkan 
terjadinya kerugian 
jiwa dan materi. 

5 Rumah Sakit 
Paru DR.H.A 
Rotinsulu 
Bandung 

Perjanjian Kerjasama 
antara RSUD Kabupaten 
Sumedang dengan 
Rumah Sakit Paru 
DR.H.A Rotinsulu 
Bandung tentang 
pelayanan kesehatan 
rujukan lepas. 
Nomor : 
445/068/RSUD/VIII/2018, 
018/PKS/SHBC/VIII/2018  
Tanggal 6 Agustus 2018.  

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

2 Tahun Sebagai pedoman para 
pihak dalam rangka 
memberikan pelayanan 
kesehatan rujukan 
lepas antara pihak 
pertama dengan pihak 
kedua yang kemudian 
seluruh tanggung 
jawab beralih menjadi 
pihak pasien dengan 
pihak kedua dan 
terwujudnya kerjasama 
rujukan para pihak 
dalam hal 
meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan, 
cakupan dan efesiensi 
pelayanan kesehatan 
secara terpadu. 

6 Mitra Plumbon 
Cirebon 

Perjanjian Kerjasama 
antara RSUD Kabupaten 
Sumedang dengan 
rumah sakit Mitra 
Plumbon Cirebon 
tentang rujukan 
pelayanan kesehatan. 
Nomor :  
445/061/RSUD/VIII/2018 
3745/RS.MP/VIII/2018 
Tanggal 1 Agustus 2018 

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

2 Tahun  Untuk memberikan 
pelayanan kesehatan 
kepada pasienpihak 
pertama yang di rujuk 
kepihak ke dua dan 
untuk meningkatkan 
mutu pelayanan, 
cakupan dan efesiensi 
pelayanan kesehatan 
secara terpadu. 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

7 PT. Bank 
Negara 
Indonesia 
(persero) 

Perjanjian kerjasama 
antara RSUD Kabupaten 
Sumedang dengan PT. 
Bank Negara Indonesia 
(persero), Tbk Kantor 
Cabang Utama Subang 
Tentang sewa ruang 
bangunan/tanah/lokasi 
ATM.  
Nomor: 
445/047/RSUD/IV/2018 
SDG/2/PKS – 
ATM/004/2018 
Tanggal 21 Desember 

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

3 Tahun Memanfaatkan lokasi 
lahan untuk 
kepentingan bersama 
dan sama – sama saling 
memberikan 
keuntungan. 

8 Laboratorium 
Pengendalian 
Kualitas 
Lingkungan 
(LPKL)PDAN 
Tirtawening 

Perjanjian kerjasama 
antara RSUD Kabupaten 
Sumedang dengan 
Laboratorium 
Pengendalian Kualitas 
Lingkungan (LPKL)PDAN 
Tirtawening kota 
Bandung tentang 
pengambilan sample dan 
Pemeriksaan 
Laboratorium Kualitas 
Lingkungan. 
Nomor : 
445/008/RSUD/I/2018 
012.a/LPKL/I/2018 
TAnggal 10 Januari 2018 

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun Untuk mengukur dan 
tujuan lingkungan 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten 
Sumedang dengan cara 
pengambilan sample 
dan pemeriksaan 
secara Laboratorium 
sehingga memenuhi 
persaratan seperti 
yang tertuang dalam 
Keputusan Menteri 
Kesehatan No 
1204/menkes/SK/2004 
tentang Persyaratan 
Kesehatan Lingkungan 
Rumah Sakit. 

9 Dinas 
Kesehatan 
Kabupaten 
Sumedang 

Perjanjian Kerjasama 
antara RSUD Kabupaten 
Sumedang dengan Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Sumedang tentang 
Pengambilan Sample 
dan Pemeriksaan 
Kualitas Air Minum dan 
Air Bersih. 
Nomor : 
445/III/RSUD/2018 
440/203.3/I/DINKES/I/ 
2018 Tanggal 15 Januari 
2018 

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun Untuk mengukur 
kualitas air minum dan 
air bersih yang 
dipergunakan di 
Lingkungan Rumah 
Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sumedang 
dengan cara 
pemeriksaan secara 
laboratorium sehingga 
memenuhi persyaratan 
seperti yang tertuang 
dalam Keputusan 
Menteri Kesehatan No. 
1204/menkes/SK/2004 
tentang Persyaratan 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

kesehatan Lingkungan 
Rumah Sakit.  

10 PT. Litera Multi 
Sarana 

Perjanjian Kerjasama 
antara PT. Litera Multi 
Sarana dengan RSUD 
Kabupaten Sumedang 
tentang Kontrak Service 
Alat Kesehatan.  
Nomor : SPH-
LMS/III/2018 
445/048/RSUD/III/2018. 
Tanggal 5 Maret 2018 
 

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

1 Tahun Untuk melakukan 
pemeliharaan dan 
perbaikan (service) 
terhadap alat 
kedokteran yang 
berada di Rumah Sakit 
Umum Daerah 
Kabupaten Sumedang 
secara transparan dan 
berkualitas dan untuk 
membangun kinerja 
pemeliharaan dan 
perbaikan (service) 
terhadap alat 
kedokteran secara 
efesiensi dan 
professional serta 
berorientasi pada 
manfaat bagi 
pengguna pelayanan. 

11 SLBN B 
Pembina 
Tingkat Provinsi 
Jawa Barat 

Perjanjian kerjasama 
antara RSUD Kabupaten 
Sumedang dengan SLBN 
B Pembina Tingkat 
Provinsi Jawa Barat 
tentang Tenaga Khusus 
yang memahami bahasa 
isyarat bagi Pasien Bisu 
Tuli di RSUD Kabupaten 
Sumedang . 
Nomor : 
445/018/RSUD/I/2018 
01/SLBN/B-
P/DISDIK/I/2018   
Tanggal 2 Januari 2018.  

RSUD Kabupaten 
Sumedang 

2 Tahun Untuk memberikan 
kemudahan pelayanan 
pada pasien bisu tuli di 
RSUD Kabupaten 
Sumedang dan untuk 
memenuhi kebutuhan 
tenaga khusus yang 
memahami bahasa 
isyarat bagi pasien bisu 
tuli yang berobat di 
RSUD Kabupaten 
Sumedang. 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG 

12 BPJS 
Ketenagakerjaa
n Cabang 
Sumedang 

Perjanjian Kerjasama 
antara BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang 
Sumedang dengan Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten 
Sumedang Tentang 
Perluasan Cakupan 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu Kab. 
Sumedang 

2 Tahun Untuk peningkatan 
kepesertaan dan 
Kepatuhan Program 
Jaminan Sosial 
Ketenaga Kerjaan Pada 
Masyarakat Kabupaten 
Sumedang, terjalinnya 
kerjasama dalam 
pelaksanaan 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Kepesertaan dan 
Kepatuhan Program 
Jaminan sosial 
Ketenagakerjaan Melalui 
Pemberian Sanksi Tidak 
Mendapatkan Pelayanan 
Publik Tertentu 
Diwilayah Kabupaten 
Sumedang. 
Nomor : PER/18/082018 
119/620/DPMPTSP/VIII/ 
2018 
Tanggal 20 Agustus 2018 

perlindungan jaminan 
sosial ketenagakerjaan 
kepada setiap pekerja, 
meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan perijinan 
dan non perijinan yang 
lebih cepat, tepat, 
mudah dan transparan.  
 

13 Badan 
Penyelenggara 
Jaminan Sosial 
Kesehatan 
Cabang 
Sumedang 

Perjanjian Kerjasama 
Antara Badan 
Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan Cabang 
Sumedang dengan Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten 
Sumedang Tentang 
Perluasan Cakupan 
Kepesertaan, 
Peningkatan Kesadaran 
dan Kepatuhan Program 
Jaminan Kesehatan 
Nasional Melalui 
Pemberian Sanksi Tidak 
Mendapatkan Pelayanan 
Publik Tertentu di 
Wilayah Kabupaten 
Sumedang.  
Nomor : 291/KTR/V-
04/0818 
119/621/DPMPTSP/VIII/201
8 
Tanggal 20 Agustus 2018 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu Kab. 
Sumedang 

2 Tahun Maksud : 
- Untuk memanfaatkan 

sumber daya yang 
ada pada para pihak 
yang di dasarkan azas 
saling membantu dan 
saling mendukung 
agar 
penyelenggaraan 
program jaminan 
kesehatan nasional 
dapt berjalan secara 
efektif, efesien, dan 
terkoordinasi. 

- Untuk perluasan 
cakupan kepesertaan 
peningkatan 
kesadaran dan 
kepatuhan program 
jaminan kesehatan 
nasional di Wilayah 
Kabupaten 
Sumedang.  

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG 

15 Dinas 
penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu. Kab. 
Sumedang 

Perjanjian Kerjasama 
antara Dinas 
Kependudukan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumedang 
dengan Dinas 
Penanaman modal dan 
Pelayan Terpadu Satu 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil Kab. 
Sumedang 

2 Tahun Untuk pemanfaatan 
NIK , data 
kependudukan dan 
KTP-el dalam layanan 
lingkup tugas 
penanaman modal dan 
PTSP Kabupaten 
Sumedang, dan 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Pintu Kabupaten 
Sumedang Tentang 
pemanfaatan nomor 
induk 
kependudukan,data 
kependudukan dan kartu 
tanda penduduk 
elektronik dalam 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Sistem Informasi 
Izin Cetak Mandiri.  
Nomor : 
474/777/BKPS/2018 
Tanggal 7 Mei 2018 

mewujudkan tertib 
administrasi 
kependudukan 
pencatatan sipil di 
Kabupaten Sumedang 

16 KLinik Utama 
Anugrah Mitra 
Kabupaten 
Sumedang 

Perjanjian Kerjasama 
Antara Dinas 
Kependudukan an 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumedang 
Dengan KLinik Utama 
Anugrah Mitra 
Kabupaten Sumedang 
Tentang Pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan Berupa 
Penerbitan Nomor Induk 
Kependudukan dan 
Penerbitan Dokumen 
Kependudukan (Kartu 
Keluarga dan Akta 
Kelahiran) Bagi 
Penduduk Sumedang 
Yang Baru lahir di Rumah 
Sakit atau Tempat 
persalinan Lainnya di 
Kabupaten Sumedang. 
Nomor : 
470/1978/DKPS/2018 
20/XII/KU-AM/2018 
Tanggal 6 November 
2018 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil Kab. 
Sumedang 

1 tahun Pelayanan Administrasi 
Kependudukan berupa 
penerbitan NIK dan 
Penerbitan dokumen 
Kependudukan (Kartu 
Keluarga dan Akta 
Kelahiran) bagi 
penduduk Sumedang 
yang baru lahir di Klinik 
Utama Anugrah Mitra. 

17 Rumah Sakit 
Umum 
Pakuwon 

Perjanjian Kerjasama 
Antara Dinas 
Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumedang 
Dengan Rumah Sakit 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil Kab. 
Sumedang 

 

1 Tahun Pelayanan Administrasi 
Kependudukan berupa 
penerbitan NIK dan 
Penerbitan dokumen 
Kependudukan (Kartu 
Keluarga dan Akta 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Umum Pakuwon, 
Tentang Pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan Berupa 
Penerbitan Nomor Induk 
Kependudukan Dan 
Penerbitan Dokumen 
Kependudukan (Kartu 
Keluarga Dan Akta 
Kelahiran) Bagi 
Penduduk Kabupaten 
Sumedang Yang Baru 
Lahir di Rumah Sakit 
Umum Pakuwon. 
Nomor : 
470/1978/DKPS/2018 
303/PKS/A/XI/2018 
Tanggal 6 november 
2018 

 
 
 
 
 
 

Kelahiran) bagi 
penduduk Sumedang 
yang baru lahir di 
Rumah Sakit Umum 
Pakuwon. 

19 Rumah Sakit 
Bunda Medika 

Perjanjian Kerjasama 
antara Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumedang 
dengan Rumah Sakit 
Bunda Medika 
Kabupaten Sumedang 
tentang Pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan Berupa 
Penerbitan Nomor Induk 
Kependudukan dan 
Penerbitan Dokumen 
Kependudukan (Kartu 
Keluarga dan Akta 
Kelahiran) bagi 
Penduduk Sumedang 
yang baru lahir di Rumah 
Sakit atau tempat 
Persalinan Lainnya di 
Kabupaten Sumedang. 
Nomor : 
470/1978/DKPS/2018 
03/RB-PKS/XII/2018 
.Tanggal 6 november 
2018 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil Kab. 
Sumedang 

1 tahun Untuk mengefektifkan 
fungsi dan peran para 
pihak dalam pelayanan 
masyarakat sesuai 
dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

20 PT Pos 
Indonesia 
(Persero) 

Perjanjian antara PT Pos 
Indonesia (Persero) 
dengan Dinas 
Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten 
Sumedang Tentang 
Pendistribusian Hasil 
Pelayanan Administrasi 
Kependudukan.   
Nomor: 
213/REGIONAL5/BISRATK
ETLOG/SMD/B/1118 
470/1978/DKPS/2018 
Tanggal 6 November 
2018 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil Kab. 
Sumedang 

1 tahun Untuk melakukan 
pengiriman surat dan / 
atau paket 
berdasarkan hal-hal 
tersebut di atas, maka 
para pihak sepakat 
untuk mengikatkan diri 
satu kepada yang lain 
dalam suatu perjanjian 
tentang jasa 
pengiriman surat dan 
paket. 
 

21 Badan Amil 
Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kab. 
Sumedang 

Perjanjian Kerjasama 
antara Dinas 
Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumedang 
dengan Badan Amil 
Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kabupaten 
Sumedang Tentang 
Kerjasama Pemanfaatan 
NIk,Data dan Dokumen 
Kependudukan.  
Nomor : 
474/1978/DKPS/2018 
03/KJ/BAZNAS/XI/2018 
Tanggal 6 November 
2018 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil Kab. 
Sumedang 

2 Tahun Untuk mengefektifkan 
fungsi dan peran para 
pihak dalam pelayanan 
kepada masyarakat 
sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 

22 Rumah Sakit 
Umum Daerah 

Perjanjian kerjasama 
antara Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
kabupaten Sumedang 
dengan Rumah Sakit 
Umum Daerah 
Kabupaten Sumedang 
Tentang Pelayanan 
administrasi 
kependudukan berupa 
penerbitan nomor induk 
kependudukan dan 
penerbitan dokumen 
kependudukan (Kartu 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 

Sipil Kab. 
Sumedang 

1 Tahun Untuk mengefektipkan 
fungsi dan peran para 
pihak dalam pelayanan 
kepada masyarakat 
sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
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No 
Mitra yang 

Diajak 
Kerjasama 

Nama MoU/ PKS 
SKPD 

Penyelenggara 
Kerjasama 

Jangka 
Waktu 

Maksud dan Tujuan 

Keluarga dan Akta 
kelahiran) bagi 
penduduk Sumedang 
yang baru lahir di Rumah 
Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Sumedang. 
Nomor : 
470/1978/DKPS/2018 
445/084/RSUD/XII/2018 
Tanggal 6 November 
2018 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMEDANG 

23 Universitas 
Pasundan 
Bandung 

Perjanjian kerjasama 
antara Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Sumedang 

dengan Lembaga 
Pengabdian Kepada 

Masyarakat Universitas 
Pasundan Bandung 

tentang Penyusunan 
Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang 

Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan. 

Nomor :  
111/Unpas.R4.b/G/X/2018 
Tanggal 20 Oktober 2018 

Dinas Tenaga 
Kerja dan 

Transmigrasi 
Kabupaten 
Sumedang 

22 bulan - Kerjasama ini adalah 
Penyusunan Naskah 
Akademik Rancangan 
Peraturan Daerah 
tentang 
Penyelenggaraan 
Ketenagakerjaan. 
 

- Menghasilkan kajian 
berdasarkan analisis 
secara akademis. 

 
Rekapitulasi kerjasama daerah yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

A. Yang dikelola oleh Bagian Kerjasama 
 
                                                                   Tabel 6.4 

Bentuk 
Kerjasama 

Kerjasama 
dengan lembaga 

pemerintah 

Kerjasama 
dengan 

lembaga 
pendidikan 

Kerjasama 
dengan 

lembaga 
swasta 

Jumlah 

Kesepakatan 
bersama 

20 8 6 34 

Perjanjian 
kerjasama 

7 
4 

3 14 

Jumlah 27 12 9 48 
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Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang 
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan adanya 
kesadaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada melalui 
penyelenggaraan  kerjasama daerah. 
 

B. Yang Dikelola Oleh SKPD  
Tabel 6.5 

Bentuk 
Kerjasama 

Kerjasama 
dengan lembaga 

pemerintah 

Kerjasama 
dengan 

lembaga 
pendidikan 

Kerjasama 
dengan 

lembaga 
swasta 

Jumlah 

Kesepakatan 
bersama 

1 - - 1 

Perjanjian 
kerjasama 

7 
1 

15 22 

Jumlah 8 1 15 23 

Tabel 6.6 
Jumlah Pegawai Pengelola Kerjasama 

 

Jumlah 
Pegawai 

 
Kualifikasi Pendidikan 

 
 

 
Pangkat/Gol 

SLA  D3 S1 S2 S3 IIc IIIa IIIb IIId IVa IVb 

12 Orang 2 
 

2 6 2 - 2 2 2 2 2 2 

 
Permasalahan dan Solusi : 

Permasalahan yang ada di Bagian Kerjasama : 
1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, melalui pelaksanaan 

kerjasama dengan Pihak Ketiga. 
2. Belum lengkapnya data base potensi yang akan dikerjasamakan. 
3. Belum memiliki grand design potensi kerjasama daerah. 
4. Kurangnya Sumber Daya dari sisi kualitas dan kwantitas. 
 
Solusi : 
1. Pelaksanaan pembangunan dan operasional dapat dilaksanakan dengan biaya dari 

Pihak Ketiga sebagai Solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran. 
2. Pembuatan grand design petensi  kerjasama daerah 
3. Peningkatan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi untuk pengembangan 

kerjasama daerah 
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia dari sisi kualitas dan kwantitas. 
5. Membuat aplikasi sebagai bahan informasi mengenai kerjasama daerah. 
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c.   KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 

Kegiatan koordinasi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah 
merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik 
perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan 
antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna 
yang sebesar-besarnya.  

Dengan demikian, kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi 
vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan 
pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar 
penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah. Adapun kegiatan 
koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Sumedang antara lain melalui:  

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Forum ini dibentuk 
berdasarkan amanat pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum 
khususnya dalam mempercepat pengambilan keputusan terhadap berbagai 
permasalahan yang terjadi di daerah. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala 
informasi dan masukan dari anggota Forkompimda yang memberikan manfaat 
terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah;  

2. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk memberikan kepastian hukum 
terhadap tanah milik pemerintah daerah maupun dalam rangka penyelesaian 
permasalahan pertanahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun 
berbagai informasi dan masukan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum maupun penyelesaian permasalahan pertanahan di 
daerah;  

3. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka penyediaan data dan 
kontribusi sektor ekonomi serta data Kabupaten Sumedang di berbagai sektor. 
Melalui kegiatan ini dihasilkan antara lain penyusunan Buku Sumedang Dalam 
Angka, Penduduk dan PDRB yang menggambarkan tentang pertumbuhan 
ekonomi, pendapatan perkapita serta kontribusi masing-masing sektor terhadap 
pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk 
penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumedang;  

4. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan dan 
mengoptimalkan pembayaran pajak bagi para wajib pajak agar memenuhi 
kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak melebihi 
tanggal jatuh temponya. Melalui kegiatan ini dapat diupayakan peningkatan 
pendapatan daerah melalui penerimaan pajak guna menunjang pelaksanaan 
program dan kegiatan pemerintahan di daerah.  

 
Selain itu, juga senantiasa dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan 

instansi vertikal lainnya termasuk dengan BUMN dan BUMD yang ada di daerah. 
Melalui kegiatan koordinasi ini pemerintah daerah dapat melakukan upaya 
penyelesaian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan 
pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing 
instansi vertikal dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait. 
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Kebijakan, program, kegiatan serta permasalahan yang memerlukan 
penanganan secara lintas sektoral dan vertikal antara lain sebagai berikut : 
1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2018; 
2. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018; 
3. Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 

Kabupaten Tahun 2018; 
4. Penanggulangan Bencana; 
5. Penyelesaian Perkara tun/perdata dan fasilitasi bantuan hukum bagi 

orang/kelompok orang miskin di Kabupaten Sumedang; 
6. Pemutakhiran data kependudukan; 
7. Persiapan Bulan Suci Ramadhan 1440 Hijriah; 
8. Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73; 
9. Peringatan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah; 
10. Laporan pertanggungjawaban kegiatan SKPD; 
11. Persiapan pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 dan pilpres 2019. 
 
 

Permasalahan dalam penyelenggaraan Koordinasi Instansi Vertikal di daerah 
antara lain : 
a. Masih kurangnya kesadaran dari berbagai SKPD/instansi vertical akan pentingnya 

integritas dan sinergitas dalam menjalankan pemerintahan, yang ditandai dengan 
masih kurang antusiasnya SKPD dalam mengikuti rapat koordinasi; 

b. Proses mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan yang berasal dari 
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui mekanisme tugas 
pembantuan dan urusan bersama masih dilaksanakan  secara sektoral tanpa 
melakukan koordinasi dengan SKPD atau pemerintah setempat dimana kegiatan 
tersebut dilaksanakan; 

c. Belum adanya inventaris/data base bersama mengenai permasalahan-

permasalahan di daerah yang dapat digunakan sebagai bahan koordinasi, sehingga 

menyulitkan penanganan secara komprehensif. Solusi yang ditempuh adalah 

mengintensifkan komunikasi dengan instansi vertikal di daerah;  

d. Aturan teknis pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah belum 

memiliki dasar hukum yang kuat. Solusi yang ditempuh melalui kesepakatan dan 

menyesuaikan kondisi di daerah.  

Adapun solusi  atas permasalahn koordinasi instansi vertical di daerah yang 
sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang antara lain : 
a. Memberikan arahan dan pembinaan baik secara langsung ataupun tidak langsung 

terhadap SKPD/instansi vertical tersebut supaya lebih memahami pentingnya 
koordinasi dan sinergitas dalam system hubungan tata kerja organisasi perangkat 
daerah. 

b. Melakukan komunikasi serta koordinasi secara intensif dengan lembaga atau 
kementrian terkait berkenaan  dengan program bantuan kegiatan melalui  Tugas 
Pembantuan dan Urusan Bersama. 

 
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 
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Dalam rangka pembinaan batas wilayah, pada tahun 2018 telah dilaksanakan 

kegiatan Pemantauan/Monitoring Batas Daerah. Maksud dari kegiatan tersebut  
adalah untuk mengecek kondisi dan keberadaan pilar batas daerah Kabupaten 
Sumedang menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk : (a) 
Memastikan kondisi sebenarnya mengenai kondisi dan keberadaan pilar sehingga 
tersedia data kondisi dan keberadaan pilar batas daerah yang akurat; (b) Antisipasi 
untuk pencegahan pengrusakan dan penggeseran/pemindahan lokasi pilar; (c) 
Menjaga terpeliharanya kondisi pilar; (d) Menjaga kepastianhukum batas wilayah 
administratif Kabupaten Sumedang; (e) Sekaligus menyerap aspirasi/informasi 
tentang permasalahan/konflik/sengketa wilayah perbatasan. 

Manfaat dari pelaksanan kegiatan Monitoring/Pemantauan Batas Wilayah 
Tahun Anggaran 2018 di Kabuapaten Sumedang, yaitu akan tersusunnya data 
mengenai kondisi dan keberadaan pilar batas daerah secara lengkap dan akurat 
sehingga bisa dijadikan salah satu acuan dalam pengembilan kebijakan terkait pilar 
batas pada khususnya dan wilayah perbatsan pada umumnya serta sebagai bahan 
laporan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat. 

Manfaat lainnya adalah akan terpetakan wilayah perbatasan 
(desa/kecamatan) yang belum terpasangipilar atau belum memiliki pilar batas 
sehingga bisa diperkirakan kebutuhan untuk pengadaan pilar batas dan anggaran 
yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pemasangan pilar dimaksud. Sehingga, ke 
depannya wilayah Daerah Kabupaten Sumedang akan lebih dipertegas lagi supaya 
ada peningkatan kepastian dan menghindari keraguan mengenai batas wilayah baik 
bagi warga Kabupaten Sumedang maupun warga Kabupaten tetangga.Selain itu, 
dengan terhimpunnya informasi mengenai masalah/sengketa di wilayah perbatasan 
akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah guna menyelesaikan masalah/konflik 
dimaksud. 

Wilayah perbatasan di Kabupaten Sumedang yang telah terpasangi pilar batas 
daerah terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan di 32 (tiga puluh dua) Desa. Jumlah pilar 
yang terpasang sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) pilar yang terdiri dari 14 
buah PBU (Pilar Batas Utama) dan 114 buah PABU (Pilar Acuan Batas Utama).Pilar 
Batas Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Subang sebanyak 16 PABU, batas 
dengan Kabupaten Indramayu sebanyak 21 pilar terdiri dari 10 buah PABU dan 11 buah 
PBU, batas dengan Kabupaten Majalengka sebanyak 58 pilar terdiri dari 56 PABU dan 
2 buah PBU, batas dengan Kabupaten Garut sebanyak 9 pilar terdiri dari 8 buah PABU 
dan 1 buah PBU, dan batas dengan Kabupaten Bandung sebanyak 24 PABU. 
Sedangkan batas dengan Kabupaten Tasikmalaya berupa 5 (lima) titik koordinat. 

Dari jumlah 128 pilar tersebut yang terpasang di wilayah Kabupaten 
Sumedang atau tepat di perbatasan sebanyak 94 pilar. Pilar yang terpasang di wilayah 
kabupaten tetangga sebanyak 34 pilar. Monitoring/pemantauan pilar dilakukan 
terhadap pilar yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang yaitu sebanyak 94 pilar. 

Berdasarkan hasil pemantauan keberadaan pilar, jumlah pilar yang berhasil 
dimonitor sebanyak 50 pilar. Dengan rincian jumlah pilar yang masih terpasang 
sebanyak 44 pilar dan pilar yang hilang sebanyak 6 pilar. Dari 44 pilar yang ada, pilar 
dengan kondisinya baik sebanyak 29 pilar, rusak ringan 4 pilar, rusak sedang 4 pilar 
dan rusak berat sebanyak 7 pilar. 
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Permasalahan yang ditemui berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan 
Monitoring/Pemantauan Batas Wilayah Kabupaten Tahun 2018, yaitu : 
a. Masih adanya kecamatan perbatasan yang tidak memiliki pilar batas kabupaten. 

Kecamatan yang terletak berbatasan dengan kabupaten tetangga sebanyak 16 
(enam belas) kecamatan. Pilar batas kabupaten baru terpasang di 11 (sebelas) 
kecamatan sehingga terdapat 5 (lima) kecamatan perbatasan yang belum 
terpasang pilar batas kabupaten yaitu Kecamatan Cibugel, Sumedang Selatan, 
Sukasari, Tanjungsari, dan Rancakalong. 

b. Berbedanya seluruh nomor identitas pilar antara yang tertulis di pilar dengan 
yang tercantum di Permendagri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah 
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Contohnya : di Permendagri tertulis 
PABU.109 sedang di pilar tertulis P-148. 

c. Tidak adanya keterangan jarak ke batas sesungguhnya yang tercantum di plakat 
Pilar Acuan Batas Utama (PABU) sehingga akan menimbulkan kesalahan 
penapsiran mengenai batas yang sesungguhnya. Seharusnya di setiap PABU 
tercantum keterangan jarak ke batas sesungguhnya, contohnya seperti pada 
PABU.48 (P-65) tercantum keterangan : “50 meter ke as sungai cilutung”. 

d. Terdapat beberapa pilar yang kondisi fisiknya rusak bahkan rusak berat (tinggal 
pondasinya saja), plakat dan/atau brass tabletnya hilang. 

e. Terdapat beberapa pilar yang hilang, baik tertimbun longsoran tebing, tertimbun 
urugan tanah, maupun tertimbun sedimentasi sungai atau terbawa arus sungai. 

f. Terdapat pilaryang dialihkan warga secara sepihak sengan alasan pilar atau patok 
tersebut menghalangi akses masuk ke dalam rumahnya. Hal ini terjadi pada 
patok/pilar PABU.109 (P-148) di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor. 

g. Terdapat pilar yang berada di dalam dapur rumah/toko milik masyarakat yaitu 
PABU.99 yang terletak di pinggir jalan Bandung-Garut (Desa Sindangpakuwon 
Kecamatan Cimanggung). 

h. Data lokasi desa di Permendagri berbeda dengan kondisi eksisting di lapangan. 
Secara rinci perbedaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 6.7 

Daftar Administrasi Batas Yang Diperlukan Perbaikan 

No. Tertulis di Permendagri No. 13 Tahun 2008 Seharusnya 
(1) (2) (3) 

1. Lokasi PABU.09, PABU.10, PABU.11, PABU.12, PABU.13 
dan PABU.14 tertulis Desa Surian 

Desa Suriamedal 

2. Lokasi PBU.03, PBU.04, PBU.05, PBU.06, PBU.07, 
PBU.08, PBU.09, PBU.10, PABU.20 dan PABU.21 tertulis 
Desa Genderah 

Desa Ciawitali 

3. Lokasi PABU.02 tertulis Desa Jingkang Desa Cikaramas 

4. Lokasi PABU.03, PABU.04, PABU.05, PABU.06, 
PABU.07, dan PABU.08 tertulis Desa Jingkang 

Desa Tanjungmedar 

5. PABU.106 tertulis berbatasan dengan Desa Jelegong Desa Bojongloa 

6. Lokasi PABU.107 tertulis Desa Bojongloa Desa Jelegong 

 
i. Masih terdapat pihak kecamatan dan desa yang tidak mengetahui keberadaan 

dan lokasi pilar batas kabupaten di wilayahnya. 
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j. Terdapat keterangan batas yang tidak jelas antara yang tercantum di batang 
tubuh Permendagri dengan yang tercantum pada peta lampiran terutama pada 
PABU.20 yang merupakan perbatasan desa Ciawitali Kecamatan Buahdua 
Kabupaten Sumedang dengan Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten 
Indramayu. Sehingga hal ini menimbulkan konflik batas antara dua kabupaten 
yaitu Sumedang dengan Indramayu. 

 
E. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Alokasi Anggaran urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan 
Masyarakat tahun 2018 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Sumedang sebesar Rp 19.393.224.940,- dengan realisasi mencapai Rp. 13.517.748.440,- 
atau 69,70 % dari rencana anggaran. 

 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Program dan kegiatan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan 
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 sebagai berikut : 
a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam  

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Pengadaan Natura dan Logistik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya kebutuhan Natura dan 
Logistik untuk Masyarakat yang Terkena Bencana  . Dengan pagu anggaran 
Rp. 190.021.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
189.351.000,- Atau 99,65 % ( terdapat sisa tender dari pembelian belanja bahan 
logistik) , serta output kegiatan ini adalah Tersedianya Logistik dan peralatan 
penunjang penanggulangan bencana ,outcome nya yaitu Terpenuhinya 
kebutuhan logistik dan natura bagi korban bencana. 

2) Kegiatan Akselarasi Penanggulangan Bencana 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terpasilitasinya operasional Pusdalops 
PB dan TRC Kabupaten Sumedang. Dengan pagu anggaran Rp. 277.200.000,-   
Sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.277.200.000,-  Atau 
100 % , serta output kegiatan ini adalah Tersedianya Operasional Tim 
Penanggulangan Bencana ,outcome nya yaitu Tertanganinya bencana di tiap 
kecamatan. 

3) Penyebarluasan dan Pemantauan Potensi Bencana 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersampaikannya mengenai tata cara 
pengurangan risiko bencana dan Masyarakat dapat mengetahui cara 
pencegahan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana  . Dengan 
pagu anggaran Rp. 150.000.000,-   Sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp.149.715.000,-  Atau 99,81% , serta output kegiatan ini 
adalah Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan Bahaya bencana serta 
meningkatkan pentingnya akan mitigasi bencana . ,outcome nya yaitu 
Terkoordinasinya masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan 
kejadian bencana dan Terlaksananya peran serta masyarakat dalam upaya 
pencegahan dan penanganan bencana yang akan dan telah terjadi. 

4) Kegiatan Gladi Lapangan / Simulasi Penanggulangan Bencana 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
Meningkatkan  kapsitas   masyarakat  
yang  mampu  menghadapi  dan  
mengenal karakteristik bencana yang 
bertujuan supaya Masyarakat/Anggota 
Relawan mampu menyelamatkan diri 
sendiri dan orang lain dari ancaman 
bencana. Dengan pagu anggaran Rp.  
75.000.000,-  Sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.74.520.000,-  Atau 99,36% , serta output 
kegiatan ini adalah Gladi/ Simulasi Penanggulangan Bencana di tingkat 
Kabupaten Sumedang. ,outcome nya yaitu Meningkatnya sumber daya 
Manusia Relawan Penanggulangan Bencana serta Terkoordinasi dan 
terorganisirnya Anggota Relawan di tiap kecamatan sehingga dalam upaya 
pencegahan dan penanganan bencana dapat terlaksana secara cepat, tepat 
dan akurat. 

5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Relawan Siaga Bencana Kec. 
Jatinangor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
terlatihnya Manajemen Relawan siaga 
Bencana di kecamatan Jatinangor  . 
Dengan pagu anggaran Rp.  50.000.000,-  
Sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 49.650.000,-  Atau 
99,30 % , serta output kegiatan ini adalah Jumlah peserta pelatihan 
Manajemen Relawan Siaga Bencana Kec. Jatinangor ,outcome nya yaitu 
Meningkatnya kapasitas peserta pelatihan. 

6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Relawan Siaga Bencana 
Kecamatan Tanjungkerta 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kapasitas Relawan di 
Kecamatan Tanjungkerta. Dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,-  Sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 49.644.000,-  Atau 99,29 % , 
serta output kegiatan ini adalah Jumlah peserta Yang mengikuti Kegiatan 
Peningkatan Kapasitas Manajemen Relawan Siaga Bencana Kecamatan 
Tanjungkerta sebanyak 50 orang, outcome nya yaitu Meningkatnya Kapasitas 
Relawan di kecamatan Tanjungkerta. 

7) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tertanganinya  Penanganan Bencana di 
Kabupaten Sumedang serta terfasilitasinya operasional Penanganan Darurat 
Bencana. Dengan pagu anggaran Rp. 664.500.000,-  Sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.659.888.500,-  Atau 99,31 % , serta 
output kegiatan ini adalah Jumlah Bahan baku bangunan, belanja bahan 11 
Jenis (26 kali 4 Paket) ,outcome nya yaitu Tertangani nya darurat bencana dan 
Operasional penanganan bencana. 

8) Kegiatan Pembuatan Website BPBD  
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah  Sebagai  Media Informasi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan pagu 
anggaran Rp. 50.000.000,-  Sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 50.000.000,-  Atau 100 % , serta output kegiatan ini adalah 
Tersedianya Website BPBD,outcome nya yaitu Tersebarnya Informasi 
Kebencanaan di Kabupaten Sumedang.  

9) Kegiatan Peningkatan dan 
Pengembangan Kapasitas PUSDALOPS PB 
dan TRC 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
Meningkatnya Kapasitas dan wawasan 
Pusdalops dan TRC Penanggulangan 
Bencana. Dengan pagu anggaran Rp. 
50.000.000,-  Sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp.50.000.000,-  Atau 100 % , serta output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta 
Peningkatan Kapasitas Pusdalops dan TRC Penanggulangan 
Bencana,outcome nya yaitu Meningkatnya kapasitas dan Wawasan  Pudalops 
dan TRC Penanggulangan Bencana. 

10) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Lanjutan) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk memulihkan infrastruktur 
pemerintah, masyarakat, keluarga dan Badan usaha setelah terjadinya 
bencana  . Dengan pagu anggaran Rp. 17.661.503.940,-  Sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.11.793.614.940,- Atau  66,78   %, serta 
output kegiatan ini adalah Pembangunan Rumah sebanyak 188 unit dan 2 
paket Pekerjaan yaitu Pembuatan Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan 
di Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan ,outcome nya yaitu 
Terwujudnya rumah, Jalan Lingkungan Dan Drainase Lingkungan dilokasi Desa 
Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan. 

11) Kegiatan Cetak Dan Penyebarluasan Database Daerah Rawan Bencana 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Mencetak Buku Database dan Tas 
Souvenir supaya terinformasikannya database Daerah Rawan Bencana. 
Dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,-  Sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp.49.440.000,- Atau  98,88   %, serta output kegiatan ini 
adalah Tercetaknya Buku Database sebanyak 400 bh dan Tas Souvenir 
sebanyak 400 bh,outcome nya yaitu Terinformasikannya Database Daerah 
Rawan Bencana. 

12) Kegiatan Pendampingan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya Pendampingan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana  . Dengan pagu anggaran                     
Rp. 75.000.000,-  Sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp.75.000.000,-  Atau 100 % , serta output kegiatan ini adalahTerlaksananya 
Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, outcome nya 
yaitu Terwujudnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

13) Kegiatan Sosialisasi Dan Cetak Perda Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Mensosialisasikan Perda 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan cetak Buku Perda agar 
masyarakat mengetahui Perda Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana. Dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,-  Sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.49.725.000,-  Atau 99,45 % , serta output 
kegiatan ini adalah Jumlah Buku Perda sebanyak 375 Buah dan Peserta 
Sosialisasi sebanyak 40 orang ,outcome nya yaitu Tersosialisasikannya Perda 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 
 

2.   Permasalahan Dan Solusi 
a.  Permasalahan  

1) Sehubungan BPBD Kabupaten Sumedang Klasifikasinya Masih Tipe B, maka 
sumber daya manusia yang ada belum  optimal dalam menangani 
permasalahan kebencanaan yang ada di Kabupaten Sumedang. 

2) Belum terbentuknya Tim Relawan Bencana di setiap Kecamatan, hanya baru 
terbentuk 11 Kecamatan dari 26 Kecamatan, hal ini disebabkan karena 
keterbatasan anggaran. 

 
3)  Belum terjalinnya koordinasi dengan 41 sector dunia usaha 
4) Belum tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana ( Rencana Mitigasi, 

Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, Rencana Pemulihan. 
5)  Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana belum optimal 

 
b.  Solusi 

1). BPBD Kabupaten Sumedang harus naik Klasifikasi Type; 
2). Pembentukan Tim Relawan diutamakan terlebih dahulu di kecamatan/ daerah-

daerah yang rawan bencana. 
3). Perlu diadakan Rakor PB dengan dunia usaha dan stakeholder lainnya. 
4). Sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak bencana paling pertama untuk 

lebih memahami “ Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat”. 
5). Perlu disusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (Rencana 

Mitigasi, Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, Rencana Pemulihan). 
 
 

F. PEMERINTAHAN UMUM 
Urusan ini dilaksanakan oleh 7 (tujuh) SKPD dan 26 (dua puluh enam) 

Kecamatan, dengan uraian sebagai berikut : 
 

1. SEKRETARIAT DAERAH  
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian.  Alokasi anggaran Urusan Otonomi Daerah, 
Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan 
Persandian  tahun 2018 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp 
39.090.590.351,00 dengan realisasi mencapai Rp 37.365.168.126,00 atau 95,58% dari 
rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
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Program dan kegiatan urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum 
dan Administrasi Keuangan Daerah Kepegawaian dan Persandian  tahun 2018 adalah 
sebagai berikut  
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 1.061.232.000,- dan 
realisasi sebesar Rp.993.770.040,- atau 93,64%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan.Output: terpenuhinya kebutuhan 
pembayaran jasa komunikasi telepon, air, listrik dan internet untuk 12 bulan. 
Outcome: meningkatnya pelayanan perkantoran.  

2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 3.782.537.180,- dan 
realisasi sebesar Rp.3.712.929.590,- atau 98,16%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan.Output : terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi perkantoran (ATK, jasa kantor, cetak penggandaan, 
sewa perlengkapan dan peralatan kantor dan mamin). Outcome: tersedianya 
penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.  

3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
Dilaksanakan oleh BagianUmum. Anggaran sebesar Rp. 103.446.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 103.446.000,-atau 100%. Output: tersedianya bahan 
bacaan berupa surat kabar/ majalah sebanyak 16 media. Outcome: 
Meningkatnyan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur.  

4) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp 2.753.500.000,- 
realisasi sebesar Rp2.753.500.000,- atau 100% dengan Output : 
terselenggaranya koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah. 
Outcome:  sinerginya pembangunan. 
 

5) Kegiatan Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp 227.800.000,- dan 
realisasi sebesar Rp 220.782.500,- atau 96,92%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terpenuhinya 
Penyediaan, Dekorasi dan Dokumentasi. Outcome :  tersedianya Penyediaan 
Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi.  

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp 304.790.000,- dan 
realisasi sebesar Rp.301.266.000,- atau 98,84%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan ada sisatender. Output :tersedianya jasa pengamanan kantor. 
Outcome: terciptanya keamanan perkantoran. Impact : meningkatnya 
keamanan lingkungan kantor.  

7) Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan 
Dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Anggaran sebesar Rp. 343.220.000,- 
realisasi sebesar Rp.325.670.000,-atau 94,89%. Output : terselenggaranya 
penatusahaan keuangan setda, Outcome : meningkatnya pelayanan 
administrasi perkantoran melalui pelayanan ketatausahaan keuangan setda. 
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8) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 220.200.000,- 
realisasi sebesar Rp. 216.198.000,- atau 98,18%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan adanya sisa tender. Output :  tersedianya jasa kebersihan, 
Outcome : terpenuhinya kebersihan di lingkungan kantor. 

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

Dilaksanakan oleh BagianPengelolaan Barang Daerah. Anggaran sebesar                 
Rp. 6.359.049.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.212.780.855,- atau 97,70%. 
Adanya sisa anggaran dikarenakan adanya sisa tender. Output :Tersedianya 
kendaraan dinas / operasional. Outcome :Terpenuhinya kendaraan dinas / 
operasional. 

2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 278.330.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 274.380.000,- atau 98,58%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan adanya sisa tender Output : Tersedianya Perlengkapan dan 
Peralatan Rumah - Jabatan/Dinas. Outcome : Terpenuhinya perlengkapan dan 
peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang memadai. 

3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dilaksanakan oleh 
Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 1.631.380.000,- dan realisasi sebesar                  
Rp. 1.592.715.000,- atau 97,63%. Adanya sisa anggaran dikarenakan 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output : tersedianya peralatan dan 
perlengkapan kantor. Outcome : terpenuhinya peralatan dan perlengkapan 
sarana kerja bagi aparatur.  

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 192.950.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 192.660.000,-atau 99,85%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terlaksananya 
pemeliharaan rumah jabatan yang memadai. Outcome : terpeliharanya rumah 
jabatan secara rutin/berkala.  

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp 1.240.061.351,- dan 
realisasi sebesar Rp.1.235.415.096,- atau 99,63%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terlaksananya 
pemeliharaan gedung kantor. Outcome : terpeliharanya secara rutin/berkala 
gedung kantor. Benefit : tersedianya gedung kantor yang memadai.  

6) Kegiatan Pemeliharaan  Rutin/Berkala Mobil Jabatan 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp 186.850.000,- dan 
realisasi sebesar Rp 110.377.495,- atau 99,07%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terlaksananya 
pemeliharaan secara rutin/berkala mobil jabatan. Outcome : terpeliharanya 
secara rutin/berkala mobil jabatan.  

7) Kegiatan Pemeliharaan  Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 1.034.398.000,- dan 
realisasi sebesar Rp1.008.099.247,- atau 97,46%. Adanya sisa anggaran 
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dikarenakan penyerapan disesuaikan dengan tagihan dari pihak ketiga. 
Output : terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan dinas 
operasional. Outcome : terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas 
operasional.  

8) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah 
jabatan/dinas 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 49.650.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 47.800.000,- atau 96,27%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terlaksananya 
pemeliharaan peralatan rumah jabatan Bupati dan Sekda. Outcome : 
terpeliharanya peralatan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas.  

9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung 
kantor 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 224.450.000,- dan 
realisasi Rp.204.860.000,- atau91,27%. Adanya sisa anggaran dikarenakan 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terlaksananya pemeliharaan rutin 
berkala peralatan gedung kantor. Outcome : terpeliharanya perlengkapan dan 
peralatan kantor. 

10) Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Dinas/Komputer 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Kegiatan ini baru muncul setelah perubahan 
anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 121.850.000,- dan realisasi sebesar             
Rp. 120.000.000,- atau 98,48%. Adanya sisa anggaran dikarenakan disesuaikan 
dengan kebutuhan. Output: Tersedianya rumah dinas pimpinan. Outcome : 
Tersedianya Rumah Dinas pimpinan sebagai tempat untuk beristirahat.  

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 

Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 99.850.000,- realisasi 
sebesar Rp.99.835.500,- atau 99,99%. Adanya sisa anggaran dikarenakan 
disesuaikan dengan kebutuhan Output : terlaksananya pengadaan pakaian 
dinas dan perlengkapan. Outcome : tersedianya pakaian dinas dan 
perlengkapannya. 

2) Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- realisasi 
sebesar Rp. 19.700.000,- atau 93,81% . Adanya sisa anggaran dikarenakan 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terlaksananya pengadaan pakaian 
kerja lapangan. Outcome    tersedianya pakaian kerja lapangan. 

3) Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi 
sebesar Rp.22.226.750,- atau 88,91%. Adanya sisa anggaran dikarenakan 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terlaksananya pengadaan pakaian 
khusus hari-hari tertentu. Outcome : tersedianya khusus hari-hari tertentu. 

4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar 
Rp.15.900.000,- realisasi sebesar Rp.15.900.000,- atau 100%. 
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Output:terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga. Outcome : 
tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga. 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal 

Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 230.530.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 219.375.000,- atau 95,16%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan adanya sisa biaya kontribusi yang tidak bisa membiayai bintek 
yang akan dilaksanakan, sehingga uang saku pun tidak bisa diserap 
dikarenakan tidak ada biaya kontribusi yang mendukung pelaksanaan bintek.. 
Output : adalah terselenggaranya Diklat/Bintek/pelatihan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur. Outcome : meningkatnya kapasitas  sumber daya aparatur. 
Benefit:menambah wawasan dan ilmu pengetahuan aparatur. 

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum.Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- namun 
kegiatan tersebut dihilangkan sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.  

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian  Kinerja dan 
Keuangan : 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) KegiatanPenyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Anggaran sebesar Rp.219.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 215.000.000,- atau 98,17%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakanHonorarium pengarah (Sekda) dalam rangka penyusunan LAKIP 
tidak diserap karena bentrok dengan subag lain, Honorarium pegawai selama 
4 bulan tidak diserap karena pindah. Outpu : tersusunnya dolumen LAKIP, 
LKPJ, LPPD, laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja 
setda.Outcome : sebagai bahan evaluasi capaian kinerja setda. 

2) Kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD 
Dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Anggaran sebesar Rp. 201.209.850,- dan 
realisasi sebesar Rp. 199.106.450,- atau 98,95%. adanya sisa anggaran 
dikarenakanHonorpada triwulan IIItidak diserap karena pindah, dan honor 
Sekda tidak diserap karena bentrok dengan subag lain Output   : tersusunnya 
12 dokumen laporan keuangan setda. Outcome : tersusunnya data realisasi 
keuangan Setda. 

f. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD : 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 238.438.500,- atau 95,38%. Adanya sisa anggaran dikarenakan 
Honorarium pengarah (Sekda), penanggung jawab (asisten) tidak diserap karena 
bentrok dengan subag lain dan honorarium pegawai yang pindah, Belanja ATK dan 
Penggandaan sesuai kebutuhan,Belanja Sewa kamar hotel sesuai tagihan,Belanja 
jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber; narasumber Sekda tidak diserap karena 
bentrok dengan subag lain, dan petugas moderator,notulen,mc dan pembaca doa 
dalam rangka forum Renstra hanya diserap satu kaliOutput: tersusunnya dokumen 
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Hasil Forum SKPD perencanaan dan penganggaran setda. Outcome: sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan program/ kegiatan.  

g. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD: 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 252.200.000,- dan realisasi 
sebesar Rp. 251.150.000,- atau 99,58%. Adanya sisa anggaran dikarenakanbiaya 
makanan dan minuman tidak sempat diajukan. Output : terselenggaranya 
pengelolaan data kepegawaian Outcome : tersedianya data pegawai yang akurat 
dan terbaru.  

h. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah : 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Penyusunan LPPD 

Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Anggaran sebesar                            
Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.165.970.000,- Atau 82,99%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakanbelanja perjalanan dinas tidak diserap karena 
daerah yang akan dikunjungi pada waktu yang telah ditentukan terdapat 
agenda lain sehingga acara tersebut dibatalkan. Output : tersusunnya laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).Outcome : tersedianya data 
dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD). 

2) Kegiatan Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Anggaran sebesar                               
Rp. 115.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 90.870.000,- Atau 78,47%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakantidak dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan 
menginat beberapa dari pergantian pimpinan sehingga diperlukan waktu 
untuk koordinasi. Output : Terselenggaranya Rapat Koordinasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Outcome : Terselenggaranya Rapat 
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

3) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Anggaran sebesar                          
Rp. 284.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 284.000.000,- Atau 100%. Output : 
Lancarnya pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil daerah. Outcome : 
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum. 
 

4) Penyebarluasan Kegiatan Pimpinan 
Dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Anggaran 
sebesar Rp. 70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 70.000.000,- atau 100%. 
Output : tersusunnya press release kegiatan pimpinan. Outcome : tersebarnya 
informasi Kegiatan Pimpinan. 

5) Peliputan Kegiatan Pimpinan 
Dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Anggaran 
sebesar Rp. 244.350.000,- dan realisasi sebesar Rp. 239.150.000.000,-atau 
97,87%. Adanya sisa anggaran dikarenakanada honor yang tidak diserap dan 
adanya sisa tender. Output : tersedianyan foto-foto, CD foto kegiatan, video 
CD kegiatan pmpinan. Outcome : pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil 
kepala Daerah. 
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6) Penerbitan Informasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Anggaran 
sebesar Rp. 892.447.620,- dan realisasi sebesar Rp. 886.262.700,- atau99,31%. 
Adanya sisa anggaran adanya sisa tender. Output : Terpublikasikannya 
kegiatan Pemda dan Pembangunan Kabupaten Sumedang di Media Massa, 
cetak dan umum serta tersedianya naskah sambutan Bupati/Wakil Bupati. 
Outcome : Tersebarnya informasi hasil-hasil pembangunan di Kabupaten 
Sumedang. 

7) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) eRKS FM Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Anggaran 
sebesar Rp. 140.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 140.000.000 atau 100%. 
Output: terlaksananya penyebaran informasi pembangunan melalui radio 
sebanyak 156 kali siaran dalam 12 bulan. Outcome: tersebarnya informasi 
pembangunan secara massif, dan terlatihnya para penyiar Radio Komunitas.  

8) Kegiatan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Setda 
Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Anggaran 
sebesar Rp. 52.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.500.000,- Atau 100%. 
Output : terlaksananya layanan informasi dan dokumen kegiatan Lingkungan 
Sekretariat Daerah. Outcome : tersebar luasnya informasi dan dokumen 
kegiatan Lingkungan Sekretariat Daerah. 

9) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberitaan Kebijakan Pemkab 
Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Anggaran 
sebesar Rp. 156.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 154.500.000,- atau 99,04%. 
Adanya sisa anggaran adanya sisa tender.Output : terkoordinasinya 
pengelolaan administrasi pimpinan daerah, Outcome : meningkatnya 
pelayanan kepala daerah.  

10) Forum Pejabat Kehumasan 
Dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Anggaran 
sebesar Rp. 52.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.135.200,- atau 93,59%. 
Adanya sisa anggaran adanya honor dan belanja barang/jasa yang tidak 
diserap. Output : terkoordinasinya pengelolaan administrasi pimpinan daerah, 
Outcome : meningkatnya pelayanan kepala daerah.  

11) Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan 
/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 
Dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol. Anggaran sebesar                            
Rp. 639.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 636.490.000,- atau 99,58%. Adanya 
sisa anggarandikarenakan adanya honor pegawai yang tidak terserap 
dikarenakan ada pegawai yang pindah kerja ke daerah lain dan ada selisih 
uang penawaran belanja LS Barang/Jasa. Output : terlaksananya kegiatan 
dialog/audiensi sebanyak 12 kali. Outcome : Tertampungnya aspirasi 
masyarakat melalui dialog/audiensi.  

12) Kegiatan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah 
lainnya 
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Dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol. Anggaran sebesar                     
Rp. 1.341.190.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.334.845.378,- atau 99,53%. %. 
Adanya sisa anggarandikarenakan adanya honor pegawai yang tidak terserap 
dikarenakan ada pegawai yang pindah kerja ke daerah lain Output : 
terlaksanaya koordinasi  dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Lainnya selama 12 bulan. Outcome : terjalinnya sinergitas Kebijakan 
Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya.  

13) Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional  dan Hari Besar lainnya 
Dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol. Anggaran sebesar                             
Rp. 892.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 887.962.664,- atau  99,54%. 
Adanya sisa anggarandikarenakan adanya honor pegawai yang tidak terserap 
dikarenakan ada pegawai yang pindah kerja ke daerah lain Output : 
terlaksananya kegiatan upacara  Peringatan Hari Hari Besar Nasional sebanyak 
8 kali. Outcome : meningkatnya rasa kesadaran dan rasa nasionalisme.  

14) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Protokoler Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 99.800.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 99.799.850,- atau 100%. Output : meningkatnya peran 
serta kepemudaan dalam kegiatan drumband gita swara tandang. Outcome : 
terlatihnya personil drumband gita swara tandang. Benefit : meningkatnya 
kualitas personil drumband gita swara tandang. Impact : terwujudnya 
drumband gita swara tandang yang professional. 

15) Kegiatan Meningkatkan Peran Kepala Daerah, DPRD, Pemerintah Provinsi, 
Pemertintah Pusat dan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Administrasi 
Pimpinan Daerah 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 343.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp.342.814.098,- atau 99,95%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terkoordinasinya 
pengelolaan administrasi pimpinan daerah, Outcome : meningkatnya 
pelayanan kepala daerah. 

16) Kegiatan Penataan Dokumen Arsip 
Dilaksanakan oleh Bagian Umum. Anggaran sebesar Rp. 197.308.300,- dan 
realisasi sebesar Rp.197.269.650,-atau 99,98%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan adanya sisa belanja ATK. Output : tersusunnya dokumen arsip. 
Outcome : Tertatanya dokumen arsip.  
 

17) Kegiatan Peringatan Hari Jadi Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol. Anggaran sebesar                      
Rp. 500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 495.594.500,- atau  99,12%. 
Adanya sisa anggaran dikarenakan adanya honor pegawai yang tidak terserap 
dikarenakan ada pegawai yang pindah kerja ke daerah lain dan adanya selisih 
harga penawaran.  Output : Meningkatnya Peran  aktif masyarakat dalam 
pembangunan. Outcome : Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Sumedang. 

18) KegiatanPenerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga 
Pemerintahan Non departemen/Luar Negeri 
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Dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol. Anggaran sebesar                             
Rp. 170.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 164.525.000,- atau  96,78%. 
Adanya sisa anggaran dikarenakan adanya honor pegawai yang tidak terserap 
dikarenakan ada pegawai yang pindah kerja ke daerah lain dan adanya selisih 
harga penawaran belanja LS Barang/Jasa dan ada belanja Jasa tenaga 
Ahli/Instruktur/Narasumber yang tidak terserap karena menyesuaikan dengan 
kegiatan yang ada.  Output : Meningkatnya Peran  aktif masyarakat dalam 
pembangunan. Outcome :Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Sumedang. 

19) Kegiatan Pelaksanaan Desk Pilkada (Bantuan Propinsi) 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Anggaran sebesar                            
Rp. 450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 397.403.400,- atau  88,31%. 
Adanya sisa anggaran dikarenakan sesuai kebutuhan. Output : Tersedianya 
Perlengkapan Video Confrence; -Tersedianya Kamera tersedianya Laptop; -
Tersedianya Mebeleur dan Perlengkapan Kantor;         
-Tersedianya Laporan Desk Pilkada. Outcome : Penyelenggaraan Pilkada 
Berjalan Lancar dan Aman. 

20) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pileg Pilpres 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Anggaran sebesar                          
Rp. 150.000.000,00 tetapi kegiatan tidak dilaksanakan sehingga target tidak 
tercapai, dikarenakan waktu tidak memadai karena kegiatan ini baru muncul 
pada saat perubahan anggaran. 

21) Kegiatan Prasasti Sumedang Agamis 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                         
Rp. 50.000.000,00tetapi kegiatan tidak dilaksanakan sehingga target tidak 
tercapai.  

i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Kerjasama Antar Pemerintah dan Luar Negeri 

Dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama. Anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp.140.554.656,- atau 80,32%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan Honorarium Tim Pelaksana Teknis khususnya pada tim 
pelaksanaan kerjasama Perbatasan Daerah Kabupaten Majalengka dan Tim 
Koordinasi dan Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Daerah dengan Kabupaten 
Garut belum tercapainya Kesepakatan bersama dikarenaan masih dalam 
proses pengkajian Kabupaten Garut dan Majalengka, terdapatnya peruntukan 
untuk tiket pesawat dalam perjalanan dinas luar daerah sehingga tidak 
dilakukan penarikan sepenuhnya.  Output : Terlaksananya dan 
Terkoordinasinya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Luar Negeri 
Outcome : 8 MOU/PKS; 1 dokumen; 1 dokumen kegiatan, 6 dokumen hasil 
perjanjian kerjasama batas wilayah dengan; 1. Kab Bandung Barat, 2. Kota 
Bandung, 3. Kab. Subang, 4. Kab. Majalengka, 5. Kab Garut. 

2) Koordinasi Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan 
Dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama. Anggaran pada awal tahun sebesar                   
Rp. 95.615.800,- dan realisasi sebesar Rp. 78.238.000,- atau  81,83%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan tidak dilakukan penyerapan sepenuhnya pada 
honorarium tim pelaksana teknis kegiatan dikarenakan penyusunan 
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kerjasama swasta dan lembaga pendidikan dalam pencapai target naskah 
belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam DPA terkait dengan 
berbagai upaya telah dilakukan melalui koordinasi dan rapat internal Output : 
Meningkatnya Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan. Outcome : 67 
naskah mou/PKS. 

3) Kegiatan Seleksi Calon Mitra Kerjasama 
Dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama. Anggaran pada awal tahun sebesar                  
Rp. 52.500.000,- tetapi kegiatan tidak dilaksanakan sehingga target tidak 
tercapai dikarenakan : 1. Bukti kepemilikan tanah di lokasi Taman Kota sebagai 
milik Pemerintah Kabupaten Sumedang belum jelas hal itu yang merupakan 
salah satu persyaratan untuk pelaksanaan kerjasama pemanfaatan barang 
milik daerah bangun gunas serah. 2. Gambar Konstruksi taman endog 
dirancang bangunan sebanyak 4 (empat) ditambah 1 (satu) lantai atap, 
dengan kapasitas sebanyak 160 kendaraan dan lantai 2-4 diperuntukkan parkir 
roda empat masing-masing lantai kapasitas 42 kendaraan dengan kondisi ini 
seperti nampaknya para investor kurang tertarik. 

4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 
Dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama. Anggaran sebesar Rp. 80.500.000,- dan 
realisasi sebesar Rp.70.514.312,- atau 87,60%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap tidak diserap karena 
ada pegawai yang ke SKPD yang lain, belanja penggandaan tidak diserap 
semua karena sesuai kebutuhan, belanja perjalanan dinas luar daerah yaitu 
pembelian tiket disesuaikan dengan harga tiket yag berlaku pada saat itu. 
Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kerjasama. Outcome : 
Terlaksananya kegiatan  kerjasama antar pemerintah dan luar negeri serta 
lembaga pendidikan dan swasta sesuai rencana. 

5) Kegiatan Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian 
Kerjasama 
Dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama. Anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 34.298.400,- Atau  97,00%.  Adanya sisa anggaran 
dikarenakan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap tidak diserap karena 
ada pegawai yang ke SKPD yang lain Output : Meningkatnya produk naskah 
mou dan perjanjian kerjasama, Outcome : Tersedianya MOU/Perjanjian 
Kerjasama. 

j. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pertanahan di Kabupaten Sumedang 

Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Anggaran sebesar                             
Rp. 52.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.180.000,- atau 87,96%. %. 
Output : Terkoordinasinya penyelesaian masalah pertanahan di Kab 
Sumedang Outcome : terbitnya penyelesaian masalah pertanahan di 
Kabupaten Sumedang.  

2) Kegiatan Monitoring/Pemantauan Batas Wilayah 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Anggaran sebesar                             
Rp. 49.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.660.000,- atau 95,22%. 
%.Output:Tersedianya data serta terpeliharanya patok tanda batas wilayah 
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Kabupaten Sumedang Outcome : Terlaksananya monitoring / pemantauan 
batas kabupaten Sumedang. 

3) Kegiatan Penyusunan LKPJ 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Anggaran sebesar                      
Rp. 186.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 133.926.750,- Atau 72,00%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan belanja perjalanan dinas yang tidak terserap. 
Output : Tersusunnya penyusunan LKPJ 2017. Outcome : Terlaksananya 
penyusunan LKPJ 2017. 

4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Anggaran sebesar                                
Rp.29.816.350,- dengan realisasi sebesar Rp.29.816.350,- atau 100%. Output : 
Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat 
dengan baik Outcome : Terlaksananya pembinaan kapasitas kecamatan dan 
kelurahan. 

5) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Sinergitas Kecamatan 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Anggaran sebesar                                 
Rp.50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 50.000.000,- atau 100%. Output : 
Terpilihnya salah satu kecamatan sebagai peserta tingat provinsi tahun 2017 
Outcome : Terlaksananya evaluasi pemerintahan kecamatan tahun 2018 
(lomba kecamatan). 

6) Kegiatan Evaluasi Penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu) 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Anggaran sebesar Rp 
50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 50.000.000,- atau 100%. Output : 
Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kab Sumedang 
Outcome : Terlaksananya penerapan pelayanan administrasi terpadu 
kecamatan (PATEN) di Kab Sumedang. 

7) Kegiatan Pendampingan Program Raskin / Rastra di Kabupaten Sumedang  
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp.66.676.014,- atau 95,25 %, adanya sisa anggaran 
dikarenakanrapat-rapat sehingga tidak ada penyerapan belanja makanan dan 
minuman rapat, belanja perjalanan daerah luar daerah sesuai kebutuhan. 
Output : Prosentse Kualitas kebijakan manajemen pemerintah daerah melaui : 
pendistribusian beras raskin; pendistribusian beras raskin tepat sasaran, tepat 
kualitas, tepat jumlah dan tepat administrasi. Outcome : Terkoordinasinya 
Kepala Desa/Perangkat Daerah yang mengelola pendistribusian raskin di tiap-
tiap desa se-Kabupaten Sumedang. 

8) Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Anggaran sebesar Rp 70.000.000,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp 52.510.000,- atau 75,01%, adanya sisa anggaran 
dikarenakanbelanja narasumber, belanja publikasi, dokumentasi, belanja 
mamin rapat, perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap karena 
keterbatasan waktu koordinasi dengan OPD yang membidangi ketahanan 
pangan. Output : Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan manajemen 
pemerintah melalui peningkatan ketahanan pangan daerah. Outcome : 
terlaksananya rakor dan evaluasi ketahanan pangan daerah di Kab Sumedang.  
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9) Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di 
Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Anggaran sebesar Rp. 40.450.480,- dan 
realisasi sebesar Rp. 37.220.000,- atau 92,01%. Adanya sisa anggaran karena 
Belanja mamin, perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap karena 
keterbatasan waktu koordinasi dengan OPD yang membidangi pupuk 
bersubsidi kelebihan dari belanja ATK dan honor tim pelaksana teknis tidak 
bisa diserap karena pegawainya mutasi. Output : Terkendalinya pengadaan 
penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi. Outcome : Terlaksananya 
peran dan fungsi komisi pengawasan pupuk dan pestisida di Kab Sumedang;  
dokumen hasil evaluasi dan verifikasi laporan per bulan penyaluran pupuk 
bersubsidi. 

10) Kegiatan Evaluasi Kinerja BUMD di Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Anggaran sebesar Rp. 197.950.550,- dan 
realisasi sebesar Rp.195.350.550,- Atau 98,69%, adanya sisa anggaran 
dikarenakan ada salah seorang tim yang meninggal, dan ada belanja mamin di 
bulan ramadan tidak terserap. Output : Terpilihnya anggota dewan pengawas 
PDAM tirta medal Kab Sumedang;  terbinanya para karyawan PDAM, PT.LKM, 
dan PD BPR BankSumedang. Outcome : Dokumen Hasil Perencanaan 
Penerimaan calon anggota dewan pengawas PDAM Tirta Medal Kab 
Sumedang;  Dokumen hasil persiapan penerimaan calon anggota dewan 
pengawas PDAM tirta medal Kab Sumedang;  Dokumen hasil seleksi 
administrasi penerimaan calon anggota dewan pengawas PDAM tirta medal 
Kab Sumedang Dokumen hasil fit and proper test penerimaan calon anggota 
dewan pengawas PDAM tirta medal KabSumedang; Dokumen hasil evaluasi 
kinerja tahunan PDAM, PT. LKM dan PD.BPR Bank Sumedang tahun 2017;  
Dokumen hasil evaluasi Triwulan PDAM, PT. LKM Sumedang tahun 2018;  
Dokumen hasil penelaahan laporan bulanan PD.BPR Bank Sumedang tahun 
2018;  Dokumen hasil pembahasan RKAT PDAM, PT LKM dan PD. BPR Bank 
Sumedang Tahun 2019     

11) Kegiatan Sinergitas PembangunanBidang Sumber Daya Alam dan Pertanian 
di Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- 
realisasi sebesar Rp.32.050.000,- Atau 91,57% Output : Terlaksananya 
sinergitas pembangunan bidang pertanian peternakan perikanan dan 
perkebunan di Kab Sumedang dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan 
manajemen pemerintahan daerah. Outcome : Terlaksananya rakor sinergitas 
pembangunan bidang sumber daya alam dan pertanian;  terlaksananya 
monitoring dan evaluasi sinergitas pembangunan bidang sumber daya alam 
dan pertanian. 

12) Kegiatan Penguatan Peran dan Fungsi Dekranasda Kabupaten Sumedang 
dalam Pengembangan Indusrtri Kerajinan 
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Anggaran sebesar Rp. 81.050.480,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp. 80.546.400,- atau 99,38%, adanya sisa anggaran 
dikarenakan honorarium pegawai honorer/tidak tetap tidak diserap dan ada 
sisa penarikan dari pencairan belanja ATK. Output : Terbentuknya pengurus 
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dan keanggotaan Dekranasda yang solid, aktif dan formal; terbentuknya 
kepengurusan Dekranasda yang maju dan mandiri. Outcome : Teraksananya 
pembinaan dan monitoring keanggotaan DEKRANASDA Kab. Sumedang; 2. 
Terlaksananya rapat rutin pengurus DEKRANASDA Kab Sumedang; 3. 
Pembuatan laporan pertanggungjawaban ketua DEKRANASDA Kabupaten 
Sumedang. 

13) Kegiatan Penunjang Kesekretariatan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai 
Tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok di Kab Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp. 196.321.300,- atau 98,16%, adanya sisa anggaran 
dikarenakan belanja uang penginapan sesuai kebutuhan. Output : 
Meningkatnya kualitas kebijakan manajemen pemerintahan dengan 
terkoordinasi dan terkendalinya kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau 
(DBHCHT) dari pajak rokok di Kab Sumedang. Outcome : Terlaksananya 
kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) dari pajak rokok di Kab 
Sumedang. 

14) Kegiatan Pendampingan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Anggaran sebesar Rp. 81.900.000,- dan 
realisasi anggaran sebesar Rp. 80.025.729,- atau 97,71% Output :Teranalisanya 
perkembangan harga kebutuhan pokok di Kab Sumedang Outcome : 
terfasilitasi dan terkoordinasinya tupoksi TPID di Kab Sumedang. 

15) Kegiatan Penguatan Bidang Pemuda, Olahraga 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                           
Rp.105.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.105.000.000,- atau 100%. 
Output:Terwujudnya peran serta pemuda dan masyarakat dapat 
meningkatkan kesejahteraannya dalam berbagai bidang pembangunan 
Outcome : Terkoordinasinya bidang pemuda; terpilihnya Pemuda peopor Tk. 
Kabupaten;  terkoordinasinya bidang olahraga. 

16) Kegiatan Penguatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana 
Dilaksanakan oleh BagianKesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                           
Rp.105.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 104.790.000,- atau 99,80%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang tidak 
diserap adalah uang harian eselon IIIa karena dobel dengan APK hari, tanggal 
dan waktunya. Output : Terwujudnya peran serta perempuan dan masyarakat 
dapat meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai bidang pembangunan 
Outcome : Terkoordinasinya Bidang Pemberdayaan Perempuan; 
Terkoordinasinya Bidang Keluarga Berencana. 

17) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan. Anggaran sebesar                
Rp.108.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.108.000.000,- atau 100%. Output : 
termonitornya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang 
prasarana dan pengembangan wilayah Outcome :tersusunnya laporan hasil 
pengendalian pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam. 
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18) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya 
Alam 
Dilaksanakan oleh BagianPengendalian Pembangunan. Anggaran sebesar      
Rp.108.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.108.000.000,- atau 100%. Output : 
termonitornya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi 
dan sumber daya alam Outcome :tersusunnya laporan hasil pengendalian 
pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam. 

19) Kegiatan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan. Anggaran sebesar               
Rp.104.590.000,- dan realisasi sebesar Rp.104.590.000,- atau 100%. Output : 
termonitornya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang 
pemerintahan dan sosial Outcome : tersusunnya laporan hasil pengendalian 
pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam. 

20) Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun 2018 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan. Anggaran sebesar               
Rp. 189.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 188.400.000,- atau 99,68%. Adanya 
sisa anggaran merupakan sisa dari harga penawaran. Output : Terkendalinya 
Pelaksanaan APBD TA 2018 Outcome :Terlaksananya Evaluasi dan Penyusunan 
Laporan Kegiatan APBD TA 2017. 

21) Kegiatan peresmian kegiatan pameran pembangunan 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan. Anggaran sebesar              
Rp. 31.022.390,- dan realisasi sebesar Rp. 30.022.000,- atau 96,78%. Adanya 
sisa anggaran dari sisa belanja jasa pengamanan pameran. Output : 
Tercapainya peresmian kegiatan dan pameran pembangunan. Outcome : 
terlaksananya peresmian kegiatan dan pameran pembangunan. 

22) Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah Kabupaten dan Desa 2018 
Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Anggaran sebesar Rp. 93.000.000,- dan 
realisasi sebesar  Rp. 93.000.000,- atau 100%. Output : Efektifitas dan efisiensi 
standar belanja daerah tahun 2018. Outcome : Tersusunnya standar biaya dan 
satuan standar harga tahun 2018.  

23) Kegiatan Penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Anggaran sebesar Rp. 133.202.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 118.002.000,- Atau  88,59%. Adanya sisa anggaran Output 
: Terukurnya kinerja pemerintah Kab Sumedang tahun 2018. Outcame : 
Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja Kab Sumedang tahun 2018.  

24) Kegiatan Penyusunan LAKIP di lingkungan Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Anggaran sebesar Rp. 52.500.000,- dan 
realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 52.500.000,- Atau 100%. Output: 
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang. 
Outcome :Tersusunnya dokumen LAKIPDA Tahun 2018.  

25) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa 
Dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Anggaran 
sebesar Rp. 205.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 203.189.000,- atau 99,12%. 
Adanya sisa anggaran karena honorarium tim pengadaan barang dan jasa 
tidak diserap karena kesalahan penyimpanan di DPA, honorarium pegawai 
honorer tidak diserap karena personilnya pindah, belanja kit pelatihan ada sisa 
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tender dan belanja perjalanan dinas luar daerah ada sia uang transportasi. 
Output : Meningkatnya pemahaman ahli pengadaan barang & jasa.Outcome : 
Terlaksananya Bintek Peningkatan Kompetensi Ahli Pengadaan. 

26) Kegiatan Pembinaan Admin Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa 
SKPD 
Dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Anggaran 
sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%. 
Output : Meningkatnya Pemahaman Admin RUP kepada SKPD. Outcome 
:Terlaksananya Pembinaan Admin RUP kepada SKPD. 

27) Kegiatan Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
Dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Anggaran 
sebesar Rp. 80.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 78.591.250,- atau 98,24%. 
Adanya sisa anggaran karena honorarium tim pelaksana teknis kegiatan ada 
yang tidak diserap karen menjadi narasumber, belanja kit pelatihan ada sisa 
tender. Output : Menigkatnya pemahaman para aparatur / pengelola di setiap 
Desa dan Kasi PMD Kecamatan di Pemerintah Kab Sumedang, Outcome : 
Terselenggaranya Bintek Petunjuk Pengadaan Barang / Jasa di Desa bagi 
Aparat Desa dan Kasi PMD Kecamatan. 

28) Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa 
Dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Anggaran 
sebesar Rp. 106.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 97.200.000,- atau 91,70%. 
Output : Terlaksananya pengadaan barang/jasa sesuai target yang telah 
direncanakan, Outcome : Tersusunnya rencana umum pengadaan (RUP); 
Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pengadaan barang / jasa. 

29) Kegiatan Peningkatan sarana prasarana penunjang pengadaan barang/jasa 
Pemerintah 
Dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Anggaran 
sebesar Rp. 93.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 83.733.000,- atau 89,55%. 
Adanya sisa anggaran karena sisa tender dari belanja modal pengadaan 
personel komputer, printer dan laptop. Output : Terlaksananya Pengadaan 
Barang dan jasa sesuai target yang telah direncanakan, Outcome : 
Tersedianya Fasilitasi Penunjang Pokja dalam Penyelenggaraan Pengadaan 
Barang/Jasa.  

30) Kegiatan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Anggaran 
sebesar Rp. 70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 60.400.000,- atau 89,29%. 
Adanya sisa anggaran karena honorarium tim pelaksana teknis kegiatan  tidak 
diserap karena kelebihan personil, honorarium pegawai honorer tidak diserap 
karena personilnya pindah Output : Tersampaikannya informasi mengenai 
pengadaan barang dan Jasa, Outcome :Tersedianya pamplet, booklet 
pengadaan barang jasa. 

31) Kegiatan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Anggaran 
sebesar Rp. 35.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.850.000,- atau 99,57%. 
Adanya sisa anggaran karena adanya sisa tender pada belanja pihak ketiga. 
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Output : Terlaksananya pengadaan barang / jasa yang transparan, Outcome : 
Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Pengadaan barang / jasa. 

32) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Lingkup Setda 
Dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 320.710.000,- Atau 98,68%. Adanya sisa anggaran karena 
honorarium tim pelaksana teknis kegiatan yang tidak diserap, adanya sisa 
tender, dan honorarium nara sumbet yang tidak diserap. Output : Terciptanya 
Para Pengelola Keuangan yang Kredibel Outcome :Jumlah Peserta Pembinaan 
Pengelolaan Keuangan. 

33) Kegiatan Evaluasi Belanja 
Dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Anggaran sebesar Rp. 125.218.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 122.042.700,- Atau 97,46% Output :Terevaluasinya Belanja 
APBD TA. 2018 di Lingkup Setda. Outcome : Terlaksananya Evaluasi Belanja 
APBD TA. 2018 di Lingkup Setda. 

34) Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah di 
lingkungan Pemkab Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Barang Daerah. Anggaran sebesar             
Rp.375.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.354.647.000,- Atau 94,57% Output : 
tertibnya administrasi penghapusan barang milik daerah. Outcome : adanya 
Dokumen/Laporan Barang yang dihapuskan.  

35) Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten 
Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Barang Daerah. Anggaran sebesar               
Rp. 77.430.000,- dan realisasi sebesar Rp. 73.030.000,- Atau 94,32% . Adanya 
sisa anggaran dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun, dan belanja 
mamin sebagian tidak diserap dkarena langsung ke lapangan. Output: 
terwujudnya tertibnya administrasi barang milik daerah. Outcome : 
tersedianya database dan teregisternya barang milik daerah. 

36) Kegiatan Pemantauan dan Investasi Barang Milik Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Barang Daerah. Anggaran sebesar               
Rp. 50.288.200,- dan realisasi sebesarRp. 39.388.200,- Atau 78,32%Adanya sisa 
anggaran dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun dan kekurangan 
personil. Output : meningkatnya tertib administrasi pegelolaan barang milik 
daerah. Outcome :Terlaksananya pemantauan dan investigasi barang milik 
daerah. 

37) Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Barang Daerah. Anggaran sebesar               
Rp. 30.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.950.000,- Atau 86,50%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan terdapat pegawai yang pensiun dan kekurangan 
personil. Output : Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik 
daerah. Outcome :Terlaksananya penilaian barang milik daerah dalam rangka 
pemanfaatan. 

38) Kegiatan Manajemen Pengadaan dan Pendistribusian Kendaraan Dinas 
Operasional 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 57 

 
 

Dilaksanakan oleh Bagian Pengeloaan Barang Daerah. Anggaran sebesar                 
Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.200.000,- Atau 68,40%. Adanya 
sisa anggaran karena terdapat tim teknis kegiatan yang tidak diserap karena 
waktunya yang tidak mencukupi. Output :Tertibnya kendaraan dinas 
operasional. Outcome :Tersusunnya perencanaan, SK Distribusi dan Berita 
Acara serah terima kendaraan dinas operasional. 

39) Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana 
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Barang Daerah. Anggaran sebesar                 
Rp. 30.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.300.000,- Atau 64,33%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan terdapat tim teknis kegiatan yang tidak diserap 
karena pekerjaan yang bentrok dengan Bidang Aset BPKA. Output : 
Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyusunan kebutuhan barang milik 
daerah sesuai dengan rencana yang di tetapkan Outcome :Tersusunnya SK 
Penetapan dan Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik . 

40) Kegiatan Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan 
Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Anggaran sebesar                                
Rp. 175.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 108.853.100,- Atau 62,20%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan belanja perjalanan dinas yang tidak diserap karena 
waktu penyusunan yang relatif singkat selama 3 bulan. Output : Tersusunnya 
LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan 
Outcome : Terlaksananya Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala 
Daerah. 

41) KegiatanPengiriman Kafilah MTQTingkat Provinsi dan Penyelenggaraan STQ 
Tingkat Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                        
Rp. 820.337.500,- dan realisasi sebesar Rp. 814.156.500,- atau 99,25%. adanya 
sisa anggaran dikarenakan adanya selisih harga negosiasi dengan pihak 
ketiga. Output : Terkirimnya kafilah MTQ Tk. Provinsi danTerselengggaranya 
STQ Tk. Kabupaten Sumedang. Outcome :Terlaksananya pengiriman kafilah 
MTQ Tingkat Provinsi dan Penyelenggaraan STQ TK. Kab. Sumedang. 

42) Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Barang Daerah. Anggaran sebesar             
Rp. 180.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 141.685.000,- Atau 78,71%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan terdapat belanja perjalanan dinas luar kota yang 
tidak diserap karena wktunya yang mepet dan terdapat belanja mamin 
sebagian tidak diserap karena banyak pertemuan di luar kota. Output 
Tertibnya Barang Mlik Daerah Outcome : tersusunnya Naskah Akademik 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

43) Kegiatan Pembinaan Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengendalian Realisasi 
Anggaran (SISMONTEPRA) 
Dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan. Anggaran sebesar              
Rp. 81.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 76.165.200,- Atau 93,80%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan terdapat honorarium tim pelaksana kegiatan 
dikarenakan pengarah dan penanggungjawab dibatasi dalam satu bagian 
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harus ada di 2 kegiatan, pelaporan SISMONTEPRA tidak terserap dikarenakan 
tidak ada SP. Output : Terkendalinya realisasi anggaran tahun 2018 Outcome : 
Terlaksananya Pembinaan, evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran tahun 
2018. 

44) KegiatanSafari Ramadhan 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                 
Rp. 150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.149.380.000,- atau 99,59%. 
Output:Meningkatnya hubungan antara masyarakat dan pimpinan daerah. 
Outcome : Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan di Kab. 
Sumedang. 

45) Kegiatan Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.Anggaran sebesar                           
Rp. 884.662.500,- dan realisasi sebesar Rp. 867.312.500,- atau 98,04%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan adanya selisih harga negosiasi pihak ketiga, 
honorarium Sekda tidak diserap karena lebihdari dua kegiatan per bagian, 
tenaga ahli karena melebihi dengan standar biaya. Output: Terlaksananya 
fasilitasi kegiatan hari-hari besar keagamaan. Outcome: terpenuhinya 
kebutuhan Mental aparatur yang agamis. 

46) Kegiatan Idul Qurban 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                           
Rp.195.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.194.235.000,-  atau 99,61%. Output: 
Masyarakat mendapatkan daging qurban. Outcome: Terdistribusikannya 
daging qurban kepada masyarakat. 

47) Kegiatan Pekan Olahraga Santri Diniyah (PORSADIN) Tingkat Kabupaten 
Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                        
Rp. 275.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 248.800.000,-  atau 90,47%. 
Adanya sisa anggaran dikarenakan honorarium sebagian tidak diserap. Output 
: Meningkatnya prestasi olahraga santri diniyah. Outcome: Terlaksananya 
Pekan Olahraga Santri Diniyah Tingkat Kabupaten Sumedang dan Terkirimnya 
Kontingen POSPEDA Tingkat Provinsi. 

48) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                            
Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.375.000,- atau 98,75%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan adanya selisih harga negosiasi pihak ketiga. Output 
: Terlaksananya Pembinaan Guru Madrasah Diniyah dan Sosialisasi Outcome: 
Terbinanya guru madrasah diniyah. 

49) Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi 
Dilaksanakan oleh BagianTata Pemerintahan. Anggaran sebesar                               
Rp.50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.49.375.000,- atau 98,75%. Output : 
Tersedianya data/ informasi yang akurat dan lengkap mengenai nama rupa 
bumi unsur buatan di kabupaten Sumedang Outcome : Tersusunnya dokumen 
nama rupa bumi unsur buatan di kabupaten Sumedang. 

50) Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
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Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                           
Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesarRp. 170.880.250,- atau 85,44%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan adanya sisa biaya perjalanan dinas dari transport, 
uang harian dan penginapan. Output :Tersusunnya Naskah Akademik 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.  
Outcome : Persentase Dasar Pembuatan Raperda Penyelenggaraan Ibadah 
Haji di Kabupaten Sumedang. 

51) Kegiatan Pentas Pendidikan Agama Islam 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                           
Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.300.000,- atau 99,30%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan honorarium Sekda tidak diserap karena melebihi 
kuota dua kegiatan per bagian. Output : Terlaksananya Kegiatan Pentai PAI 
Tingkat Kabupaten Sumedang.  Outcome : Persentase Penjaringan Siswa 
Bidang PAI. 

52) Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
di Bidang Cukai Tembakau 
Dilaksanakan oleh BagianEkonomi. Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 234.378.000,- atau 93,75%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan kelebihan dari belanja kit pelatihan, sewa gedung, belanja 
personal komputer, kelebihan dari uang penginapan dan narasumber dari 
pusat dan propinsi berhalangan hadir. Output : Dokumen Panduan di Bidang 
Cukai Tembakau.  Outcome : Tertibnya Pelaksanaan Kegiatan yang didanai 
Cukai Tembakau. 

53) Kegiatan Pameran Hasil Produk Unggulan Kerajinan (DBHCT) 
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp.197.230.000,- atau 98,62%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan honoraium tim pelaksana teknis kegiatan tidak diserap semua, 
ada sisa nilai ontrak dengan pihak ketiga dan ada kesalahan penempatan 
uraian perihal pengamanan yang ditempatkan di belanja jasa tenaga 
ahli/instruktur dan narasumber sehingga tidak diserap. Output :1. Rapat 
persiapan Pameran Produk Kerajinan; 2. Rapat Persiapan Pelantikan Pengurus 
Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sumedang; 3. Terlaksananya 
Pameran Produk Kerajinan Unggulan Kerajinan Daerah; 4. Pelantikan 
Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sumedang.  Outcome 
: - Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pelantikan Pengurus Dekranasda; - 
Pementukan Panitia Pelaksanaan Pameran Produk Kerajinan Unggulan 
Daerah;- Terkoordinasinya Acara Pelantikan Pengurus Dekranasda Kabupaten 
Sumedang masa bakti 2018-2023;- Terbentuknya Pengurus Dekranasda 
Kabupaten Sumedang masa bakti 2018-2023 yang solid, aktif dan formal; - 
Terkoordinasinya Acara Pameran Produk Kerajinan Unggulan Daerah. 

k. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan : 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Monev Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Dilaksanakan oleh BagianOrganisasi. Anggaran sebesar Rp. 64.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp.56.750.000,- atau 88,67%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan honoraium yang tidak diserap karena adanya perubahan aturan 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 60 

 
 

yang semula 15 Bidang SPM menjadi 6 SPM (7OPD). Output  : Terlaksananya 
pelaksanaan SPM di lingkungan pemerintah Kab Sumedang. Outcome 
:Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi SPM di lingkungan pemerintah 
Kab Sumedang. 
 

2) Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pelayanan Publik 
Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Anggaran sebesar Rp.66.687.000,- dan 
realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 63.687.000,- atau 95,50%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan honoraium yang tidak diserap karena secara 
organik sudah tidak bekerja di Bagian Organisasi. Output : tersedianya 
dokumen evaluasi pelayanan publik, Outcome : terukurnya kinerja pelayanan 
publik. 

3) Kegiatan Penyusunan Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan 
realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 66.053.400,- atau 94,36%. Adanya 
sisa anggaran dikarenakan Biaya Penggandaan disesuaikan dengan 
kebutuhan. Output : Tertatanya raperbup tentang Pakaian Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Outcome :Tersusunnya 
Raperbup tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang. 

4) Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan 
realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 99.300.000,- atau 99,30%. Output: 
Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi. Outcome :Tersusunnya laporan 
evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi. 

5) Kegiatan Penguatan Nilai - Nilai Kejuangan 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                           
Rp. 65.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 62.817.500,- atau 96,64%. Output : 
Meningkatnya Nilai-Nilai Kejuangan di Kalangan Siswa. Outcome : 
Terlaksananya Kegiatan Niali-Nilai Kejuangan Sejak Dini. 

6) Kegiatan Pemberdayaan Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                           
Rp. 299.494.800,- dan realisasi sebesar Rp. 296.527.828,-atau 99,01%. Adanya 
sisa anggaran disesuaikan dengan kebutuhan. Output:Tertanganinya masalah 
social, mayat terlantar, tenaga kerja dan transmigrasi. Outcome : 
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya penanganan masalah social, tenaga kerja 
dan transmigrasi. 

7) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial 
Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                        
Rp.47.736.400,- dan realisasi sebesar Rp. 47.521.400,-atau 99,55%. Adanya sisa 
anggaran disesuaikan dengan kebutuhan. Output : terfasilitasinya masalah 
bantuan social serta bantuan tepat sasaran Outcome : Terlaksananya dan 
terkoordinasinya bantuan sosial. 

8) Kegiatan Camping Dakwah Terpadu 
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Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Anggaran sebesar                           
Rp. 130.461.600,- dan realisasi sebesar Rp. 128.799.100,-atau 98,73%. Adanya 
sisa anggaran disesuaikan dengan kebutuhan. Output : Peningkatan keimanan 
dan ketaqwaan untuk mencapai predikat khoiru ummah. Outcome : 
Terfasilitasinya kegiatan dakwah di masyarakat. 

9) Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh BagianOrganisasi. Anggaran sebesar Rp. 71.859.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 71.259.000,-atau 99,17%. Adanya sisa anggaran 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output : Adanya dokumen ABK di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sumedang Outcome : Tersusunnya dokumen ABK di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

10) Kegiatan Penyusunan Tunjangan Kinerja tahun 2019 
Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp. 47.666.600,- atau 95,33%. Adanya sisa anggaran 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output  : Dokumen Tunjangan Kinerja 2019. 
Outcome : Dokumen Pedoman Penyusunan Tunjangan Kinerja 2019. 

11) Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan 
Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan 
realisasi sebesar Rp.183.808.000,-atau 95,33%. Adanya sisa anggaran 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output : Terlaksananya Evaluasi Jabatan 
Kabupaten Sumedang. Outcome : Dokumen Nilai dan Kelas Jabatan yang 
Objektif. 

l. Program Penerapan dan Penegakan Hukum: 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan  Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin 

Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 152.885.000-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 137.285.000,- atau  89,80%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan adanya pembatasan pemberian honorariumuntuk eselon II. 
Output : Terbantunya masyarakat tidak mampu dalam penyelesaian masalah 
hukum yang dihadapinya. Outcome : Terlaksananya bantuan hukum bagi 
orang atau kelompok orang miskin baik litigasi maupun non litigasi 
(Penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, 
mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar 
pengadilan, drafting dokumen hukum). 

2) Kegiatan  Bantuan Hukum 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 261.969.900,-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 160.961.100,- atau 61,44%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan adanya pembatasan pemberian honorariumuntuk eselon II., 
belanja penggandaan dan mamin diserap sesuai kebutuhan. Output : 
Meningkatnya penerapan dan penegakan hukum. Outcome : Jumlah 
penanganan perkara yang ditangani, adanya dasar tindakan hukum lain dan 
upaya hukum. 

3) Kegiatan  Bantuan Hukum Penanganan Perkara Pilkada 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Pada anggaran murni sebesar                            
Rp. 350.000.000- tetapi dikarenakan tidak adanya pengaduan perkara Pilkada 
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maka anggarannya pada perubahan anggaran dialihkan ke Kegiatan Bantuan 
Hukum, Dan Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin. 

4) Kegiatan  Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp 52.885.000,-  dan  
realisasi  sebesar  Rp 50.201.200,- atau 94,93%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan belanja penggandaan diserap sesuai kebutuhan dan ada 
kelebihan BBM. Output:Meningkatkan kapasitas peserta pembinaan. 
Outcome : Jumlah peserta pembinaan aspek hukum dan pengawasan IG di 
Kabupaten Sumedang. 

5) Kegiatan  Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia di Kabupaten Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 52.885.000,-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 52.885.000,- atau 100%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan belanja penggandaan diserap sesuai kebutuhan dan ada 
kelebihan BBM. Output : Meningkatnya wawasan peserta dan kinerja 
pelaksanaan HAM. Outcome :Terbentuknya institusi pelaksanaan RANHAM, 
pendidikan HAM. 

6) Kegiatan  Pembentukan Produk Hukum Daerah 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 218.592.300-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 179.552.300,- atau 100%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan adanya pembatasan pemberian honorariumuntuk eselon II., 
belanja penggandaan, mamin, perjalanan dinas luar daerah diserap sesuai 
kebutuhan. Output : Terwujudnya landasan hukum di daerah sebagai dasar 
penyelenggaraan pemerintah daerah.Outcome:Terbentuknya produk hukum 
daerah. 

7) Kegiatan  Bimbingan Teknis Implementasi Produk Hukum Daerah 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 52.885.000-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 45.917.000,- atau 86,82%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan belanja sewa tidak diserap karena kegiatan dilaksanakan di 
kantor, belanja penggandaan dan biaya akomodasi untuk narasumber 
regional diserap sesuai kebutuhan. Output : Tersampaikannya produk hukum 
daerah yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Outcome :Jumlah peserta 
kegiatan implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan 
penanggulangan bencana di Kab Sumedang. 

8) Kegiatan  Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah dan 
Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 52.885.000-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 48.885.000,- atau 92,44%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan belanja sewa tidak diserap karena kegiatan dilaksanakan di 
kantor. Output : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur dan 
pegawai BUMD dalam penyusunan produk hukum daerah Outcome :Jumlah 
peserta bintek, fungsional  perancang undang-undang. 

9) Kegiatan  Penyuluhan dan Pengembangan Kesadaran Hukum 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 79.739.000,-  dan  
realisasi  sebesar  Rp .79.739.000,- atau 100%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan belanja sewa tidak diserap karena kegiatan dilaksanakan di 
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kantor. Output : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang 
hukum. Outcome :J umlah peserta penyuluh hukum. 

10) Kegiatan  Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 30.136.000-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 29.336.000,- atau 97,35%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan adanya pembatasan pemberian honorariumuntuk eselon II. 
Output : Dokumen hasil pengkajian dan evaluasi peraturan daerah dan 
peraturan bupati. Outcome :Terlaksananya pengkajian dan evaluasi peraturan 
daerah; Terlaksananya pengkajian dan evaluasi peraturan bupati. 

11) Kegiatan Penyuluhan Hukum Pendukung Kegiatan Peningkatan Peranan 
Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 45.091.300-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 43.431.300,- atau 96,32%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan adanya pembatasan pemberian honorariumuntuk eselon II, BBM 
diserap sesuai kebutuhan. Output : Meningkatnya kesadaran hukum 
masyarakat. Outcome : Jumlah peserta P2WKSS. 

m. Program Penerapan dan Penegakan Hukum: 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan  Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Anggaran sebesar Rp. 110.123.500-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 109.923.400,- atau  99,82%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan belanja Penggandaan dan BBM diserap sesuai kebutuhan. 
Output :Terwujudnya pengelolaan JDIH yang up to date,cepat dan akurat; 
Tersedianya dokumentasi hukum yang tertata dengan baik; Tersedianya 
website JDIH yang memenuhi standar JDIHN; Tersedianya dan tersebar 
luaskannya Peraturan daerah yang sudah digandakan dan dijilid; Tersedianya 
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang terdokumentasi dengan baik. 
Outcome : Terlaksananya pengelolaan JDIH secara berkelanjutan; 
Terlaksananya penataan dokumen hukum; Terfasilitasinya website JDIH yang 
memenuhi standar JDIHN; Terlaksananya penggandaan dan penjilidan dan 
penyebarluasan Peraturan Daerah; Terlaksananya Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati. 

2) Kegiatan  Penyusunan Perda tentang Penyertaan Modal BUMD Kabupaten 
Sumedang 
Dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi. Pada anggaran murni sebesar                         
Rp. 100.000.000- tetapi kegiatan ini tidak dilaksanakan dan dialihkan ke 
kegiatan lain yaitu kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan 
Umum Daerah. 

3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Bentuk Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah 
Dilaksanakan oleh BagianEkonomi. Anggaran sebesar Rp. 100.000.000-  dan  
realisasi  sebesar  Rp. 96.783.828,- atau 96,78%. Adanya sisa anggaran 
dikarenakan belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai kebutuhan. Output: - 
Tersusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum 
Daerah Bank Prekreditan Rakyat Bank Sumedang;  -Tersusunnya Rancangan 
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Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Sumedang Outcome: - naskah Akademik Peraturan Daerah 
Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Prekreditan Rakyat Bank 
Sumedang;- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang. 
 

2.   Permasalahan dan Solusi 
a.   Permasalahan 

1) Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam kegiatan Rapat 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

2) Belum dibuatnya Peraturan Bupati tentang Evaluasi Penerapan PATEN 
(Pelayanan Administrasi Terpadu) 

3) Dokumen hasil perjanjian kerjasama Kab. Majalengka menunggu bupati 
definitif 

4) Kurang responnya skpd terkait tentang kerjasama 
5) Bukti kepemilikan tanah di lokasi Taman Kota sebagai milik Pemerintah 

Kabupaten Sumedang belum jelas hal itu yang merupakan salah satu 
persyaratan untuk pelaksanaan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah 
bangun guna  

6) Gambar konstruksi Taman Endog dirancang bangunan sebagai tempat parkir 
tetapi kurang ada ketertarikan dari para investor.  

7) Kurangnya sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi sesuai tupoksi 
 

b. Solusi 
1) Meningkatkan koordinasi antar OPDdalam kegiatan Rapat Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 
2) Penerbitan Peraturan Bupati yg baru tentang pelimpahan kewenangan bupati 

kepada camat 
3) hasil perjanjian kerjasama Kab. Majalengka menunggu bupati definitif akan 

menjadi target di tahun 2019 
4) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait 
5) Permohonan penambahan sumber daya aparatur ke BKPSDM 

 
 

2.   SEKRETARIAT DPRD 
Alokasi anggaran urusan pemerintahan tahun 2018 pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 23.284.849.900,- Dengan realisasi mencapai Rp. 
21.439.605.834,-  atau 92,08% dari rencana anggaran. 

 
1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan yang ada pada urusan wajib tahun 2018  adalah sebagai 
berikut : 
a. ProgramProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
Dengan anggaran Rp. 128.400.000,- terealisasi Rp. 101.327.628,- atau 78,92%, 
target realisasi tidak terpenuhi 100% karena biaya belanja telepon, air, listrik 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 65 

 
 

dan internet realisasi/pembayarannya sesuai dengan tagihan, outcome 
kegiatan ini adalah tercapainya jasa telepon, air, listrik dan internet, output 
kegiatan ini adalah tersedianya jasa telepon, air, listrik dan internet. 

2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Dengan  anggaran Rp. 1.360.262.500,- terealisasi Rp. 1.075.810.400,- atau 
79,09%, outcome kegiatan ini adalah tercapainya pelayanan administrasi 
perkantoran yang baik, output kegiatan ini adalah lancarnya administrasi 
perkantoran sebagai penunjang kerja. 

3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-Undang 
Dengan anggaran Rp. 94.542.000,- terealisasi Rp. 76.591.000 atau 81,01%, 
outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan, output kegiatan ini adalah meningkatnya 
wawasan dan pengetahuan aparatur. 

4) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah  
Dengan anggaran Rp. 394.200.000,- terealisasi Rp. 382.847.413,- atau 97,12%, 
outcome kegiatan ini adalah optimalnya pelaksanaan fungsi fasilitasi 
Sekretariat DPRD, output kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat 
koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

5) Kegiatan Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  
Dengan anggaran Rp. 893.420.000,- terealisasi Rp. 867.722.800,- atau 97,12% 
outcome kegiatan ini adalah tersebarluaskannya informasi pembangunan dan 
kinerja DPRD, output kegiatan ini adalah tersedianya majalah kiprah, leaflet, 
poster, spanduk, plakat dan parlementaria. 

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengaman  
Dengan anggaran Rp. 179.850.000,- terealisasi Rp. 171.250.000,- atau 95,22%, 
outcome kegiatan ini adalah terciptanya situasi dan kondisi yang aman di 
Sekretariat DPRD dan DPRD, output kegiatan ini adalah tersedianya 
pengamanan kantor dan piket kantor. 

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 
Dengan anggaran Rp. 105.900.000,- terealisasi Rp. 90.900.000,- atau 85,84%, 
outcome kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman 
di Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Sumedang, output kegiatan ini 
adalah tersedianya kebutuhan kebersihan kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Dengan anggaran Rp. 591.405.600,- terealisasi Rp. 583.355.850,- atau 98,64%, 
outcome kegiatan ini adalah optimalnya pelaksanaan kegiatan di Sekretariat 
DPRD, output kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan peralatan dan 
perlengkapan kantor. 

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Dengan anggaran Rp. 155.607.600,- terealisasi  Rp. 154.354.000,- atau 99,19%, 
outcome kegiatan ini adalah tersedianya gedung kantor yang memadai dan 
layak, output kegiatan ini adalah tertatanya gedung kantor DPRD dan 
Sekretariat DPRD. 

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 
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Dengan anggaran Rp. 163.800.000,- terealisasi Rp. 57.382.468,- atau 35,03% 
outcome kegiatan ini adalah optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
pimpinan DPRD melalui pemeliharaan berkala mobil jabatan, output kegiatan 
ini adalah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan. 

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Dengan angaran Rp. 255.500.000,- terealisasi Rp. 186.460.700,- atau 72,98% 
outcome kegiatan ini adalah optimalnya pelaksanaan kegiatan anggota DPRD 
melalui pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional, output kegiatan 
ini adalah terlaksananya pemeliharaan service, penggantian suku cadang dan 
pelumas. 

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan 
Kantor/Gedung Kantor 
Dengan anggaran Rp. 79.700.000,- terealisasi Rp. 69.200.000,- atau 86,83%, 
outcome kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung 
kerja, output Kegiatan ini adalah terlaksananya perbaikan peralatan dan 
perlengkapan kantor. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 
Dengan anggaran Rp. 215.050.000,- terealisasi Rp. 203.836.500,- atau 94,79%, 
outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta 
atributnya, output kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas beserta 
perlengkapannya. 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 
Dengan anggaran Rp. 235.700.000,- terealisasi Rp. 232.150.000,- atau 98,49%, 
outcome kegiatan ini adalah terciptanya peningkatan kapasitas aparatur, output 
kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur. 

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan. 
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Dengan Anggaran Rp. 111.588.000,- terealisasi Rp. 111.588.000,- atau 100%, 
outcome kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja, output 
kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja. 

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Dengan anggaran Rp. 124.400.000,- terealisasi Rp. 124.400.000,- atau 100%, 
outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelaporan yang baik, 
outcome kegiatan ini adalah tersusunnya laporan akuntansi dan aset SKPD. 

f. Program Peningkatan Perencanaan Penganggaran SKPD. 
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Dengan Anggaran Rp. 134.850.000,- terealisasi Rp. 70.350.000,- atau 52,17%, 
penyebab tidak tercapainya target kegiatan ini adalah pada belanja pegawai yaitu 
uang lembur hanya terealisasi sebesar 87,63% outcome kegiatan ini adalah 
tersedianya laporan rencana kerja, DPA dan DPPA Sekretariat DPRD, output 
kegiatan ini adalah tersusunnya Renja SKPD,DPA SKPD dan DPPA SKPD. 

g. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD. 
Kegiatan pengelolaan data kepegawaian 
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Dengan anggaran Rp. 58.413.000,- terealisasi Rp. 58.413.000,- atau 100%, outcome 
kegiatan ini adalah tersedianya laporan data kepegawaian Sekretariat DPRD, 
output kegiatan ini adalah tersusunnya data kepegawaian SKPD.  

h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 
1) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum 

DPRD 
Dengan anggaran Rp. 1.614.143.200 
terealisasi  Rp. 1.372.118.250 atau 85,01% 
outcome kegiatan ini adalah 
terbentuknya peraturan daerah, output 
kegiatan ini adalah terlaksananya 
pembahasan raperda melalui panitia 
khusus. 

2) Kegiatan Penyelenggaraan Reses 
Dengan anggaran  Rp. 1.346.068.000,- 
terealisasi Rp. 1.205.894.950,- atau 89,59%, outcome kegiatan ini adalah 
terlaksananya Penyelenggaraan Reses, output kegiatan ini adalah 
Tersusunnya kegiatan Penyelenggaraan Reses. 

3) Kegiatan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017 
Dengan anggaran Rp. 1.116.878.100,- terealisasi Rp. 1.102.043.674,- atau 
98,67%, outcome kegiatan ini adalah tersusunnya keputusan DPRD mengenai 
rekomendasi atas LKPJ Bupati tahun 2016 dan lima tahunan 2014-2019, 
outcome kegiatan ini adalah terlaksananya pembahasan LKPJ. 

4) Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 
Dengan anggaran Rp. 263.882.100,- terealisasi Rp. 262.116.696,- atau 99,33%, 
outcome kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD TA. 2016, output kegiatan ini adalah terselenggaranya 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

5) Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS TA. 2019 dan KUA PPAS Perubahan 
2018 
Dengan anggaran Rp. 603.720.000,- terealisasi Rp. 596.257.159,-  atau 98,76%, 
outcome kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD tahun 2019 dan tersusunnya Perubahan KUA/PPAS 2018 
berbentuk MOU, output kegiatan ini adalah terlaksananya KUA/PPAS Tahun 
Anggaran 2019 dan terlaksananya Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 
2018. 

6) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2019 
dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TA. 2018 
Dengan anggaran Rp. 725.175.000,- terealisasi Rp. 722.678.461,- atau 99,66%, 
outcome kegiatan ini adalah tersusunnya Perda APBD TA 2019 dan 
terselenggaranya kegiatan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2018. output kegiatan ini adalah tersusunnya Raperda TA. 2019 dan 
Perubahan APBD TA. 2018. 

7) Kegiatan Pembahasan Evaluasi APBDSemesteran 
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Dengan Anggaran Rp. 101.300.000,- terealisasi Rp. 97.235.000,- atau 95,99%, 
outcome kegiatan ini adalah tersusunnya laporan APBD semesteran, output 
kegiatan ini adalah terlaksananya pembahasan APBD semesteran. 

8) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD  
Dengan anggaran Rp. 657.258.000,- terealisasi Rp. 622.372.872,- atau 94,69%, 
outcome kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan kinerja anggota 
DPRD, output kegiatan ini adalah terlaksananya Bintek bagi 50 orang anggota 
DPRD. 

9) Kegiatan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kab. Sumedang 
Dengan anggaran Rp. 6.868.784.500,- terealisasi Rp. 6.826.620.460,- atau 
99,39%, outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja pimpinan  dan 
anggota DPRD, output kegiatan ini adalah terselenggaranya kunjungan kerja 
pimpinan dan anggota DPRD. 

10) Kegiatan Pembahasan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 
2018 
Dengan anggaran Rp. 256.435.000,- terealisasi Rp. 256.381.421,- atau 99,98%, 
outcome kegiatan ini adalah tersusunnya keputusan pimpinan DPRD 
mengenai Rencana Kerja DPRD, output kegiatan ini adalah terlaksananya 
pembahasan Rencana Kerja DPRD. 

11) Kegiatan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017  
Dengan anggaran Rp. 270.754.400,- terealisasi Rp. 268.451.621,- atau 99,15%, 
outcome kegiatan ini adalah tersusunnya hasil evaluasi terhadap rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang berbentuk rekomendasi, output 
kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi terhadap rancangan peraturan-
peraturan daerah Kab. Sumedang. 

12) Kegiatan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 
Dengan anggaran Rp. 156.857.400,- terealisasi Rp. 155.300.000,- atau 99,01%, 
outcome tersusunnya hasil kajian Program Pembentukan Peraturan Daerah 
Tahun 2018, output kegiatan ini adalah  terlaksananya pengkajian Program 
Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018. 

13) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat – Rapat Paripurna 
Dengan anggaran Rp. 369.475.000,- terealisasi Rp. 343.911.000,- atau 93,08%, 
outcome kegiatan ini adalah risalah rapat, output kegiatan ini adalah 
terlaksananya Rapat – Rapat Paripurna. 

14) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Sumedang 
Dengan anggaran Rp. 1.683.150.000,- terealisasi Rp. 1.274.365.198,- atau 
75,71%, outcome kegiatan ini adalah tertampungnya usulan pembangunan, 
Pemerintahan, dan Kemasyarakatan serta tertampungnya aspirasi masyarakat 
melalui bentuk kegiatan : kunjungan saba desa, safari jum’at, dan safari 
ramadhan, output kegiatan ini adalah terselenggaranya kunjungan kerja 
anggota DPRD. 

15) Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah 
dan Tokoh Agama 
Dengan anggaran Rp. 97.000.000,- terealisasi Rp. 62.915.000,- atau 64,86%, 
outcome kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi dengan Pejabat 
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Pemerintah Daerah dan Tokoh Agama, output kegiatan ini adalah 
terselenggaranya Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat 
Pemerintahan Daerah dan Tokoh Agama. 

16) Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Sumedang 
Dengan anggaran Rp. 154.720.000,- terealisasi Rp. 154.468.500,- atau 99,84%, 
outcome kegiatan ini adalah tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan 
DPRD Kabupaten Sumedang, output kegiatan ini adalah tersusunnya Publikasi 
dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kabupaten Sumedang. 

17) Kegiatan Raperda RPJMD Tahun 2019 – 2023 
Dengan anggaran Rp. 1.716.660.500,- terealisasi Rp. 1.498.535.813,- atau 
87,29%, outcome kegiatan ini adalah tersedianya Raperda RPJMD Tahun 2019-
2023 Kabupaten Sumedang, output kegiatan ini adalah tersusunnya Raperda 
RPJMD Tahun 2019-2023 Kabupaten Sumedang. 

 
 
 
 
 
2.   Capaian Target Kinerja  

Tabel 6.8 
Capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD sesuai target RPJMD 

No 
Program 
Kegiatan 

Indikator 
Satua

n 
Target tahun 

2018 
Realisasi 

 
Capian 

% 

1 Program 
Peningkata
n 
Kapasitas 
Lembaga 
Perwakilan 
Rakyat 
Daerah 

Ketercapaia
n fungsi 
pengawasan 
DPRD 

Persen 10.057.568.90
0 

9.765.785.511 97,10 

Ketercapaian 
fungsi 
legislasi DPRD 

Persen 5.397.619.200 4.537.666.270 84,07 

Ketercapaian 
fungsi 
budgeting 
DPRD 

Persen 2.547.073.100 2.518.214.294 98,87 

3.  Permasalahan Dan Solusi 
a.  Permasalahan 

Adanya agenda kegiatan DPRD yang batal dilaksanakan karena faktor waktu yang 
tidak memadai. 

 
b. Solusi 

Meningkatkan koordinasi antara DPRD dengan Sekretariat DPRD sebagai 
fasilitator kegiatan. 

 
3. INSPEKTORAT 
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Alokasi anggaran urusan pemerintahan umum tahun 2018 pada Inspektorat 
Kabupaten Sumedang sebesar Rp.5.716.936.798 dengan realisasinya sebesar 
Rp.5.638.860.265 atau mencapai 98.63% dari total anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun yang menjadi urusan wajib Inspektorat terdiri dari 3 program dan 20 
Kegiatan dengan anggaran Rp3.989.313.698 dengan realisasinya sebesar 
Rp3.918.392.950 atau mencapai 98.30% dari total anggaran, dengan rincian sebagai 
berikut : 
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 

Dengan pagu anggaran Rp. 866.565.550,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 848.515.550,00  atau sebesar  97,92%, serta output 
kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen laporan hasil pemeriksaan regular 
sebanyak 54 dokumen, sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya 
pengawasan pelaksanaan kegiatan SKPD. 
 
 

2) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah 
Dengan pagu anggaran Rp. 119.245.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 119.245.000,00 atau sebesar  100%, serta output 
kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan sebanyak 31 
dokumen, sedangkan outcomenya yaitu Terselesaikannya penanganan kasus 
pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

3) Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan 
Dengan pagu anggaran Rp. 35.500.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 35.500.000,00 atau sebesar  100%, serta output 
kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan hasil inventarisasi temuan 
pengawasan sebanyak 4 dokumen, sedangkan outcomenya yaitu 
Meningkatnya fungsi system pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 

4) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 
Dengan pagu anggaran Rp. 313.020.000,00  sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 313.020.000,00  atau sebesar  100%, serta output 
kegiatan ini adalah Jumlah laporan tindaklanjut hasil temuan pengawasan 
regular dan kasus sebanyak 92 dokumen, sedangkan outcomenya yaitu 
Terseleikannya tindaklanjut temuan hasil pengawasan regular dan kasus. 

5) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Desa 
Dengan pagu anggaran Rp. 479.411.600,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 479.411.600,00 atau sebesar  100%, serta output 
kegiatan ini adalah Jumlah tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa  sebanyak 372 dokumen, sedangkan 
outcomenya yaitu Terselesaikannya tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

6) Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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Dengan pagu anggaran Rp. 49.920.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp49.920.000,00 sebesar  100%, serta output kegiatan ini 
adalah Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan pemerintah daerah  
sebanyak 1 dokumen , sedangkan outcomenya yaitu Terevaluasinya laporan 
keuangan pemerintah daerah sebagai syarat pemeriksaan BPK – RI. 

7) Kegiatan Tindaklanjut Hasil Temuan BPK RI 
Dengan pagu anggaran Rp. 65.199.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 65.035.000,00 atau sebesar  99,75%, serta output 
kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen tindaklanjut temuan BPK-RI serta 
telah termutahirkannya data tindaklanjut temuan BPK-RI  sebanyak 2 
dokumen , sedangkan outcomenya yaitu Terselesaikannya   temuan BPK-RI. 

8) Kegiatan Pemeriksan atas penyelenggaraan pemerintahan desa Dengan 
pagu anggaran Rp. 680.954.748,00sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 680.953.000,00  atau sebesar  99.99%, serta output 
kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Desa 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  sebanyak 270 dokumen, sedangkan 
outcomenya yaitu Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kegiatan di Desa. 

9) Kegiatan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu 
Dengan pagu anggaran Rp. 145.155.000,00sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 133.950.000,00 atau sebesar  92.28%, serta output 
kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu  sebanyak 44 dokumen, sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya 
pengawasan pelaksanaan kegiatan SKPD. 

10) Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD 
Dengan pagu anggaran Rp. 59.215.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 59.215.000,00 atau sebesar  100%, serta output 
kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Reviu LAKIP PEMDA  sebanyak 1 
dokumen dan evaluasi LAKIP SKPD sebanyak 1 dokumen, sedangkan 
outcomenya yaitu Meningkatnya kinerja LAKIP SKPD. 

11) Kegiatan Serambi Inspektorat Kabupaten Sumedang (SIS) 
Dengan pagu anggaran Rp. 51.545.800,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 51.545.800,00 atau sebesar  100%, serta output 
kegiatan ini adalah Jumlah desa yang dibina dan diawasi  sebanyak 50 desa, 
sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya pengawasan pelaksanaan 
kegiatan pemerintahan Desa. 

12) Kegiatan Saber Pungli 
Dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 145.640.000,00  atau sebesar  97,09%, serta output 
kegiatan ini adalah Terlaksananya aksi saber Pungli dan sosialisasi saber pungli  
sebanyak 10 kali, sedangkan outcomenya yaitu Kabupaten Sumedang bebas 
dari pungutan liar. 

13) Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Inpres No. 5 Tahun 2004 
Dengan pagu anggaran Rp. 202.764.400,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 188.164.400,00  atau sebesar  92.80%, serta output 
kegiatan ini adalah Terlaksananya percepatan kapabilitas APIP level III  
sebanyak 2 kali, Sosialisasi Gratifikasi sebanyak 1 kali, Action Plan PMPRB 
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sebanyak 1 kali, Verifikasi LHKPN/LHKASN dan Verifikasi Rencana Aksi Daerah 
Pemberantasan Korupsi sebanyak 8 kali sedangkan outcomenya yaitu 
Meningkatnya fungsi sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan KDH 

14) Kegiatan Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kabupaten (Bantuan 
Provinsi) 
Dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,00  atau sebesar  100%, serta output 
kegiatan ini adalah pemeriksaan bantuan Provinsi sebanyak 13 dokumen serta 
Koordinasi dan konsultasi guna peningkatan level kapabilitas Aparat 
Pemeriksa Internal Pemerintah dan Pemutahiran Data Temuan Pengawasan 
Tingkat Nasional  sebanyak 2 kali, sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya 
pengawasan pelaksanan kegiatan SKPD. 

15) Kegiatan Pemeriksaan Khusus TPTGR dan Penyelesaiannya 
Dengan pagu anggaran Rp. 34.839.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 19.149.000,00  atau sebesar  54.96%, serta output 
kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeriksaan khusus TPTGR dan 
penyelesaiannya sebanyak 7 dokumen, sedangkan outcomenya yaitu 
Terselesaikannya pemeriksaan khusus TPTGR. 
 
 

16) Kegiatan Pengendalian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 
Dengan pagu anggaran Rp.50.700.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasinya sebesar Rp.50.700.000,00 atau sebesar 100% serta output 
kegiatan ini adalah Terlaksananya pengendalian tuntutan perbendaharaan 
dan Tuntutan Ganti Rugi sebanyak 2 kali, sedangkan outcomenya 
yaitumeningkatnya efektivitas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti 
rugi. 

17) Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 
Dengan pagu anggaran Rp. 111.508.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasinya sebesar Rp. 108.658.000,00 atau sebesar 97.44% serta output 
kegiatan ini adalah Terlaksananya sosialisasi SPIP pada SKPD dan Terlaksanaya 
penilaian dalam rangka peningkatan kapabilitas  APIP sebanyak 2 (dua) kali, 
sedangkan outcomenya yaitu Tersampaikannya tujuan dibentuknya SPIP. 

18) Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumedang 
Dengan pagu anggaran Rp.110.625.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasinya sebesar Rp.110.625.000,00 atau sebesar 100% serta 
outputTerlaksananya Kegiatan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan outcomenya 
yaitu Meningkatnya kinerja perencanaan SKPD. 

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan 
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 
Dengan pagu anggaran Rp. 298.145.600,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 297.145.600,00  atau sebesar  99.66%, serta output kegiatan 
ini adalah Jumlah peserta diklat sebanyak 54 orang, sedangkan outcomenya yaitu 
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Meningkatnya pengetahuan pada pemeriksa sebagai bekal untuk melaksanakan 
pengawasan. 

c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 
Pengawasan 
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dengan pagu 
anggaran Rp. 15.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 15.000.000,00  atau sebesar  100%, serta output kegiatan ini adalah 
Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan sebanyak 11 buah, sedangkan 
outcomenya yaitu Tertibnya pelaksanaan pengawasan. 

 
 
4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH 
Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang danPerencanaan 

 Alokasi anggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 
pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 450.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 
440.531.000,00 atau 97,90% dari rencana anggaran. 
Alokasi anggaran urusan Perencanaan tahun 2018 pada Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang sebesar 
Rp. 10.756.580.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 10.478.573.169,00 atau 97,41% 
dari rencana anggaran. 
 
1.  Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 
sebagai berikut : 
a. Program Perencanaan Tata Ruang 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Penguatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Kabupaten Sumedang 2011-2031 (Wilayah I, II, III) 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan 
menyelaraskan akselerasi arah, tujuan kebijakan penataan ruang di 
Kabupaten Sumedang lebih aplikatif, fleksibel dan akuntabel sesuai dengan 
daya dukung lingkungan. Tujuan kegiatan ini adalah : 
 Lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai 

bidang; 
 Meningkatkan daya saing daerah yang di topang oleh kuatnya kemandirian 

dan keunggulan daerah; 
 Mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Sumedang yang lebih baik; 
 Meningkatkan kontribusi Kabupaten Sumedang terhadap pencapaian 

pembangunan baik dalam konteks Provinsi maupun Nasional; 
Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 450.000.000,00 sampai dengan 

31 Desember 2018terealisasi sebesar RP. 440.531.000,00 atau sebesar 97,90%. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputi Belanja Belanja cetak, Belanja makanan 
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dan minuman rapat, Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan Belanja 
perjalanan dinas luar daerah . Output kegiatan ini adalahjumlah implementasi 
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Sumedang 2011-2031 WILAYAH (I,II,III). Outcome 
pelaksanaan kegiatan ini adalah ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) di Kabupaten Sumedang dan peta pola ruang wilayah di 26 
kecamatan. Dengan Target Kinerja 100%. 

 
Alokasi anggaran urusan Perencanaan tahun 2018 pada Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang 
sebesarRp. 10.756.580.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 10.478.573.169,00 atau 
97,41% dari rencana anggaran. 
b.  Program Pengembangan Data dan Informasi 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah (SIMPDERPD) 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Untuk membangun Data Base 
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sumedang 
dalam bentuk  sistem informasi sebagai acuan untuk mengambil kebijakan 
dalam pengendalian dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten 
Sumedang. Tujuan kegiatan ini adalah : 

 Membangun Basis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan     
Daerah yang meliputi RPJMD, RenstraSKPD dan Renja SKPD; 

 Membangun Basis Data Informasi Evaluasi Perencanaan Pembangunan; 

 Memberikan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam 
penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya. 

Pagu anggaran kegiatan ini RP. 36.200.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018terealisasi sebesar Rp. 32.900.000,00 atau sebesar 90,88%. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis 
Kegiatan dan Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap. Output kegiatan ini 
adalah jumlah SIMPDERPD yang terupdate, sedangkan outcome nya adalah 
Optimalnya fungsi aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan dan 
pengendalian pembangunan daerah. Dengan Target Kinerja 100%. 

2) Pelaporan Data Evaluasi Program Kegiatan SKPD 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Melakukan Pengendalian, 
Evaluasi dan Pelaporan untuk mengukur tingkat capaian kinerja 
Program/Kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah Untuk mengukur tingkat 
capaian visi dan misi yang di turunkan kedalam Program dan Kegiatan.  

Pagu anggaran kegiatan ini RP. 250.050.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018terealisasi sebesar Rp. 242.050.000,00 atau sebesar 96,80%. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis 
Kegiatan, Belanja perjalanan dinas luar daerah dan Belanja modal Pengadaan 
Software. Output Kegiatan ini adalah Tersusunnya 4 (empat) dokumen 
Laporan Triwulanan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
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rencana pembangunan daerah, Tersusunnya 3 (tiga) Dokumen Identifikasi 
Masalah di Kabupaten Sumedang, Tersusunnya 3 (tiga) Dokumen Potensi 
Unggulan di Kabupaten Sumedang, Tersusunnya 3 (tiga) Dokumen Pra 
Indikator RPJMD Tahun 2019-2023 di Kabupaten Sumedang, sedangkan 
outcome nya adalah Terukurnya Kinerja Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi 
Program/Kegiatan SKPD dan Capaian Indikator RPJMD Dengan Target Kinerja 
100%. 

3) Pengelolaan Website Bappppeda Kabupaten Sumedang 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersedianya media publikasi 
elektonik mengenai informasi pembangunan Kabupaten Sumedang agar 
dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah 
Menyediakan data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat melalui 
jaringan internet, Meningkatkan kelancaran layanan komunikasi data dan 
informasi antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat, Meningkatkan kinerja 
penyelenggaraan pemerintah daerah baik di kabupaten, propinsi maupun 
pusat serta membangun pola kerja berbasis web, Mengembangkan sistem 
data dan informasi yang berbasis website.  

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 76.950.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018terealisasi sebesar Rp. 74.490.000,00 atau sebesar 
96.80%.Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis 
Kegiatan dan Belanja modal Pengadaan Software. Output kegiatan ini adalah 
Tersedianya 1 paket website Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang yang Up To Date dan lebih 
Aplikatif, sedangkan outcome nya adalah Terinformasikannya Data dan 
Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Dengan Target Kinerja 
100%. 

4) Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Menghimpun, menganalisa dan 
mengelola data pembangunan tahun 2018 yang diperoleh dari sumber data 
dalam hal ini adalah seluruh OPD Kabupaten Sumedang dan Instansi Vertikal 
di Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah Memberikan masukan terhadap proses 
perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang serta memenuhi 
permintaan data dari pemerintah dan stakeholders Pembangunan lainnya. 

Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 98.350.000,00 sampai dengan 
31 Desember 2018terealisasi sebesar Rp. 97.099.950,00 atau sebesar 98.73%. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis 
Kegiatan. Output Kegiatan ini adalah Tersusunnya 5 (lima) buku profil daerah 
Kabupaten Sumedang semester I Tahun 2017, Tersusunnya 45 (empat puluh 
lima) buku profil daerah Kabupaten Sumedang smt II Tahun 2018, 
Tersusunnya 100 (seratus) Buku saku Kabupaten Sumedang Tahun 2018, 
sedangkan outcome nya yaitu Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah 
yang Berbasis Data dan Informasi Dengan Target Kinerja 100% 

5) Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ketersediaan sistem / aplikasi 
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yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Tujuan kegiatan ini 
adalah peningkatan kinerja pemerintah daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan 
ini Rp. 56.600.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018terealisasi sebesar Rp. 
56.600.000,00 atau sebesar 100%. Output Kegiatan ini adalah jumlah dokumen 
pelaksanaan sistem informasi pembangunan daerah, sedangkan outcome nya 
yaitu tersusunnya rencana pembangunan daerah yang berbasis data dan 
informasi. Dengan Target Kinerja 100%. 

6) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pertanian 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ketersediaan sistem / aplikasi 
yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. Tujuan kegiatan ini 
adalah peningkatan kinerja pemerintah daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan 
ini Rp. 300.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018terealisasi sebesar 
Rp. 297.351.900,00 atau sebesar 99.12%. Pelaksanaan kegiatan ini tidak 
memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak diserap meliputi 
Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, Belanja alat tulis kantor, Belanja 
cetak, Belanja Penggandaan dan Belanja perjalanan dinas luar daerah. Output 
Kegiatan ini adalah dokumen pelaksanaan sistem informasi pembangunan 
pertanian, sedangkan outcome nya yaitu tersusunnya rencana pembangunan 
daerah yang berbasis data dan informasi, Dengan Target Kinerja 100%. 

c.   Program Kerjasama Pembangunan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan Provinsi) 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kerjasama pemerintah daerah 
dengan perusahaan dan perguruan tinggi. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan 
kinerja pemerintah daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 100.000.000,00 
sampai dengan 31 Desember 2018terealisasi sebesar Rp. 96.280.000,00 atau 
sebesar 96.28%. Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan 
sisa anggaran yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis 
Kegiatan dan Belanja Jasa Pihak Ketiga. Output Kegiatan ini adalah jumlah 
dokumen perencanaan pengelolaan CSR di kabupaten sumedang dan aplikasi 
website CSR, sedangkan outcome nya yaitu bersinerginya perencanaan 
pengelolaan CSR di kabupaten sumedang. Dengan Target Kinerja 100% 

c. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan Cepat Tumbuh 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 
Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Sumedang 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Kesesuaian sasaran rencana 
menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang infrastruktur. Tujuan kegiatan 
ini adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. 

Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 88.000.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018terealisasisebesar Rp. 76.450.000,00 atau sebesar 86.88%. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran 
yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, 
Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, Honorarium Tim Pemeriksa Barang 
dan Jasa dan Belanja perjalanan dinas luar daerah. Output Kegiatan ini adalah 
jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 77 

 
 

kumuh perkotaan (RP2KPKP) kabupaten sumedang , sedangkan outcome nya 
yaitu tersedianya data awal serta rekomendasi perencanaan dan arahan dari OPD 
terkait untuk rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 
perkotaan (RP2KPKP) kabupaten sumedang. Dengan Target Kinerja 100% 

d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang RKPD Tahun 2019 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah  untuk memberikan arah 
pembangunan Kabupaten Sumedang yang terintegrasi dan berkelanjutan 
dengan memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian 
yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan 
dalam satu tahun anggaran, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Sumedang maupun yang dilaksanakan bersama-sama 
masyarakatdan tujuan kegiatan ini adalah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan 
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan bahwa 
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk : 

 mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

 menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah,  
ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 

 menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,  
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;  

 mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

 menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  
berkeadilan dan berkelanjutan; 

 memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi     
daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 229.200.000,00 sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 225.500.000,00 atau sebesar 98.39%.  Pelaksanaan 
kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak 
diserap meliputi Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap, Belanja cetak dan 
Belanja perjalanan dinas luar daerah. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya 
1(satu) dokumen Rancangan Awal RKPD 2019 , Tersusunnya 1 (satu) dokumen 
Rancangan RKPD 2019, Tersusunnya Tersusunnya 1 (satu)  Dokumen RKPD 
2019, sedangkan outcome nya adalah Optimalnya Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Tahun 2019 Dengan Target Kinerja 100%. 

2) Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD 
Tahun 2018 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai upaya memenuhi 
kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan 
pembangunan daerah yang bersifat tahunan. Perubahan RKPD Kabupaten 
Sumedang Tahun 2018 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman 
bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan 
Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam 
tahapan perubahan di tahun 2018 dan tujuan kegiatan ini adalah untuk 
memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah 
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penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan 
kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan 
APBD Tahun 2018. Penyusunan ini juga bertujuan untuk menstimulasi 
partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses 
pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD 
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:  

 Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang 
sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di 
daerah, dengan melihat sumber daya yang ada. 

 Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya 
konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang 
tahun 2018. 

 Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dan Perubahan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang Tahun 2018, sebagai dasar dari 
penyusunan Perubahan APBD Tahun 2018 Kabupaten Sumedang. 

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 120.500.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018terealisasi sebesar Rp. 119.125.000,00 atau sebesar 98.86%.  
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputi Belanja Publikasi/Dekorasi, Belanja cetak 
dan Belanja perjalanan dinas luar daerah. Output kegiatan ini adalah 
Tersusunnya 1 (satu) Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018, sedangkan 
outcome nya adalah Optimalnya Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Tahun 2018 Dengan Target Kinerja 100%. 

3) Penguatan Forum Delegasi Musrenbang (FDM) 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membantu dan menggali 
serta memberikan masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas 
warga negara dalam kegiatan publik kepada pemerintah dalam menyusun 
perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah di Kabupaten 
Sumedang, sehingga langkah-langkah menuju tata pemerintahan yang baik 
dapat tercapai. Tujuan kegiatan ini adalah Penguatan Forum Delegasi 
Musrenbang bertujuan untuk melakukan pengawalan terhadap proses 
perencanaan dan perumusan anggaran serta implementasinya di lapangan.  
Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 250.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 243.018.000,00 atau sebesar 97.21%. Pelaksanaan 
kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang 
tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, 
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap, Belanja cetak dan Belanja Jasa 
Pihak Ketiga. Output kegiatan ini adalah Jumlah 60  orang Anggota Forum 
Delegasi Musrenbang yang Kompeten dan Berkualitas Sedangkan outcome 
nya adalah Meningkatnya Kapasitas Delegasi Musrenbang dan 
Terevaluasinya Pelaksanaan Pembangunan yang Bersumber Dari Dana PIK. 
Dengan Target Kinerja 100% 

4) Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 579.542.500,00 sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 554.231.700,00 atau sebesar 95.63%. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 
Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, Honorarium Tim Pemeriksa 
Barang dan Jasa, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap, Belanja 
Publikasi/Dekorasi, Belanja cetak, Belanja sewa gedung/kantor/tempat, 
Belanja makanan dan minuman rapat dan Belanja jasa tenaga 
ahli/instruktur/narasumber. Output Kegiatan ini adalah dokumen 
perencanaan kabupaten sumedang tahun 2019-2023, sedangkan outcome nya 
yaitu tersedianya acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah. 
Dengan Target Kinerja 100%. 

5) Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Renja Perangkat Daerah 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 72.769.500,00 sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 72.769.500,00 atau sebesar 100%.. 
Output Kegiatan ini adalah dokumen perencanaan kabupaten sumedang 
tahun 2019-2023 dan rencana kerja tahunan, sedangkan outcome nya yaitu 
tersedianya acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dengan 
Target Kinerja 100%. 

6) Pengelolaan Sistem Perencanaan-Penganggaran Terintegrasi (RKPD Online) 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalahuntukmengelola penyampaian 

usulan kegiatan prioritas sebagai bahan untuk penyusunan dokumen RKPD 
dan Perubahan RKPD dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

 Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah; 

 Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas 
perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan 
kinerja pelayanan publik; 

 Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 
dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara 
konsisten hasil perencanaan yang berkualitas dan berkelas.Dengan 
Target Kinerja 100% 

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 135.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 122.650.000,00 atau sebesar 90.85% pelaksanaan 
kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak 
diserap meliputi Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Belanja jasa tenaga 
ahli/instruktur/narasumber. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya 2 (Dua) 
data pendukung RKPD 2019 dan perubahan RKPD 2018, Terselenggaranya 1 
(satu) orang Admin dan 3 (tiga) orang operator bidang RKPD online tahun 
2018, Terlaksananya 12 Bulan pemeliharaan sistem RKPD online, Terpenuhinya 
12 Bulan sarana pen dukung sistem RKPD online dan Terpenuhinya 2 (dua) 
Paket sarana pendukung sistem RKPD online Sedangkan outcome nya adalah 
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan. Dengan Target Kinerja 
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100% . 
7) Penyelenggaraan Musrenbang untuk Penyusunan RKPD 2019 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan salah satu wujud 
nyata dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dimana perencanaan sendiri diartikan 
sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui 
urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pada 
konteks ini sumber daya yang dimaksud adalah potensi, kemampuan dan 
kondisi lokal, termasuk anggaran yang dikelola untuk dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui forum Musrenbang 
diharapkan juga akan terbentuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam 
setiap proses dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan Kegiatan ini adalah: 

 Menyempurnakan rancangan awal RKPD; 

 Menyusun rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan 
rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang perlu dibiayai oleh 
APBD untuk mencapai tujuan pembangunan; 

 Menyusun rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan 
rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi 
masyarakat atau lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan 
pembangunan. 

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 460.800.000,00 sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 460.646.250,00 atau sebesar 99.97%. Pelaksanaan 
kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak 
diserap meliputiBelanja alat tulis kantor, Belanja Kit Pelatihan, Belanja 
Penggandaan, Belanja makanan dan minuman rapat dan Belanja jasa tenaga 
ahli/instruktur/narasumber,  
Output kegiatan ini adalah: 

 Terlaksananya Penyelarasan dan Penetapan Nota Kesepakatan Pagu 
Indikatif dengan target kinerja 1 Dokumen Perbup Pagu Indikatif dan 1 
Dokumen Nota Kesepakatan Pagu Indikatif; 

 Terlaksananya Penyusunan Juknis Musrenbang dengan target kinerja 3 
(tiga) Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang; 

 Terlaksananya Pra Musrenbang Kecamatan di 5 (lima) Wilayah 
Kecamatan; 

 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dengan target kinerja 26 wilayah 
Kecamatan dan 1 (satu) Dokumen berita acara kesepakatan Musrenbang 
Kecamatan; 

 Terlaksananya Forum SKPD dengan target kinerja 28 SKPD dan  1 (satu) 
Dokumen berita acara kesepakatan Musrenbang Kecamatan; 

 Terlaksananya Rakor Bidang Fisik, Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial; 

 Terlaksananya Fasilitasi Usulan DAK dan Bantuan Provinsi; 

 Terlaksananya Virtual Musrenbang; 

 Terlaksananya Pra musrenbang kabupaten; 

 Terlaksananya Musrenbang Kabupaten dengan teget kinerja 1 (satu) 
Dokumen berita acara kesepakatan Musrenbang Kabupaten. 

Outcome kegiatan ini adalah Optimalnya fungsi perencanaan pembangunan 
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daerah Tahun 2019 dengan target kinerja 100%. 
8) Peningkatan Kapasitas Perencana 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 284.786.000,00 sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 274.513.000,00 atau sebesar 96.39%. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputi Belanja perjalanan dinas luar daerah, 
Belanja Jasa Pihak Ketiga, Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber, 
Belanja modal Pengadaan Personal Komputer, Belanja modal Pengadaan 
Peralatan Personal Komputer. Output Kegiatan ini adalah aparatur perencana 
yang kompeten, sedangkan outcome nya yaitu optimalnya fungsi dan peran 
perencana dalam perencanaan pembangunan di kabupaten sumedang. 
Dengan Target Kinerja 100% 

9) Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana 
dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sumedang 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 100.000.000,00 sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 97.475.000,00 atau sebesar 97.48%. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis 
Kegiatan, Belanja perjalanan dinas luar daerah dan Belanja Jasa Pihak Ketiga. 
Output Kegiatan ini adalah jumlah dokumen Sinergitas Perencanaan 
Pembangunan dan Pengendalian Bidang Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah Kabupaten Sumedang, sedangkan outcome nya yaitu terciptanya 
sinergitas program dan kegiatan dalam rangka penyusunan target RPJMD. 
Dengan Target Kinerja 100%. 
 

10) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 65.000.000,00 sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 65.000.000,00 atau sebesar 100%. 
Output Kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran 
Kecamatan, sedangkan outcome nya yaitu meningkatnya kualitas 
perencanaan di kecamatan . Dengan Target Kinerja 100%. 

11) Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang 
Pemerintahan dan Sosial 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menyusun program/kegiatan 
yang efektif dan efisien. Tujuan kegiatan ini adalah  

 Mensinergiskan rencana program/kegiatan SKPD mitra bidang 
pemerintahan dan sosial; 
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 Mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan SKPD mitra bidang 
pemerintahan dan sosial;  

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 160.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 
2018terealisasi sebesar Rp. 158.235.000,00  atau sebesar 98.90%. Pelaksanaan 
kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak 
diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan dan Belanja 
perjalanan dinas luar daerah. Output kegiatan ini adalah dokumen Sinergitas 
Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan dan 
Sosial sedangkan outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas 
Perencanaan Pembangunan mitra bidang pemerintahan dan sosial dengan 
target kinerja 100%. 

12) Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengukur Kualitas 
Perencanaan Desa. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas 
perencanaan desa.Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 200.000.000,00  sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 195.045.000,00  atau 
sebesar 97.52 %. Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% 
dikarenakan sisa anggaran yang tidak diserap meliputiHonorarium Tim 
Pelaksana Teknis Kegiatan, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap dan 
Belanja sewa gedung/kantor/tempat. Output kegiatan ini adalah dokumen 
perencanaan desa sedangkan outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya 
Kualitas Pembangunan di Desa dengan target kinerja 100%.  

13) Verifikasi dan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 
Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk Verifikasi 
Rencana KerjaPerangkat Daerah (Renja -PD) adalah sebagai berikut:  

 Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan 
Awal, Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 maupun 
perubahan 2018; 

 Menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi 
Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 berdasarkan surat 
edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat 
Daerah 

 Memverifikasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 untuk menjamin 
rancangan renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Rancangan 
Awal RKPD tahun 2019. 

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 75.000.000,00  sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 73.700.000,00  atau sebesar 98.27 % pelaksanaan 
kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang 
tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan. Output 
kegiatan ini adalah Terfasilitasinya 55 Perangkat Daerah (SKPD Kabupaten 
dan Kecamatan) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
dengan Perencanaan Kabupaten. Sedangkan outcome nya adalah 
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang 
berkualiats. Dengan Target Kinerja 100%. 

14) Verifikasi dan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 
Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk Verifikasi 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 83 

 
 

Rencana KerjaPerangkat Daerah (Renja -PD) adalah sebagai berikut:  

 Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan 
Awal, Rancangan Renja Perangkat Daerah perubahan tahun 2018; 

 Menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi 
Rancangan Renja Perangkat Daerah perubahan 2018berdasarkan surat 
edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat 
Daerah 

 Memverifikasi Renja Perangkat Daerah perubahan 2018 untuk menjamin 
rancangan renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan Rancangan 
Awal RKPD perubahan 2018. 

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 75.000.000,00  sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 75.000.000,00   atau sebesar 100 %. Output 
kegiatan ini adalah Terfasilitasinya 55 Perangkat Daerah (SKPD Kabupaten 
dan Kecamatan) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 
dengan Perencanaan Kabupaten. Sedangkan outcome nya adalah 
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang 
berkualiats. Dengan Target Kinerja 100%. 

15) Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD Perencanaan Penganggaran 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 153.000.000,00  sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 152.999.999,00 atau sebesar 100%. 
Output Kegiatan ini adalah sarana dan prasarana pendukung sistem informasi 
RKPD online terintegrasi, sedangkan outcome nya yaitu meningkatnya 
kualitas perencanaan pembangunan. Dengan Target Kinerja 100%. 

16) Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 100.000.000,00  sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 95.650.000,00  atau sebesar 95.65 %. 
% pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak diserap meliputiHonorarium Tim Pengadaan Barang dan 
Jasa, Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, Honorarium Tim Pemeriksa 
Barang dan Jasa, Belanja Dokumentasi /Cuci CetakdanBelanja 
Publikasi/Dekorasi. Output Kegiatan ini adalah dokumen Teknokratik RPJMD 
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, sedangkan outcome nya yaitu 
tersedianya acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dengan 
Target Kinerja 100%. 

17) Penyelengaraan Musrenbang RPJMD 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini 
adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan 
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perencanaan pemerintah daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 
440.970.000,00  sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
420.623.000,00  atau sebesar 95.39 %. pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi 
target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak diserap meliputiBelanja Kit 
Pelatihan, Belanja pakaian kerja lapangan, Belanja perjalanan dinas dalam 
daerah, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja jasa tenaga 
ahli/instruktur/narasumber. Output Kegiatan ini adalah dokumen 
penyelenggaraan musrenbang RPJMD, sedangkan outcome nya yaitu 
optimalnya fungsi perencanaan pembangunan daerah. Dengan Target Kinerja 
100%. 

f.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten Sumedang 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Menengah 
Daerah dengan realisasi tahunan bidang ekonomi. Tujuan kegiatan ini adalah 
peningkatan perencanaan pemerintah daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan 
ini Rp. 75.000.000,00   sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 72.673.000,00  atau sebesar 96.90 %. pelaksanaan kegiatan ini tidak 
memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak diserap 
meliputiHonorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, Belanja alat tulis kantor, 
Belanja Penggandaan, Belanja perjalanan dinas luar daerah dan Belanja jasa 
tenaga ahli/instruktur/narasumber. Output Kegiatan ini adalah jumlah 
pelaksanaan Forum Diskusi Ekonomi dan Bisnis (FODEB) Kabupaten 
Sumedang, sedangkan outcome nya yaitu terfasilitasinya para pemangku 
kepentingan ekonopmi dan bisnis. Dengan Target Kinerja 100%. 

2) Sinergitas dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Melaksanakan sinergitas 
perencanaan pembangunan bidang ekonomi antara Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, 
serta pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan ekonomi di 
Kabupaten Sumedang serta melaksanakan dan menerapkan rencana dan 
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan sebelumnya,  tujuan 
kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

 Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan 
ekonomi Tahun 2017– 2018; 

 Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam 
melaksanakan rencana kebijakan kegiatan bidang ekonomi yang telah 
dibuat. 

 Mengkoordinasikan seluruh instansi/lembaga, masyarakat dan 
stakeholder  

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 115.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 109.718.300,00 atau sebesar 95.41 % pelaksanaan 
kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak 
diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, Belanja alat tulis 
kantor, Belanja Penggandaan dan Belanja perjalanan dinas luar daerah. 
Output kegiatan ini adalah dokumen sinergitas dan pengendalian 
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perencanaan pembangunan ekonomi. sedangkan outcome kegiatan ini 
adalah adalahbersinerginya perencanaan pembangunan ekonomi antara 
pemangku kepentingan dan terkendalinya perencanaan pembangunan 
ekonomi sesuai arah dan tujuan yang ingin dicapai di kabupaten sumedang. 
Dengan Target Kinerja 100%. 

g. Program Perencanaan Sosial Budaya 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam upaya 
mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang. Tujuan 
kegiatan ini adalah : 

 Meningkatkan kualitas program penanggulangan kemiskinan  yang 
dilaksanakan oleh SKPD melalui Rapat Koordinasi; 

 Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; 

 Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 
Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 400.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 
2018terealisasi sebesar Rp. 393.929.550,00 atau sebesar 98.48 %. Pelaksanaan 
kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran 
Perjalanan dinas luar daerah yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim 
Pelaksana Teknis Kegiatan, Belanja alat tulis kantor Belanja makanan dan 
minuman rapat, Belanja perjalanan dinas luar daerah, Belanja modal 
Pengadaan Personal Komputer, Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal 
komputer, Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi telepon. Output 
kegiatan ini adalah Tersusunnya 1 (satu) Dokumen Laporan Pelaksanaan 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), 1 Dokumen analisis kemiskinan 
data BDT 2015, 50 orang peserta rakor penguatan TKPKD sedangkan outcome 
kegiatan ini adalah meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan di 
kabupaten sumedang, dengan target kinerja 100%. 

2) Penguatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memfasilitasi Tim Pembina 
Kabupaten Sehat dan Paguyuban Sumedang Sehat dalam melaksanakan 
kegiatan yang mendukung tercapainya Kabupaten Sumedang Sehat. Tujuan 
kegiatan ini adalah : 

 Melakukan pembinaan ke Kecamatan dalam rangka penilaian Kabupaten 
Sehat Klasifikasi Wistara; 

 Menyusun Dokumen Kabupaten Sumedang Sehat; 

 Mengikuti penilaian Kabupaten Sehat tingkat Nasional; 
Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 150.000.000,00  sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 137.675.000,00  atau sebesar 91.78 %. Pelaksanaan 
kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran 
Perjalanan dinas luar daerah yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim 
Pelaksana Teknis Kegiatan, Belanja makanan dan minuman rapat dan Belanja 
perjalanan dinas luar daerah.Output kegiatan ini adalah dokumen penguatan 
penyelenggaraan kabupaten sehat. sedangkan outcome kegiatan ini adalah 
meningkatnya kualitas penyelenggaraan kabupaten sehat di kabupaten 
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sumedang. dengan target kinerja 100%. 
3) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Meningkatnya Pengetahuan 
aparatur daerah tentang Kebijakan SPBS dan pentingnya implementasi 
kebijakan SPBS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tujuan kegiatan ini 
adalah  Terselenggaranya Diseminasi Kebijakan Sumedang Puseur Budaya 
Sunda (SPBS), Terselenggaranya 4 (empat) kali Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Pagu anggaran kegiatan 
ini Rp. 130.347.200,00  sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 127.147.200,00  atau sebesar 97.55 %. Pelaksanaan kegiatan ini tidak 
memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran Perjalanan dinas luar 
daerah yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, 
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap. Output kegiatan ini adalah 
dokumen pengendalian pelaksanaan kebijakan SPBS di kabupaten sumedang, 
sedangkan outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan 
kebijakan SPBS di kabupaten sumedang dengan target kinerja 100%. 

4) Analisis Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Sumedang 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Menengah 
Daerah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya. Tujuan kegiatan ini 
adalah peningkatan perencanaan pemerintah daerah.Pagu anggaran untuk 
kegiatan ini Rp. 116.652.800,00   sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 103.769.600,00   atau sebesar 88.96 %. pelaksanaan kegiatan ini 
tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak diserap 
meliputiHonorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, Honorarium Pegawai 
Honorer/tidak tetap, Belanja alat tulis kantor, Belanja cetak, Belanja 
perjalanan dinas luar daerah dan Belanja jasa tenaga 
ahli/instruktur/narasumber. Output Kegiatan ini adalah dokumen analisis 
pembangunan bidang pendidikan kabupaten sumedang, sedangkan outcome 
nya yaitu optimalnya pembangunan bidang pendidikan kabupaten sumedang. 
Dengan Target Kinerja 100% 

5) Penyusunan Rencana Aksi Daerah implementasi Sustainable Development 
Goals (SDGS) di Kabupaten Sumedang 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Menengah 
Daerah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya. Tujuan kegiatan ini 
adalah peningkatan perencanaan pemerintah daerah.Pagu anggaran untuk 
kegiatan ini Rp. 100.000.000,00   sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 100.000.000,00  atau sebesar 100 %. Output Kegiatan ini adalah 
dokumen rencana aksi daerah implementasi SDGs di kabupaten sumedang, 
sedangkan outcome nya yaitu meningkatnya kualitas pembangunan di 
kabupaten sumedang sesuai dengan target SDGs Dengan Target Kinerja 100%. 

6) Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif 
Gender (PPRG) (Bantuan Provinsi) 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Menengah 
Daerah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya. Tujuan kegiatan ini 
adalah peningkatan perencanaan pemerintah daerah.Pagu anggaran untuk 
kegiatan ini Rp. 150.000.000,00    sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
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sebesar Rp. 145.610.000,00   atau sebesar 97.07  %.pelaksanaan kegiatan ini 
tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa anggaran yang tidak diserap 
meliputi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, Belanja sewa 
gedung/kantor/tempat Output Kegiatan ini adalah perbup RAD 
penanggulangan kemiskinan di kabupaten sumedang tahun 2019-2023, 
sedangkan outcome nya yaitu meningkatnya kualitas penanggulangan 
kemiskinan di kabupoaten sumedang. Dengan Target Kinerja 100%. 

7) Rumah Besar Pelayanan Tepadu Fakir Miskin 
Salah satu janji politik Bupati/Wakil Bupati Sumedang terpilih adalah 

terbentuknya rumah besar penanganan fakir miskin/lansia sebagai tempat 
pemusatan pengelolaan dan pemberdayaan fakir 
miskin/lansia/anakterlantar/psikososial pada setiap desa. Untuk mewujudkan 
janji ini, pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaunching Rumah Besar 
Simpati. 

Kebijakan Rumah Besar Simpati ini tertuang dalam Peraturan Bupati 
Sumedang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan 
Terpadu (SLRT) Rumah Besar Simpati. Melalui peraturan Bupati ini akan 
dibentuk Sekretariat Kabupaten SLRT yang berlokasi di Kantor Dinas Sosial 
dan P3A Kabupaten Sumedang dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di 
tiap Desa. 

Rumah Besar ini merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi 
kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan 
rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak 
mampu baik di pusat maupun daerah. Sehingga fakir miskin dan orang tidak 
mampu kedepan akan terpantau, teridentifikasi dan terpenuhi kebutuhannya. 

Fakir miskin dan tidak mampu dapat menyampaikan kebutuhan dan 
keluhan kepada rumah besar melalui 3 cara yaitu yang pertama, warga 
mengunjungi rumah besar di tingkat kabupaten, kedua mengunjungi pusat 
kesejahteraan sosial (puskesos) di tingkat desa, dan yang ketiga warga 
didatangi oleh fasilitator rumah besar.  Melalui 3 cara ini, diharapkan seluruh 
fakir miskin dan warga tidak mampu dapat dipantau dan ditangani secara 
berkelanjutan. 

Tahun 2019, Dinas Sosial dan P3A sedang menata dan melengkapi 
sarana/prasarana Sekretariat SLRT Rumah Besar Simpati dan menyiapkan 
SDM serta Sistem SLRT sehinggatahun 2019 masyarakat sudah dapat 
memanfaatkan keberadaan Rumah Besar di tingkat Kabupaten.  

Pembentukan Puskesos di tingkat desa akan dibentuk secara 
bertahap. Tahun 2019 Dinas Sosial dan P3A akan melakukan sosialisasi 
pembentukan puskesos dan akan membentuk puskesos di 6 desa sebagai 
pilot projek puskesos di Kabupaten Sumedang. Diharapkan 6 desa ini menjadi 
embrio puskesos di Kabupaten Sumedang. 

Untuk percepatan pelayanan rumah besar simpati, Pemerintah 
Kabupaten Sumedang sedang menunggu konfirmasi dari Kementerian Sosial 
RI terkait bantuan pendanaan dan penyiapan SDM serta sistem SLRT. Bupati 
Sumedang telah menyampaikan surat kepada Menteri Sosial RI Nomor 
978.2/5595/Bappppeda tanggal 15 Oktober 2018 perihal Pilot Project 
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Kabupaten SLRT.  Kementerian Sosial menyampaikan bahwa Kabupaten 
Sumedang akan dijadikan Prioritas Program SLRT Kabupaten/Kota tahun 
2019. 

h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Jaringan Penelitian Kabupaten Sumedang 

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Mensosialisasikan hasil-hasil 
penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Tujuan kegiatan ini 
adalah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan di kabupaten Sumedang 
berdasarkan hasil penelitian. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 69.400.000,00  
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 61.100.000,00  atau 
sebesar 88.04 %. pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% 
dikarenakan sisa anggaran yang tidak diserap meliputi Honorarium Tim 
Pelaksana Teknis Kegiatan, Belanja perjalanan dinas luar daerah dan Belanja 
jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Output kegiatan ini adalah dokumen 
jaringan penelitian dan pengembangan pembangunan sedangkan outcome 
kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas kebijakan dan perencanaan 
pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dengan target kinerja 100%. 

2) Kajian Pagu Indikatif Tahun 2020 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Mengevaluasi variabel-variabel 
penentuan besaran pagu indikatif dan menentukan peruntukan Pagu Indikatif 
berdasarkan target dan prioritas dalam RPJMD. Tujuan kegiatan ini adalah 
Menentukan besaran Pagu Indikatif dan penggunaannya sehingga target 
dalam RPJMD dapat tercapai.Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 117.500.000,00  
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 111.200.000,00  atau 
sebesar 94.64 %. Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% 
dikarenakan sisa anggaran yang tidak di serap meliputi Honorarium Tim 
Pelaksana Teknis Kegiatan, Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber 
.Output kegiatan ini adalah dokumen kajian pagu indikatif sedangkan 
outcome kegiatan ini adalah tersedianya bahan kebijakan pembangunan di 
kabupaten sumedang dengan target kinerja 100%. 

3) Analisis Potensi dan Isu Strategis 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 50.000.000,00   sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00  atau sebesar 100 %. 
Output Kegiatan ini adalah dokumen Analisis Potensi dan Isu Strategis , 
sedangkan outcome nya yaitu terpetakanya isu strategis di kabupaten 
sumedang. Dengan Target Kinerja 100% 

4) Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 50.000.000,00   sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 46.750.000,00   atau sebesar 93.50 %. 
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Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak di serap meliputiHonorarium Tim Pelaksana Teknis 
KegiatandanBelanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Output Kegiatan 
ini adalah dokumen Analisis Suply Chain Potensi Produk Unggulan, sedangkan 
outcome nya yaitu terpetakanya potensi bahan baku yang mendukung Suply 
Chain dalam pengolahan produk unggulan. Dengan Target Kinerja 100% 

5) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2019-
2023 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 468.110.000,00   sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 466.620.000,00 atau sebesar 99.68 %. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak di serap meliputiHonorarium Tim Pelaksana Teknis 
Kegiatan dan Belanja sewa gedung/kantor/tempat Output Kegiatan ini adalah 
dokumen dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD tahun 
2019-2023 , sedangkan outcome nya yaitu tersedianya laporan kajian 
lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD tahun 2019-2023. Dengan Target 
Kinerja 100%. 

6) Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang 
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kesesuaian Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan perencanaan pemerintah 
daerah.Pagu anggaran untuk kegiatan ini Rp. 107.990.000,00 sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 95.965.000,00 atau sebesar 88.86 %. 
Pelaksanaan kegiatan ini tidak memenuhi target 100% dikarenakan sisa 
anggaran yang tidak di serap meliputiBelanja makanan dan minuman rapat, 
Belanja perjalanan dinas luar daerah dan Belanja jasa tenaga 
ahli/instruktur/narasumber Output Kegiatan ini adalah dokumen Analisis 
Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang, 
sedangkan outcome nya yaitu tersedianya terpetakannya kebutuhan 
pendidikan dasar di kabupaten sumedang. Dengan Target Kinerja 100%. 

 
 
 
2.  Permasalahan dan Solusi 
a. Permasalahan 

1) Masih terdapat Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan yang tidak 
tepat waktu dalam penyampaian laporan pada setiap triwulannya yang 
mengakibatkan terlambatnya dalam penyusunan buku triwulanan Pelaporan 
Data Evaluasi program/kegiatan SKPD 

2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Sumedang belum melakukan penelitian secara mandiri 

 
b. Solusi 
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1) Melakukan verifikasi dan mendatangkan surat angkeran kepada masing-
masing Perangkat Daerah yang masih terlambat dalam penyampaian 
pelaporan triwulan 

2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Sumedang akan melaksanakan beberapa penelitian secara 
mandiri. 

 
5. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Jumlah total alokasi anggaran BKPSDM (Belanja langsung dan Belanja tidak 
langsung) pada tahun 2018  adalah  sebesar Rp.10.471.817.731,-  (Sepuluh  Milyar 
Empat  Ratus Tujuh Puluh Satu  Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga 
Puluh Satu Rupiah), dan realisasi sampai dengan bulan Desember 2018  
adalahsebesarRp. 9.518.421.859,-(  Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta 
Empat ratus  Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah )   atau 
sebesar 90,90 % terdiri dari : 

 Anggaran Belanja Langsung Rp. 5.543.826.949,00 terealisasi sebesar Rp. 
4.985.336.725,00  atau sebesar  89,93%  yang dialokasikan untuk 11 program 
dan 39 kegiatan. 

 Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp 4.927.990.782,00 terealisasi sebesar Rp. 
4.533.085.134,00 atau sebesar  91.99%  yang digunakan untuk membayarkan 
gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS di lingkungan Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
Sumedang. 

1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 
Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang pada 
tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan administrasi perkantoran 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terbayarnya kebutuhan administrasi 
perkantoran dan pelayanan birokrasi seperti listrik, telepon, air, dan internet. 
Dengan pagu anggaran Rp. 153.284.000 , sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 92.683.651,00  atau sebesar 60,47%, Hal ini disebabkan 
karena adanya efesiensi pemakaian telepon, air, listrik dan internet. Output 
kegiatan ini adalah  terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan internet 
selama  12 bulan ( belanja air 1.435 m3 dan belanja listrik 9.727 kwh, dan 
Internet), sedangkan outcome nya adalah kegiatan jadi berjalan dengan 
lancar. 

2) Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terbayarnya kebutuhan administrasi 
perkantoran dan pelayanan birokrasi seperti ATK, jasa operator, jasa 
pengemudi, cetakan, penggandaan , makanan dan minuman . Dengan pagu 
anggaran Rp. 169.541.450,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 160.414.500,00 atau sebesar 94,62%, hal ini disebabkan karena 
adanya perbedaan harga dan disesuaikan dengan kebutuhan. Output 
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kegiatan ini adalah  terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran selama 
12 bulan, sedangkan outcome nya adalah kegiatan jadi berjalan dengan lancar. 

3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya pelayanan administrasi 
perkantoran.  Dengan pagu anggaran Rp. 15.600.000,00 , sampai dengan 31 
Desember  2018  terealisasi sebesar Rp. 14.155.000,00 atau sebesar 90,74%, hal 
ini disebabkan karena disesuaikan dengan jumlah Koran/surat kabar/majalah 
yang dibayar. Output kegiatan ini adalah  tersedianya Koran/surat 
kabar/majalah dan bahan bacaan lainnya selama 12 bulan sebanyak 21 jenis 
bahan bacaan, sedangkan outcome nya adalah bertambahnya wawasan dan 
pengetahuan pegawai. 

4) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah  
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya administrasi perkantoran . 
Dengan pagu anggaran Rp. 170.780.000,00, sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi Rp. 162.374.500,00 atau sebesar 95,08% , hal ini disebabkan ada 
beberapa kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan adanya 
penyesuaian biaya transportasi. Output kegiatan terlaksananya perjalanan 
dinas dalam daerah dan luar daerah, sedangkan outcome nya yaitu 
terkoordinasinya berbagai informasi. 

5) Penyediaan publikasi, dekorasi dan dokumentasi  
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya administrasi perkantoran. 
Dengan pagu anggaran Rp. 29.950.000,00 sampai dengan 31 desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 22.255.000,00 atau sebesar 74,31% hai ini disebabkan 
ada sebagian publikasi dan biaya pameran yang tidak direalisasikan karena 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output kegiatan ini adalah tersedianya 
dokumentasi , dekorasi dan publikasi, sedangkan outcome nya yaitu 
terpenuhinya kebutuhan dokumentasi, dekorasi dan publikasi. 

6) Penyediaan jasa tenaga operasional pengamanan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan tenaga pengamanan 
lingkungan kantor sehingga lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. 
Dengan pagu anggaran Rp. 42.600.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 35.905.000,00 atau sebesar 84,28% . Output kegiatan 
tersedianya tenaga pengamanan lingkungan kantor, sedangkan outcomenya 
adalah kantor menjadi aman dan nyaman. 

7) Penyediaan jasa kebersihan  
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya kebutuhan administrasi 
perkantoran dan pelayanan birokrasi. Dengan pagu anggaran Rp. 600.000,00 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 600.000,00 atau 
sebesar 100,00% . Output kegiatan ini adalah terbayarnya retribusi sampah , 
sedangkan outcomenya adalah terwujudnya perkantoran yang nyaman dan 
bersih. 

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan 
prasarana perkantoran . Dengan pagu anggaran Rp. 140.010.625,00 , sampai 
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dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 139.390.625,00 atau sebesar 
99,56%, Hal ini disebabkan karena adanya selisih harga. Output kegiatan ini 
adalah  tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (9 jenis alat listrik, 25 
buah peralatan dan bahan pembersih,5 unit peralatan kantor lainnya, 18 
unitpersonil komputer, 1 buah peralatan studio visual, 1 unit pengadaan alat 
pembersih , 1 paket peralatan jaringan), sedangkan outcome nya adalah 
kegiatan jadi berjalan dengan lancar. 

2) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana 
perkantoran . Dengan pagu anggaran Rp. 74.641.974,00 , sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 73.254.732,00 atau sebesar 98,14%, Hal 
ini disebabkan karena adanya selisih harga disesuaikan dengan 
kebutuhan.Output kegiatan ini adalah  terlaksananya pengadaan bangunan 
gedung kantor sedangkan outcome nya adalah kegiatan jadi berjalan dengan 
lancar. 

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional  
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan 
prasarana perkantoran . Dengan pagu anggaran Rp. 126.740.000,00 , sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 110.359.619,00 atau sebesar 
87.08%, hal ini disebabkan karena berkurangnya pergantian suku cadang 
kendaraan dinas/operasional dan perijinan kendaraan disesuaikan dengan 
kebutuhan. Output kegiatan ini adalah  terpeliharanya kendaraan dinas / 
operasional ( 5 kendaraan dinas roda empat dan 11 kendaraan dinas roda 2) , 
sedangkan outcome nya adalah terpenuhinya operasional kegiatan. 

4) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/gedung 
kantor  
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan 
prasarana perkantoran.  Dengan pagu anggaran Rp 16.650.000,00 , sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 16.650.000,00 atau sebesar 
100,00%. Output kegiatan ini terpeliharanya peralatan dan perlengkapan 
kantor yaitu Komputer 8 unit,  AC 7 unit, 2 buah mesin tik , 4 unit laptop dan 5 
unit printer, sedangkan outcome nya adalah peralatan kantor berfungsi 
dengan baik. 

c.  Program Peningkatan Disiplin aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan  

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur dengan 
memakai pakaian dinas sesuai aturan yang berlaku.  Dengan pagu anggaran 
Rp 23.300.000,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                
Rp. 22.475.000,00 atau sebesar 96.46%. hal ini disebabkan karena disesuaikan 
dengan harga yang berlaku. Output kegiatan ini tersdianya pakaian dinas 
beserta perlengkapannya, sedangkan outcome nya adalah meningkatnya 
disiplin aparatur. 

2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu  
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur dengan 
memakai pakaian sesuai aturan yang berlaku.  Dengan pagu anggaran                                                                                                     
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Rp. 17.800.000,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                   
Rp. 17.250.000,00 atau sebesar 96,91%. hal ini disebabkan karena disesuaikan 
dengan harga yang berlaku. Output kegiatan ini tersdianya pakaian khusus 
hari-hari tertentu, sedangkan outcome nya adalah meningkatnya disiplin 
aparatur. 

3) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur dengan 
memakai pakaian sesuai aturan yang berlaku.  Dengan pagu anggaran              
Rp. 17.250.000,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                
Rp. 17.085.000,00 atau sebesar 99.04%. hal ini disebabkan karena disesuaikan 
dengan harga yang berlaku. Output kegiatan ini tersdianya pakaian olah raga, 
sedangkan outcome nya adalah meningkatnya disiplin aparatur. 

d.Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah 

Maksud dan tujuan kegiatan ini terlaksananya peningkaan kompetensi 
aparatur BKPSDM.  Dengan pagu anggaran  Rp. 23.325.000,00 , sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 23.255.000,00 atau sebesar 
99,70%. Output kegiatan ini adalah  adanya aparatur yang dilatih tentang Tata 
Naskah dinas dan ASN,  sedangkan outcome nya adalah meningkatnya 
kompetensi aparatur. 

e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Penyusunan laporan kinerja SKPD   

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terselesaikannya laporan pencapaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.  Dengan pagu anggaran                           
Rp. 37.100.040,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                  
Rp. 37.100.040,00 atau sebesar 100,00%. Output kegiatan ini adalah  
tersedianya laporan Kinerja bulanan , triwulanan , LKIP, LKPJ dan LKPJ.  
sedangkan outcome nya adalah dapat diketahuinya capaian kinerja SKPD 
sebagai bahan pertimbangan kegiatan yang akan datang. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terselesaikannya laporan pencapaian 
dan ikhtisar realisasi keuangan SKPD . Dengan pagu anggaran                              
Rp. 70.700.000,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                 
Rp. 69.350.000,00 atau sebesar 98,09%. Output kegiatan ini adalah  
tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir 
tahun.Sedangkan outcome nya adalah dapat diketahui realisasi keuangan 
SKPD sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun yang akan datang. 

f. Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD   
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pengembangan sistem 
perencanaan dan penganggaran. Dengan pagu anggaran  Rp. 84.950.000,00 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 82.950.000,00 atau 
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sebesar 97,65%. Output kegiatan ini adalah  tersusunnya laporan forum , Renja, 
DPA, DPPA, RKA Perubahan 2017, RKA 2018 dan Renstra SKP,.  sedangkan 
outcome nya adalah adanya dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berkelanjutan. 

g. Program Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan administrasi 
kepegawaian perangkat daerah. Dengan pagu anggaran  Rp. 25.000.000,00 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 24.560.000,00 atau 
sebesar 98,24%. Hal ini disebabkan karena efesiensi anggaran. Output kegiatan ini 
adalah  data kepegawaian yang dikelola dan dilaksanakannya penyusunan SOP 
BKPSDM tahun 2018,.  sedangkan outcome nya adalah terevaluasinya kinerja 
pegawai 

h.   Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pengangkatan dan penempatan administrator, pengawas dan kepala 

sekolah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah adanya pengangkatan dan 
penempatan administrator, pengawas dan kepala sekolah sesuai kompetensi.  
Dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 48.335.500,00 atau sebesar 80.56%. Output kegiatan ini 
adalah  penempatan administrator, pengawas dan kepala sekolah sesuai 
kompetensi yaitu Telah terlaksananya Pembuatan SP PLT dan PLH sebanyak 
122 orang, 3 kali rapat Tim Penilai Kinerja ASN,Pelantikan Penjabat Sekda 3 
kali, 3 kali Pembuatan SK Penjabat Sekda, sedangkan outcome nya adalah 
terpenuhinya PNS untuk kebutuhan organisasi sesuai dengan kompetensinya. 

2) Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan penataan dan 
penempatan pegawai dalam jabatan pimpinan tinggi pratama . Dengan pagu 
anggaran Rp. 471.075.900.000,   sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 
320.100.900,00 atau sebesar 67,95%, hal ini 
disebabkan tidak dilaksanakanpengisian 
kekosongan Jabatan Tinggi Pratama terkait 
dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala 
daerah dan dilaksanakannya Pengisian 
kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah di 
Kabupaten Sumedang, terlebih dahulu, 
sehingga rencana Panitia Seleksi Eselon II b 
tidak dapat dilaksanakan dan jabatan yang kosong diisi dengan Pelaksana 
Tugas. Output kegiatan Telah dilaksanakan 1 kali kegiatan Pemetaan 
Kompetensi Jabatan Pengawas (Eselon IV), Terlaksananya kegiatan 
Assesment Kompetensi Pejabat ASN Eselon II b 1 kali dan II a 1 kali, sedangkan 
outcome nya yaitu terpenuhinya PNS untuk kebutuhan organisasi sesuai 
dengan kompetensinya. 
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3) Pengangkatan dan penempatan ASN dalam Jabatan Fungsional 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah adanya pengangkatan dan 
penempatan ASN dalam jabatan fungsional.  Dengan pagu anggaran Rp. 
39.970.000,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 

26.799.000,00 atau sebesar 67,05%.  Hal ini 
disebabkan adanya ketentuan pasal 162 UU 
No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Walikota yang 
mensyaratkan adanya persetujuan Menteri 
Dalam Negeri dalam Pelantikan jabatan 6 
bulan sejak dilantik menjadi Kepala Daerah 
terpilih melalui Pilkada Serentak dan telatnya 

pengajuan usulan dari Dinas Terkait. Output kegiatan ini adalah  penempatan 
ASN dalam jabatan fungsional yaitu Pengangkatan dan penempatan PNS 
dalam jabatan fungsional sebanyak 295 orang dan terlaksananya pelantikan 
pejabat fungsional tertentu yaitu pol PP, Guru dan auditor, sedangkan 
outcome nya adalah Terdapatnya PNS dalam jabatan fungsional sesuai 
kompetensinya untuk kebutuhan organisasi. 

4) Pemrosesan Pensiun Pegawai ASN 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah adanya terprosesnya usulan pegawai 
yang akan pension.  Dengan pagu anggaran Rp. 49.389.250,00 , sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 46.943.500,00 atau sebesar 
95,05%.  Hal ini disebabkan adanya adanya sebagian perjalanan dinas yang 
tidak terserap karena disesuaikan dengan kebutuhan. Output kegiatan ini 
adalah  Terpenuhinya persyaratan pensiun PNS, yaitu 516 orang ( BUP : 440 
orang, APS : 28 orang, Meninggal dunia : 48 org), sedangkan outcome nya 
adalah tercapainya SK Pensiun PNS.  

5) Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pemberian reward atau penghargaan 
kepada PNS . Dengan pagu anggaran Rp. 30.050.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 29.219.000,00 atau sebesar 97,23%, hal 
ini disebabkan karena penyesuaian biaya transportasi pada perjalanan dinas . 
Output kegiatan terlaksananya Telah diproses pemberian penghargaan SLKS 
sebanyak 851 orang  ( SLKS 10 thn : 325 org, SLKS 20 thn 87 org, SLKS 30 thn 
439 org), sedangkan outcomenya adalah adanya pegawai yang mendapat 
penghargaan SLKS sehingga menjadi motivasi peningkatan kinerja. 

6) Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pemrosesan penanganan kasus 
pelanggaran disiplin pegawai, ijin perceraian dan perkawinan. Dengan pagu 
anggaran Rp. 222.655.750,00 sampai dengan 31 desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 186.561.250,00 atau sebesar 97,23%. Output kegiatan ini adalah 
Telah dilaksanakan pemrosesan  Berkas perceraian 57 orang dan telah terbit 
SK 31 orang, Penanganan kasus pelanggaran disiplin dari 15 berkas usulan, 
telah keluar SK sebanyak 13 orang. pemrosesan Cuti  202 orang (cuti tahunan 
65 org, cuti bersalin 6 org, cuti sakit 3 orang, cuti haji 121 org, cuti alasan 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 96 

 
 

penting 1 org, cuti diluar tanggungan 1 org, MPP 3 org)., sedangkan outcome 
nya yaitu terwujudnya penegakan disiplin PNS. 

7) Verifikasi Dokumen Mutasi Pegawai ASN 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memverifikasi usulan-usulan 
kenaikan pangkat PNS dan Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat, 
usulan-usulan perpindahan pegawai dan usulan-usulan pegawai yang akan 
pensiun. Dengan pagu anggaran Rp. 343.280.000,00, sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi Rp. 337.330.172,00 atau sebesar 98,27% , hal ini 
disebabkan ada beberapa kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan 
adanya penyesuaian biaya transportasi. Output kegiatan Terpenuhinya 
persyaratan mutasi sebanyak 129 orang, perpindahan dan penetapan jabatan 
fungsional sebanyak 341 orang  dan terbitnya keputusan kenaikan pangkat 
PNS ASN sebanyak 1865 orang, terlaksananya pelaksanaan ujian dinas 
sebanyak 80 Orang, sedangkan outcome nya yaitu tersusunnya dokumen 
mutasi pegawai ASN. 

8) Evaluasi Kinerja ASN 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terwujudnya penilaian prestasi kerja 
ASN sesuai aturan yang berlaku. Dengan pagu anggaran Rp. 127.500.000,00 , 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 112.328.500,00 atau 
sebesar 88,10%, Hal ini disebabkan karena biaya transportasi perjalanan dinas 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output kegiatan ini adalah  terlaksananya 
evaluasi kinerja ASN, sedangkan outcome nya adalah meningkatnya kinerja 
ASN. 

9) Peningkatan StatusCPNS menjadi PNS dan Sumpah janji PNS ASN 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya status CPNS menjadi 
PNS. Dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 sampai  dengan 31 Desember 
2018   terealisasi sebesar Rp. 47.100.000,00 atau sebesar 94,20% . Output 
kegiatan meningkatnya status CPNS menjadi PNS sebanyak 132 org, 
sedangkan outcomenya adalah meningkatnya status CPNS menjadi PNS ASN. 

10) Penerimaan CPNS ASN 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
terlaksananya pengadaan pegawai sesuai 
kebutuhan formasi. Dengan pagu 
anggaran Rp. 560.000.000,00 sampai  
dengan 31 Desember 2018   terealisasi 
sebesar Rp. 396.893.258,00 atau sebesar 
70,87% . Hal ini disebabkan karena 
mekanisme / tahapan pengadaan CPNS dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan , panitia daerah hanya memfasilitasi/membantu 
panselnas, perencanaan dari pusat suka berubah-ubah sehingga mengalami 
keterlambatan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan realisasi 
kebutuhannya. Output kegiatan terlaksananya seleksi penerimaan CPNS 
sedangkan outcomenya adalah tercapainya pegawai PNS ASN untuk 
kebutuhan organisasi. 

11) Analisis kebutuhan pegawai ASN 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya rangkaian pemrosesan 
dalam penerimaan pegawai yang diawali dengan tersusunnya kebutuhan 
pegawai . Dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 , sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 92.097.380,00 atau sebesar 92,10%, hal 
ini disebabkan karena adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan 
disesuaikan dengan kebutuhan. Output kegiatan ini adalah  tersusunnya 
kebutuhan pegawai ASN sedangkan outcome nya adalah tersedianya acuan 
pengajuan kebutuhan pegawai. 

i.   Program Pengembangan data / Informasi 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pengembangan e-layanan  

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya layanan elektronik 
informasi kepegawaian bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sumedang.  Dengan pagu anggaran  Rp. 270.000.000,00 , sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 267.462.500,00 atau sebesar 99,06%. 
Hal ini disebabkan karena biaya transportasi perjalanan dinas disesuaikan 
dengan kebuutuhan.  Output kegiatan ini adalah  terpeliharanya database 
kepegawaian,  sedangkan outcome nya adalah adanya informasi data 
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

2) Rakor Kepegawaian 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya rakor kepegawaian 
sehingga tersampaikannya informasi kepegawaian . Dengan pagu anggaran 
Rp. 50.000.000,00 ,  sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
47.300.000,00 atau sebesar 94,60%. Hal ini disebabkan adanya honorarium 
narasumber yang direalisasikan sesuai kebutuhan. Output kegiatan ini adalah  
tersampaikannya informasi kepegawaian melalui rakor kepegawaian 
sedangkan outcome nya adalah mesinergikan data kepegawaian di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

j.   Program Pendidikan Kedinasan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Diklat Kepemimpinan 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah program pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai kebutuhan pemenuhan 
kompetensi SDM. Dengan pagu anggaran 
Rp. 1.004.055.000,00 , sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
996.653.918,00 atau sebesar 99,26%. Output 
kegiatan ini adalah  telah dikirimkannya 
peserta diklatpim Tk. IV sebanyak 24 Orang, 
Diklatpim Tk. III 10 orang, dan Diklatpim 
Tk. II sebanyak 2 orang, sedangkan 
outcome nya adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan manajerial 
bagi PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. 
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2) Diklat Teknis 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dapat terlatihnya para pegawai negeri 
sipil . Dengan pagu anggaran Rp. 324.000.000,00 , sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 314.978.500,00 atau sebesar 97,22%, hal 
ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan. Output kegiatan ini 
adalah Terlaksananya Diklat Teknis LKIP dengan peserta sebanyak 26 orang 
dan diklat teknis manajemen perkantoran modern  30 orang sedangkan 
outcome nya adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta 
diklat teknis. 

3) 3)     Diklat fungsional 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan dan 
pengetahuan pegawai khususnya pejabat fungsional.  Dengan pagu anggaran 
Rp 69.000.000,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
66.571.000,00 atau sebesar 94,48%. Output kegiatan ini adalah  Terkirimnya 
peserta diklat penjenjangan jabatan fungsional madya P2UPD sebanyak 2 
orang, penjenjangan auditor muda sebanyak 3 orang, sedangkan outcome 
nya adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta diklat 
fungsional. 

4) Diklat Prajabatan bagi CPNS ASN 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
meningkatkan kemampuan dan 
pengetahuan para CPNS.  Dengan pagu 
anggaran Rp 361.178.000,00 , sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 358.788.000,00 atau sebesar  
99,34%. Output kegiatan ini adalah  
Terkirimnya peserta diklat prajabatan 
sebanyak 133 orang, sedangkan outcome nya adalah meningkatnya 
pengetahuan dan keterampilan peserta diklat prajabatan. 

k. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Analisis Kebutuhan Diklat 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah salah satu bentuk perencanaan dalam 
sistem diklat yang dilaksanakan untuk menganalisis ketimpangan atau 
diskrepansi antara kompetensi standar dan kompetensi real (dalam bidang 
pengetahuan, keterampilan dan perilaku) baik individu, jabatan maupun 
organisasi yang harus dipenuhi melalui pendidikan dan pelatihan.   Dengan 
pagu anggaran  Rp. 66.350.000,00 , sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 66.269.000,00 atau sebesar 99,88%.  Output kegiatan 
ini adalah  dapat diketahui kebutuhan diklat berbasis kompetensi dari SKPD-
SKPD. Sedangkan outcome nya adalah adanya laporan hasil analisis 
kebutuhan diklat SKPD berbasis kompetensi sehingga dapat dijadikan acuan 
pelaksanaan kegiatan diklat. 

2) Evaluasi Diklat 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
keberhasilan pelaksanaan diklat. Dengan pagu anggaran Rp 52.000.000,00 ,  
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sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 49.668.000,00 atau 
sebesar 95,52%. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian biaya transportasi. 
Output kegiatan ini adalah  adanya sumber daya aparatur yang kompeten 
sedangkan outcome nya adalah dengan adanya laporan evaluasi diklat maka 
dapat dijadikan acuan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan diklat. 

3) Rakor Kediklatan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi 
kediklatan. Dengan pagu anggaran Rp 53.500.000,00 ,  sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 51.869.000,00 atau sebesar 96,95%. Hal 
ini disebabkan adanya penyesuaian biaya transportasi. Output kegiatan ini 
adalah  tersusunnya data dan informasi kediklatan dari setiap stakeholder 
yang terkait  sedangkan outcome nya adalah terdapatnya data dan informasi 
kediklatan yang akurat. 

 
2. Capaian Indikator Kinerja Sesuai RPJMD Kabupaten Sumedang 2013-2018 

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
Sumedang 

Tabel 6.9 

No 
Indikator Kinerja 

Utama/Indikator Kinerja 
Program 

Capaian 
Tahun 

Sebelumnya 
(2017) 

Tahun 2018 

Target 
Capaian Tahun 2018 

Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Jumlah pendukung 
kediklatan 

2 dokumen 
3 
dokumen 

3 dokumen 100 

2. 
Jumlah aparatur yang 
mengikuti diklat 

463 orang 517 orang 422 orang 81,62 

3. Frekuensi penataan dan 
penempatan aparatur dalam 
jabatan 

19 kali 19 kali 15 kali 78,95 

4. Jumlah aparatur  yang 
mendapatkan penghargaan 
dan penyelesaian kasus 
pelanggaran disiplin 

328 orang 350 
orang 

897 orang 256,29 

5. Jumlah penilaian prestasi 
kinerja aparatur 

1 dokumen 1 
dokumen 

1 dokumen 100 

6. Jumlah Pelayanan 
Pengelolaan Administrasi 
kepegawaian 

8.797 orang 7.322 
orang 

8.111 110,78 

7. Jumlah pengengkatan 
pegawai sesuai kebutuhan 
formasi 

1 dokumen 1 
dokumen 

1 dokumen 100 

8. Jumlah jenis data 
kepegawaian 

1 dokumen 1 
dokumen 

1 dokumen 100 

 
a. Penjelasan Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja 

1) Jumlah pendukung kediklatan 
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Jumlah pendukung kediklatan  didukung oleh kegiatan analisis kebutuhan 
diklat dan evaluasi diklat. Capaian kinerja indikator ini mencapai 100 % dari 3 
paket yang ditarget kan , terealisasi 3 paket yaitu kegiatan analisis kebutuhan 
diklat , evaluasi diklat dan rakor kediklatan . Kegiatan Analisis Kebutuhan 
Diklat merupakan salah satu bentuk perencanaan dalam sistem diklat yang 
dilaksanakan untuk menganalisis ketimpangan atau diskrepansi antara 
kompetensi standar dan kompetensi real (dalam bidang pengetahuan, 
keterampilan dan perilaku) baik individu, jabatan maupun organisasi yang 
harus dipenuhi melalui pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2018  telah 
dilaksanakan Kegiatan analisis kebutuhan diklat. Sedangkan kegiatan Evaluasi 
diklat dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan 
diklat. Evaluasi diklat untuk tahun 2018 dilaksanakan melalui lokakarya 
terhadap alumni diklatpim Tk. III dan Diklatpim Tk. IV. 

2) Indikator Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat 
Indikator jumlah pegawai yang mengikuti diklat  didukung oleh kegiatan 

diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan diklat prajabatan. 
Capaian indikator jumlah pegawai yang mengikuti diklat mencapai 81,62 %. 

Diklat Kepemimpinan merupakan program pendidikan dan pelatihan 
berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai kebutuhan pemenuhan 
kompetensi SDM. Kompetensi manajerial adalah kompetensi yang 
berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial tugas organisasi. 
Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik 
perencanaan, peroganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit 
organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good governance 
dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana 
mendayagunakan kemanfaatan sumber daya pembangunan untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas.  

Kegiatan Diklat Teknis diharapkan dapat terlatihnya para pegawai negeri 
sipil. Pada tahun  2018  BKPSDM Kabupaten Sumedang menyelenggarakan 
Diklat Teknis LKIP dengan peserta sebanyak 26 orang dan diklat teknis 
manajemen perkantoran modern  30 org Kedua jenis Diklat teknis tersebut 
dilaksanakan di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor – Sumedang.  

Kegiatan Diklat Fungsional dimaksudkan untuk meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuan pegawai khususnya pejabat fungsional. Pada 
Tahun 2018 Terkirimnya peserta diklat penjenjangan jabatan fungsional madya 
P2UPD sebanyak 2 orang, penjenjangan auditor muda sebanyak 3 orang. 
Indikator ini jugadidukung oleh kegiatan diklat prajabatan yang diikuti oleh 133 
orang peserta, dan  jumlah pegawai yang mengajukan pencanuman gelar, ijin 
belajar dan tugas belajar.  

Tabel 6.10 
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklatpim  

NO JENIS DIKLAT STRUKTURAL 
JUMLAH 
(orang) 

KETERANGAN 

1 Diklatpim Tk. II 2 Biaya APBD 

2 Diklatpim Tk. III 10 Biaya APBD 

3 Diklatpim Tk. IV 24 Biaya APBD 
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Jumlah 36 
 

 
 

Tabel 6.11 
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Yang 

Dilaksanakan Oleh BKPSDM 

NO JENIS DIKLAT TEKNIS 
JUMLAH 
(orang) 

KETERANGAN 

1 
Diklat Penjenjangan Jabatan 
Fungsional Madya P2UPD 

2  

2 
Diklat penjenjangan auditor 
muda 

3  

3 
Diklat Fungsional 
Pembentukan P2UPD 

2  

Jumlah 7 
 

 
Tabel 6.12  

Data Pegawai Yang Ijin Belajar Tahun  2018 

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH (orang) 

1 PAKET C 10 

2 D-3 4 

3 D-4 43 

4 S-1 57 

5 S-2 18 

6 S-3 0 

7 Profesi 4 

Jumlah 136 

 
Tabel 6.13  

Data Pegawai Yang Tugas Belajar Tahun  2018 

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH (orang) 

1 D-4 - 

2 S-1 39 

3 S-2 1 

4 S-3 - 

Jumlah 40 
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Tabel 6.14 
Data Pegawai Yang Mengajukan Pencantuman Gelar Tahun 2018 

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH (orang) 

1 D-3 2 

2 D-4 0 

3 S-1 6 

4 S-2 12 

5 S-3 1 

Jumlah 21 

 
3) Indikator Frekuensi penataan dan penempatan aparatur dalam jabatan 

Pada Tahun 2018 telah terlaksananya pembuatan SP PLT dan PLH 
sebanyak 122 orang, pelantikan pejabat Sekda 3 kali, dan 3 kali pembuatan SK 
Penjabat Sekda. Telah dilaksanakan 1 kali kegiatan pemetaan kompetensi 
jabatan pengawas (Eselon IV) sebanyak 294 orang dan 11 orang pemetaan 
kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi. Serta telah dilaksanakan pengangkatan 
dan penempatan PNS dalam jabatan fungsional sebanyak 295 orang dan telah 
dilaksanakan pelantikan jabatan fungsional tertentu yaitu Pol PP, Guru dan 
Auditor sebanyak 280 orang. 

4) Indikator Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan dan 
penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 

Pada Tahun 2018  jumlah pegawai yang diusulkan untuk mendapatkan 
penghargaan SLKS adalah 851 orang terdiri dari Pemberian penghargaan SLKS 
Presiden RI Pengabdian 10 Tahun 325 org, 20 thn : 87 orang, 30 thn : 439 
orang.  

Tabel 6.15 
Jumlah Pemberian Penghargaan  Tahun 2018 

No. JENIS PENGHARGAAN 
JUMLAH (ORANG) 

2018 

1 
SATYALANCANA KARYA SATYA 30 
Tahun 

439 

2 
SATYALANCANA KARYA SATYA 20 
Tahun 

87 

3 
SATYALANCANA KARYA SATYA 10 
Tahun 

325 

 Jumlah 851 
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BKPSDM Kabupaten Sumedang memiliki fungsi untuk melaksanakan 
pembinaan pegawai,  dalam upaya meningkatkan kesadaran PNS Kabupaten 
Sumedang terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan  
kepemerintahan yang baik. Kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin yang 
berlaku menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang baik bagi PNS. 

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS 
yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin 
PNS , baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana 
yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  

 
Tabel 6.16 

Jumlah Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin TAHUN 2018 

NO. INDIKATOR 
JUMLAH (ORANG) 

2018 

1 SANKSI BERAT 7 orang 

2 SANKSI SEDANG 2 orang 

3 SANKSI RINGAN - 

4 Pemberhentian Sementara - 

5 Pengunduran diri  

6 Masih dalam proses 6 orang 

 JUMLAH 15 org 

 
Tabel 6.17 

Jumlah Pemrosesan Ijin Perkawinan Dan Perceraian Tahun 2018 

NO URAIAN 
JUMLAH (Orang) 

Tahun 2018 

1 Jumlah Terbit SK 31 

5) Jumlah penilaian prestasi kinerja aparatur 
Untuk indikator jumlah penilaian pestasi kinerja aparatur didukung oleh 

kegiatan evaluasi kinerja aparatur. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan rapat 
evaluasi  kinerja ASN untuk perangkat daerah dan untuk ASN Fungsional, 
telah dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan standar teknis kegiatan SKP 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan telah dilaksanakan rapat 
penyusunan standar teknis kegiatan SKP di lingkungan BKPSDM Kabupaten 
Sumedang. 

6) Indikator Jumlah Pelayanan Pengelolaan administrasi kepegawaian 
Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan 

pemenuhan admnistrasi kepegawaian. Aspek yang diukur meliputi 
Pemrosesan pensiun pegawai ASN, Verifikasi dokumen mutasi pegawai ASN, 
pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian kenaikan pangkat, peningkatan 
status CPNS menjadi PNS, dan pemrosesan administrasi kepegawaian lainnya 
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seperti pelayanan dalam pemrosesan karis/karsu, karpeg, perpindahan dalam 
jabatan Struktural dan fungsional. 

Pada Tahun 2018 telah terbit Keputusan Kenaikan pangkat sebanyak 
1.865 orang dari berkas usulan sebanyak 1.923 orang. Bila dibandingkan 
dengan tahun 2017, jumlah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan pangkat lebih 
banyak yaitu sebanyak 2.532 Orang sedangkan tahun 2016 sebanyak 1.769 
orang.  

Tabel 6.18 
Jumlah Pemrosesan Kenaikan Pangkat 

No. Jenis KP 
TAHUN 2018 

Usul Terbit SK 

1 Gol. IV/d ke IV/e - - 

2 Gol. IV/c ke VI/d 1 - 

3 Gol. IV/b ke IV/c 24 22 

4 Gol. IV/a ke IV/b 657 656 

5 Gol. III/d ke IV/a 101 97 

6 Gol. III/c ke III/d 238 231 

7 Gol. III/b ke III/c 326 294 

8 Gol. III/a ke III/b 227 225 

9 Gol. II/d ke III/a 145 137 

10 Gol. II/c ke II/d 40 40 

11 Gol. II/b ke II/c 84 84 

12 Gol. II/a ke II/b 6 5 

13 Gol. I/d ke II/a 72 72 

14 Gol. I/c ke I/d 2 2 

15 Gol. I/b ke I/c - - 

16 Gol. I/a ke I/b - - 

Jumlah  1.923 1.865 

 
Tabel 6.19 

Jumlah Pemrosesan Perpindahan Pegawai Tahun  2018 

NO. JENIS MUTASI PROSES 
DALAM 
PROSES 

JML. 

1 Mutasi PNS ke Kabupaten Sumedang 24 2 26 

2 
Mutasi PNS ke Luar Kabupaten 
Sumedang 

13 26 39 

3 
Mutasi Antar SKPD di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sumedang 

92 - 92 

  JUMLAH 129 28 157 
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Tabel 6.20 
Jumlah Pemrosesan Kenaikan Jabatan Fungsional Tahun  2018 

NO. URAIAN JUMLAH 

1 Jabatan Guru 234 

2 Campuran  99 

3 Penetapan  2 

4 Terampil ke Ahli 6 

 
JUMLAH 341 

 
Tabel 6.21 

Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2018 

NO TINGKAT UJIAN/JURUSAN 
JUMLAH 

April 2018 Oktober 2018 

1 UJIAN DINAS TINGKAT I 5 5 

2 UJIAN DINAS TINGKAT II 1 - 

3 PASCA SARJANA (S.2) 2 4 

4 SARJANA (S.1) 35 17 

5 SARJANA MUDA (D.3) 1 - 

6 UJIAN PENYESUAIAN PAKET C 6 3 

7 UJIAN PENYESUAIAN PAKET B - 1 

 JUMLAH 50 30 

 
Tabel 6.22 

Jumlah Pns Yang Pensiun 
 

NO. JENIS PENSIUN JUMLAH 

1 Batas Usia Pensiun (BUP) 440 

2 Atas Permintaan Sendiri (APS) 28 

3 Janda/Duda/meninggal Dunia 48 
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JUMLAH 516 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6.23 
Jumlah Pegawai Yang Cuti Tahun 2018 

 

NO. UNIT KERJA JUMLAH (orang) KET 

1 Cuti Karena 
Alasan Penting 

1   

2 Cuti Tahunan 65 

3 Cuti Besar (Cuti 
Haji) 

121   

4 Cuti di Luar 
Tanggungan 
Negara 

1 

5 Cuti melahirkan 6  

6 Cuti Bebas Tugas -  

7 Cuti Sakit 3  

8 Cuti MPP 5  

Jumlah 202   

 
Tabel 6.24 

Data Capaian Kinerja Lainnya 

No Uraian Jumlah (orang) 

1 Pemrosesan KARPEG 6 

2 Pemrosesan KARIS 63 

3 Pemrosesan KARSU 43 

 
7) Indikator Jumlah pengangkatan pegawai sesuai kebutuhan formasi 

Untuk indikator jumlah pengangkatan pegawai sesuai kebutuhan formasi 
didukung olehkegiatan analisis kebutuhan pegawai ASN, Peningkatan status 
CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji PNS, dan Penerimaan CPNS ASN. Pada 
tahun 2018 akan dilaksanakan Peningkatan status CPNS ASN untuk 
pengangkatan CPNS Tahun 2017 berdasarkan keputusan pengangkatan 
sebagai CPNS dengan nomor keputusan : 813/Kep.47.a/BKPSDM/2017 tanggal 
31 Maret 2017 untuk CPNS Bidan, dan Nomor 813/Kep. 76.a/BKPSDM/2017 
tanggal 31 Mei 2017 untuk CPNS Tenaga Penyuluh Pertanian. CPNS yang telah 
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diangkat pada tahun 2017 kemudian setelah melaksanakan diklat prajabatan 
dan tes kesehatan , pada tahun 2018 diangkat menjadi PNS melalui sumpah 
Janji PNS.  

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan seleksi penerimaan CPNS dari formasi 
umum. Dari  4.708 orang pelamar yang mengajukan permohonan seleksi 
Penerimaan CPNS, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan yang hadir  
mengikuti seleksi penerimaan CPNS sebanyak 3.870orang. Dan yang 
dinyatakan lulus penerimaan CPNS sebanyak 385 Orang dari formasi yang 
dibutuhkan sebanyak 430 orang. 

 
 

8) Indikator Jumlah jenis data kepegawaian 
Akurasi data kepegawaian merupakan kelengkapan dan kebenaran 

komponen data pegawai. Data kepegawaian yang akurat diperlukan sebagai 
bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan dapat digunakan untuk 
pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan PNS. Untuk itu 
dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan sistem informasi 
kepegawaian berbasis teknologi informasi, BKPSDM melaksanakan 
peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi data melalui pengelolaan, 
pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara fisik dan 
elektronik. Basis Data pegawai yang tersedia di BKPSDM Kabupaten 
Sumedang merupakan aplikasi untuk pengelolaan data pegawai.  

Indikator tersedianya database pegawai didukung oleh kegiatan 
Pengembangan basis data pegawai ASN dan Pengembangan e-layanan. 
Kegiatan Pengembangan  basis data pegawai ASN dimaksudkan agar 
terpeliharanya database pegawai sehingga tersedianya informasi data 
pegawai di Kabupaten Sumedang yang akurat.  

Sedangkan kegiatan pengembangan e-layanan dimaksudkan agar 
tersedianya informasi kepegawaian berupa anjungan BKPSDM dan adanya 
website BKPSDM yang dapat memberikan informasi secara elektronik.  

 
b. Data Simpeg 2018 

1) Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Gender 
                                                    Tabel 6.25 

No. Gender Jumlah 

1 Laki-laki 5.204 

2 Perempuan 5.542 

 Jumlah 10.746 

 
2) Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan 

                                                      Tabel 6.26 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 SD 54 

2 SMP 276 

3 SMA 1.528 

4 D1 49 
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5 D2 971 

6 D3 987 

7 D4/S1 6.337 

8 S2 538 

9 S3 6 

 JUMLAH 10.746 

 
 
 
 
 
 

Tabel 6.27 
3) Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Golongan 

No. Golongan Jumlah 

1 I 70 

2 II 1.337 

3 III 4.681 

4 IV 4.658 

 Jumlah 10.746 

 
3.  Permasalahan Dan Solusi 
a.  Permasalahan 

1)   Anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan diklat sebagaimana amanat 
Undang-Undang ASN Pasal 70 masih rendah sehingga target peserta diklat 
dikurangi dan disesuaikan dengan anggaran. Hal ini berdampak bahwa masih 
banyak para pejabat yang sudah menduduki jabatan administrator dan 
pengawas yang belum melaksanakan diklat kepemimpinan.  

2) Masih adanya diklat-diklat yang diperuntukan bagi para pegawai yang tersebar 
di OPD masing masing tanpa koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten 
Sumedang sehingga diklat teknis dan fungsional masih belum bisa terpusat di  
BKPSDM Kabupaten  Sumedang. 

3)  Masih rendahnya pegawai yang memahami dan mematuhi peraturan dan 
perundang-undangan kepegawaian.  

4) Belum optimalnya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang 
pelaksanaan Database PNS/ASN. 

 
b. Solusi 

Menyikapi berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, solusi yang 
telah dilakukan adalah : 
1) Diupayakan ada peningkatan anggaran diklat dalam upaya meningkatkan 

kompetensi pegawai ASN dan juga para pejabat administrator dan pengawas.  
2) Diharapkan setiap OPD yang menyelenggarakan diklat mengkoordinasikan 

dengan BKPSDM Kabupaten Sumedang. 
3) Meningkatkan pembinaan kepegawaian oleh pimpinan OPD. 
4) Pengembangan database pegawai ASN 
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5) Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018 dapat dianggarkan 
kembali pada tahun – tahun yang akan datang. 

 
 
6. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Urusan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
dengan anggaran sebesar Rp 13.813.223.851,00 terealisasisebesar Rp13.277.843.719,00 
atau (96,12%).Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program yang 
terdiri dari 69kegiatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 
1.   Penjelasan realisasi yang kurang dari 90% pada kegiatan tersebut diatas adalah: 
a.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
 
 

1) Pendidikan Pelatihan Formal 
Dengan alokasi anggaran sebesarRp20.000.000,00 dan realisasi anggaran 
sebesarRp9.675.000,00 atau 48,38%. Kegiatan ini hanya terserap 48,38% 
disebabkan tidak ada Diklat atau Bintek yang diikuti oleh aparatur BPKAD 
karena waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan waktu pelaksanaan 
tupoksi yang sudah tersusun sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. 

2) Indentifikasi Aset Pemerintah yang berasal dari Provinsi dan Pusat 
Dengan alokasi anggaran sebesarRp 60.000.000,00 dan realisasi penyerapan 
anggaran sebesar Rp 36.771.000,00 atau 61,29%. Kegiatan ini hanya terserap 
61,29% disebabkan ada biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak diserap 
karena waktu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas bersamaan dengan 
kegiatan lain, namun demikian target kinerja kegiatan ini telah tercapai 100%. 

3) Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD 
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 163.303.000,00 dan realisasi Rp 
129.853.000,00 atau 79,52%. Kegiatan ini hanya terserap sebesar 79,52% 
disebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 
penyampaian DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2019, yang awalnya 
akan dilaksanakan setelah pengesahan dan penandatanganan DPA 
SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019. Sehubungan pengesahan dan 
penandatanganan DPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019 baru dilaksanakan 
pada tanggal 31 Desember 2019, maka pelaksanaan penyampaian DPA 
SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2019 baru dilaksanakan pada awal Januari 2019. 
Namun demikian secara keseluruhan pelaksanaan Verifikasi DPA SKPD/PPKD 
Tahun Anggaran 2018 telah dapat dilaksanakan dan penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 2019 dapat dilaksanakan tepat waktu. 
 

2. Capaian Target Kinerja 
                                        Tabel 6.28 

Capaian Indikator Kinerja OPD sesuai RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 

No 
Program 
Kegiatan 

Indikator Satuan 
Target 
Tahun 
2018 

Realisasi 
 Capaian 

% 
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No 
Program 
Kegiatan 

Indikator Satuan 
Target 
Tahun 
2018 

Realisasi 
 Capaian 

% 

1 Program 
Peningkatan 
dan 
Pengembang
an 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Tersedianya 
data dan 
informasi 
keuangan 

Perda/Perbu
p/Dok 

14 13 92  

Tersedianya 
data 
penggajian 
pegawai 

SKPD 55 55 100 

Tersedianya 
dokumen 
pelaksanaan 
APBD  

Dokumen 2 2 100 

Pemanfaata
n, 
pemeliharaa
n dan 
pengamana
n barang 
milik daerah 

Dokumen 4 4 100 

2 Program 
Pembinaan 
dan Fasilitasi 
Pengelolaan 
Keuangan 
Kabupaten/Kot
a 

Tersedianya 
data APBD 
Hasil 
evaluasi 

Raperda/Rap
erbup 

4 4 100 

Penjelasan Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Indikator Rencana Program 
SKPD telah tercapai 98,21%. 

Untuk Indikator “Terdesianya Data dan Informasi Keuangan” dari target 14 
hanya tercapai 13 atau sekitar 92,86%. Adapun target tidak tercapai adalah Sistem 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penetapan Rancangan Peraturan Bupati 
Sumedang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga 
masih menggunakan Sisdur 40 Tahun 2014. Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah 
belum mengalami perubahan. 

 
3. Permasalahan Dan Solusi Dalam Pencapaian Target Kinerja 
 a.  Permasalahan : 

Secara umum, permasalahan dalam pencapaian target kinerja bisa dikatakan 
tidak ada, karena seluruh target kinerja sudah tercapai 100%. Namun demikian secara 
teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih mengalami 
beberapa kendala sebagai berikut : 
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1)    Pengamanan BMD masih Lemah baik secara Administrasi, Fisik Maupun Aspek 
Hukum. 

2)    Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum dibuat. 
3)   Sensus atau Inventarisasi BMD tidak dilaksanakan secara menyeluruh dengan 

melibatkan seluruh SKPD mulai dari Pengelola, Kuasa Pengguna di Setiap 
Bidang, Bagian, UPT dan Sekolah. 

4)    Belum terintregrasikannya Sistem Pengelolaan Aset dan Akuntansi. 
 
b. Solusi : 

Dari permasalahan yang dihadapi ada beberapa solusi yang diharapkan dapat 
menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan. Adapun solusi pemecahan 
masalahnya adalah sebagai berikut : 

1) Diperlukan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum 
(kepemilikan) untuk Barang Milik Daerah. 

2) Menyusun Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
3) Agar Barang Milik Daerah dapat terinventarisasi maka dapat dilaksanakan 

sensus BMD dan untuk meningkatkan pengetahuan para pegawainya 
diikutsertakan dalam diklat/pelatihan pengelolaan keuangan maupun Barang 
Milik Daerah. 

4) Diintregasikannya Sistem Pengelolaan Aset dan Akuntansi melalui SIPKD 
dalam kegiatan Migrasi Sistem Pengelolaan Aset. 

 
 
7. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

Alokasi anggaran urusan pemerintahan tahun 2018 pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah sebesar Rp.14.429.186.000,- dengan realisasi mencapai 
Rp.13.600.668.794,- atau 94,26% dari rencana anggaran. 
1.   Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan urusan pemerintahan tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik; 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar bisa terpenuhinya akan 
kebutuhan atas Jasa Kantor berupa Tagihan Telephon, Tagihan Listrik, 
Tagihan Sumber Daya Air, dan Tagihan Beban Internet pada setiap bulannya. 
Dengan pagu anggaran Rp. 313.200.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 277.490.198,- atau sebesar 88.60%, serta output 
kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk pemabyaran tagihan Telephon, 
Listrik dan Internet, sedangkan outcome nya yaitu terbayarnya kebutuhan 
biaya langganan Jasa Telephone, Listrik dan Internet. 

2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan  atas Jasa 
Pelayanan Administrasi dan Sarana dan Prasaran Penunjang Pelayanan 
Administrasi Kantor. Dengan pagu anggaran Rp 1.883.573.500.,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 1.814.604.422,- atau sebesar 
97.92% (sisa tender yang diserap sesuai dengan kebutuhan), serta output 
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kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk Belanja Pegawai (Honor Tim 
Pengadaan dan Uang Lembur), Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Tulis 
Kantor sebanyak 63 Jenis, Belanja perangko, materai dan benda poslainnya), 
Belanja Jasa Kantor (Belanja Jasa Petugas Pelayanan, Belanja Jasa Operator, 
dan Belanja Jasa Pengemudi), Belanja Cetak dan Penggandaan (Belanja Cetak 
sebanyak 101 jenis, Fotocopy 61.500 Lembar), Belanja Makan Minum (Makan 
Minum Harian Pegawai, Makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu dan 
Belanja Logistik, sedangkan outcome nya yaitu terselesaikannya seleuruh 
penyediaan untuk kebutuhan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran. 

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas Belanja 
Langganan Surat Kabar. Dengan pagu anggaran Rp. 16.520.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 16.520.000,- atau sebesar 
100%, serta output kegiatan ini adalahtersedianya anggaran untuk biaya 
langganan surat kabar, sedangkan outcome nya yaitu terbayarnya kebutuhan 
atas langganan Surat Kabar. 
 
 

4.  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas Belanja 
Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi ataupun Koordinasi ke luar daerah. 
Dengan pagu anggaran Rp. 410.012.250,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 409.970.500,- atau sebesar 99,99% (anggaran diserap 
sesuai dengan kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah , sedangkan 
outcomenya yaitu terbayarnya semua kebutuhan Perjalanan dinas dalam 
rangka konsultasi dari koordinasi ke luar daerah. 

5. Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan publikasi 
dekorasi dan dokumentasi yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan 
Daerah. Dengan pagu anggaran Rp. 206.600.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 205.530.500,- atau sebesar 99,48% 
(penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan), serta output kegiatan 
ini adalah terlaksananya kegiatan publikasi, dekorasi dan dokumentasi yang 
dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di berbagai media, 
sedangkan outcome nya yaitu tersampaikannya informasi yang 
diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di berbagai 
media kepada masyarakat luas. 

6)     Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas Belanja 
Jasa Pengamanan Kantor. Dengan pagu anggaran Rp. 187.400.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 187.034.000,- atau sebesar 
99.80% (sisa tender), serta output kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk 
Belanja Jasa Pengamanan Kantor, sedangkan outcome nya yaitu terciptanya 
Keamanan untuk wilayah Kantor. 

7)     Penyediaan Jasa Kebersihan. 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas Belanja 
Jasa Kebersihan. Dengan pagu anggaran Rp. 151.400.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 151.098.000,- atau sebesar 99.80% (sisa 
tender), serta output kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk Belanja Jasa 
Kebersihan, sedangkan outcome nya yaitu terciptanya Kebersihan di 
Lingkungan Kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1)     Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas sarana 
dan prasarana kantor (alat listrik dan elektronik sebanyak 9 jenis, peralatan 
kebersihan dan bahan pembersih, alat rumah tangga, Alat Kantor lainnya 
(Penghancur kertas), Meubelair (Kursi Staff dan Penataan R. Pelayanan), Alat 
Pengukur Waktu (Pringer Print), Alat Pendingin (Lemari Es dan AC), Personal 
Komputer (PC Dekstop, Laptop), Peralatan Personal Komputer (Printer Dot 
Matrix, Printonik dan Scanner), jaringan internet, Peralatan Studio (Sound 
System, Handycam, Camera, Lensa Camera), Alat Bantu Keamanan (CCTV). 
Dengan pagu anggaran Rp. 790.910.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 671.437.480,- atau sebesar 84.89% (sisa tender), serta 
output kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk memenuhi sarana 
prasarana penunjang pekerjaan, sedangkan outcome nya yaitu terciptanya 
sarana prasaran yang memadai untuk penunjang penyelesaian pekerjaan. 

2)   Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas 
Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor. Dengan pagu anggaran Rp. 
353.857.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
352.857.000,- atau sebesar 99.72% (sisa tender), serta output kegiatan ini 
adalahtersedianya biaya untuk Belanja Penataan Halaman Kantor/gedung 
Kantor, sedangkan outcome nya yaitu Kenyamanan di Lingkungan Kantor. 

3)     Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas 
Pemeliharaan Gedung Kantor. Dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 
sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk Belanja 
pemeliharaan gedung Kantor sebesar Rp. 10.000.000, sedangkan outcome 
nya yaitu Kenyamanan di Lingkungan Kantor 

4)     Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas 
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional. 
Dengan pagu anggaran Rp. 351.125.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 343.630.712,- atau sebesar 97,87% (penyerapan 
anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah 
tersedianya biaya untuk Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan 
Kendaraan Dinas operasional, sedangkan outcome nya yaitu terciptanya 
sarana prasarana yang memadai dan nyaman untuk digunakan, hingga 
menunjang lancarnya pekerjaan. 
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5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan   Kantor/Gedung 
Kantor. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah  terpenuhinya kebutuhan atas 
Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor. Dengan pagu anggaran Rp. 
50.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
48.000.000,- atau sebesar 96,00% (sisa tender), serta output kegiatan ini 
adalah tersedianya biaya untuk Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor sebesar Rp. 50.000.000, sedangkan outcome nya yaitu 
terciptanya sarana prasarana yang memadai dan nyaman untuk digunakan, 
hingga menunjang lancarnya pekerjaan. 

c.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah . 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, melalui Belanja Kursus, pelatihan, 
sosialisasi dan bimbingan teknis, serta kegiatan Capaity building. Dengan pagu 
anggaran Rp. 131.850.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 122.139.000,- atau sebesar 92,63% (penyerapan anggaran di sesuaikan dengan 
kebutuhan dan sisa tender), serta output kegiatan ini adalah adalah tersedianya 
biaya untuk Belanja kebutuhan atas Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 
Daerah, melalui Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, serta 
kegiatan Capaity building sebesar Rp. 131.850.000, sedangkan outcome nya yaitu 
terciptanya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada para Aparatur 
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang. 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1)      Penyusunan laporan Kinerja SKPD; 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan  pengembangan sistem 
laporan kinerja SKPD.  Dengan pagu anggaran Rp. 125.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 119.600.000,- atau sebesar 
95,68% (anggaran disesuaikan dengan kebutuhan), serta output kegiatan ini 
adalah terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD, sedangkan 
outcome nya yaitu pengadministrasian capaian kinerja dinas dapat 
dipertanggungjawabkan serta tersedianya dan terevaluasinya Laporan 
Capaian Kinerja SKPD. 

2)     Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyusun Lapaoran Keuangan SKPD 
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan 
Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE).  Dengan pagu anggaran Rp. 175.300.000,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 175.000.000,- atau sebesar 99,83% (), serta output 
kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari 
LRA, CALK, LO, dan LPE, sedangkan outcome nya yaitu tersedianya data 
informasi mengenai realisasi anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), 
Laporan Perubahan ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

e. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD. 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan dan 
penganggaran SKPD.  Dengan pagu anggaran Rp. 227.750.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 221.550.000,- atau sebesar 97,28% 
(anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah 
tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD, sedangkan outcome nya yaitu 
tersedianya acuan perencanaan dan penganggaran SKPD. 

f.  Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan atas Pengelolaan 
Data Kepegawaian. Dengan pagu anggaran Rp. 20.200.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 20.200.000,- atau sebesar 100%, serta 
output kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk Belanja kebutuhan agar Data 
Kepegawaian terkelola dengan baik sebesar Rp. 20.000.000, sedangkan outcome 
nya yaitu terevaluasinya Kinerja Pegawai. 

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
1)      Verifikasi Basis Data PBB; 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terdapatnya data PBB yang sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan  sehingga menghasilkan data 
yang akurat. Dengan pagu anggaran Rp. 975.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 934.909.500,- atau sebesar 95.89% 
(Honorarium Non PNS tidak terserap dikarenakan adanya rotasi pegawai dan 
Belanja Barang dan Jasa Lainnya yang diserap sudah sesuai dengan 
kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah data PBB P2 dari 40 Desa yang 
tersebar di Kabupaten Sumedang, sedangkan outcome nya yaitu terciptanya 
data PBB sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

2)     Evaluasi Pendapatan Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan evaluasi penerimaan yang 
dikelola masing-masing SKPD penghasil terhadap target yang telah 
dituangkan dalam APBD. Dengan pagu anggaran Rp. 72.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 71.100.000,- atau sebesar 
98,75% (honorarium pegawai sebagian tidak diserap karena adanya 
mutasi/rotasi pegawai), serta output kegiatan ini adalah terevaluasinya 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan outcome nya yaitu 
tercapainya target penerimaan pendapatan daerah sebesar 100 %. 

3)     Penyusunan ZNT/NIR Desa dan Kelurahan; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terdapatnya peningkatan target PBB di 
Wilayah Kabupaten Sumedang sesuai kondisi yang sebenarnya di lapangan, 
dan adanya update data ZNT/NIR/NJOP yang sesuai dengan kondisi 
sebenarnya di lapangan. Dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau sebesar 
100,00%, serta output kegiatan ini adalah data ZNT/NIR /NJOP Desa dan 
Kelurahan di 8 Kecamatan Kabupaten Sumedang, sedangkan outcome nya 
yaitu naiknya target PBB P2 di Wilayah Kabupaten sumedang. 

4) Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyampaikan SPPT Pajak Bumi dan 
Bangunan melalui para kolektor PBB di Tingkat Desa/Kelurahan untuk 
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disampaikan kepada masyarakat/para wajib pajak PBB P2 dan 
diselenggarakannya kebiatan bimbingan teknis tentang sosialisasi tata cara 
pembayaran SPPT PBB. Dengan pagu anggaran Rp. 1.328.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 1.033.258.818,- atau sebesar 
77,81% (belanja jasa petugas pelayanan berupa biaya operasional 
penyampaian dan penagihan yang disesuaikan dengan pengajuan dari tingkat 
desa/kelurahan serta sisa tender dari belanja mamin rapat dan belanja 
perjalanan dinas dalam daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan), serta 
output kegiatan ini adalah penyampaian SPPT pajak bumi dan bangunan, 
sedangkan outcome nya yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. 

5) Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Dana Perimbangan; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai bahan referensi pengolahan 
data dan acuan dalam perhitungan dana perimbangan bagi Kabupaten 
Sumedang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan pagu 
anggaran Rp. 46.500.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 50.482.000,- atau sebesar 108,56% (belanja ATK dan belanja 
perjalanan dinas luar daerah penyerapan anggaran belanja disesuaikan 
dengan kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah laporan realisasi 
penerimaan dana perimbangan sebanyak 4 dokumen, sedangkan outcome 
nya yaitu meningkatnya realisasi penerimaan dana perimbangan. 
 
 
 

6) Pengelolaan Potensi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai bahan referensi pengolahan 
data dan acuan dalam perhitungan dana bagi hasil pajak provinsi bagi 
kabupaten Sumedang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan 
pagu anggaran Rp. 64.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 44.752.000,- atau sebesar 96.24% (honorarium pegawai sebagian 
tidak diserap karena adanya mutasi/rotasi pegawai), serta outputkegiatan ini 
adalah tersedianya data potensi bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan 
bermotor, sedangkan outcome nya yaitu meningkatnya penyampaian data 
potensi bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

7) Rekonsiliasi Data Pajak Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mencocokan data Pajak Daerah antara 
sistem dengan kondisi di lapangan sehingga mendapatkan update data yang 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dengan pagu anggaran 
Rp. 82.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
82.000.000,- atau sebesar 100,00%, serta output kegiatan ini adalah 
terlaksananya rekonsiliasi data pajak daerah., sedangkan outcome nya yaitu 
terdapatnya data pajak daerah yang akurat. 

8) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Bagi Hasil Pajak; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi PPh Pasal 21 dan 
bagi hasil pajak provinsi kepada wajib pajak. Dengan pagu aggaran Rp. 
75.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
75.000.000,- atau sebesar 100.00%, serta output kegiatan ini adalah 
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terlaksananya sosialisasi PPh Pasal 21 dan Bagi Hasil Pajak Provinsi, sedangkan 
outcome nya yaitu tersampaikannya informasi PPh Pasal 21 dan Bagi Hasil 
Pajak Provinsi. 

9)  Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah intensifikasi pemungutan pajak daerah 
dengan mengoptimalkan penyampaian pajak terhutang terhadap wajib pajak. 
Dengan pagu anggaran Rp. 395.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 379.919.200,- atau sebesar 96.18% (belanja ATK, belanja 
sewa tempat dan belanja perjalanan dinas dalam daerah disesuaikan dengan 
kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah, sedangkan outcome nya yaitu realisasi pajak daerah dan 
retribusi daerah. 

10)  Perhitungan DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak Retribusi Daerah dan Alokasi Dana 
Desa; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bahan data 
sebagai bahan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Alokasi 
Dana Desa. Dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 47.590.000,- atau sebesar 95.18% 
(honorarium pegawai sebagian tidak diserap karena adanya mutasi/rotasi 
pegawai dan penyerapan perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan), 
serta output kegiatan ini adalah tersedianya dokumentasi perhitungan dan 
aturan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi 
Dana Desa, sedangkan outcome nya yaitu terlaksananya proses penyusunan 
perhitungan dan aturan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Retribusi 
Daerah dan Alokasi Dana Desa. 

11)    Optimalisasi Penerimaan PBB Buku 1 Buku 2 dan Buku 3; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan dan mengoptimalkan 
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan buku 1,2 dan 3 yang dikelola 
oleh tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan. Dengan pagu anggaran Rp. 
933.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
897.219.950,- atau sebesar 96.17% (honorarium tim pelaksana teknis kegiatan 
tidak diserap dikarenakan dari unsur kecamatan adanya pegawai yang 
memasuki masa pensiun, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja 
perjalanan dinas luar daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta sisa 
tender dari belanja moadl pengadaan personal komputer dan peralatan 
komputer), serta output kegiatan ini adalah penerimaan PBB Buku 1, 2 dan 3 
sesuai target, sedangkan outcome nya yaitu optimalnya penerimaan PBB 
Buku 1,2 dan 3 yang dikelola oleh kecamatan, desa dan kelurahan. 

12) Pengawasan dan Monitoring Pemungutan Pajak Daerah dan  Retribusi 
Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pengawasan dan 
monitoring terhadap pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan pagu 
anggaran Rp. 315.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 303.924.000,- atau sebesar 96,48% (honorarium pegawai 
sebagian tidak diserap karena adanya mutasi/rotasi pegawai dan penyerapan 
perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan), serta output kegiatan ini 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 118 

 
 

adalah terealisasinya target pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2018 
sebanyak 12 dokumen, sedangkan outcome nya yaitu meningkatnya 
pengawasan dan monitoring terhadap pemungutan pajak dan retribusi 
daerah. 

13) Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan ketentuan 
perundang-undangan mengenai pendapatan daerah. Dengan pagu anggaran 
Rp. 188.299.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
184.525.490,- atau sebesar 98.00% (honorarium pegawai sebagian tidak 
diserap karena adanya mutasi/rotasi pegawai dan penyerapan perjalanan 
dinas disesuaikan dengan kebutuhan serta sisa tender belanja cetak buku), 
serta output kegiatan ini adalah tersusunnya draft kebijakan pendapatan 
daerah, sedangkan outcome nya yaitu tersedian7ya acauan target 
pendapatan daerah. 

14) Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun dan mengumpulkan 
data pendapatan daerah serta memproses dan mengolah data sebagai bahan 
laporan. Dengan pagu anggaran Rp. 55.000.000,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 53.700.000,- atau sebesar 97.64% (honorarium 
pegawai sebagian tidak diserap karena adanya mutasi/rotasi pegawai), serta 
output kegiatan ini adalah tersedianya data laporan pendapatan daerah 
sebanyak 12 dokumen, sedangkan outcome nya yaitu teridentifikasinya 
realisasi pendapatan daerah. 
 

15) Penyusunan Rencana Target Pendapatan daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan ketentuan 
perundang-undangan mengenai pendapatan daerah. Dengan pagu anggaran 
Rp. 52.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
47.190.338,- atau sebesar 90.75% (honorarium pegawai sebagian tidak diserap 
karena adanya mutasi/rotasi pegawai, belanja penggandaan dan belanja 
perjalanan dinas penyerapan anggaran di sesuaikan dengan kebutuhan), serta 
output kegiatan ini adalah tersusunnya draft anggaran pendapatan daerah, 
sedangkan outcome nya yaitu tersedianya acuan target pendapatan daerah. 

16) Evaluasi dan Pemberian Hadiah Kepada Wajib Pajak Daerah, Desa dan 
Kecamatan Yang Berprestasi; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penghargaan 
terhadap wajib pajak yang berprestasi. Dengan pagu anggaran Rp. 
269.025.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
236.704.000,- atau sebesar 87.99% (honorarium Tim Pengadaan Barang dan 
Jasa, honorarium pemeriksa barang dan jasa, belanja jasa pihak ketiga 
penyelenggaran acara penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan 
serta sisa tender belanja penghargaan dan hadiah), serta output kegiatan ini 
adalah penilaian penghargaan kepada wajib pajak berprestasi, sedangkan 
outcome nya yaitu meningkatnya pendapatan daerah. 

17) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah; 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya sistem aplikasi pengelolaan 
pendapatan daerah. Dengan pagu anggaran Rp. 226.480.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 205.161.050,- atau sebesar 90.59% 
(honorarium pegawai, ATK, penggandaan dan belanja pihak ketiga serta sisa 
tender), serta output kegiatan ini adalah tersedianya sistem aplikasi 
pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan outcome nya yaitu terlaksananya 
sistem aplikasi pengelolaan pendapatan daerah tahun 2018. 

18) Bintek Pengelolaan Pendapatan Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyediakan ketentuan 
perundangan mengenai pendapatan daerah. Dengan pagu anggaran Rp. 
80.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
77.400.000,- atau sebesar 96,75% (honorarium pegawai sebagian tidak diserap 
karena adanya mutasi/rotasi pegawai dan penyerapan belanja kit pelatihan 
disesuaikan dengan kebutuhan serta penyerapan belanja narasumber 
disesuaikan dengan kebutuhan yang dilaksanakan), serta output kegiatan ini 
adalah terlaksananya bintek pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan 
outcome nya yaitu meningkatnya pengetahuan peserta mengenai 
pengelolaan pendapatan daerah. 

19) Intensifikasi Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya percepatan pendataan 
pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi di lapangan untuk 
meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dengan pagu anggaran 
Rp. 250.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
250.000.000,- atau sebesar 100,00%, serta output kegiatan ini adalah 
intensifikasi pendataan pajak dan retribusi daerah, sedangkan outcome nya 
yaitu meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

20) Pembinaan dan Penyuluhan BPHTB; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data PBB yang aktual dan 
tersampaikannya info tentang PBB kepada Wajib Pajak. Dengan pagu 
anggaran Rp. 75.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 75.000.000,- atau sebesar 100,00%, serta output kegiatan ini 
adalah meningkatnya pemahaman kolektor desa dan kecamatan tentang 
pengelolaan keuangan khususnya tentang BPHTB, sedangkan outcome nya 
yaitu terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan BPHTB. 

21) Cetak Administrasi Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan (P2); 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya bahan cetak administrasi 
pengelolaan PBB P2. Dengan pagu anggaran Rp. 408.048.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 384.650.951,- atau sebesar 
94,27% (perjalanan dinas luar daerah dan pihak ketiga sisa tender), serta 
output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan bahan cetak PBB P2 
sebanyak 226 box SPPT Double, 3 box SPPT engkel, 76 box STTS double, 23 
box STTS engkel, 100 box Pita Tronik, Catridge standar printronik P7000 pn. 
255049, 130 box kertas continuous ef. Uk.14 7/8x11” (4 play) sedangkan 
outcome nya yaitu terlaksananya cetak SPPT PBB P2 tahun 2018. 

22) Pemeliharaan Jaringan Aplikasi PBB Perdesaan Perkotaan (P2); 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya pengelolaan pendapatan 
daerah melalui pemeliharaan jaringan aplikasi. Dengan pagu anggaran Rp. 
200.950.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
195.641.425,- atau sebesar 97,36% (perjalanan dinas luar daerah disesuaikan 
dengan kebutuhan), serta outputkegiatan ini adalah terpeliharanya dan 
pengamanan jaringan untuk aplikasi PBB P2, SIMPAD, SERVER dan BPHTB, 
sedangkan outcome nya yaitu tersedianya pemeliharaan jaringan aplikasi PBB 
P2, SIMPAD, SERVER dan BPHTB. 

23) Pengadaan Aplikasi dan Perangkat Sistem Monitoring Kewajiban Pajak; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya penatausahaan 
administrasi PBB yang memadai melalui pengadaan aplikasi dan perangkat 
PBB P2 ke wajib Pajak. Dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 92.287.600,- atau sebesar 
92.29% (honorarium pegawai ATK dan penggandaan disesuaikan dengan 
kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan aplikasi 
dan perangkat pengelolaan PBB P2, sedangkan outcome nya yaitu 
tersedianya sistem monitoring ke wajib pajak. 

24) Penyusunan Profil Pengelolaan Pendapatan Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi 
pengelolaan pendapatan daerah. Dengan pagu anggaran Rp. 66.350.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 64.853.800,- atau 
sebesar 97,74% (sisa tender), serta output kegiatan ini adalah jumlah data 
tentang pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan outcomenya yaitu 
tersedianya data pendapatan daerah yang akurat. 

25) Penyelesaian Piutang Pajak Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyelesaikan dan memverifikasi data 
piutang pajak daerah sehingga terdapat kejelasan tentang data piutang pajak 
daerah. Dengan pagu anggaran Rp. 110.000.000,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 93.100.000,- atau sebesar 84,64% (honorarium tim 
pelaksana teknis kegiatan yang tidak diserap dari unsur kecamatan karena 
memasuki masa pensiun dan belanja jasa tenaga ahli yang dikarenakan tidak 
diserapnya honorarium narasumber), serta output kegiatan ini adalah 
tersedianya data piutang pajak daerah, sedangkan outcome nya yaitu 
terealisasinya penyelesaian piutang pajak daerah. 

26) Pelayanan Terhadap PBB Perdesaan Perkotaan dan Biaya Perolehan atas 
Tanah dan Bangunan; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya penatausahaan 
pengelolaan administrasi PBB 100% melalui pelayanan terhadap para wajib 
pajak PBB P2. Dengan pagu anggaran Rp. 365.947.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 363.791.750,- atau sebesar 99.41% 
(honorarium pegawai disesuaikan dengan kebutuhan), serta output kegiatan 
ini adalah terwujudnya pelayanan terhadap para wajib pajak Pbb P2 dan pajak 
lainnya, sedangkan outcome nya yaitu terlaksananya kegiatan pelayanan 
terhadap para wajib pajak PBB P2, BPHTB dan pajak lainnya serta cetak massal 
PBB P2 tahun 2018. 

27) Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB Perdesaan Perkotaan (P2); 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menciptakan Sumber Daya Manusia 
(SDM) dalam pengelolaan PBB. Dengan pagu anggaran Rp. 85.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 81.984.500,- atau 
sebesar 96,45% (honorarium pegawai disesuaikan dengan kebutuhan), serta 
output kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan peserta mengenai 
pengelolaan pajak daerah, sedangkan outcome nya yaitu terlaksananya 
kegiatan teknis pengelolaan pajak daerah. 

28) Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya administrasi pengelolaan 
pajak daerah yaitu PBB P2, BPHTB dan pajak lainnya melalui verifikasi dan 
validasi penerimaan berkas pelayanan PBB, BPHTB terealisasi sebanyak 4859 
berkas, nihil 2168 berkas jumlah keseluruhan 7027 berkas dan pajak lainnya.  
Dengan pagu anggaran Rp. 319.575.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 314.378.350,- atau sebesar 98.37% (honorarium 
pegawai, ATK dan penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan), serta 
output kegiatan ini adalah terwujudnya verifikasi dan validasi pajak daerah, 
sedangkan outcome nya yaitu terlaksananya kegiatan verifikasi dan validasi 
pajak daerah tahun 2018. 

29) Penertiban pajak daerah dan Retribusi Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan penertiban terhadap 
beberapa pajak daerah khususnya kepada para wajib pajak yang tidak sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Dengan pagu anggaran Rp. 
355.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
354.330.000,- atau sebesar 99,81% (alokasi belanja penggandaan dan belanja 
perjalanan dinas dalam daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan), serta 
output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan penertiban pajak 
daerah dan retribusi daerah, sedangkan outcome nya yaitu meningkatnya 
kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kebutuhan 
yang berlaku dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah 
khususnya Pajak Asli Daerah (PAD). 

30) Operasi Sisir Pajak Bumi dan Bangunan Buku 4 dan Buku 5; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyampaian SPPT Buku 4 dan Buku 5 
kepada para wajib pajak PBB P2 dan melaksanakan kegiatan penyisiran 
terhadap para wajib Pajak PBB Buku 4 dan buku 5 yang belum membayar. 
Dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 91.150.000,- atau sebesar 91,15% (belanja sewa ruang 
rapat disesuaikan dengan kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah 
tersampaikannya SPPT PBB P2 kepada para wajib pajak PBB buku 4 dan 5 dan 
terlaksananya operasi sisir PBB P2, sedangkan outcome nya yaitu 
meningkatnya pendapatan daerah. 

31) Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah merekonsiliasi data setoran realisasi 
penerimaan PBB antara realisasi setoran di Kas Daerah dengan realisasi 
setoran dari Desa/Kelurahan, yang secara langsung dengan para petugas 
pemungut/koordinator di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan 
pagu anggaran Rp. 150.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 122 

 
 

sebesar Rp. 149.674.660,- atau sebesar 99,78% (honorarium tim pelaksana 
teknis kegiatan tidak diserap dikarenakan unsur dari kecamatan yang 
memasuki masa pensiun dan sisa tender dari belanja alat tulis kantor (kit 
pelatihan)), serta output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan 
rekonsiliasi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, sedangkan 
outcome nya yaitu terciptanya data/penerimaan pajak bumi dan bangunan 
yang akurat. 

32) Pemeliharaan Peta Blok/SIG; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terdapatnya peta blok PBB yang akurat 
sesuai dengan kondisi dilapangan melalui update data peta blok PBB. Dengan 
pagu anggaran Rp. 250.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 238.400.000,- atau sebesar 95,36% (Honorarium Non 
PNS tidak terserap dikarenakanadanya rotasi pegawai dan Belanja Makan dan 
Minum Harian Pegawai  yang diserap sudah sesuai dengan kebutuhan), serta 
output kegiatan ini adalah peta blok SIG, sedangkan outcome nya yaitu 
terlaksananya pemutakhiran peta blok PBB Se- Kabupaten Sumedang. 

33) Pemeliharaan Data Objek PBB; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terdapatnya peningkatan kualiatas 
data objek pajak PBB, sehingga data yang ada sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya. Dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 180.900.000,- atau sebesar 90,45% 
(honorarium PNS dan Non PNS tidak terserap 1 bulan dikarenakan kegiatan 
dimulai 1 bulan setelah AKB berjalan), serta output kegiatan ini adalah data 
objek PBB yang dipelihara, sedangkan outcome nya yaitu meningkatnya 
kualitas data objek pajak PBB. 

34) Sosialisasi Pajak Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan 
kepada wajib pajak tentang pajak daerah. Dengan pagu anggaran Rp. 
100.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
91.350.000,- atau sebesar 91.35% (honorarium pegawai sebagian tidak diserap 
karena adanya mutasi/rotasi pegawai dan penyerapan belanja sewa ruang 
rapat/pertemuan disesuaikan dengan kebutuhan), serta output kegiatan ini 
adalah terlaksananya sosialisasi pajak daerah, sedangkan outcome nya yaitu 
meningkatnya pengetahuan peserta mengenai pengelolaan pendapatan 
daerah. 

35) Pemutakhiran Data Potensi Pajak Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terdapatnya data potensi pajak yang 
akurat sesuai kondisi terbaru dilapangan. Dengan pagu anggaran Rp. 
355.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
340.356.000,- atau sebesar 95.87% (Honorarium Non PNS tidak terserap 
dikarenakanadanya rotasi pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Lainnya yang 
diserap sudah sesuai dengan kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah 
pemutakhiran data potensi pajak daerah, sedangkan outcome nya yaitu data 
potensi pajak daerah yang akurat. 

36) Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan keyakinan yang memadai 
bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaran 
pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan pagu anggaran 
Rp. 27.314.250,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
27.314.250,- atau sebesar 100,00%, serta output kegiatan ini adalah tersedianya 
laporan pengendalian sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan 
outcome nya yaitu data laporan sistem pengendalian intern pemerintah. 

37) Pendataan dan Penilaian Individual PBB P2; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terdapatnya data wajib pajak bumi dan 
bangunan yang akurat sesuai dengan kondisi terbaru dilapangan. Dengan 
pagu anggaran Rp. 150.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 147.589.350,- atau sebesar 98,39% (belanja sewa mobilitas darat 
melebihi standar harga), serta output kegiatan ini adalah termutakhirnya data 
wajib pajak tersebar Se-Kabupaten Sumedang, sedangkan outcome nya yaitu 
data wajib pajak bumi dan bangunan yang akurat. 

38) Kajian Potensi Pendapatan Daerah. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan 
kepada wajib pajak tentang pajak daerah. Dengan pagu anggaran Rp. 
50.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
49.640.000,- atau sebesar 99,28% (belanja perjalanan dinas dan belanja jasa 
konsultasi nonkontruksi penyerapan anggaran disesuaikan dengan 
kebutuhan), serta output kegiatan ini adalah terlaksananya data potensi pajak 
daerah, sedangkan outcome nya yaitu tersedianya potensi pajak daerah. 
 

2.  Permasalahan dan solusi 
a.  Permasalahan 

1)    Permasalahan dalam bidang Pelayanan dan Verifikasi 

 Belum optimalnya layanan pajak dan retribusi daerah 

 Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah; 

 Belum adanya dukungan system yang terintegrasi 
2)    Permasalahan dalam Bidang Pendataan dan Penilaian 

 Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah 

 Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib 
pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur 

 Masih lemahnya analisis pendataan dan penilaian (pengkajian potensi 
daerah) 

 Belum optimalnya pemutakhiran data objek pajak daerah 

 Belum memiliki data potensi pendapatan daerah 
3) Permasalahan dalam Penetapan dan Penagihan 

 Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih 
rendah 

 Kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak masih rendah 

 Belum dilakukan Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar 

 Ketersediaan data piutang yang tidak valid 
4) Permasalahan dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
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 Belum tersedianya system yang baku dalam perencanaan penerimaan 
pendapatan; 

 Belum adanya system terpadu untuk mendorong peningkatan retribusi; 

 Belum optimalnya fungsi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi 
terhadap OPD yang  memungut retribusi; 

 Belum adanya penindakan yang tegas terhadap wajib pajak; 
b. Solusi 

1) Solusi Permasalahan dalam bidang Pelayanan dan Verifikasi 

 Penyelenggaraan pajak keliling; 

 Peningkatan pelayanan pajak daerah; 

 Peningkatan kompetensi pegawai; 

 Penataan unit layanan (pembayaran pajak daerah); 

 Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan pajak 
2) Solusi permasalahan dalam Bidang Pendataan dan Penilaian 

 Pengembangan (integrasi dengan sistem Instansi lain) system informasi 
perpajakan 

 Pemeliharaan system informasi perpajakan; 

 Pendidikan dan pelatihan kader pajak daerah;  

 Sosialisasi layanan pajak; 

 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah.Penyusunan 
standar operasional prosedur pelayanan pajak; 

3) Solusi permasalahan dalam Penetapan dan Penagihan 

4) Solusi Permasalahan dalam Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

 
 

8.   KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Alokasi Anggran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 pada Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebesar Rp.6.507.297.491,00 
dengan realisasi mencapai Rp. 6.387.268.891,00 atau 98,16% dari rencana Anggaran 
1.   Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

 Pembinaan terhadap tenaga kolektor desa; 

 Penyampaian surat ketetapan pajak daerah; 

 Penagihan surat ketetapan pajak daerah; 

 Sosialisasi layanan pajak 

 Verifikasi lapangan data piutang; 

 Penertiban pajak daerah  

 Rekonsiliasi data realisasi pajak daerah. 
 

 Optimalisasi regulasi pajak daerah dan retribusi daerah 

 Pengembangan sistem penerimaan pendapatan daerah 

 Pengawasan dan monitoring pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah 

 Penyuluhan sadar pajak daerah 

 Pemberian penghargaan patuh pajak daerah 
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a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Maksud dan Tujuan Kegiatan Lancarnnya Pelayanan administrasi Perkantoran 
Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 
28.923.609,- terealisasi sebesar Rp. 27.187.320,- atau 94%, Output : 
Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya, Air dan Internet sedangkan 
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya, Air dan 
Internet. 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Menigkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran 
Di Kantor Kesbangpol dengan anggaran sebesar Rp. 251,868,050,- terealisasi 
sebesar Rp. 245.160.700,- atau 97.34%, Output : Terlaksananya Penyediaan 
Pelayanan Administrasi Perkantoran sedangkan Outcome : Terpenuhinya 
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Menigkatnya Pelayanan administrasi 
Perkantoran surat kabar dengan anggaran sebesar Rp. 11.682.000,- teralisasi 
sebesar Rp. 11.682.000,- atau 100%, Output : Terlaksananya Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Belanja surat kabar / majalah. 
Sedangkan Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan. 

4) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Lancarnya Pelayanan administrasi Perkantoran 
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan anggaran 
sebesar Rp. 130.860.000,- terealisasi sebesar Rp. 130.660.298,- atau 99.85%, 
Output : Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 
sedangkan Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi ke Luar Daerah. 

5) Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya Penyediaan Publikasi, Dekorasi 
dan Dokumentasi  dengan anggaran sebesar Rp. 12.575.600,- terealisasi 
sebesar Rp. 8.480.000,- atau 67,43. %, Output: Terlaksananya publikasi di media 
cetak  dalam rangka Ucapan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari jadi 
Kab. Sumedang sedangkan Outcome : Terpenuhinya publikasi di media cetak. 

6) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Terpenuhinnya Penyediaan Jasa Tenaga 
Operasional Pengamanan dengan anggaran sebesar Rp. 159.600.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 145.100.000,- atau 90.91%, Output : Lancarnya 
penyediaan jasa tenaga operasional pengamanan sedangkan Outcome : 
Tersedianya jasa tenaga operasional pengamanan. 

7) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya Penyediaan jasa Kebersihan 
dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- 
atau 100. %, Output : Terlaksananya  penyediaan jasa kebersihan sedangkan 
Outcome : Terwujudnya jasa kebersihan kantor. 

b.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
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1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur 
dengan anggaran sebesar Rp. 87.159.700,- terealisasi 86.328.198 ,- atau 
99.05%, Output : Terlaksananya penyediaan perlengkapan dan peralatan 
kantor sedangkan Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor. 

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 
dengan anggaran sebesar Rp. 90.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 
90.600.000,- atau 100%, Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan sedangkan Outcome : Terpeliharanya Kendaraan 
Dinas/Operasional dengan Baik. 

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya Pemeliharaan rutin/berkala 
Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 148.955.000,- atau 99.30 %, Output : Gedung Kantor yang dipelihara 
sedangkan Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor. 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung 
Kantor 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya Pemeliharaan rutin/berkala 
perlengkapan dan peralatan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.650.000,- 
teralisasi sebesar Rp. 8.650.000,- atau 100. %, Output : Lancarnya Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor sedangkan Outcome : 
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor.  

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur dengan 
naggaran sebesar Rp. 21.450.000,- teralisasi sebesar Rp. 20.745.455,- atau 96.72%, 
Output : Terlaksananya penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu sedangkan 
Outcome : Meningkatnya Disiplin aparatur. 
 
 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1)      Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 35.775.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 34.875.000,- atau 97.48%, Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan 
Kinerja SKPD sedangkan Outcome : Tersedianya Laporan Kinerja SKPD. 

2)   Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 67.355.250,- terealisasi sebesar Rp. 
67.355.250,- atau 100%, Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD sedangkan Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD. 

e.  Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 127 

 
 

Penyusunan  Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 
72.432.891,- terealisasi sebesar Rp. 72.432.891,- atau 100%, Output : Terlaksananya 
Penyusunan Renja, RKA, DPA SKPD, Renstra SKPD dan Forum SKPD sedangkan 
Outcome : Tersedianya RKA, DPA SKPD, Renstra SKPD dan Forum SKPD. 

f. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Jumlah Pelayanan Pengelolaan Administrasi 
kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 13.875.000,- terealisasi sebesar Rp. 
9.879.700,- atau 71,21%, Output : Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian 
yang continue sedangkan Outcome : Tersedianya data kepegawaian. 

g. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
1) Kemitraan Intelijen Daerah 

Maksud dan Tujuan Kegiatan Mewujudkan 
reformasi birokrasi dalam kelembagaan, 
SDM, dan sistem pelayanan public dengan 
anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 497.500.000,- atau 
99.50 %, Output : Terintervertarisasinya 
informasi intelijen sebagai bahan kebijakan 
pimpinan sedangkan Outcome 

Terintervertarisasinya informasi intelijen. 
2) Pemantauan Orang Asing 

Maksud dan Tujuan Kegiatan Terjaganya 
stabilitas Daerah dengan Keberdaan 
Orang Asing /terwujudnya kelembagaan 
yang efesien dan efektif dengan anggaran 
sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%, 
Output : Terlaksananya Pemantauan 
Orang Asing sedangkan Outcome : 
Terpantaunya orang asing di Kabupaten 
Sumedang. 

3) Pengamanan Hari-hari Besar 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Menciptakan 
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan / 
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang 
efisien dan efektif dengan anggaran sebesar 
Rp. 900.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 
897.550.000,- atau 99,73%, Output : 
terlaksananya Laporan hari- hari besar 

sedangkan Outcome : Terciptanya keamanan dan Ketertiban masyarakat di 
kabupaten Sumedang. 

 
4) Penigkatan Kapasitas Masyarakat dalam Karakter Bangsa 

Maksud dan Tujuan Kegiatan 
Berkembangnya wawasan Kebangsaan 
dengan anggaran sebesar Rp. 49.250.000,- 
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terealisasi sebesar Rp. 48.795.000,- atau 99,08. %, Output : Jumlah peserta 
yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Karakter Bangsa 
sedangkan Outcome : Meningkatnya Tingkat Kecintaan Masyarakat terhadap 
Bangsa dan Negara. 

5) Bintek Pendidikan Wawasan Kebangsaan 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Persentase 
potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup 
wawasan kebangsaan (SARA) dengan 
anggaran sebesar Rp. 54,000,000,- terealisasi 
sebesar Rp. 49.400.000,- atau 91,48. %, Output : 
Terlaksananya Kegiatan Bintek Sistem 
Administrasi Parpol sedangkan Outcome : 
Meningkatnya Kemampuan dalam Pengelolaan  
Bantuan Keuangan Parpol. 

 
6) Penyelenggaraan Diklat Bela Negara 

Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatnya SDM masayarakat dengan 
anggaran sebesar Rp. 38.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.825.000,- atau 
98.12%, Output : Jumlah Pendidikan Bela Negara sedangkan Outcome : 
Terbentuknya kader Bela Negara. 

7) Jambore Kebangsaan 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Berkembangnya Wawasan Kebangsaan / 
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif dengan 
anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 73.614.900,- atau 
98.15%, Output : Terlakasananya Jambore Kebangsaan sedangkan Outcome : 
Meningkatnya rasa persatuan dan kebersamaan diantara masyrakat se-
Kabupaten Sumedang. 

8) Bintek Sistem Administrasi Parpol 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas demokrasi dengan 
anggaran sebesar Rp. 55,890,500,- terealisasi sebesar Rp. 55,890,500,- atau 
100%, Output : Terlaksananya kegiatan Bintek Sistem Administrasi Parpol 
sedangkan Outcome : Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan 
administrasi Parpol. 

 
 

9) Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Parpol 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Peningkatan Kelengkapan Administrasi Parpol 
dengan anggaran sebesar Rp. 38.774.400,- terealisasi sebesar Rp. 38.774.400,- 
atau 100. %, Output : Terlaksananya Verifikasi Administrasi Parpol mempunyai 
kursi di DPRD Kab. Sumedang sedangkan Outcome : Meningkatnya 
kemampuan dalam pengelolaan administrasi Parpol. 

10) Pengembangan Pendidikan, Etika dan Budaya Politik masyarakat 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas demokrasi dengan 
anggaran sebesar Rp. 39.559.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.559.000,- atau 
100%, Output : Terlaksananya kegiatan Pengembangan Pendidikan, Etika dan 
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Budaya Politik Masyarakat sedangkan Outcome : Meningkatnya Pendidikan, 
Etika dan Budaya Politik Masyarakat. 

11) Kemitraan Partai Politik 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatkan 
kualitas demokrasi dengan anggaran sebesar 
Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 
40.000.000,- atau 100%, Output : Terjalinnya 
kebersamaan antara pengurus Partai Politik 
yang ada di Kabupaten Sumedang sedangkan 
Outcome : Meningkatnya pemahaman 
kemitraan Partai Politik. 

12) Validasi Data Ormas 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Mewujudkan reformasi birokrasi dalam 
kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik dengan anggaran sebesar Rp. 
40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.880.000,- atau 97.20%, Output : 
Tertibnya Data Ormas sedangkan Outcome : Terwujudnya akurasi data Ormas 
Di Kabupaten Sumedang. 

13) Penanganan Konflik Sosial 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Mewujudkan reformasi birokrasi dalam 
kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan public dengan anggaran sebesar Rp. 
73.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.770.000,- atau 97,12 %, Output : Jumlah 
Rencana Aksi sedangkan Outcome : Terwujudnya kondisi daerah yang terbebas 
dari ancaman dan gangguan. 

14) Pelayanan Surat Keterangan Pelaporan Ormas 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Mewujudkan reformasi birokrasi dalam 
kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan public dengan anggaran sebesar Rp. 
29.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.680.000, atau 67,28%, Output : 
Terlaksananya Penelitian dan Pemeriksaan Administrasi (Surat Keterangan 
Pelaporan Ormas) Tertibnya Administrasi Ormas sedangkan Outcome : 
Tertibnya Administrasi Ormas. 

15) Kemitraan Ormas 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Mewujudkan reformasi birokrasi dalam 
kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan public dengan anggaran sebesar Rp. 
35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.000.000,- atau 91,42%,Output : 
Meningkatnya Kemitraan Ormas sedangkan Outcome : Terwujudnya 
Silaturahmi antara Ormas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 

 
16) Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 

Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas demokrasi dengaan 
anggaran sebesar Rp. 816.675.000,- terealisasi sebesar Rp. 816.300.000,- atau 
99,95 %, Output : Terlaksananya setiap tahapan Pilkada pada Tahun 
2018dengan aman,tertib dan lancer sedangkan Outcome : Terselenggarannya 
Pilkada dengan dukungan keamanan yang stabil. 

17) Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Mewujudkan reformasi birokrasi dalam 
kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan public dengan anggaran sebesar Rp. 
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36.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.000.000,- atau 100%, Output : 
Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat terhadap Gangguan HAM sedangkan 
Outcome : Terwujudnya kondisi daerah yang terbebas dari Gangguan HAM. 

18) Rekonsiliasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas demokrasi dengan 

anggaran sebesar Rp. 225.250.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 223.672.050,- atau  
99,30%, Output : Terpeliharanya 
kondusifitas politik daerah pasca pilkada 
Tahun 2018 sedangkan Outcome : 
Terciptanya Kebersamaan dan Kondisifitas 
di Kabupaten Sumedang Pasca Pilkada 
2018. 

19) Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas demokrasi dengan 
anggaran sebesar Rp. 392.476.000,- terealisasi sebesar Rp. 392.158.000,- atau 
99.92 %, Output : Kab. Sumedang Meningkatnya kesadaran politik kepada 
Calon Pemilih Pemula, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan sedangkan 
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan Pemahaman Peserta terkait 
regulasi Pilkada serentak 2018. 

20) Stabilitasi Politik Daerah 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas demokrasi dengan 
anggaran sebesar Rp. 149.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 149.200.000,- atau 
100%, Output : Terpeliharanya kondusifitas politik daerah sedangkan Outcome : 
Terselenggarannya Pilkada dengan dukungan keamanan yang stabil. 

21) Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam penanganan narkotika 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 25.250.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 19.850.000,- atau 78.61%, Output : Jumlah Orang Yang 
Dibina sedangkan Outcome : Terbentuknya Satgas Penanganan Narkotika. 

22) Penyelenggaraan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan 
dalam Masyarakat (PAKEM) 
Maksud dan Tujuan Kegiatan Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik 
lingkup wawasan kebangsaan (SARA) dengan anggaran sebesar Rp. 
100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%, Output : Jumlah 
Peserta 100 orang, sedangkan Outcome : Terawasinya Aliran Kepercayaan dan 
Aliran Keagamaan dalam Masyarakat. 

 
23) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilu 

Maksud dan Tujuan Kegiatan  Tingkat Partisifasi Masyrakat dalam PEMILU dan 
Rasio Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Politik dengan anggaran sebesar 
Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 292.513.000,- atau 97,50 %, Output : 
Jumlah Orang yang dibina tentang Pemilihan Umum sebanyak 1021 orang, 
sedangkan Outcome : Terwujudnya Meningkatkan Partisipasi Politik. 
 

2) Capaian Target Kinerja 
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Tabel 6.29 
Capaian Indikator Kinerja sesuai target RPJMD 

No Indikator Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 Jumlah LSM,Ormas,dan OKP 
LSM/Ormas/O
KP 

69 186 269,57 

2 
Jumlah Organisasi Politik 
Daerah 

Partai Politik 12 12 100 

3 Frekwensi KOnflik Antar Suku Konflik 0 0 100 

4 
Frekwensi Konflik antar umat 
Beragama/Keyakinan 

Konflik 0 0 100 

 
dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 
39.885.250,- atau 99,71%. output kegiatan ini adalah tersedianya dokumen 
RKA, DPA, RKA perubahan, DPPA, Pra RKA sedangkan outcomenya adalah 
tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD. 

g.   Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 
kapasitaspenyelenggaraan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 
tersedianya data karyawan kecamatan Cibugel yang valid sedangkan outcomenya 
adalah tersusunya dokumen data kepegawaian. 

h.   Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 
berjalannya pelayanan kepada masyarakat sedangkan outcomenya adalah 
meningkatnya pelayanan kepada masyarakat untuk kegiatan pembuatan KTP, 
KK, IMB, HO, akta jual beli dan ijin rame-rame. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 
koordinasi antar muspika sedangkan outcomenya adalah koordinasi 
penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan. 
 
 

3) Peringatan Hari-hari Besar 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 80%, output kegiatan ini adalah 
kegiatan hari jadi kecamatan Cibugel dan HUT RI. Sedangkan outcomenya 
adalah  meningkatnya nilai-nialai kebangsaan dan meningkatnya rasa 
nasionalisme. 
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4).    Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 47.500.000,- atau 95%, output kegiatan ini adalah 
tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kecamatan sedangkan 
outcomenya adalah tersusunya rencana dan prioritas pembangunan. 

5)      Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 28.150.000,- atau 
100%, output kegiatan ini adalah  terlaksananya kegiatan MTQ tingkat 
kecamatan sedangkan outcomenya adalah meningkatnya rasa nasionalisme 
masyarakat dan aparatur. 

 6)    Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 38.802.000,- 
teralisasi sebesar Rp. 38,302.000,- atau 98,71%, output kegiatan ini adalah 
jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 200 orang peserta 
sedangkan outcomenya adalah tercipta peserta desa yang mengikuti kegiatan 
penguatan empat pilar kebangsaan. 

i.   Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sunber-
sumber PAD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 
20.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah jumlah HO, IMB yang 
disampaikan sedangkan outcomenya adalah terlaksananya intensifikasi PAD. 

j. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
1)     Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menertibkan administrasi 
keuangan desa secara keseluruhan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau 93,60%, output kegiatan ini adalah 
jumlah peserta pembinaan pengelolaan ADD dan DD sedangkan outcmonya 
adalah terciptanya penyaluran ADD dan DD yang tepat sasaran. 

2)    Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintah desa dengan anggaran sebesar Rp. 
20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%, output kegiatan 
ini adalah 7 desa yang di monitor dan di evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes, 
sedangkan outcomenya adalah terciptanya RAPBDes dan RPAPBDes yang 
sesuai. 
 

3)     Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Keuangan Desa 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraankapasitas penyelenggaraan pemerintah desa dengan 
anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 
100%, output kegiatan ini adalah 7 desa yang di monitor dan di evaluasi 
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pembangunan dan keuanganya, sedangkan outcomenya adalah terciptanya 
pembangunan dan keuangan desa yang baik. 

k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 
1)      Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan   Keluarga 

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan di kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- 
terealisasi sebesardengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%, 
output kegiatan ini adalah anggota PKK desa yang dibina tentang 
pemberdayaan keluarga sedangkan outcomenya adalahterciptanya kegiatan 
pemberdayaan kesejateraan keluarga yang baik. 

2)    Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan di kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 
promosi usaha mikro sedangkan outcomenya adalah terciptanya UMKM yang 
mandiri. 

l.   Program Pemberdayaan Msyarakat Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Pembinaan Linmas Dalam Rangka Pelaksanaan siskam swakarsa 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkanpemahaman 
pengetahuan dan kinerja linmas desa dengan anggaran sebesar Rp. 21.819.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 21.819.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah linmas 
desa yang mengikuti pembinaan sedangkan outcomenya adalah meningkatnya 
pemahaman, pengetahuan dan kinerja linmas desa. 

 
2.   Permasalahan dan Solusi 
a.   Permasalahan 

Secara umum factor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian 
kinerja keuangan kecamatan Cibugel Tahun Anggaran 2018 masih sama dengan 
tahun-tahun sebelumnya yaitu :  
1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada 

masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat pada 
aktifitas yang dikelola kecamatan Cibugel 

2. Situasi perekonomian yang sulit diprediksi dengan adanya kenaikan beberapa 
komponen penting yang diperkirakan akan berdampak berkurangnya kualitas 
pelayanan kecamatan Cibugel. 

3. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan terbatasnya 
sumebr dana yang tersedia. 

4. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik 
dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap 
keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja. 

5. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada saat 
pelaksanaan APBD sudah berjalan, Hal ini disebabkan karena adanya 
perkembangan situasi dan kondisi lingkungan kecamatan Cibugel baik dair sisi 
peraturan maupun kondisi masyarakat. 

a. Solusi 
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Sedangkan factor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah adanya 
perbaikan system dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja 
antara lain :  
1) Adanya peningkatan sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan 

internal maupun melalui peningkatan jenjang pendidikan. 
2) Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi. 
3) Semakinmeningkatnya koordinasi denagn pemerintah pusat, pemerintah provinsi 

dan instansi vertical lainya. 
 
 

9.   KECAMATAN 
Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh 26 kecamatan, dengan uraian 

sebagai berikut : 
 

1. BUAHDUA 
Alokasi anggaran urusan wajib Tahun 2018 pada Kecamatan Buahdua sebesar 

Rp.2.540.694.056,-dengan realisasi mencapai Rp. 2.479.836.522,- atau 97.60 % dari 
rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Program dan kegiatan urusan wajib Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
a.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

1)      Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 
Target 1 tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.370.000,- dengan 
outputnya Terbayarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 
dan Internet dan realisasinya sebesar Rp. 13.453.266.,- dimana persentase 
penyerapannya sebesar 66,04%, tidak terserap karena kebutuhan listrik, air, 
telepon dan internet sudah terpenuhi dan kurang dari target anggaran. 

2)     Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Target PNS = 3 orang,Non PNS = 5 orang, ATK = 13 Jenis JasaOperator = 6 
orang, Jasa Pengemudi = 1 orang, Cetak = 4Jenis, Penggandaan = 60577 
Lembar Makanan &Minuman= 660 Dusdengan jumlah anggaran sebesar Rp. 
200.827.400,- dengan Output Tersedianya Barang dan Jasa Pelayanan 
Administrasi Perkantorandan realisanya sebesar Rp. 200.067.400,- dimana 
persentase penyerapannya sebesar 99,62% 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 
Target 7 jenis surat kabar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,936,000,- 
dengan output Jumlah Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangandan 
realisasinya sebesar Rp. 3.304.500,- dimana persentase penyerapannya 83,96 
% dan tidak mencapai target hal ini disebabkan karena adanya salah satu koran 
yang tidak terbit lagi. 
 

4) Penyediaan Jasa Tenaga Oprasional Pengamanan 
Target 8 orang  dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 33,600,000,- dengan 
output Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Oleh Petugas Piket dan 
realisasinya sebesar Rp. 33.600.000,- dimana persentase penyerapannya 100%. 
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5) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Target 3 Orangdengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.800.000,- dengan 
output Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor oleh Petugas Keberihan dan 
realisasi sebesar Rp. 28.800.000,- dimana persentase penyerapannya 100%. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan  Kantor 

Target 2 Unit Printer, Router, dan E absensi, alat rumah tanggadengan jumlah 
anggaran sebesar Rp. 17.750.000,- dengan output Peralatan Kantor dan 
realisasinya sebesar Rp. 17.750.000,- dimana persentase penyerapannya  100%. 

2) Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 
Target 1 Paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 121.450.000 dengan 
output Halaman kantor yang di tatadan Realisasinya sebesar Rp. 121.230.000,- 
dimana persentase penyerapannya 99.82%, hal ini tidak mencapai target 
disebabkan adanya negosiasi dengan pihak ke Tiga. 

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Target 1 Paket dengan jumlah anggaran Rp. 27.410.000,- dengan outputnya 
Gedung Kantor Yang Dipeliharadan realisasinya Rp. 27.410.000,- dimana 
persentase penyerapannya sebesar 100%  

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 
Target 2 Unit Roda Empat, 3 Unit RodaDuadengan jumlah anggaran Rp. 
37.750.000,- dengan output Kendaraan Dinas / Operasional Yang 
Dipeliharadan realisasinya Rp.37.202.000,- dimana persentasi penyerapannya 
98.55%Terdapat sisa anggaran Dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan 
Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional yaitu dibelanja jasa perizinan 
kendaraan dinas/operasional. 

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan PeralatanKantor/Gedung 
Kantor 
Target 4 Jenis (servis printer, komputer, laptop, pemeliharaan lampu taman)  
dengan jumlah anggaran Rp. 16.000.000,-  outputnya Peralatan Kantor / 
Gedung Kantor yang Dipelihara dan realisasinya Rp. 16.000.000,- dimana 
persentase penyerapannya 100%. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 
Target 36 Steldengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dengan output 
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannyasebesar Rp. 9.000.000,- dimana 
persentase penyerapannya sebesar 100 % . 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan 
Keuangan. 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Target 1Dok (LAKIP), 1 Dok (LKPJ), 1 DOK (LPPD)dengan jumlah anggaran 
sebesar Rp. 10.888.200,- dengan output Jumlah Laporan Kinerja SKPDdan 
realisasinya sebesar Rp. 10.888.200,- dimana persentase penyerapannya 
sebesar 100%. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
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Target1 Dokumen (Bulanan)dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- 
dengan outputJumlah Laporan Keuangan SKPDdan realisasinya sebesar Rp. 
25.000.000,- dimana persentase penyerapannya sebesar 100% 

e. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD. 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Renstra dan Renja = 2 Dok, Pra RKA,RKA Perubahan,RKA, DPA, DPPA = 5 Dok 
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.508.400,- dengan output Renstra dan 
Renja,Pra RKA, RKA Perubahan, RKA,DPA, DPPA dan realisasinya sebesar Rp. 
27.508.400,- dimana persentase penyerapannya sebesar 100%.  

f. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Target 3 Dokumen (berkala, Kenaikan Pangkat,  Absensi) dengan jumlah anggaran 
sebesar Rp. 15.000.000,- dengan outputnya jumlah data kepegawaian yang 
dikelola dan realisasninya Rp. 15.000.000,- dimana persentase penyerapannya 
sebesar 100%. 

g. Program Peningkatan Kapasitas PenyelenggaraanPemerintahan 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Target 6 jenis dengan jumlah anggaran sebesar  Rp. 95.061.000,- dengan 
outputJumlah Pelayanan Publiksebesar Rp. 95.061.000,- dimana persentase 
penyerapannya sebesar 100%. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Dengan target 4 Kali dengan jumlah anggaran Rp. 18.420.000,-dengan 
outputJumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
realisasinya sebesar Rp. 18.420.000,- dimana presentasenya penyerapannya 
100%. 

3) Peringatan Hari-hari Besar 
Dengan target 1 Kali (HUT RI)dengan jumlah 
anggaran Rp. 50.000.000,- dengan 
outputPeringatan Hari-hari Besardan 
realisasinya sebesar Rp. 50.000.000,-  dimana 
presentasenya penyerapannya 100%. 

 
4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Dengan target 2Dokumen dengan jumlah anggaran Rp. 35.000.000,- dengan 
outputJumlah Dokumen hasil musrenbangdan realisasinya sebesar Rp. 
35.000.000,- dimana presentasenya penyerapannya 100%. 

5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 
Target 2 Kali dengan jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- dengan out putnya 
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan 
realisasinya sebesar Rp. 25.000.000,- dimana presentasenya penyerapannya 
100%. 

6) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) 
Dengan target 1 Kali,15 orang Qori / Qoriah dengan jumlah anggaran Rp. 
55.600.000,- dengan outputSeleksi Tilawatil Qur'an (STQ)dan realisasinya 
sebesar Rp. 55.600.000,- dimana presentasenya penyerapannya 100%. 
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7) Pendistribusian Raskin 
Dengan target 2 Kalidengan jumlah anggaran Rp. 12.340.000,-  dengan 
outputLancarnya Pendistribusian raskin tepat sasarandan realisasinya sebesar 
Rp. 12.340.000,-   dimana presentasenya penyerapannya 100%. 

8) Monitoring Pemilihan Kepala Desa 
Dengan target 6 Desadengan jumlah anggaran Rp. 15.000.000,-dengan 
outputTerlaksananya Monitoring Pemilihan Kepala Desadan realisasinya 
sebesar Rp. 15.000.000,- dimana presentasenya penyerapannya 100%. 

9) Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 
Dengan target 42 Orangdengan jumlah anggaran Rp. 23.000.000,-dengan 
outputJumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan 
HIV/AIDS dan realisasinya sebesar Rp. 22.800.000,- dimana presentasenya 
penyerapannya 99.13%Di dalam Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan 
Penanggulangan HIV/AIDS yaitu di Belanja jasa tenaga 
ahli/instruktur/narasumber melebihi standar harga 

10) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Dengan target 430 0rang dengan jumlah 
anggarannya sebesar Rp. 54.599.000,- dengan 
outputnya jumlah orang yang mengikuti 
Pembinaan dan realisasinya Rp. 54.599.000,- 
dimana prosentasenya penyerapannya 100%.  

h. Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa 
Pembinaan Administrasi Desa 
Dengan target 42 Orang dengan jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- dengan output 
Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Administrasi Desadan realisasinya 
sebesar Rp. 9.700.000,- dimana persentasenya penyerapannya 97.00%, Pada 
Kegiatan PembinaanAdministrasi Desa yaitu belanja penggandaannya melebihi 
pagu standar harga yang ditetapkan. 

i. Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 
Peningkatan Percepatan Penerimaan PBB 
Dengan target 4 kali  dengan jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- dengan output 
Terselenggaranya Percepatan Pelunasan PBBdan realisasinya sebesar Rp. 
25.000.000,-  dimana presentase penyerapannya 100 % . 

j. Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa 
1) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan DanaDesa 

Target 42 Orang dengan jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- dengan outputnya 
Jumlah Peserta Pembinaan dan realisasinya sebesar Rp. 19.700.000,- dimana 
presentase penyerapannya 98.50% Pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yaitu Belanja jasa tenaga 
ahli/instruktur/narasumber melebihi standar harga. 

2) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Dengan target 2 Kali dengan jumlah anggaran Rp. 22.000.000,- dengan 
outputnya Jumlah Monitoring dan Evaluasi dan realisasinya sebesar Rp. 
22.000.000,- dimana presentase penyerapannya 100 %. 
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k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

1) Pemberdayaan Keluarga Melalui PembinaanKesejahteraan Keluarga 
Dengan target 14 Desa dengan jumlah anggaran Rp. 40.000.000,-  Outputnya 
Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Kesejahteraan dan realisasinya 
sebesar Rp. 40.000.000,-  dimana presentase penyerapannya 100 %. 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat(BBGRM) 
Dengan target 1 Kali dengan jumlah anggaran Rp. 10.599.000,- Outputnya 
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan realisasinya sebesar 
Rp. 10.599.000,- dimana presentase penyerapannya 100 %. 

l. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk MenjagaKetentraman dan Ketertiban 
Umum 
Pembinaan Linmas dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa 

Target 42 Orang dengan anggaran sebesar Rp. 
10.000.000,- dan outputJumlah Petugas Linmas yang 
dibina dengan realisasinya sebesar Rp. 9.900.000,- 
dimana presentase penyerapannya 99.00%, Pada 
Kegiatan Pembinaan Linmas dalam Rangka 
Pelaksanaan Siskam Swakarsa yaitu Belanja jasa 
tenaga ahli/instruktur/narasumber melebihi standar 

harga. 
 
 
2. CIBUGEL 

 
Alokasi anggaran urusan kewilayahan dan non urusan tahun 2018 pada 

Kecamatan Cibugel sebesar Rp. 977.731.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 
969.317.900,- atau 99,14% dari rencana anggaran. 
1.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Alokasi anggaran Urusan Wajib Kecamatan Cibugel adalah Sebagai berikut: 
a.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

1)      Peneyediaan Jasa Komunikasi, Usmber Daya Air, dan Listrik 
Tujuan kegiatan ini dilkasanakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi 
perkantoran dalam jasa air, listrik,dan internet dengan pagu anggaran setelah 
perubahan pada kegiatan ini sebesar Rp. 15.360.000,- dengan realisasi 
anggaran Rp. 15. 360.000,- ata 100%, output kegiatan ini adalah 1) Sumber 
daya air, 2) listrk, 3) internet, sedangkan outcomenya yaitu berfungsinya jasa 
sumber daya air, listirk dan internet secara optimal. 

2)    Peneyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Tujuan kegiatan ini dilkasanakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi 
perkantoran dalam jasa operasional kantor dan jasa operator. Dengan pagu 
anggaran setelah perubahan pada kegiatan ini sebesar Rp. 124.060.000,- 
dengan trealisasi anggaran sebesar Rp. 123.993.000,- atau 99,95%, output 
kegiatan ini adalah  alat tulis kantor, materai dan benda pos lainya, jasa 
operator, jasa pengemudi, cetak, penggandaan, makan dan minuman harian 
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pegawai, makan dan minum tamu, sedangkan outcomenya yaitu optimalnya 
pelayanan kantor. 
 

3)      Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan bahan bacaan untuk 
aparatur, dengan pagu anggaran setelah perubahan pada kegiatan ini  
sebesar Rp. 1.920.000,- dengan realisais sebesar Rp. 1.920.000,- atau 100%, 
output kegiatan ini adalah bahan bacaan koran/ surat kabar dan majalah yang 
terdiri dari surat kabar pikiran rakyat, korsum dan surat kabar deteksi 
sedangkan outcomenya yaitu meninkatnya wawasan aparatur. 

4) Penyediaan Publiksai, Dekorasi dan Dokumentasi 
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 
15.000.000,- terealisasi sebesarRp. 14 150.000,- atau 94,33%, output kegiatan 
ini adalah terlaksananya pameran pembangunan tingkat kabupaten 
sedangkan outcomenya yaitu terciptanya pameran dari Kecamatam Cibugel. 

5) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk melancarkan pelayanan 
administrasi perkantoran  dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.800.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 49.800.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah  
tersedianya jasa pengamanan kantor selama 12 bulan, sedangkan outcomenya 
jadalah  terciptanya keamanan kantor. 

6) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan  untuk melancarkan pelayanan administrasi 
perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp.  23.400.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100%, oiutput kegiatan ini adalah tersedianya 
jasa kebersihan kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk melancarkan pelayanan administrasi 
perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 58. 238.700,- atau 97,06%, output kegiatan ini  tersedianya 
perlengkapan kantor sedangkan outcomenya adalah terciptanya pelayanan 
perkantoran. 

2) Penataan Halaman Gedung/Kantor 
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk memperlancar pelayanan administrasi 
perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.220.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 49.950.000,- atau 99,46%, output kegiatan ini adalah tersedianya 
tempat parker sedangkan outcomenya terciptanya tempat parkir. 

3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk melancarkan pelayanan administrasi 
perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 29.850.000,- atau 99,50%, output kegiatan ini adalah tersedianhya 
aula rapat sedangkan outcomenya adalah terciptanya aula rapat. 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
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Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana prasarana 
aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57,900.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 57.799.000,- atau 99,83%, output kegiatan ini adalah  terpeliharanya 
kendaraan dinas/operasional,sedangkan outcomenya yaitu  berfungsinya 
kendaraan dinas secara optimal untuk pelayanan. 

5) Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/Komputer 
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana 
aparatur dengan anggaran sebesar Rp.  4.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 
4.000.000,- ataub 100%, ouput kegiatan ini adalah tersedianya rumah dinas 
untuk Camat sedangkan out comenya adalah  berfungsinya rumah dinas bagi 
aparatur  pasca pelayanan. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk melancarkan pelayanan kepada 
masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 
10.500.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah tersedianya pakaian PDH 
sedangkan outcomenya adalah berfungsuinya sarana dan prasarana aparatur. 

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah raga 
Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan sarana  dan prasarana 
olahraga bagi aparatur Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah  
tersedianya pakaian olah raga sedangkan outcomenya adalah berfungsinya 
sarana dan prasarana aparatur. 

d. Program Peningkatan Sumber daya Aparatur 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,- atau 95%, output kegiatan uini dalah 
terlaksananya peningkatan kapasitas aparaturpemerintah sedangkan outcomenya 
adalah  tercapainya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. 

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan. 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengembangan 
system pelaporan capaian kinerja dan keuanagan, dengan anggaran sebesar 
Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,-, atau 100% output 
kegiatan ini adalah tersedisanya dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD, sedangkan 
outcomenya adalah berfungsinya laporan kinerja. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengembangan 
system pelaporan capaian kinerja dan keuanagan, dengan anggaran sebesar 
Rp.44.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.800.000,- atau 100%, output 
kegiatan ini adalah tersedianya laporan keuanagn bulanan, triwulan, semester 
dan tahunan, sedangkan outcomenya adalah berfungsinya laporan keuangan. 

f. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran 
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Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan kecamatanarakat 
Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya dampak peran serta 
perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan Pagu Rp. 
30.439.850,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar  Rp. 
30.409.850,-  atau sebesar 99.90 % serta output kegiatan ini adalah masyarakat 
yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga sedangkan outcomenya yaitu 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

i. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Kegiatan Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kesiapan Linmas dalam 
rangka siskam swakarsa. Dengan Pagu Rp. 27.331.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 27.331.000,- atau sebesar 100 % serta output 
kegiatan ini adalah Petugas Linmas yang dibina sedangkan outcomenya yaitu 
meningkatnya kapasitas petugas Linmas. 

 
3. CIMALAKA 

 
Alokasi anggaran urusan wajib tahun 2018 pada Kecamatan Cimalaka sebesar 

Rp.1.206.870.800,-dengan realisasi mencapai Rp. 1.175.152.222,- atau 97.37 % dari 
rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Program dan kegiatan urusan wajib Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 

1. Kegiatan Penyediaan  jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Terbayarnya jasa Komunikasi Sumber 
Daya Air, Listrik dan Internet. Dengan Pagu Rp. 30.000.000,- sampai dengan 
Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 22.295.322,- atau sebesar74.32 
% dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat masalah yang berarti hanya 
masalah pelayanan dari perusahaan penyedia jasanya, seperti air yang kadang 
tidak mengalir, perangkat internet yang kadang bermasalah, juga listrik yang 
sering padam.serta output kegiatan ini adalah terbayarnya Air : 116.400 M3, 
Listrik : 780.000Kwh dan Internet 50 Mbps dan Telepon sedangkan 
outcomenya yaitu lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.   

2. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya pelayanan adminsitrasi 
perkantoran. Dengan Pagu Rp. 216.869.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 216.155.000,- atau sebesar 99.67 % tidak 
terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya.serta output 
kegiatan ini adalah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran untuk 
ATK 22 Jenis, Jasa Kantor 4 Orang, Barang Cetak 2 Jenis, Makanan dan 
Minuman 2 Jenis sedangkan outcomenya yaitu lancarnya Pelayanan 
Administrasi Perkantoran.   

3. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 
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Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya penyediaan bahan 
bacaan. Dengan Pagu Rp. 3.510.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 3.510.000,- atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini 
adalah Tersedianya bahan bacaan sebanyak 6 jenis bahan bacaan Koran dan 1 
majalah sedangkan outcomenya yaitu Lancarnya Pelayanan Administrasi 
Perkantoran.   
 
 

4. Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya jasa tenaga operasional 
pengamanan. Dengan Pagu Rp. 54.750.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 54.750.000,- atau sebesar 100 % serta 
output kegiatan ini adalah Tersedianya jasa tenaga operasional pengamanan 
sebanyak 2 orang sedangkan outcomenya yaitu Lancarnya Pelayanan 
Administrasi Perkantoran.   

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa petugas kebersihan 
kantor. Dengan Pagu Rp. 33.600.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 33.600.000,- atau sebesar 100 % serta output 
kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Petugas Kebersihan sebanyak 4 orang 
sedangkan outcomenya yaitu Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 
perlengkapan dan peralatan kantor. Dengan Pagu Rp. 161.284.500,- sampai 
dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 160.268.000,- atau 
sebesar 99.37 % serta output kegiatan ini adalah tersedianya alat listrik dan 
kebersihan 2 jenis, belanja alat E-Absensi1 Unit, Belanja Kursi Tunggu Ruang 
Pelayanan Umum 4 Buah, Belanja Rak Kayu/Kaca 2 Buah, Belanja Pengadaan 
Televisi  1 Unit, Pembelian Komputer 2 Unit, Pengadaan laptop 1 Unit, 
Pengadaan Printer 3 Unit, Pengadaan Printer A3 1 Unit, Belanja Router, 
Setting dan Konfigurasi VPN 1 Paket, Belanja Meja Rapat 1 Buah, Pengadaan 
Kursi Plastik 100 Buah, Belanja Kursi Sofa 2 Stel, Belanja Lemari Arsip Kayu 2 
Buah, Belanja Lemari Arsip Besi 2 Buah, Pengadaan Infocus/Proyektor 1 Unit 
sedangkan outcomenya yaitu Terciptanya kenyamanan kantor. 

2. Kegiatan Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya penataan halaman 
kantor. Dengan Pagu Rp. 85.950.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 85.085.000,- atau sebesar 98.99 % serta output 
kegiatan ini adalah Terciptanya kenyamanan kantor. 

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas gedung kantor. 
Dengan Pagu Rp. 30.325.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 28.611.500,- atau sebesar 94.35 % serta output kegiatan 
ini adalah terpeliharanya Gedung Kantor sebanyak 1 Paket sedangkan 
outcomenya yaitu Terciptanya kenyamanan kantor. 
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4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah memperlancar transfortasi dalam 
pelaksanaan tugas dinas. Dengan Pagu Rp. 43.435.500,- sampai dengan Bulan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 38.818.600,- atau sebesar 89.37 % 
serta output kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 
roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 6 unit melalui pengadaan BBM 
dan suku cadang sedangkan outcomenya yaitu Lancarnya tugas kedinasan. 
 

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan  
Kantor/Gedung Kantor 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terpeliharanya perlengkapan dan 
peralatan kantor/gedung kantor. Dengan Pagu Rp. 12.240.500,- sampai 
dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 11.876.500,- atau 
sebesar 97.03 % serta output kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan 
perlengkapan kantor/gedung kantor sebanyak 2 paket sedangkan 
outcomenya yaitu Terciptanya kenyamanan kantor/Gedung Kantor. 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terkontrolnya pelaksanaan kegiatan 
dari segi capaian kinerja maupun keuangan. Dengan Pagu Rp. 15.482.000,- 
sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 15.482.000,- 
atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini adalah tersedianya Penyusunan 
Laporan Kinerja SKPD yaitu LAKIP, LPPD dan LKPJ sebanyak 3 Dokumen 
sedangkan outcomenya yaitu Terevaluasinya Kinerja SKPD. 

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terkontrolnya pelaksanaan kegiatan 
dari segi keuangan. Dengan Pagu Rp. 16.832.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 16.832.000,- atau sebesar 100 % serta 
output kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD secara Triwulanan, Semesteran dan Akhir Tahun sebanyak 4 Dokumen 
sedangkan outcomenya yaitu Terevaluasinya Keuangan SKPD 

d. ProgramPeningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran SKPD. Dengan Pagu Rp. 20.957.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 15.857.000,- atau sebesar 75.66 % serta 
output kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen RENJA SKPD, PRA RKA, RKA 
DPA dan DPPA SKPD sebanyak 5 Dokumen sedangkan outcomenya yaitu 
Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan. 

e. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik 

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pelayanan 
Publik bagi masyarakat. Dengan Pagu Rp. 117.074.250,- sampai dengan Bulan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 117.032.250,- atau sebesar 99.96 % 
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serta output kegiatan ini adalah Pelayanan Publik sedangkan outcomenya 
yaitu Terlayaninya masyarakat di Kecamatan Cimalaka. 

2. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi antara 
unsure muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan Pagu 
Rp. 23.184.600,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 23.184.600,- atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini adalah Rapat 
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah sedangkan outcomenya yaitu 
Sinerginya Pembangunan di Kecamatan Cimalaka. 
 

3. Kegiatan Peringatan Hari - hari Besar 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya rasa 
kebangsaan/nasionalisme dan meningkatnya produk unggulan. Dengan Pagu 
Rp. 59.379.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp.59.319.000,-atau sebesar 99.90 % serta output kegiatan ini adalah 
Peringatan Hari – hari Besar sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya rasa 
nasionalisme. 

4. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah proses perencanaan pembangunan 
tingkat kecamatan makin terarah dan sesuai. Dengan Pagu Rp. 41.319.200,- 
sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 41.319.200,- 
atau sebesar 100 %  serta output kegiatan ini adalah Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan sedangkan outcomenya yaitu Terarahnya pembangunan tahun 
depan dan 5 tahun mendatang.   

5. Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an ( STQ ) 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terpilihnya Delegasi Tingkat 
Kecamatan. Dengan Pagu Rp. 28.384.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 25.949.000,- atau sebesar 91.42 % serta output 
kegiatan ini adalah Seleksi Tilawatil Qur’an ( STQ ) sedangkan outcomenya 
yaitu meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat. 

6. Kegiatan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan 
tentang kebangsaan masyarakat di Kecamatan Cimalaka. Dengan Pagu Rp. 
49.742.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
49.737.000,- atau sebesar 99.99 % serta output kegiatan ini adalah Masyarakat 
memahami 4 pilar kebangsaan sedangkan outcomenya yaitu meningkatnya 
kerukunan hidup bermasyarakat. 

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kegiatan Fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah dan 
target Penerimaan PBB Kecamatan Cimalaka. Dengan Pagu Rp. 29.176.000,- 
sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 29.146.000,- atau 
sebesar 99.90 % serta output kegiatan ini adalah Laporan Monitoring dan Evaluasi 
Pendapatan Asli Daerahsedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya pendapatan 
asli daerah. 

g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
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1) Kegiatan Pembinaan Bantuan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan 
Bantuan ADD dan DD. Dengan Pagu Rp. 52.608.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 45.586.000,-atau sebesar 86.65 % serta 
output kegiatan ini adalah Pengelola ADD/DD sedangkan outcomenya yaitu 
Tertibnya administrasi ADD/DD 

2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan 
RAPBDes dan RPAPBDes. Dengan Pagu Rp. 22.997.400,- sampai dengan Bulan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 22.997.000,- atau sebesar 100 % serta 
output kegiatan ini adalah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi 
sedangkan outcomenya yaitu Terarahnya pelaksanaan kegiatan. 

h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya dampak peran serta 
perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan Pagu Rp. 
30.439.850,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar  Rp. 
30.409.850,-  atau sebesar 99.90 % serta output kegiatan ini adalah masyarakat 
yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga sedangkan outcomenya yaitu 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

i.  Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Kegiatan Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kesiapan Linmas dalam 
rangka siskam swakarsa. Dengan Pagu Rp. 27.331.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 27.331.000,- atau sebesar 100 % serta output 
kegiatan ini adalah Petugas Linmas yang dibina sedangkan outcomenya yaitu 
meningkatnya kapasitas petugas Linmas. 
 

2.  Permasalahan dan Solusi 
a.   Permasalah 

1. Dasar hukum untuk Tahapan Pilkada diterbitkan setelah DPA disahkan 
2. Proses pencairan kadang-kadang tidak sesuai AKB yang ditetapkan karena 

adanya pengaturan ulang jadwal penyerapan. 
3. Keterbatasan jumlah SDM dan kurangnya kompetensi SDM dalam 

pengelolaan kegiatan. 
4. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kelancaran pekerjaan 

 
b. Solusi 

1. Untuk kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran/perubahan kode 
rekening, pelaksanaannya menunggu pengesahan kode rekening kegiatan 
yang bersangkutan. 

2. Diperlukan Bimbingan Teknis penatausahaan Pengelola Keuangan agar para 
pengelola administrasi dari masing-masing kegiatan maupun pengelola 
penatausahaan keuangan kantor untuk bersikap pro-aktif mencari kejelasan 
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tentang syarat kelengkapan administrasi dan cara penyusunan dokumen yang 
di inginkan oleh bagian keuangan pemda. 

3. Perlu pengadaan fasilitas berupa hardware, software dan Penambahan Kuota 
Jaringan Internet. 
 

 
4. CIMANGGUNG 

 
 Tahun 2018  di dalam DPA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang 

melaksanakan 9 program dan 25 kegiatan dengan Anggaran Rp. 3.291.045.612,00,- 
terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp.  2.325.532.112,00,- dan Belanja 
Langsung sebesar : Rp. 965.513500,00,-.tetapi di akhir tahun ada perubahan anggaran 
yang memangkas pada beberapa kegiatan. Untuk Anggaran Kecamatan Cimanggung 
pada tahun 2018 ini sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
sebesar  Rp. 3.234.753.432,00,- terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp.  
2.259.239.932,00,- dan Belanja Langsung sebesar : Rp. 975.513500,00,-. 

Sampai dengan bulan Desember 2018 terealisasi untuk belanja tidak langsung 
sebesar Rp. 2.222.013.078,00,-dan belanja langsung sebesar Rp. 964.573.771.00,-  
1.   Realisasi Program Dan Kegiatan 
a.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 
Output : tersedianya sarana telepon, listrik, langganan internet dan air, 
telkom 12 GB dan 5 GB, Listrik 64857 KWH, air 768 m3 selama 12 bulan dengan 
dana anggaran sebesar  Rp. 35.766.000,- dan realisasi anggarannya sebesar 
30.217.871,-  atau sebesar 84.49 %. Dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 
5.548.129,-. 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi perkantoran 
Output : Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran ATK sebanyak 22 
item dan Jasa Kantor sebanyak 6 orang dan 1 orang, 57.880 lembar dan 360 
hok  dengan dana anggaran sebesar Rp.189.235.000,- sedangkan realisasi 
anggarannya Rp. 189.235.000  atau sebesar 100 %. 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan  
Output :Tersedianya bahan bacaan surat kabar yaitu 5 koran  1 majalah 
dengan dana Anggaran sebesar Rp. 8.612.500,- dan realisasi anggarannya 
sebesar 8.612.500,- atau sebesar 100%. 

4) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Output : Tersedianya Jasa Piket sebanyak 6 orang selama 12 bulan dengan 
dana anggaran sebesar Rp. 50.400.000,- dengan realisasi anggarannya 
sebesar Rp. 50.400.000,- atau sebesar 100 %. 

5) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Output : Tersedianya Jasa Kebersihan sebanyak  2 orang selama 12 bulan 
dengan dana anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- dengan realisasi 
anggarannya sebesar Rp. 16.800.000,- atau sebesar 100 %. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
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Output : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan  Kantor yaitu 1 Unit Sound 
system, 1 Unit PC, 1 Unit Notebook,  2 unit Printer, 1 Unit Tempat Tidur 
Besi/Kayu, dan 1 Unit Kompor Gas tanam. Dengan dana anggaran sebesar Rp. 
65.307.000,- . Dan realisasi anggarannya Rp. 65.160.000,- . atau sebesar 99.77 
%. Dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 147.000,-. 

2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 
output : Terciptanya kenyamanan Kantor  yaitu  Pemeliharaan Rutin Berkala 
Gedung Kantor sebanyak 1 paket. Dengan dana anggaran sebesar Rp. 
50.000.000,- . Dan realisasi anggarannya Rp. 49.110.000,- . atau sebesar  98.22 
%. Dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 890.000,-. 

3) Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ operasional 
Output : Terlaksananya perawatan kendaraan dinas dan bahan bakar minyak 
serta penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 ( 3 unit, dan 1 paket ) 
dan roda 2 (3 unit dan 1 paket ) dengan anggaran biaya sebesar Rp. 
51.000.000,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp.  50.695.400,- atau sebesar  
99.40 %. dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 304.600.- 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung 
Kantor. 
Output : Tersedianya biaya perawatan berkala gedung/kantor sebanyak 1 
paket dengan anggaran sebesar Rp. 8.000,000,- dan realisasi anggarannya 
sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100%. 

b. Program Peningkatan Kafasitas Sumberdaya Aparatur 
Peningkatan Kafasitas Sumberdaya Aparatur 
Output :  Meningkatnya Kompetensi Aparatur sebanyak 23 ( orang ) dengan 
anggaran biaya sebesar Rp. 11.496.000,-, adapun realisasi anggarannya Rp. 
11.496.000,- ( 100 % ). 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Output : terselenggaranya penyusunan pelaporan Capaian Kinerja sebanyak 1 
dokumen  LAKIP, LKPJ, LPPD dan IKM selama setahun dengan anggaran biaya 
sebesar Rp. 11.500.000,-, adapun realisasi anggarannya Rp. 11.500.000,- (100 
%). 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Output : Terselenggaranya Penyusunan pelaporan Keuangan setiap bulannya 
12 Dokumen (12 bulan) dengan anggaran biaya Rp.46.000.000,- . adapun 
realisasi anggarannya sebesar Rp. 46.000.000,-.Atau sebesar 100 % 

d. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan penganggaran SKPD 
Output : tersedianya Dokumen Panduan Pelaksanaan kegiatan di Kecamatan  
sebanyak 9 Dokumen dengan anggaran Biaya Rp. 38.000.000,- dan realisasi 
anggaran biaya Rp. 35.900.000,- atau sebesar  94.47  %. dan sisa pagu anggaran 
sebesar Rp. 2.100.000.-. 

e. Program Peningkatan Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
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Output :  Terevaluasinya Kinerja Pegawai sebanyak 4 ( dokumen ) dengan 
anggaran biaya sebesar Rp. 10.000.000,-, adapun realisasi anggarannya Rp. 
10.000.000 ( 100 % ). 

f. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Peningkatan Pelayanan Publik  

Output : Pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal dalam melaksanakan 
pelayanan terpadu dan penyelarasan, 6 jenis, anggaran biaya Rp. 53.000.000,- 
adapun realisasi anggaran biaya yang terserap Rp. 52.000.000,- atau  98.11 % 
dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.- 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Output : Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 
(FORKOPIMKA)  ( 4 kali ) dengan anggaran biaya sebesar Rp. 30.000.000,-. 
Adapun realisasi anggaran yang terserap Rp. 30.000.000,-. Atau 100%. 
 
 
 

3) Peringatan Hari-Hari Besar 
Output : Terlaksananya HUT RI 17Agustus tingkat kecamatan dan Peringatan 
hari besar Keagamaan 1 kali  dan anggaran biayanya Rp. 25.000.000,- 
sedangkan realisasi anggaran yang terserap Rp. 25.000.000,- atau 100 %. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Output : Tersusunnya dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan 
musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan sebanyak 2 kali  
dengan anggaran biaya sebesar Rp. 50.000.000. dan realisasi anggarannya 
Rp. 49.900.000 atau sebesar 99.80 %. dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 
100.000.- 

5) Penyelenggaraan Seleksi tilawatil quran (STQ) 
Output : Terselenggaranya Kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan Tk. 
Kabupaten (20 orang  2 kali), dengan anggaran biaya Rp. 30.000.000,- Adapun 
realisasi biaya anggarannya Rp.  29.700.000 atau sebesar 99 %. dan sisa pagu 
anggaran sebesar Rp. 300.000.- 

6) Monitoring Pemilihan Kepala Desa 
Output : Lancarnya Pemilihan Kepala Desa ( 1 kali 4 Desa ) , dengan anggaran 
biaya Rp. 20.000.000,- Adapun realisasi biaya anggarannya Rp.  20.000.000 
atau sebesar 100 %.- 

7) Monitoring Pemilukada 
Output : Lancarnya Pemilukada ( 2 kali 11 Desa ) , dengan anggaran biaya Rp. 
22.000.000,- Adapun realisasi biaya anggarannya Rp.  22.000.000 atau sebesar 
100 %.- 

8) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Output : Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat ( 36 orang )  dengan 
anggaran biaya Rp. 78.397.000,- Adapun realisasi biaya anggarannya Rp.  
77.847.000 atau sebesar  99.30 %.- dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 
550.000.- 

g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 
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Output :  Tertibnya administrasi ADD/DD Jumlah peserta pembinaan sebanyak 33 
orang dengan anggaran biaya Rp. 25.000.000,- adapun realisasi anggaran biaya 
yang terserap Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100 %. 

h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyaraka 
1) Pemberdayaan Keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga 

Output :Meningkatnya Kesejateraan Masyarakat dengan Adanya peserta 
pembinaan PKK tingkat kecamatan sebanyak 55 orang dengan anggaran 
biaya Rp. 25.000.000,- adapun realisasi anggaran biaya yang terserap Rp. 
25.000.000,- atau 100 % 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Output :  Terlaksananya BBGRM dengan baik dan lancar sebanyak 1 kali 
dengan anggaran biaya Rp. 25.000.000,- adapun realisasi anggaran biaya yang 
terserap Rp. 25.000.000,- atau 100 % 

 
 
 
 

5. CISARUA 
 

Alokasi anggaran urusan wajib tahun 2018 pada Kecamatan Cisarua sebesar                                      
Rp.937.914.000,-dengan realisasi mencapai Rp. 935.819.905,- atau 99,78 % dari 
rencana anggaran. 
1.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

 Program dan kegiatan urusan wajib Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 

1) Kegiatan Penyediaan  jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Terbayarnya jasa Komunikasi Sumber 
Daya Air, Listrik dan Internet. Dengan Pagu Rp. 14.121.149,- sampai dengan 
Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 13.999.759,- atau sebesar  
99,14 % dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat masalah yang berarti 
hanya masalah pelayanan dari perusahaan penyedia jasanya, seperti 
perangkat internet yang kadang bermasalah, juga listrik yang sering 
padam.serta output kegiatan ini adalah terbayarnya Listrik : 2.2000 Kwh dan 
Internet sedangkan outcomenya yaitu lancarnya Pelayanan Administrasi 
Perkantoran.   

2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya pelayanan adminsitrasi 
perkantoran. Dengan Pagu Rp. 193.276.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 193.276.000,- atau sebesar 100 % tidak 
terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. serta output 
kegiatan ini adalah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran untuk 8 
Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran, ATK 20 Jenis, Operator 9 Jenis, 
Cetak 24 blok, Penggandaan 51.444 lembar dan Makanan dan Minuman 3.992 
HOK sedangkan outcomenya yaitu lancarnya Pelayanan Administrasi 
Perkantoran.   

3) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 
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Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya penyediaan bahan 
bacaan. Dengan Pagu Rp. 1.590.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 1.590.000,- atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini 
adalah Tersedianya bahan bacaan sebanyak 3 jenis bahan bacaan Koran 
sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya wawasan dan pengetahuan 
Aparatur.   

4) Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya jasa tenaga operasional 
pengamanan. Dengan Pagu Rp. 51.100.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 51.100.000,- atau sebesar 100 % serta 
output kegiatan ini adalah Tersedianya jasa tenaga operasional pengamanan 
sebanyak 2 orang sedangkan outcomenya yaitu Terciptanya keamanan 
kantor.   

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa petugas kebersihan 
kantor. Dengan Pagu Rp. 1.800.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,- atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini 
adalah tersedianya Jasa Petugas Kebersihan sebanyak 1 orang sedangkan 
outcomenya yaitu Terciptanya kebersihan kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 
perlengkapan dan peralatan kantor. Dengan Pagu Rp. 166.810.000,- sampai 
dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 165.655.046,- atau 
sebesar 99.31 % serta output kegiatan ini adalah tersedianya 4 unit lemari 
arsip, 20 unit kursi putar kecil, 1 unit meja pelayanan, 1 unit mesin potong 
rumput, 1 unit AC portable, 2 unit dispenser, 1 unit pomp air, 1 unit torn, 1 unit 
televise, 1 unit genset + kabel saluran, 1 unit computer PC, 3 unit laptop, 4 unit 
printer, 6 unit UPS, 1 unit meja kerja pejabat, 1 unit kamera DSLR, 1 unit 
wireless, 8 unit handy talkie, 2 unit kursi pejabat, 1 unit alat E-Absensi, 1 paket 
router, setting dan konfigurasi vpn sedangkan outcomenya yaitu Terciptanya 
kenyamanan kantor. 

2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah memperlancar transfortasi dalam 
pelaksanaan tugas dinas. Dengan Pagu Rp. 57.667.851,- sampai dengan Bulan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 57.450.100,- atau sebesar 99,99 % 
serta output kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 
roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 8 unit melalui pengadaan BBM 
dan suku cadang sedangkan outcomenya yaitu Lancarnya tugas kedinasan. 

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya 
aparatur. Dengan Pagu Rp. 10.475.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 10.475.000,- atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini 
adalah 40 orang/1 kali Aparatur yang dilating tata naskah Dinas dan ASN 
sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya kompetensi aparatur. 
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d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terkontrolnya pelaksanaan kegiatan 
dari segi capaian kinerja maupun keuangan. Dengan Pagu Rp. 20.000.000,- 
sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- 
atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini adalah tersedianya Penyusunan 
Laporan Kinerja SKPD yaitu LAKIP, LPPD, LKPJ dan IKM sebanyak 4 Dokumen 
sedangkan outcomenya yaitu Terevaluasinya Kinerja SKPD. 

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terkontrolnya pelaksanaan kegiatan 
dari segi keuangan. Dengan Pagu Rp. 32.875.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 32.875.000,- atau sebesar 100 % serta 
output kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD secara Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Akhir Tahun sebanyak 12 
Dokumen sedangkan outcomenya yaitu Terevaluasinya Keuangan SKPD 
 
 

e. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran SKPD. Dengan Pagu Rp. 74.850.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 74.850.000,- atau sebesar 100 % serta 
output kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, Pra RKA, RKA, 
DPA, DPPA sebanyak 6 Dokumen sedangkan outcomenya yaitu Terarahnya 
Pelaksanaan Kegiatan. 

f. Program Peningkatan Pengelolaan Adinistrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan data Kepegawaian 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini meningkatnya pengelolaan admnistrasi 
kepegawaian SKPD. Dengan Pagu Rp. 10.000.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100 % serta 
output kegiatan ini adalah tersusunnya SKP, DUK, Daftar Kenaikan Pangakat dan 
Kenaikan Gaji Berkala dan SKUM PTK sedangkan outcomenya yaitu Terevaluasinya 
kinerja pegawai. 

g. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Kegiatan Peningkatan pelayanan publik 

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pelayanan 
Publik bagi masyarakat. Dengan Pagu Rp. 50.000.000,- sampai dengan Bulan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau sebesar 100 % 
serta output kegiatan ini adalah Pelayanan Publik sedangkan outcomenya 
yaitu Terlayaninya ma 

2) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi antara 
unsure muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan Pagu 
Rp. 15.000.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini adalah Rapat 
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Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah sedangkan outcomenya yaitu 
Sinerginya Pembangunan di Kecamatan Cisarua. 

3) Kegiatan Peringatan Hari - hari Besar 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya rasa 
kebangsaan/nasionalisme dan meningkatnya produk unggulan. Dengan Pagu 
Rp. 50.000.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 50.000.000,- atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini adalah 
Peringatan Hari – hari Besar sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya rasa 
nasionalisme. 

4) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah proses perencanaan pembangunan 
tingkat kecamatan makin terarah dan sesuai. Dengan Pagu Rp. 36.500.000,- 
sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 36.500.000,- 
atau sebesar 100 %  serta output kegiatan ini adalah Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan sedangkan outcomenya yaitu Terarahnya pembangunan tahun 
depan.    

5) Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an ( STQ ) 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah terpilihnya Delegasi Tingkat 
Kecamatan. Dengan Pagu Rp. 20.000.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 19.650.000,- atau sebesar 99,98 % serta output 
kegiatan ini adalah Seleksi Tilawatil Qur’an ( STQ ) sedangkan outcomenya 
yaitu meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat. 

6) Kegiatan Sistem Informasi Pertanahan Desa 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas 
penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan Pagu Rp. 15.000.000,- sampai 
dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 
sebesar 100 % serta output kegiatan ini adalah 1 paket Sosialisasi/60 orang 
mengenai Sistem Informasi pertanahan di tingkat Desa sedangkan 
outcomenya yaitu tersedianya data yang akurat sebagai bahan perencanaan 
pembangunan. 

7) Kegiatan Pembinaan Penanggulangan HIV/AIDS 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah lancarnya pembinaan peningkatan 
keberdayaan masyarakat. Dengan Pagu Rp. 10.000.000,- sampai dengan Bulan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100 % serta 
output kegiatan ini adalah 1 kali kegiatan (70 orang) pembinaan 
penanggulangan HIV/AIDS sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya 
pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan HIV/AIDS. 

8) Kegiatan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan 
tentang kebangsaan masyarakat di Kecamatan Cisarua. Dengan Pagu Rp. 
26.849.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
26.599.000,- atau sebesar 99.99 % serta output kegiatan ini adalah 
terlaksananya sosialisasi penguatan empat pilar kebangsaan sedangkan 
outcomenya yaitu meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, 
UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Kesetiaan terhadap NKRI. 

h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Kegiatan Fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah dan 
target Penerimaan PBB Kecamatan Cisarua. Dengan Pagu Rp 15.000.000,- sampai 
dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 
100 % serta output kegiatan ini Pembinaan Kolektor PBB, Monitoring PBB dan 
Evaluasi PBB sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya pendapatan asli daerah. 

i.    Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembagunan dan Keuangan Desa 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan 
keuangan Desa. Dengan Pagu Rp. 15.000.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100 % serta output kegiatan 
ini adalah  Pembangunan dan keuangan yang terevaluasi sedangkan outcomenya 
yaitu Meningaktnya kualitas pembangunan. 

j.   Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya dampak peran serta 
perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan Pagu  Rp. 
20.000.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
20.000.000,-  atau sebesar 100 % serta output kegiatan ini adalah masyarakat 
yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga sedangkan outcomenya 
yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

2. Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya Keberdayaan 
masyarakat. Dengan Pagu Rp. 15.000.000,- sampai dengan Bulan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,-  atau sebesar 100 % serta output 
kegiatan ini adalah Bulan Bahakti Gotong Royong (BBGRM) sedangkan 
outcomenya yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

k.   Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
Kegiatan Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kesiapan Linmas dalam 
rangka siskam swakarsa. Dengan Pagu Rp. 15.000.000,- sampai dengan Bulan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100 % serta 
output kegiatan ini adalah Petugas Linmas yang dibina sedangkan outcomenya 
yaitu meningkatnya kapasitas petugas Linmas. 

 

6. CISITU 

Alokasi Anggaran urusan wajib tahun 2018 pada Kecamatan Cisitu sebesar . 
2.771.840.834.00 dengan realisasi mencapai. 2.709.237.094.00 atau 97.74  dari 
rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan urusan wajib tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1)      Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 
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Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 21.912.000,-  sisa anggaran sebesar Rp. 588.000,- atau 97,39 % 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 94.645.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 94.645.000 atau 100% 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang  Undangan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 3.840.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 3.840.000,- atau 100% out put kegiatan ini adalah tersedianya 
bahan bacaan, sedangkan out come nya adalah bertambah nya wawasan 
aparatur kecamatan. 

4) Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% 

5) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 50.400.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 50.400.000,- out put kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan 
pengamanan out come nya adalah terciptanya keamanan di lingkungan 
kantor. 

6) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100% out put nya adalah terlaksananya kegiatan 
kebersihan, out come nya adalah terciptanya kebersihan di lingkungan kantor. 

b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 72.300.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 64.027.800,- atau 88,56 % out punya adalah terlaksananya 
kebutuhan pengadaan peralatan kantor, sedangkan out come nya tersedianya 
perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai. 

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 48.120.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 47. 725.000,- atau 99,18 % out put nya adalah terlaksananya 
pemeliharaan gedung kantor, out come nya terciptanya lingkungan dan 
gdeung kantor yang refresentabtif. 

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 32.400.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 30.553.800,- atau 94,30 % out putnya adalah terlaksananya 
kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional out comenya adalah 
terjaganya kondisi kendaraan dinas operasional agar selalu dalam keadaan 
layak pakai. 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung 
Kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 2.900.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 2.900.000,- atau 100 % 

c.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan; 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 25.800.000,- terealisasi 
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sebesar Rp. 25.800.000,- atau 100 % out put kegiatan ini adalah terlaksananya 
pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya, out comenya adalah 
terciptanya keseragaman aparatur. 

2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 38.050.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 38.050.000,- atau 100 % 

d.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 44.300.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 44.300.000,- atau 100 % out put kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan 
peningkatan kapasitas  sumber daya aparatur sedangkan out come nya adalah  
bertambah baiknya sumber daya aparatur pemerintah daerah.  

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 
1) Penyusunan Laporan kinerja SKPD 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 49.640.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 49.640.000,- atau 100% 

2) Penyusunan laporan keuangan SKPD 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar rp. 49.119.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 49.119.000,- atau 100 % out put kegiatan ini adalah terlaksananya 
kegiatan penyususnan laporan keuangan, out come kegiatan ini adalah  
tersususnya laporan keuangan dengan tertib dan benar. 

f. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.40.576.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 40.576.000,- atau 100% 

g. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 10.000.000,- out put kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan data 
kepegawaian, out come kegiatan ini adalah tersusunya data kepegawaian secara 
baik. 

h. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan; 
1) Peningkatan Pelayanan Publik; 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
Lancarnya Peningkatan Pelayanan Publik. 
Dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
50.000.000,-atau sebesar 100%, serta output 
kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Publik, 

sedangkan outcomenya yaitu Teenuhinya kebutuhan masyarakat. 
2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan; 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Lancarnya Koordinasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,-atau 
sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan 
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Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan, sedangkan 
outcomenya yaitu Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah di kecamatan. 

3) Peringatan hari  hari besar; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Lancarnya 
Peringatan Hari  hari Besar. Dengan pagu 
anggaran Rp. 50.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp.50.000.000,- atau sebesar 100%, serta output 
kegiatan ini adalah Terlaksananya Peringatan Hari 
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tk. 

Kecamatan, sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya Semangat 
Nasionalisme pada Masyarakat. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Lancarnya Pelaksanaan Musrenbang. 
Dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 34.525.000,- atau sebesar 69,05%, serta output 
kegiatan ini adalah Dokumen Hasil Musrenbang, sedangkan outcomenya yaitu 
Kecamatan memiliki acuan kegiatan untuk pembangunan. 

5) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ); 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya penyelenggaraan 
pemerintah di kecamatan. Dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,-atau sebesar 
100%, serta output kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan, sedangkan outcomenya 
yaitu Lancarnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan. 

6) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya Empat Pilar 
Kebangsaan. Dengan pagu anggaran Rp. 61.239.000,-  sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 59.739.000,- atau sebesar 97,55%, serta 
output kegiatan ini adalah Masyarakat memahami 4 pilar kebangsaan, 
sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat.  

i.  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan   Daerah; 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Lancarnya penerimaan PAD. Dengan pagu 
anggaran Rp. 30.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar  
Rp. 30.000.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah Terlaksananya 
Operasional Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan outcomenya yaitu 
Tercapainya Target Penerimaan PAD.  

j.  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;  
1) Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Lancarnya kepengurusan PKK. Dengan 
pagu anggaran Rp. 30.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar  Rp. 30.000.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah 
Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan PKK, 
sedangkan outcomenya yaitu Terlaksananya peningkatan keberdayaan 
masyarakat. 
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2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM). Dengan pagu anggaran Rp. 14.595.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp . 14.595.000,- atau 
sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM), sedangkan outcomenya yaitu Meningkatnya partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan.  

k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman   
dan Ketertiban Umum; 
Pembinaan Linmas Dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa; 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
Terselenggaranya Pembinaan linmas dalam 
rangka pelaksanaan siskam swakarsa. Dengan 
pagu anggaran Rp. 30.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 29.750.000,- atau sebesar 99,16 %, serta 
output kegiatan ini adalah Terlaksananya 
Pembinaan Linmas dalam rangka Teeliharanya ketentraman dan ketertiban 
masyarakat. 

 
2.  Permasalahan Dan Solusi 
a. Permasalahan  

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas, 
khususnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatannya Pengadaan 
Peralatan Gedung Kantor dan Kegiatan Pengadaan Mebeleur dan peralatan dan 
perlengkapan kantor masih sangat kurang terlebih lagi sangat kurangnya Aparatur 
yang lulus bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa menjadi hambatan dalam 
proses pengadaan barang dan jasa tersebut.  

 
b. Solusi 

solusinya Aparatur harus mengikuti Pelatihan/Ujian Pengadaan Barang dan Jasa 
yang diadakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Sumedang dan Kantor LPBJ Kabupaten Sumedang, guna pelaksanaan pengadaaan 
yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cisitu. 

 
 

7. CONGGEANG 
 

Alokasi anggaran urusan   dilaksanakan oleh Kecamatan Conggeang tahun 2018 
dengan anggaran sebesar Rp.2.585.754.664,00 dan terealisasi  Rp.2.512.836.008,00  
(97,18%), yang digunakan untuk melaksanakan 11 program  yang terdiri dari 28 
kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan  

Realisasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan yaitu sebagai 
berikut :  
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
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1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan jasa 
komunikasi sumber daya air, listrik kantor, listrik rumah dinas dan internet. 
Dengan pagu Rp. 21.780.000,- sampai dengan Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 16.615.916 atau sebesar 76,29 % sehingga terdapat sisa anggaran 
sebesar Rp. 5.164.084 Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terdapat masalah 
yang berarti hanya masalah pelayanan dari perusahaan penyedia jasanya, 
seperti air yang kadang tidak  mengalir, perangkat internet yang kadang 
bermasalah, juga listrik yang sering padam serta output kegiatan ini adalah 
terbayarnya air : 60.000m³, listrik 7.200 kwh, internet 120 giga sedangakan 
outcomnya yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. 

2) Penyediaan Pelayanaan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya administrasi 
perkantoran. Dengan pagu Rp. 78.554.300,- sampai dengan Desember 2018 
terealisasikan sebesar Rp. 78.554.300 atau sebesar 100 % dalam pelaksanaan 
kegiatan ini tidak terdapat permasalahan yang berarti. Serta autput kegiatan 
ini adalah tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yaitu 48 jenis 
sedangkan autcomnya yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. 

3) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan 
pengetahuan para pegawai Kecamatan Conggeang. Dengan pagu Rp. 
2.520.000,- sampai dengan Desember 2018  terealisasikan sebesar Rp. 
1.595.000  atau sebesar 63,29 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 
925.000. tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. 
Serta outpu  kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan surat 
kabar/majalah yaitu 5 jenis Koran sedangkan autcomnya yaitu terlaksananya 
pelayanan administrasi perkantoran. 

4) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya keamanan di lingkungan 
kantor. Dengan pagu Rp. 62.962.500,- sampai dengan Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 62.962.500,- atau sebesar 100 % tidak terdapat 
permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini 
adalah tersedianya jasa pengamanan kantor yaitu 2190 oh sedangkan 
autcomnya yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. 

b.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Serta output  kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan 
kantor Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan 
peralatan dan perlengkapan kantor. Dengan pagu Rp. 80.888.200,- sampai 
dengan Desember 2018  terealisasikan sebesar Rp. 80.888.200,-  atau sebesar 
100 % tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannyayaitu 5 
item sedangkan autcomnya yaitu lancarnya pelayanan administrasi 
perkantoran. 

2) Penataan Halaman Kantor / Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalnya fungsi Aula Kantor 
Kecamatan Conggeang yang indah dan nyaman. Dengan pagu Rp. 
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40.000.000,- sampai dengan Desember 2018  terealisasikan sebesar Rp. 
39.945.000,-  atau sebesar 99,86% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 
Rp. 55.000,-  tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam 
pelaksanaannya. Serta output  kegiatan ini adalah terciptanya Aula Kantor 
Kecamatan Conggeang yang indah, nyaman, dan memadai yaitu 1 paket 
sedangkan autcomnya yaitu meningkatnya infrastruktur. 

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan 
dinas/operasional yang ada di Kecamatan Conggeang. Dengan pagu Rp. 
60.900.000,- sampai dengan Desember 2018  terealisasikan sebesar Rp. 
54.379.300,-  atau sebesar 89,29 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 
Rp. 6.520.700,- tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam 
pelaksanaannya. Serta output  kegiatan ini adalah tersedianya suku cadang, 
BBM, pelumas, dan perpanjangan STNK untuk kendaraan roda dua dan roda 
empat yaitu 4 item sedangkan autcomnya yaitu meningkatnya sarana dan 
prasarana aparatur. 

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung 
Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalnya fungsi peralatan kantor di 
Kecamatan Conggeang. Dengan pagu Rp. 7.180.000,- sampai dengan 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 6.662.000,- atau sebesar 92,79% 
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 518.000,- tidak terdapat 
permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini 
adalah tersedianya pemeliharaan laptop dan pemeliharaan Komputer PC 
sedangkan outcomnya yaitu oftimalnya fungsi peralatan kantor. 
 

5) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah optimalnya fungsi Kantor yang indah 
dan nyaman. Dengan pagu Rp. 99.000.000,- sampai dengan Desember 2018  
terealisasikan sebesar Rp. 98.780.000,-  atau sebesar 99,78% sehingga 
terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 220.000 tidak terdapat permasalahan 
yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output  kegiatan ini adalah 
terciptanya kantor Kecamatan Conggeang yang indah, nyaman, dan memadai 
yaitu 1 paket sedangkan autcomenya yaitu meningkatnya infrastruktur. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur di 
Kecamatan Conggeang. Dengan pagu Rp. 14.600.000,- sampai dengan 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 14.600.000,- atau sebesar 100% tidak 
terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output 
kegiatan ini adalah tersedianya pakaian PDH untuk para pegawai Kecamatan 
Conggeang sedangkan autcomnya yaitu meningkatnya kedisiplinan para 
pegawai Kecamatan Conggeang. 

2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur di 
Kecamatan Conggeang. Dengan pagu Rp.12.700.000,- sampai dengan 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 160 

 
 

Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 12.700.000,- atau sebesar 100% tidak 
terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output 
kegiatan ini adalah tersedianya pakaian kasumedangan untuk para pegawai 
Kantor Kecamatan Conggeang  sedangkan autcomnya yaitu 
meningkatnyakedisiplinan para pegawai Kecamatan Conggeang. 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan 
Keuangan 
1)      Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar penyusunan laporan kinerja SKPD 
dapat berjalan dengan lancer di Kecamatan Conggeang. Dengan pagu Rp. 
17.500.000,- sampai dengan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
17.500.000,- atau sebesar 100% tidak terdapat permasalahan yang berarti 
dalam pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini adalah tersusunnya laporan 
LPPD, LKPJ, Lakip, Laporan Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja sedangkan 
autcomnya yaitu terevaluasinya kinerja kantor Kecamatan Conggeang 

1) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya penyusunan laporan 
keuangan triwulan, semester dan tahunan. Dengan pagu Rp. 49.980.000,- 
sampai dengan Desember 2018  terealisasikan sebesar Rp. 49.980.000,-    atau 
sebesar 100% tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam 
pelaksanaannya. Serta output  kegiatan ini adalah tersusunnya laporan 
keuangan Triwulan, Semester dan Tahunan yaitu 2 dokumen laporan 
Triwulan, 1 dokumen laporan Semester dan 1 dokumen laporan Tahunan 
sedangkan autcomenya yaitu lancarnya penyusunan laporan Keuangan SKPD 

e. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dokumen 
perencanaan SKPD Kecamatan. Dengan pagu Rp. 19.385.000,- sampai dengan 
Desember 2018  terealisasikan sebesar Rp. 19.385.000,-  atau sebesar 100% tidak 
terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output  kegiatan 
ini adalah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD, RKA, DPA, RAP, dan DPPA 
SKPD yaitu 5 dokumen sedangkan autcomenya yaitu meningkatnya perencanaan 
dan penganggaran SKPD 

f. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasaan dalam 
pelayanan publik. Dengan pagu Rp. 35.000.000,- sampai dengan Desember 
2018  terealisasikan sebesar Rp. 35.000.000,-atau sebesar 100% tidak terdapat 
permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output  kegiatan ini 
adalah jenis peningkatan pelayanan publik yang diberikan yaitu 4 jenis 
sedangkan autcomnya yaitu persentase kualitas kebijakan manajemen 
pemerintahan. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terjalinnya kerjasama muspika dalam 
penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan. Dengan pagu Rp. 
25.320.000,- sampai dengan Desember 2018  terealisasikan sebesar Rp. 
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25.320.000,-atau sebesar 100% tidak terdapat permasalahan yang berarti 
dalam pelaksanaannya. Serta output  kegiatan ini adalah jumlah peserta 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dengan 
muspika yaitu 38 orang sedangkan autcomnya yaitu persentase kualitas 
kebijakan manajemen pemerintahan. 

3) Peringatan Hari-Hari Besar 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan masyarakat 
terhadap Hari Jadi Sumedang dan HUT Kemerdekaan RI. Dengan pagu Rp 
40.550.750,- sampai dengan Desember 2018  terealisasikan sebesar Rp. 
30.904.000,-  atau sebesar 76,21% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 
Rp. 9.646.750,- tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam 
pelaksanaannya. Serta output  kegiatan ini adalah terselenggaranya 
peringatan Hari Jadi Sumedang dan HUT Kemerdekaan RI 17-08-2018 Tingkat 
Kecamatan yaitu 2 kegiatan sedangkan autcomenya yaitu persentase kualitas 
kebijakan manajemen pemerintahan. 

4)  Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas proses 
perencanaan pembangunan di 
tingkat desa dan Kecamatan. Dengan 
pagu Rp. 40.260.000,- sampai 
dengan Desember 2018  terealisasikan 
sebesar Rp. 39.010.000,-  atau 
sebesar 96,90% sehingga terdapat sisa 
anggaran sebesar Rp.1.250.000,- tidak 
terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output  
kegiatan ini adalah tersusunnya daftar prioritas pembangunan yaitu 1 
dokumen musrenbang sedangkan autcomnya yaitu kesesuaian sasaran jangka 
menengah dan realisasi tahunan. 

5)  Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Pemahaman dan pembacaan Al qur’an 
semakin tinggi. Dengan pagu Rp. 18.400.000,- sampai dengan Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 18.400.000,- atau sebesar 100% tidak terdapat 
permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini 
adalah jumlah peserta yang mengikuti STQ tingkat Kabupaten yaitu 30 orang 
sedangkan autcomenya yaitu persentasi kualitas kebijakan manajemen 
pemerintahan. 

6) Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas 
penyelenggaraan pemerintah. Dengan pagu Rp. 15.000.000,- sampai dengan 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100% tidak 
terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output 
kegiatan ini adalah penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 
sedangkan autcomenya yaitu meningkatnya kesehatam masyarakat. 

7) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan pagu Rp. 43.402.000,- 
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sampai dengan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 43.402.000,- atau 
sebesar 100% tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam 
pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman 
tentang Pancasila,Bhineka Tunggal Ika, Undang- undang 1945 dan NKRI 
sedangkan autcomenya yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

g. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 
Pembinaan Kelembagaan Desa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kualitas kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan pagu Rp.15.800.000,- sampai 
dengan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 15.300.000,- atau sebesar 96,84% 
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 500.000,- tidak terdapat 
permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini 
adalah terselenggaranya pembinaan kelembagaan desa di kecamatan conggeang 
sedangkan autcomnya yaitu meningkatnya kinerja kelembagaan desa. 

h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya target PBB desa se Kecamatan 
Conggeang. Dengan pagu Rp. 22.420.000,- sampai dengan Desember 2018  
terealisasikan sebesar Rp. 21.620.000,-  atau sebesar 96,43% sehingga terdapat sisa 
anggaran sebesar Rp. 800.000 tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam 
pelaksanaannya. Serta output  kegiatan ini adalah jumlah SPPT yang disampaikan 
kepada Wajib Pajak yaitu 42.961 SPPT sedangkan autcomenya yaitu rasio APBD 
terhadap PDRB. 
 
 
 

i. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 
1) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah pengelolaan dan pendayagunaan ADD 
dan DD berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Dengan pagu Rp. 
24.675.000,- atau sebesar 100% sampai dengan Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 24.675.000,- tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam 
pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini adalah jumlah peserta pembinaan 
ADD dan DD yaitu 60 orang sedangkan autcomenya yaitu frekuensi fasilitas 
dan evaluasi alokasi dana desa dan dana desa. 

2) Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penyusunan RPJMDes dan RKPDes 
tepat sasaran. Dengan pagu Rp. 10.552.500,- atau sebesar 100% sampai 
dengan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 10.552.500,- tidak terdapat 
permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini 
jumlah peserta pendampingan RPJMDes dan RKPDes sedangkan autcomnya 
yaitu frekuensi fasilitasi penyusunan RPMDes dan RKPDes. 

j. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja ibu – ibu PKK. 
Dengan pagu Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100% sampai dengan Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- tidak terdapat permasalahan yang 
berarti dalam pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini adalah jumlah 
peserta 120 orang sedangkan autcomnya yaitu frekuensi fasilitasi peningkatan 
ekonomi masyarakat pedesaan. 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan masyarakat 
terhadap kegiatan BBGRM. Dengan pagu Rp. 10.575.000,- sampai dengan 
Desember 2018  terealisasikan sebesar Rp. 10.349.000,-  atau sebesar 97,86% 
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 226.000,- tidak terdapat 
permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya. Serta output  kegiatan ini 
adalah terlaksananya kegiatan BBGRM Tingkat Kabupaten yaitu satu kegiatan 
sedangkan autcomenya yaitu frekuensi fasilitasi kegotongroyongan. 

k. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
1) Pembinaan Linmas Dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan 
pengetahuan anggota linmas. Dengan pagu Rp. 25.000.000,- atau sebesar 

94,00% sampai dengan Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp.23.500.000,- 
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 
Rp. 1.500.000,- tidak terdapat 
permasalahan yang berarti dalam 
pelaksanaannya. Serta output kegiatan ini 
adalah jumlah peserta pembinaan linmas 

Desa se Kecamatan Conggeang yaitu 120 orang sedangkan autcomnya yaitu 
cakupan rasio petugas linmas. 

 
2.   Permasalahan Dan Solusi 
a.   Permasalahan 

1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur di Tingkat 
Kecamatan dan Desa 

2) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana kantor 
3) Rendahnya tingkat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan antara SKPD tingkat Kecamatan 
4) Menurunnya swadaya masyarakat dengan ketidak efektifan berbagai 

program yang telah dilaksanakan 
5) Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur baik tingkat Desa 

maupun Kecamatan 
6) Kesulitan mengontrol program / kegiatan yang direalisasikan sebagai hasil 

usulan Musrenbang 
 

b. Solusi 
1) Pengikut sertaan dalam berbagai kegiatan pelatihan baik di tingkat  
Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. 
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2) Upaya pemenuhan administrasi dan keberadaan peraturan perundang – 
undangan termasuk didalamnya peraturan daerah. 

3)      Meminjam sarana baik dari instansi lain maupun perorangan. 
a. Mengoftimalkan pelaksanaan rapat koordinasi (Minggon dan rakor ) 
b.  Mengoftimalkan pelaporan ke tingkat lebih atas. 

4)     a.  Upaya peningkatan swadaya masyarakat dengan berbagai sosialisasi dan  
penerapan 

b. Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan agar tepat sasaran dan dapat 
dipetanggungjawabkan kepada public. 

6) a.  Pengawasan lebih Intensif terhadap pelaksanaan kegiatan   
pembangunan di tingkat Desa dan Kecamatan 

b. Cepat mengambil solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Desa 
maupun Kecamatan. 

7) Upaya meningkatkan koordinasi dengan UPTD/UPTB se- Kecamatan 
Conggeang. 

 
 
8.  DARMARAJA 

Alokasi anggaran urusan Pemerintahan Tahun 2018 pada Kecamatan Darmaraja 
sebesar Rp. 1.011.501.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.1.002.939.338,00 atau 
99,15% dari rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan Urusan di Kecamatan Darmaraja Tahun 2018 adalah 
sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Lancanya Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Dengan pagu anggaran Rp. 30.786.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 27.354.338,00 atau sebesar 88,8%, 
serta output kegiatan ini adalah Jasa Telepon, Jasa Internet, Sumber Daya Air 
dan Listrik, sedangkan outcomenya yaitu lancarnya pelayanan administrasi 
perkantoran.  

2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuankegiatan ini adalah Lancanya Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Dengan pagu anggaran Rp. 167.240.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 167.240.000,00 atau sebesar 100%, 
serta output kegiatan ini adalahJenis Pelayanan Administrasi perkantoran, 
ATK, Jasa Operator, Jasa Pengemudi, Cetak, Penggandaan, Mamin Pegawai, 
dan Mamin Tamu , sedangkan outcomenya yaitu lancarnya pelayanan 
administrasi perkantoran.   

3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Wawasan dan 
Pengetahuan Aparatur Dengan pagu anggaran Rp. 4.200.000,00 sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 4.200.000,00 atau sebesar 
100%, serta output kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Bacaan, dan Peraturan 
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Perundang - undangan, sedangkan outcomenya yaitu meningkatnya wawasan 
dan pengetahuan aoaratur. 

4) Kegiatan Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersampaikannya Informasi 
Pembangunan Dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 14.000.000,00 atau sebesar 93,3%, 
serta output kegiatan ini adalah Publikasi/Dekorasi, sedangkan 
outcomenyatersampaikannya informasi pembangunan. 

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya Keamanan KantorDengan 
pagu anggaran Rp. 62.160.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasisebesar Rp. 62.160.000,00 atau sebesar 100%, serta output kegiatan 
ini adalah Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan, sedangkan outcomenya 
yaitu terciptanya keamanan kantor. 

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya Kebersihan Kantor Dengan 
pagu anggaran Rp. 12.960.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 12.960.000,00 atau sebesar 100%, serta output 
kegiatan ini adalah Jasa Kebersihan, sedangkan outcomenya yaitu terciptanya 
kebersihan kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanyaan Kenyamanan Kantor 
Dengan pagu anggaran Rp. 35.800.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 34.570.000,00 atau sebesar 96,6%, serta 
outputkegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Kantor, sedangkan outcomenya 
yaitu terciptanya kebersihan kantor. 

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya Kenyamanan Kantor 
Dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 19.150.000,00 atau sebesar 95,75%, serta 
outputkegiatan ini adalah Gedung kantor Yang Dipelihara, sedangkan 
outcomenya yaitu terciptanya kebersihan kantor. 

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Lancarnya Tugas Kedinasan Dengan 
pagu anggaran Rp. 108.970.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 108.970.000,00 atau sebesar 100%, serta output 
kegiatan ini adalah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara, sedangkan 
outcomenya yaitu lancarnya tugas kedinasan. 

4) Kegiatan Rehabiliasi Sedang/Berat Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya Kenyamanan Gedung/ 
Kantor Dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 29.150.000,00 atau sebesar 97,2%, 
serta output kegiatan ini adalah Rumah Gedung/ Kantor yang Di Rehab 
sedangkan outcomenya yaitu terciptanya kenyamanan gedung kantor. 

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
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1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kompetensi Aparatur 
Dengan pagu anggaran Rp. 14.800.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 14.800.000,00 atau sebesar 100%, serta output 
kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang kompeten dan berkualitas, 
sedangkan outcomenya yaitu meningkatnya kompetensi aparatur. 

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kompetensi Aparatur 
Dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau sebesar 100%, serta output 
kegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang dilatih tentang Tata Naskah Dinas 
dan ASN, sedangkan outcomenya yaitu meningkatnya kompetensi aparatur. 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terevaluasinya Kinerja SKPD Dengan 
pagu anggaran Rp. 29.800.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 29.800.000,00atau sebesar 100%, serta output 
kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Kinerja SKPD, sedangkan outcomenya 
yaitu terevaluasinya kinerja SKPD. 

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terukurnya Laporan Keuangan 
Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Dengan pagu anggaran Rp. 
46.500.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
46.500.000,00 atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah Jumalah 
Laporan Keuangan SKPD, sedangkan outcomenya yaitu terukurnya laporan 
keuangan bulanan, triwulan,semester dan tahunan. 

e. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan Dengan 
pagu anggaran Rp. 28.600.000,00 sampai dengan 31 Desember2018 terealisasi 
sebesar Rp. 28.600.000,00atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah 
Jumlah dalam Perencanaan dan Penganggaran sedangkan outcomenya yaitu 
terarahnya pelaksanaan kegiatan. 

f. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
Terlayaninya Masyarakat Dengan pagu 
anggaran Rp. 63.960.000,00 sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 63.960.000,00 atau sebesar 
100%, serta output kegiatan ini adalah 
Jumlah Pelayanan publik, sedangkan 
outcomenya yaitu terlayaninya 
masyarakat. 

2) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
Sinerginya Pembangunan Dengan pagu 
anggaran Rp. 40.000.000,00 sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 40.000.000,00 atau sebesar 
100%, serta output kegiatan ini adalah 
Jumlah Rapat Koordinasi 

Penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan outcomenya yaitu sinerginya 
pembangunan. 

3) Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Rasa Nasionalisme 
Dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,00 atau sebesar 100%, serta output 
kegiatan ini adalah Jumlah Peringatan Hari- Hari Besar, sedangkan 
outcomenya yaitu meningkatnya rasa nasionalisme. 

4) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terarahnya Pembangunan Tahun 
Depan Dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,00 atau sebesar 100%, 
serta output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, sedangkan 
outcomenya yaitu terarahnya pembangunan tahun depan. 

5) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 
Dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 100%, serta outputkegiatan 
ini adalah Jumlah Pesrta Yang Mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan 
penanggulangan HIV/AIDS, sedagkan outcomenya yaitu Jumlah Dana Yang 
Tersedia. 

6) Kegiatan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Penguatan Empat Pilar 
Kebangsaan Dengan pagu anggaran Rp. 41.530.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 41.530.000,00 atausebesar 100%, serta 
output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Penguatan Empat Pilar 
Kebangsaan, sedangkan outcomenyayaitu meningkatnya empat pilar 
kebangsaan. 

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 
Dengan pagu anggaran Rp. 28.804.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 28.804.000,00 atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini 
adalah Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan HO, IMB dan PBB sedangkan 
outcomenya yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah. 

h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tertibnya Administrasi ADD/DD Dengan 
pagu anggaran Rp. 38.440.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 168 

 
 

sebesar Rp. 38.440.000,00 atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah 
Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, 
sedangkan outcomenya yaitu terbitnya administrasi ADD/DD. 

i. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan  

Keluarga 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kesejahteraan 
Masyarakat yang Dibina Dengan pagu anggaran Rp. 33.911.000,00 sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 33.911.000,00atau sebesar 
100%, serta output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Kegiatan PKK Desa dan 
Kecamatan, sedangkan outcomenya yaitu meningkatnya kesejahteraan yang 
dibina. 

2) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan Dengan pagu anggaran Rp. 
10.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 8.800.000,00 
atau sebesar 88%, serta output kegiatan ini 
adalah Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM), sedangkan outcomenya yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan 

3) Kegiatan Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan  Menengah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Keberdayaan 
Masyarakat Dengan pagu anggaran Rp. 23.820.000,00 sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 23.820.000,00atau sebesar 100%, serta 
output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Mengikuti Pembinaan 
Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 
sedangkan outcomenya yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat. 

j. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
Kegiatan Pembinaan Linmas dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Swakarsa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kapasitas Petugas Linmas 
Dengan pagu anggaran Rp. 19.220.000,00 sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 19.220.000,00 atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini 
adalah Jumlah peserta Pembinaan Linmas Desa, sedangkan outcomenya yaitu 
meningkatnya kapasitas petugas linmas. 

 
 
9. GANEAS 

 
Alokasi anggaran urusan kewilayaha dan Non Urusan tahun 2018 pada 

Kecamatan Ganeas sebesar Rp. 1.029.122.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 
1.025.564.24,- atau 99,65% dari rencana anggara. 

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Ganeas setelah 
perubahan anggaran adalah sebagai berikut : 
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1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 
Alokasi anggaran Urusan Wajib Kecamatan Ganeas adalah sebagai berikut :  

a. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi 
perkantoran dalam jasa listrik dan internet.  Dengan pagu anggaran setelah 
perubahan pada kegiatan ini sebesar Rp. 22.920.000,- dengan Realisasi 
Anggaran Rp. 19.847.559 (dengan pagu anggaran tidak terserap sebesar Rp. 
3.072.441 Dikarenakan pembayaran internet perbulan berubah-ubah), atau 
sebesar 89,3%, serta output dari kegiatan ini adalah Jasa internet dan Listrik, 
sedangkan outcome yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran. 

2. Penyediaan Pelayanaan  Administrasi Perkantoran 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi di SKPD 
Kecamatan Ganeas diantaranya administrasi Keuangan, tersedianya ATK, 
Operator SIPKD, Operator SIMDA, Operator SIMPEG, Operator 
SISMONTEPRA, Operator Pajak, dan Jasa Pengemudi. Dengan pagu anggaran 
pada Kegiatan ini sebesar Rp. 98.075.000,- dengan Realisasi Anggaran 
Rp.98.075.000,- atau sebesar 100%, serta output dari kegiatan ini adalah 
terpenuhinya administrasi perkantoran serta  outcome yaitu lancarnya 
administrasi perkantoran. 

3. Penyediaan Bahan Bacaan &Peraturan Perundang-Undangan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi 
aparatur. Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 2.700.000,- 
dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.700.000,- atau sebesar 100%, serta output 
dari kegiatan ini adalah terpenuhinya bahan bacaan, sedangkan outcome dari 
kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur. 

4. Penyedia Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
Kegiatan ini bertujuan untuk menyamapaikan informasi kegiatan di 
Kecamatan Ganeas. Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini seetelah 
perubahan sebesar Rp. 8.390.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 
8.390.000,- atau sebesar 100%, serta output dari kegiatan ini adalah 
terlaksanyan publikasi dan dekorasi serta out come dari kegiatan ini adalah 
tersampaikannya informasi pembangunan. 
 

5. Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban kantor. 
Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 49.275.000,- dengan 
Realisasi Anggaran Rp. 49.275.000,- , atau sebesar 100%, serta output dari 
kegiatan ini adalah terpenuhinya tenaga operasional pengamanan, sedangkan 
outcome dari kegiatan ini adalah terciptanya keamanan kantor. 

6. Penyediaan Jasa Kebersihan 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan  kenyamanan 
kantor. Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp.12.000.000,- 
dengan Realisasi Anggaran Rp. 12.000.000,- atau sebesar 100%, serta output 
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kegiatan ini adalah jasa kebersihan, sedangkan outcome dari kegiatan ini 
adalah terciptanya kebersihan Kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor 
1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Kegiatan ini bertujuan terciptanya kenyamanan kantor. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp.71.175.00,- dengan Realisasi Anggaran 
Rp. 71.150.000,- atau sebesar 99,73% (dengan pagu anggaran tidak terserap 
sebesar Rp. 25.000,-), serta output kegiatan ini adalah tersedianya peralatan 
kantor, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan 
Kantor/ Gedung Kantor. 

2. Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 
Kegiatan ini bertujuan terciptanya kenyamanan kantor. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp.115.000.000,- dengan Realisasi 
Anggaran Rp. 114.399.000,- atau sebesar 99,48 (dengan pagu anggaran tidak 
terserap sebesar Rp. 601.000,-), serta output kegiatan ini adalah tersedianya 
kantor halman kantor yang tertata rapi, sedangkan outcome dari kegiatan ini 
adalah terciptanya kenyamanan Kantor/ Gedung serta halaman kartor yang 
rapi. 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Kegiatan ini bertujuan terciptanya kenyamanan kantor. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp.91.475.000,- dengan Realisasi 
Anggaran Rp. 91.174.000,- atau sebesar 99,67% (dengan pagu anggaran tidak 
terserap sebesar Rp. 301.000,-), serta output kegiatan ini adalah 
tterpeliharanya gedung kantor, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah 
terciptanya kenyamanan Kantor/ Gedung. 

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Kegiatan ini bertujuan terciptanya kenyamanan Kendaraan Dinas/Operasional. 
Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp.61.040.000,- dengan 
Realisasi Anggaran Rp. 61.040.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan 
ini adalah terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional, sedangkan outcome 
dari kegiatan ini adalah lancarnya tugas kedinasan. 

c.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 

Kegiatan ini bertujuan meningakatnya disiplin aparatur. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp.9.990.000,- dengan Realisasi 
Anggaran Rp. 9.990.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah 
tersedianya pakian Dinas beserta perlengkapannya, sedangkan outcome dari 
kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur. 

2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 
Kegiatan ini bertujuan meningakatnya disiplin aparatur. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp.9.990.000,- dengan Realisasi 
Anggaran Rp. 9.990.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah 
tersedianya pakian khusus hari-hari tertentu, sedangkan outcome dari 
kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur. 

d.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
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Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 
Kegiatan ini bertujuan meningakatnya kompetensi aparatur. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 21.560.000,- dengan Realisasi Anggaran 
Rp. 21.560.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah aparatur yang 
dilatih tentang tata naskah dan ASN sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah 
meningkatnya kompetensi aparatur. 

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 
Keuangan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Kegiatan ini bertujuan terevaluasinya Kinerja SKPD. Dengan Pagu Anggaran 
pada Kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 
25.000.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah laporan 
kinerja SKPD sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terevaluasinya 
Kinerja SKPD. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Kegiatan ini bertujuan tersusunnya laporan keuangan SKPD. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 56.500.000,- dengan Realisasi 
Anggaran Rp. 56.500.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah 
laporan keuangan SKPD sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah 
terevaluasinya keuangan SKPD. 

f. Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan ini bertujuan tersusunnya perencanaan dan pengganggaran SKPD. 
Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 38.000.000,- dengan 
Realisasi Anggaran Rp. 38.000.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini 
adalah PRA RKA, RKA, DPA, DPPA, Rensta dan Renja sedangkan outcome dari 
kegiatan ini adalah tertatanya kegiatan SKPD. 

g. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Pengelolaan Data Pegawai 
Kegiatan ini bertujuan tersusun dan tertatanya data  kepegawaian. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Realisasi Anggaran 
Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah Data 
kepegawaian yang dikelola sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah 
terevaluasinya kinerja pegawai. 

h. Program Peningkatan Kapasitas Penyelengaraan Pemerintahan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Kegiatan ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, 
tepat dan efisien. Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 
25.000.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100%, 
serta output kegiatan ini adalah pelayanan publik yang memuaskan 
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sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terlayaninya pelayanan publik 
kepada masyarakat. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 
Kegiatan ini bertujuan untuk sinegritas pembangunan di Kecamatan Ganeas. 
Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 26.500.000,- dengan 
Realisasi Anggaran Rp. 26.500.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan 
ini adalah rapara koordinasi penyelenggaraan pemerintah sedangkan 
outcome dari kegiatan ini adalah sinegritas pembangunan. 

3) Peringatan Hari-Hari Besar  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,- dengan Realisasi 
Anggaran Rp. 35.000.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah 
peringatan hari-hari besar sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah 
meningkatnya rasa nasionalisme. 

4) Penyelengaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kegiatan ini bertujuan supaya terarahnya pembangunan tahun yang akan 
datangh. Dengan Pagu Anggaran pada 
Kegiatan ini sebesar Rp. 33.000.000,- 
dengan Realisasi Anggaran Rp. 
33.000.000,- atau sebesar 100%, serta 
output kegiatan ini adalah terarahnya 
pembangunan tahun depan 
sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah 
terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan. 

5) Penyelengaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) 
Kegiatan ini bertujuan terpilihnya qori dan qoriah untuk MTQ tingkat 
Kabupaten Sumedang. Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 
35.000.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 35.000.000,- atau sebesar 100%, 
serta output kegiatan ini adalah terlaksananaya Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) 
sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah meningaktnya keimanan dan 
ketakwaan masyarakat. 

6) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Kegiatan ini bertujuan meningaktnya kerukunan dalam bermasyarakat. 
Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 30.660.000,- dengan 
Realisasi Anggaran Rp. 30.660.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan 
ini adalah masyarakat memahami 4 Pilak Kebangasaan sedangkan outcome 
dari kegiatan ini adalah meningaktnyakerukunan hidup bermasyarakat. 
 
 
 

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Kegiatan ini bertujuan meningakkan Pendapatan Asli daerah. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 22.000.000,- dengan Realisasi 
Anggaran Rp. 21.811.900,- atau sebesar 99,15% (dengan pagu anggaran tidak 
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terserap sebesar Rp. 188.100,-) serta output kegiatan ini adalah terlakasanya 
kegiatanPendapatan Asli Daerah sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah 
meningakkan Pendapatan Asli Daerah dari bidang Pajak Bumi dan Bangunan. 

j. Program Pembinaan  dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 
Kegiatan ini bertujuan meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan Alokasi 
Dana Desa dan Dana Desa. Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 
30.000.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 30.000.000,- atau sebesar 100%, serta 
output kegiatan ini adalah pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa 
sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tertibnya administrasi ADD dan DD. 

k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Kegiatan ini bertujuan meningkatnya keberdayaan masyarakat. Dengan Pagu 
Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dengan Realisasi 
Anggaran Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah 
Masyarakat yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga sedangkan 
outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat. 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Kegiatan ini bertujuan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. Dengan Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 
14.000.000,- dengan Realisasi Anggaran Rp. 14.000.000,- atau sebesar 100%, 
serta output kegiatan ini adalah terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong 
Masyarakat (BBGRM) sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah 
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

l. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pembinaan Linmas Dalam Rangka Siskam Swakarsa 

Kegiatan ini bertujuan meningkatnya petugas 
Linmas yang di bina. Dengan Pagu Anggaran 
pada Kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- 
dengan Realisasi Anggaran Rp. 25.000.000,- 
atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini 
adalah terlaksananya pembinaan Linmas 
sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah  
meningkatnya kapsitas petugas Linmas. 
 
 
 

m. Program Pemeliharaan Kantrantiban dan Pencegahan Tidak Kriminal 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Penegakan Perda 
Kegiatan ini bertujuan meningkatnya peraturan Daerah yang di tegakan. Dengan 
Pagu Anggaran pada Kegiatan ini sebesar Rp. 25.500.000,- dengan Realisasi 
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Anggaran Rp. 25.500.000,- atau sebesar 100%, serta output kegiatan ini adalah 
terlaksananya pembinaan peratutan Daerah yang ditegakan outcome dari 
kegiatan ini adalah terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan. 

 
2.   Permasalahan Dan Solusi 
a. Permasalhan 

1)     Adanya Pengurangan/Pemotongan Sendiri  Alokasi Belanja  
2)    Adanya anggaran yang tidak terserap pada Belanja Langsung pada kegiatan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik,   Pengadaan 
Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Penataan Halaman/Gedung Kantor, 
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor, dan Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah. 

 
a. Solusi 

1)  kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik,   
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Penataan Halaman/Gedung 
Kantor, Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor, dan Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah 

2. Dalam pembuatan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran harus lebih akurat. 
 

 
10.  JATIGEDE 

Alokasi Angaran Urusan SKPD tahun 2018 Pada Kecamatan Jatigede Sebesar 
1.027.288.000 Dengan Realisasi Mencapai 1.027.288.000,- atau 100% Dari Rencana 
Anggaran. 
1.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan Urusan Otonomi DaerahTahin 2018 Adalah Sebagai Berikut 
a. Program pelayanan administrasi  perkantoran 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp. 20.675.000 
dengan Capaian Realisai Rp. 19.453.871  

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 52.850.000 dengan 
Realisasi Rp. 52.850.000 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang;undangan Rp. 1.680.000 
dengan Realisasi Rp. 1.680.000 

4) Penyedian Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi Rp. 15.000.000 dengan 
Realisasi Rp. 15.000.000 

5) Penyediaan jasa tenaga operasional pengamanan Rp. 28.800.000 Dengan 
Realisasi Rp. 28.800.000 

6) Penyadiaan Jasa Kebersihan Rp.3.600.000 dengan Realisasi Rp. 3.600.000. 
 

 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp. 45.940.000 Dengan 

Realisasi Rp. 45.690.000 
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2) Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor Rp. 199.700.000 Dengan Realisasi 
Rp. 199. 132.000 

3) Ppemeliharaan Rutinn/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Rp. 42.500.000 
Dengan Realisasi Rp. 42.500.000 

4) Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung 
Kantor Rp. 7.500.000 Dengan Realisasi Rp. 7.500.000 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Rp.9.250.000 Dengan 

Realisasi Rp.9.250.000 
2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Rp.9.250.000 Dengan Realisasi 

Rp.9.250.000 
d. Perogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Rp. 25.950.000 Dengan Realisasi Rp. 

25.950.000 
2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Rp. 43.500.000 Dengan Realisasi Rp. 

43.500.000 
e. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 

1) Penyusunan Perencanaan dan Pengganggaran SKPD Rp. 44.500.000 Dengan 
Realisasi Rp. 44.500.000 

f. Program Peningkatan Pengelolaan kepegawaian SKPD 
1) Pengelolaan Data Kepegawaian Rp. 12.500.000 Dengan Realisasi Rp. 12.500.000 

g. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Peningkatan Pelayanan Publik Rp. 40.000.000 Dengan Realisasi Rp. 

40.000.000 
2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 30.000.000 Dengan Realisasi 

Rp. 30.000.000 
3) Peringatan Hari-hari Besar Rp. 50.000.000  engan Realisasi Rp. 50.000.000 
4) Penyenggaraan Musyawaran Perencanaan Pembangunan  Dengan Realisasi 

Rp. 24.000.000 
5) Penyelengaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Rp. 21.000.000 Dengan Realisasi 

Rp. 21.000.000 
6) Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Rp. 18.500.000 Dengan 

Realisasi Rp. 18.500.000 
7) Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Rp. 20.000.000  

Dengan Realisasi Rp. 20.000.000 
8) Penguatan Empat Pilas Kebangsaan Rp. 30.093.000 Dengan Realisasi Rp. 

30.093.000 
h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Rp. 20.000.000 Dengan Realisasi Rp. 
20.000.000 

i. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
1) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Rp. 20.000.000 

Dengan Realisasi Rp. 20.000.000 
2) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes Rp. 20.000.000 Dengan 

Realisasi Rp. 20.000.000 
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j. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Rp. 

30.000.000 Dengan Realisasi Rp. 30.000.000 
2) Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah 61.500.000 Dengan Realisasi Rp. 

61.000.000 
3) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Rp. 

20.000.000  Dengan Realisasi Rp. 20.000.000 
4) Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rp. 

29.000.000 Dengan Realisasi Rp. 29.000.000 
k. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 
Pemantauan dan Penyebar Luasan Informasi Potensi Bencana Alam Rp. 
30.000.000 Dengan Realisasi Rp. 30,000.000. 
 
 

11. JATINANGOR  
Alokasi Anggaran Urusan penyelenggaraan PemerintahanTahun 2018 yang 

dilaksanakan oleh Kecamatan Jatinangor dengan anggaran sebesar Rp. 
1.185.296.000,-dan terealisasi Rp.1.173.218.437 (98,98 %), dari rencana anggaran.  
1. Realisasi Pelaksanaan program dan Kegiatan 

Program dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagai 
berikut : 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan jasa 
komunikasi dan sumber daya air dan listrik dengan tujuan pelayanan 
administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp. 34.740.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi 26.450.812 atau sebesar 76,73 % hal ini 
dikarenakan sudah terpenuhinya kebutuhan. Adapun output kegiatan ini 
adalah jasa telepon, jasa sumber daya air, jasa listrik dan jasa internet, 
sedangkan outcomenya yaitu terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan 
sumber daya air dan listrik. 

2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya pelayanan administrasi 
perkantoran dengan tujuan pelayanan administrasi perkantoran. Dengan 
pagu anggaran Rp. 153.830.000 ,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
Rp. 153.547.425,- atau sebesar 99,82 % hal ini dikarenakan belanja cetak 
formulir Ho dan IMB tidak diserap karena tidak melayani proses perijinan. 

3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya informasi publik dengan 
tujuan meningkatnya pengetahuan tentang informasi publik. Dengan pagu 
anggaran Rp. 3.570.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 
3.570.000,- atau sebesar 100 %. 
 

4) Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya Publikasi, Dekorasi dan 
Dokumentasi dengan tujuan meningkatnya sistem pengelolaan Publikasi, 
Dekorasi dan Dokumentasi . Dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100 %. 

5) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya kondisi keamanan yang 
kondusif dengan tujuan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. 
Dengan pagu anggaran   Rp. 36.500.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi Rp. 36.500.000,- atau sebesar 100 %. 

6) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya lingkungan kantor yang 
bersih dengan tujuan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. 
Dengan pagu anggaran Rp. 25.200.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi Rp. 25.200.000,- atau  sebesar 100 %. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perengkapan dan Peralatan Kantor 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan 
perlengkapan kantor dengan tujuan meningkatnya pelayanan administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran   Rp.195.750.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi Rp. 192.720.000,- atau  sebesar 98,45 %, capaian ini 
disebabkan karena ada sisa nego pengadaan.  

2) Penataan Halaman Kantor / Gedung Kantor   
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tertatanya halaman kantor kecamatan 
dengan tujuan meningkatnya sarana dan prasarana di kecamatan. Dengan 
pagu anggaran  Rp.74.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
Rp. 73.359.000,- atau  sebesar 99,13 %, capaian ini disebabkan karena ada sisa 
nego pengadaan.  

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tertatanya halaman kantor kecamatan 
dengan tujuan meningkatnya sarana dan prasarana di kecamatan. Dengan 
pagu anggaran  Rp. 7.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
Rp. 7.000.000,- atau  sebesar 100 %.  

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah berfungsinya kendaraan dinas 
operasional dengan tujuan meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. 
Dengan pagu anggaran  Rp. 31.500.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi Rp. 31.395.200,- atau  sebesar 99,67 %. Capaian ini disebabkan 
karena sesuai kebutuhan. 

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan kantor/Gedung 
kantor. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah berfungsinya perlengkapan dan 
peralatan kantor. Dengan pagu anggaran    Rp. 7.900.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi Rp. 7.900.000,- atau  sebesar 100 %.  
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c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya bahan evaluasi dengan 
tujuan meningkatnya laporan kinerja SKPD. Dengan pagu anggaran Rp. 
23.000.000,- sampai dengan  31 Desember 2018 terealisasi Rp. 23.000.000,- 
atau  sebesar 100 %.  

2)     Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya bahan evaluasi dengan 
tujuan meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dengan 
pagu anggaran    Rp. 42.900.000,- sampai dengan  31 Desember 2018 
terealisasi Rp. 42.900.000,- atau  sebesar 100 %.  

d. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya acuan untuk perencanaan 
SKPD dengan tujuan meningkatnya perencanaan dan penganggaran SKPD. 
Dengan pagu anggaran Rp. 45.000.000,- sampai dengan  31 Desember 2018 
terealisasi Rp. 45.000.000,- atau  sebesar 100 %.  

e. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data kepegawaian dengan 
tujuan meningkatnya pengelolaan data kepegawaian. Dengan pagu anggaran  
Rp.22.000.000,- sampai dengan  31 Desember 2018 terealisasi Rp. 22.000.000,- atau  
sebesar 100 %.  

f. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya pelayanan prima 
administrasi dan informasi dengan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan 
publik. Dengan pagu anggaran  Rp. 15.000.000,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi Rp. 15.000.000,- atau  sebesar 100 %.  

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dengan tujuan 
meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan pagu anggaran 
Rp.25.000.000,- sampai dengan  31 Desember 2018 terealisasi Rp. 25.000.000,- 
atau  sebesar 100 %.  

3) Peringatan Hari-hari Besar 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tumbuhnya semangat nasionalisme 
masyarakat dengan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan 
pagu anggaran Rp. 50.000.000,- sampai dengan  31 Desember 2018 terealisasi 
Rp. 50.000.000,- atau  sebesar 100 %.  

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersusunnya data prioritas kegiatan 
pembangunan kecamatan dengan tujuan terwujudnya kelembagaan 
pemerintah yang efektif dan efesien. Dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- 
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sampai dengan  31 Desember 2018 terealisasi Rp. 50.000.000,- atau  sebesar 
100 %.  

5) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya STQ dengan tujuan 
meningkatnya nilai-nilai agama di masyarakat. Dengan pagu anggaran Rp. 
40.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 40.000.000,- 
atau  sebesar 100 %.  

6) Monitoring Pemilihan Kepala Desa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya pemilihan Kepala Desa 
dengan tujuan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. 
Dengan pagu anggaran  Rp.25.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi Rp. 25.000.000,- atau  sebesar 100 %. 

7) Monitoring Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya pemilihan Kepala Kepala 
Daerah dengan tujuan peningkatan kapasitas penyelenggaraan 
pemerintahan. Dengan pagu anggaran   Rp.25.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi Rp. 25.000.000,- atau  sebesar 100 %.  

8) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas demokrasi 
dengan tujuan penguatan empat pilar kebangsaan. Dengan pagu anggaran  
Rp. 77.676.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 77.676.000,- 
atau  sebesar 100 %.  

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terpenuhinya pendapatan asli daerah 
dengan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dengan pagu anggaran  
Rp. 25.000.000,-  sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 25.000.000,- 
atau  sebesar   100 %.  

h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
1) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terkelolanya keuangan desa dengan 
tujuan meningkatnya kapasitas aparatur desa. Dengan pagu anggaran  Rp. 
25.000.000,- sampai dengan  31 Desember 2018 terealisasi Rp. 25.000.000,- 
atau  sebesar   100 %.  

2) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya RAPBDes dan RPAPBDes 
dengan tujuan terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efektif dan 
efesien. Dengan pagu anggaran  Rp. 15.000.000,- sampai dengan  31 
Desember 2018 terealisasi  Rp. 15.000.000,- atau  sebesar   100 %.  

i. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan dan 
keterampilan PKK desa dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Sumedang. Dengan pagu anggaran  Rp. 40.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi Rp. 40.000.000,- atau  sebesar   100 %. 

2) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya partisifasi masyarakat 
dalam pembangunan dengan tujuan peningkatan keberdayaan masyarakat. 
Dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,- sampai dengan  31 Desember 2018 
terealisasi Rp. 15.000.000,- atau  sebesar   100 %.  

j. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah bertambahnya kuantitas petugas linmas 
pendukung Siskamswakarsa dengan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan 
publik. Dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,- sampai dengan  31 Desember 2018 
terealisasi Rp. 40.000.000,- atau  sebesar   100 %.  

 
 

12. JATINUNGGAL 
 

Alokasi anggaran tahun 2018 pada Kecamatan Jatinunggal  sebesar Rp 
2.709.674.026,00 dengan realisasi mencapai Rp 2.627.899.251,00- atau 96.98 % dari 
rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

 Program dan Kegiatan Urusan Kecamatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
a.  ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAir,danListrik 

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp.43.588.350,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp. 28.307.418,00 atau 64,94 %, serta output kegiatan 
ini adalah Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran,sedangkan outcome 
nya yaitu Jasa Internet, SumberDayaAir, Listrik. 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp. 97.555.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp. 97.555.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini 
adalah Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran,sedangkan outcome 
nya yaitu Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp. 2.640.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp.2.640.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini 
adalah Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur,sedangkan 
outcome nya yaitu Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 

4) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp. 48.960.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp. 48.960.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini 
adalah Terciptanya keamanan  kantor,sedangkan outcome nya yaitu Tenaga 
Operasional Pengamanan. 



   
 
 

 

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 181 

 
 

5) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp.8.400.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp.8.400.000,00atau 100 %, serta output kegiatan ini 
adalah Terciptanya kebersihan kantor,sedangkan outcome nya yaitu Jasa 
Kebersihan. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Saranadan 
Prasarana Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp.93.483.650,00 sampai 31 
Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.92.033.650,00 atau 98.45 %, serta output 
kegiatan ini adalah Terciptanya kenyamanan kantor,sedangkan outcome nya 
yaitu Peralatan Kantor,Perlengkapan Kantor. 

2)     Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp.143.950.000,00 sampai 31 
Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.143.950.000,00atau 100 %, serta output 
kegiatan ini adalah Terciptanya Kenyamanan Gedung kantor,sedangkan 
outcome nya yaitu Gedung kantor yang dipelihara. 

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp.143.950.000,00 sampai 31 
Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.143.950.000,00atau 100 %, serta output 
kegiatan ini adalah Lancarnya tugas kedinasan ,sedangkan outcome nya yaitu 
Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara. 

c.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp.25.755.000,00 sampai 31 Desember 2018 
teralisasi sebesar Rp.25.755.000,00atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah 
Meningkatnya kompetensi aparatur,sedangkan outcome nya yaitu Aparatur yang 
dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN. 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan Dengan pagu anggaran 
Rp.10.000.000,00 sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar 
Rp.10.000.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Terevaluasinya 
Kinerja SKPD, sedangkan outcome nya yaitu Laporan Kinerja SKPD. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan Dengan pagu anggaran Rp. 
41.160.000,00 sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar 
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Rp.41.160.000,00atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Terevaluasinya 
Keuangan KPD, sedangkan outcome nya yaitu Laporan Keuangan SKPD. 
 
 
 

e.  Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Perencanaan dan 
Penganggaran SKPD Dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,00 sampai 31 
Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.30.000.000,00 atau 100 %, serta output 
kegiatan ini adalah Terarahnya pelaksanaan kegiatan, sedangkan outcome nya 
yaitu Renstra dan Renja,PRARKA,RKA,DPA,DPPA. 

f. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Pengelolaan 
Administrasi Kepegawaian SKPD Dengan pagu anggaran Rp.10.000.000,00 sampai 
31 Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100 %, serta output 
kegiatan ini adalah Terevaluasinya kinerja pegawai, sedangkan outcome nya yaitu 
Data Kepegawaian yang dikelola. 

g. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan Dengan pagu anggaran Rp.57.200.000,00 
sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.57.200.000,00 atau 100 %, serta 
output kegiatan ini adalah Pelayanan Publik, sedangkan outcome nya yaitu 
Terlayaninya masyarakat. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan Dengan pagu anggaran Rp.42.800.000,00 
sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.42.800.000,00 atau 100 %, 
serta output kegiatan ini adalah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan, sedangkan outcome nya yaitu Sinerginya pembangunan. 

3) Peringatan Hari-hari Besar 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan Dengan pagu anggaran Rp.33.300.500,00 
sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar Rp. 28.574.900,00 atau (85,81 %) 
serta output kegiatan ini adalah Peringatanhari-haribesar, sedangkan 
outcome nya yaitu Meningkatnya rasa nasionalisme. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan Dengan pagu anggaran Rp.47.800.000,00 
sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar Rp. 47.800.000,00 atau (100%) 
serta output kegiatan ini adalah Musyawarah perencanaan pembangunan, 
sedangkan outcome nya yaitu Terarahnya pembangunan tahun 2019. 

5) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) 
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Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan Dengan pagu anggaran Rp.30.000.000,00 
sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar Rp. 30.000.000,00 atau (100%) 
serta output kegiatan ini adalah Jumlah Pesertayang Mengikuti Seleksi 
Tilawatil Quran (STQ) sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya keimanan 
dan ketakwaan masyarakat. 
 

6) Pendampingan  Penyusunan RPJMDes dan RKPDes 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan Dengan pagu anggaran Rp.30.000.000,00 
sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar Rp. 30.000.000,00 atau (100%) 
serta output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta yang Mengikuti 
Pendampingan sedangkan outcome nya yaitu Terarahnya Pembangunan. 

7) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan Dengan pagu anggaran Rp.40.930.000,00 
sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.40.930.000,00 atau (100%) 
serta output kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi 
sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya Kerukunan Sesama Bangsa. 

h.  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 
keuangan desa Dengan pagu anggaran Rp.30.000.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp.30.000.000,00 atau (100%) serta output kegiatan ini 
adalah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina sedangkan outcome 
nya yaitu Tertibnya administrasi Keuangan Desa. 

i. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1)      Pemberdayaan  Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan  Keluarga 

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan keberdayaan 
masyarakat  Dengan pagu anggaran Rp.41.699.500,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp.36.899.500,00 atau (88,49%) serta output kegiatan 
ini adalah Masyarakat yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga 
sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

2) Pengembangan  Kesenian dan Kebudayaan Daerah 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan keberdayaan 
masyarakat  Dengan pagu anggaran Rp.30.000.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp.29.700.000,00 atau (99 %)serta output kegiatan ini 
adalah Kesenian dan kebudayaan yang dipelihara dan dikembangkan 
sedangkan outcome nya yaitu Terpeliharanya kesenian dan kebudayaan           
d aerah. 

j.  Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman  dan Ketertiban 
Umum 
Pembinaan Linmas dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pemberdayaan masyarakat untuk 
menjaga ketentraman dan ketertiban umum Dengan pagu anggaran 
Rp.30.000.000,00 sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar Realisasi Rp. 
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30.000.000,00 atau (100 %) serta output kegiatan ini adalah Petugas Linmas yang 
dibina sedangkan outcome nya yaitu Meningkatnya Kapasitas Petugas linmas. 

2.   Permasalahan Dan Solusi  
Masalah Yaitu yang terjadi atau kita alami, sedangkan hal tersebut tidak kita 

harapkan berdampak buruk dan bersifat merugikan jika terminologikan masalah yaitu 
ketika sesuai antara harapan dan kenyataan yang didapatkan.Permasalahan yang 
timbul dikantor Kecamatan Jatinunggal diantaranya yaitu : 

 
a. Permasalahan 

1) Sumber Daya Manusia : masih kurangnya Pegawai Definitif yang ada 
dilingkungan Kantor Kecamatan Jatinunggal sehingga beban kerja tidak dapat 
terselesaikan dengan baik, ditambah dengan masyarakat golongan menengah 
kebawah yang masih berpendidikan rendah karena Sumeber Daya Manusia 
secara langsung mempengaruhi pola pikir pribadi tersebut, paradigma 
seorang akademis jauh berbeda dengan seseorang yang tidak sekolah, 
seorang yang SDMnya lemah akan cenderung berpikir pendek dan 
memikirkan hal – hal yang berdampak langsung menguntungkan dirinya 
sehingga sulit untuk mencerna perintah dan menerima masukan dari orang 
lain serta bersikap keras. 

2) Pelayanan : Masalah terdapat masyarakat yang apatis terhadap pelayanan 
yang ditawarkan, sebagai besar menganggap bahwa kegiatan administrasi 
yang mereka lakukan sama sekali tidak mempengaruhi terhadap kehidupan 
mereka sehari – hari malah justru dianggap menghambat pekerjaan mereka 
seperti seorang petani yang ketika ditanya tidak melakukan perekaman E – 
KTP sebagian besar menjawab karena tidak biasa meninggalkan sawah, 
kebun, ladang atau rutinitas lain sehari – hari, contohnya lain seperti kasus 
kematian, sebagian besar yang menyampaikan berita kematian hanya 
kalangan aparatur Pemerintah seperti Pegawai Negeri, Polisi dan TNI karena 
sudah suatu persyaratan Tunjangan dan lain sebagainya namun tidak terdapat 
satupun dari kalangan masyarakat biasa yang mayoritas petani melakukan 
kegiatan tersebut karena dinilai menyulitkan harus melengkapi berbagai data 
tanpa ada manfaat bagi dirinya sendiri. 

3) Insfrastruktur : Kondisi Wilayah Kecamatan Jatinunggal yang berbukit – bukit 
dan curam sudah tentu memiliki medan jalan yang bervariasi dan curam, 
khususnya diwilayah paling ujung yaitu Desa Cimanintin kondisi jalan yang 
rusak naik turun berbelok – belok apalagi musim hujan amatlah kecil sehingga 
mempersulit laju roda pembangunan. 

 
b. Solusi : 

1) Sumber Daya Manusia : diharapkan ada penambahan Pegawai Negeri Sipil 
untuk pembagian dimasing – masing bidang sehingga beban kerja dengan 
cepat terselesaikan dengan tegas diarahkan bagi masyarakat yang sekolah DO 
untuk kejar Paket A, B dan C di Desanya masing – masing. 

2) Pelayanan : berbagai Inovasi telah dilakukan oleh Bapak Camat Jatinunggal 
yaitu diantaranya menata ruangan Pelayanan Umum supaya masyarakat 
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merasa nyaman saat menunggu, juga dilaksanakan jemput bola keliling ke 
Desa – desa se wilayah Kecamatan Jatinunggal. 

 
13. PAMULIHAN  

 
A lokasi anggaran Setelah Perubahan Urusan Umum dan Wajib Tahun 2018 

pada kantor kecamatan sebesar Rp. 1.014.791.000 dengan realisasi mencapai Rp. 
1.008.719.758 atau  99,40 % dari rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Program dan kegiatan Urusan Umum Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
 a. Program Administrasi Perkantoran 

 Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik 

 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Memenuhi Kebutuhan Jasa 
Komunikasi Air, Listrik dan Internet . Dengan pagu anggaranRp. 20.526.000 
Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi sebesar  Rp. 18.272.158 Atau 
sebesar 89.02 % dikarenakan ada Penghematan Pemakaian Listrik, serta 
output kegiatan ini adalah Terpenuhinya Air,Listrik dan Internet , sedangkan 
outcomenya Lancarnya Administrasi Perkantoran. 

2) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan 
Administrasi Perkantoran . Dengan pagu anggaranRp. 89.760.000 Sampai 
dengan 31 Desember 2018 terleasisasi sebesar  Rp. 89.760.000Atau sebesar 
100 % dikarenakan Tercapai administrasi Perkantoran output Tersusunnya 
Arsif terbayarnya Operator,pengemudi,Tenaga Kebersihan,sedangkan 
outcomenya Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan Bahan 

Bacaan dan Per Undang-Undangan.Dengan pagu anggaranRp. 3.520.000 
Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi sebesar  Rp.3.520.000 Atau 
sebesar 100 % dikarenakan Tercapai Kebutuhan Bahan Bacaan dan Per Undan-
Undangan output Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur , 
sedangkan outcomenya Lancarnya Pengadaan Bahan Bacaan dan Per 
Undang-Undangan. 

4) Kegiatan Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Mendomentasikan Kegiatan. 

Dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 
terleasisasi sebesar  Rp.  15.000.000 Atau sebesar 100% dikarenakan Tercapai 
Dokumentasi Kegiatan output Tersampaikan Informasi Kegiatan , sedangkan 
outcomenya Lancarnya Dokumentasi dan Publikasi 

5) Kegiatan Kegiatan Operasional PAM Kantor 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Pengaman Kantor. Dengan pagu 

anggaran Rp. 36.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi 
sebesar  Rp.36.000.000 Atau sebesar 100 % dikarenakan Tercapai Kebutuhan 
Pam Kantor output Tercapainya Pengamanan Kantor, sedangkan outcomenya 
Lancarnya Pengamanan Kantor 
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6) Kegiatan Kegiatan Jasa Kebersihan 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan 

Kebersihan. Dengan pagu anggaran Rp.19.200.000 Sampai dengan 31 
Desember 2018 terleasisasi sebesar Rp.19.200.000Atau sebesar 100 % 
dikarenakan Terciptanya Kebersihan Kantor, sedangkan outcomenya 
Lancarnya Kebersihan Kantor. 

b.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 

1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Memenuhi Perlengkapan dan 
Peralatan Kantor. Dengan pagu anggaran Rp.70.100.000Sampai dengan 31 
Desember 2018 terleasisasi sebesar Rp.69.312.000Atau sebesar 98.88% 
dikarenakan Penyesuaian Harga Peralatan , serta output kegiatan ini adalah 
Terciptanya Kenyamanan Kantor, sedangkan outcomenya Meningkatnnya 
Kualitas Pealayanan. 

2) Kegiatan Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Meningkatkan Sarana dan 

Prasarana Kantor . Dengan pagu anggaran Rp. 100.100.000Sampai dengan 31 
Desember 2018 terleasisasi sebesar Rp.99.502.000 Atau sebesar 99.50 % 
dikarenakan Penyesuaian RAB output Tertatanya Halaman Kantor, sedangkan 
outcomenya Terciptannya Kenyamanan Kantor 

3) Kegiatan Pemeliharan Rutin Berkala Gedung Kantor 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Memelihara Bangunan Kantor . 

Dengan pagu anggaran Rp.75.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 
terleasisasi sebesarRp.74.242.000Atau sebesar 99.50 % dikarenakan 
Penyesuaian RAB output Terpeliharannya Bangunan Kantor, sedangkan 
outcomenya Terciptannya Kenyamanan Gedung Kantor 

4) Kegiatan Pemeliharan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasioanl 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Memelihara Secara Berkala 

Kendaran Dinas Operasional . Dengan pagu anggaran Rp.33.700.000 Sampai 
dengan 31 Desember 2018 terleasisasi sebesar Rp.31.926.000Atau sebesar 
94.74% dikarenakan Penyesuaian Harga  output Terpeliharannya Kendaraan 
Dinas , sedangkan outcomenya Lancarnya Tugas Kedinasan 

c. Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja Dan Keuangan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Menyusunan Laporan Kinerja . 

Dengan pagu anggaran Rp.20.000.00 Sampai dengan 31 Desember 2018 
terleasisasi sebesar  Rp. 20.000.000 Atau sebesar 100 % Terrealisasi , serta 
output kegiatan ini adalah Terevaluasinya Kinerja dan Keauangan SKPD, 
sedangkan outcomenya Tersedianya Dokuman Yang Dibutuhkan 

2) Penyusuan Lapoaran Keauangan 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Menyusunan Laporan Keuangan 

Dengan pagu anggaran Rp.20.000.00 Sampai dengan 31 Desember 2018 
terleasisasi sebesar Rp.20.000.00 Atau sebesar 100% Terrealisasi output 
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terevaluasinya Laporan Keuangan,sedangkan outcomenya Tersedianya 
Dokumen Keuangan. 

d.  Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 
Maksud Untuk Penyusnan Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran. Dengan 
pagu anggaran Rp.30.000.00 Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi 
sebesar  Rp.30.000.000 Atau sebesar 100 % Terrealisasi , serta output kegiatan ini 
adalah Tersusunya RENSTRA,RENJA Pra RKA, RKA,DPA dan DPPA , sedangkan 
outcomenya Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan 

e.  Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian 
Maksud Untuk Mengelola Data Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp. 10.000.00 
Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi sebesar  Rp. 10.000.000 Atau 
sebesar 100 % Terrealisasi , serta output kegiatan ini adalah Data Kepegawai yan 
Dikelola, sedangkan outcomenya Terevaluasinya Kinerja Pegawai 

f.  Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik 
 Maksud Untuk Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat. Dengan pagu 

anggaran Rp.50.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi 
sebesar  Rp. 50.000.000 Atau sebesar 100 % Terrealisasi, serta output kegiatan 
ini adalah Pelayanan Surat Rekomendasi , sedangkan outcomenya Lancarnya 
Pelayanan Terhadap Masyarakat. 

2) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
 Maksud dan tujuan Untuk Berkoordinasi Muspika . Dengan pagu anggaran    

Rp. 37.500.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi sebesar                     
Rp. 37.500.000 Atau sebesar 100 % Terrealisasi output Peningkatan Kapasitas 
Koordinasi Muspika, sedangkan outcomenya Sinerginya Pembangunan. 

3) Kegiatan Peningkatan Hari-Hari Besar  
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan 

Peringatan Hari-Hari Besar. Dengan pagu 
anggaranRp. 37.500.000 Sampai dengan 31 
Desember 2018 terleasisasi sebesar  Rp.  
37.500.000 Atau sebesar 100 % 
dikarenakan Terrealisasi output 
Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar 
Nasional, sedangkan outcomenya 
Meningkatnya Rasa Nasionallisme 

4) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
 Maksud dan tujuan Untuk Memusyawarahkan Perencanaan Pembangunan. 

Dengan pagu anggaran Rp.50.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 
terleasisasi sebesar  Rp.50.000.000 Atau sebesar 100 % Terrealisasi output 
Terselenggarannya Musywarah Perencanaan Pembangunan outcomenya 
Terarahnya Pembangunan Tahun depan. 
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5) Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Tiliwatil Qur’an (STQ) 
 Maksud dan tujuan Untuk Menseleksi Tilawatil qur’an di Tingkat Kecamatan. 

Dengan pagu anggaran Rp.35.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 
terleasisasi sebesar  Rp.35.000.000 Atau sebesar 100 % Terserap dan 
Terrealisasi output Terseleksinya Tilawitil Qur’an Di Tingakat Kecamatan 
outcomenya Meningkatnya Keimanan dan Ketakwaan Masyarakat. 

6) Kegiatan Sosialisasi Pilkades 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Mensosialisasikan Tatacara 

Pemilihan Kepala Desa Rp.20.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 
terleasisasi sebesarRp.20.000.000 Atau sebesar 100 % Terserap dan 
Terrealisasi,Output Terlaksananya Sosialisasi Kepala desasedangkan 
outcomenya Lancarnya Pemilihan Kepala Desa 

 
7) Kegiatan Penguatan Emapat Pilar Kebangsaan 
 Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Untuk Meningkatkan Penguatan 

Empat Pilar Kebangsaan Rp. 61.985.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018 
terleasisasi sebesar Rp.61.985.000 Atau sebesar 100%  Terserap dan 
Terrealisasi, Output Masarakat Mamahami Empat Pilar Kebangsaan 
outcomenya Meningkatnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat. 

g.  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
Kegiatan Peningakatan Kapasiatas Apatur Desa 
Maksud Untuk Meningkatkan Pelayanan Kinerja Apartur Desa. Dengan pagu 
anggaran Rp.25.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi sebesar  
Rp. 25.000.000,- Atau sebesar 100% Terserap dan Terrealisasi, serta output 
kegiatan ini adalah Terlaksanayana Pelatihan Aparatur Desa, sedangkan 
outcomenya Meningkatnya Kompetensi Aparatu Desa. 

h.   Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keauangan Daerah 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan pagu anggaran 
Rp.30.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi sebesar  
Rp.30.000.000 Atau sebesar 100% Terserap dan Terrealisasi, serta output kegiatan 
ini adalah Pendapatan Asli Daerah , sedangkan outcomenya Meningkatnya 
Pencapaian Pendapatan Asli Daerah. 

i.  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Maksud Untuk Monitoring dan Mengevaluasi  RAPBDes dan RPAPBDes . Dengan 
pagu anggaran Rp.25.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi 
sebesar Rp.25.000.000 Atau sebesar 100 % Terserap dan Terrealisasi, serta output 
Terevaluasinya RAPBDes dan RPAPBDes , sedangkan outcomenya Terarahnya 
Pelaksanaan Kegiatan. 

j.    Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
1) Kegiatan Pemberdayaan Masayrakat Melalui PKK 
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 Maksud Untuk Memberdayakan Masyarakat Melalui PKK. Dengan pagu 
anggaran Rp. 30.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi 
sebesar  Rp. 30.000.000Atau sebesar 100% Terserap dan Terrealisasi, serta 
output Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Melalui PKK, sedangkan 
outcomenya Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat. 
 

2) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 
Maksud Untuk Mengembangkan Kesenian dan 
Kebudayaan Daerah. Dengan pagu anggaran 
Rp. 30.000.000,- Sampai dengan 31 Desember 
2018 terleasisasi sebesar  Rp. 30.000.000Atau 
sebesar 100 % Terserap dan Terrealisasi, serta 
output Terpeliharnya Kesenian dan 

Kebudayaan  , sedangkan outcomenya Meningkatnya Keseniaan dan 
Kebudayaan Daerah. 

3) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
 Maksud Untuk Meningkatkannya Gotong Royong Masyarakat. Dengan pagu 
anggaran Rp. 10.000.000 Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi 
sebesar  Rp. 10.000.000 Atau sebesar 100 % Terserap dan Terrealisasi, serta 
output Terlaksananyan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, sedangkan 
outcomenya Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. 

k. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketentraman dan  
 Ketertiban Umum. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah 
1) Kegiatan Pembinaan Linmas dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa 

 Maksud Untuk Membina Linmas. Dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000 
Sampai dengan 31 Desember 2018 terleasisasi sebesar  Rp. 30.000.000 Atau 
sebesar 100% Terserap dan Terrealisasi, serta output Terbinanya Petugas 
Linmas , sedangkan outcomenya Meningkatnya Kapasitas Petugas Linmas. 

 
2.Permasalahan dan Solusi 
a.  Permasalahan 

1) Kelebihan Penyerapan Pada Kegiatan Pengamanan PAM Kantor 
2) Penyesuaian Harga Barang Pada Kegiatan Pengadaan Perlatan Kantor 
3) Penyesuaian RAB Pada Kegiatan Penataan halaman Kantor dan Kegiatan 

Pemeliharaan Gedung Kantor. 
 

a. Solusi 
1. Kelebihan Penyerapan PAM Kantor Telah Dikembalikan Ke Kas Daerah 
2. Belanja Disesuaikan Dengan Harga Pasaran 
3. Perhitungan Belanja Matrial Dalam RAB telah Disusun Oleh Perencana dari PU 

PERKIM 
 
 

14. PASEH  
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Alokasi Anggaran urusan Wajib Tahun 2018 Pada Kecamatan Paseh Rp. 
2.849.981.709,00,- dengan Realisasi mencapaia Rp. 2.712.751.533,00,- atau 95.18% dari 
Rencana Anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Program dan kegiatan urusan wajib Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1). Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya administrasi perkantoran 
yang baik, dengan Pagu Anggaran Rp.31.960.000,- Sampai dengan 31 Desember 
2018 dan terealisasi sebesar Rp. 24.887.665,-atau sebesar77.84 %.tidak 
terealisasi semua karena pemakain yang tidak sama dengan pagu, serta output 
kegiatan ini adalah terbayarnya JasaTelepon, Internet,Air dan Listrik, 
sedangkan Outcomenya yaitu terpenuhinya adminitrasi Perkantoran. 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya Pelayanan administrasi 
perkantoran yang baik, dengan Pagu Anggaran Rp. 165.360.000,-Sampai 
dengan 31 Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 165.335.000,-atau 
sebesar100.00 %. serta output kegiatan ini adalah terbayarnya Jasa Operator, 
ATK, Barang Cetak dan Pengadaan, sedangkan Outcomenya yaitu Menciptakan 
Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

3). Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya Pelayanan administrasi 
perkantoran yang baik, dengan Pagu Anggaran Rp. 7.368.000,-Sampai dengan 
31 Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 7.368.000,-atau sebesar100.00 
%. serta output kegiatan ini adalah terbayarnya Surat Kabar, sedangkan 
Outcomenya yaitu Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur. 

4). Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya Pelayanan administrasi 
perkantoran yang baik, dengan Pagu Anggaran Rp. . 49.443.400,-Sampai 
dengan 31 Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 46.743.400,-atau 
sebesar94.54%. serta output kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Publikasi, 
Dekorasi dan dokumentasi, sedangkan Outcomenya yaitu Tersampaiakannya 
Informasi Pembangunan. 

5). Penyediaan JasaTenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya administrasi perkantoran 
yang baik, dengan Pagu Anggaran Rp.  21.600.000,-Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 21.600.000,-atau sebesar100.00%. 
serta output kegiatan ini adalah Terbayarnya Jasa Pengamanan Kantor, 
sedangkan Outcomenya yaitu Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan 
Kantor. 

6). Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya administrasi perkantoran 
yang baik, dengan Pagu Anggaran Rp. 8.400.000,-Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 8.400.000,-atau sebesar 100.00%. 
serta output kegiatan ini adalah Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor, 
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sedangkan Outcomenya yaitu Terciptanya Kebersihan dan Kenyamanan 
Kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pembangunan Gedung Kantor 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya Peningkatan Sarana dan 
Prasaranan Gedung Kantor, dengan Pagu Anggaran Rp. 99.133.000,Sampai  
dengan 31 Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 98.900.000,- atau 
sebesar 99.76 %. tidak terrealisasi semua karena Harga RAB Bahan yang ada  
di pasaran berberda yang  yang tidak sama dengan pagu, serta output  
kegiatan ini adalah terbangunya gedung musholah Kantor Kecamatan  Paseh, 
sedangkan Outcomenya yaitu Menciptakan Tempat Ibadah Yang  Nyaman. 

2) Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya Peningkatan Sarana dan  
Prasaranan Kantor, dengan Pagu Anggaran Rp. 148.087.000,- Sampai  dengan 
31 Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 142.693.000,- atau  sebesar 
96.36%. tidak terrealisasi semua karena terjadinya Negosiasi Harga  dengan 
pihak Penyedia, serta output kegiatan ini adalah tersedianya  peralatan kantor 
, sedangkan Outcomenya yaitu lancarnya administrasi  perkantoran. 

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terpeliharnya Gedung Kantor,  dengan 
Pagu Anggaran Rp. 27.000.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018  dan 
terealisasi sebesar Rp. 22.820.000,-atau sebesar 84.52%.tidak  terrealisasi 
semua karena Perbedaan Harga Bahan dengan Pagu, serta  output kegiatan 
ini adalah Gedung Kantor Yang dipelihara , sedangkan  Outcomenya yaitu 
terciptanya Kenyamanan Kantor. 

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terpeliharnya Kendaraan dinas  
Oprasional Kantor, dengan Pagu Anggaran Rp. 40.000.000,- Sampai dengan  
31 Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,-atau sebesar  
100.00%. serta output kegiatan ini adalah Kendaraan dinas Terpelihara  
dengan Baik , sedangkan Outcomenya yaitu terciptanya Kenyamanan dalam  
Berkendara. 

5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Dan Peralatan  Kantor /         
Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terpeliharnya Peralatan Kantor,  
dengan Pagu Anggaran Rp. 7.850.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018  dan 
terealisasi sebesar Rp. 7.850.000,- atau sebesar 100.00%. serta output  
kegiatan ini adalah Peralatan Kantor Terpelihara dengan Baik , sedangan  
outcomenya yaitu terciptanya peralatan kantor yang baik. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersedianya Pakaian Dinas dan   
Perlengkapan, dengan Pagu Anggaran Rp. 47.000.000,- Sampai dengan 31     
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 45.120.000,-atau sebesar    96.00%. 
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tidak terrealisasi semua karena Harga RAB Bahan yang ada di   pasaran berberda 
dengan pagu, serta output kegiatan ini terdapatnya pakaian dinas dan 
perlengkapan, sedangan outcomenya yaitu  menciptakan  disiplin aparatur. 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Pendidikan dan Pelatihan Formal 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur, dengan Pagu Anggaran Rp. 29.230.000,- Sampai dengan 31 Desember 
2018 dan terealisasi sebesar Rp. 29.230.000,- atau sebesar 100.00 %. serta output 
kegiatan ini Aparatur Yang melaksanakan Pendidikan, Dilatih Tata Naskah, 
sedangkan Outcomenya yaitu Meningkatkan Kopentensi  Aparatur. 

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 
Keuangan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
 
 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Pengembangan  Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Pagu Anggaran                        
Rp. 36.500.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018 dan terealisasi sebesar   
Rp. 36.500.000,-atau sebesar 100.00 %. serta output kegiatan ini Laporan   
kinerja SKPD, sedangkan Outcomenya yaitu Terevaluasinya Kinerja SKPD. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Pagu Anggaran                             
Rp. 22.000.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018 dan terealisasi sebesar                   
Rp. 22.000.000,- atau sebesar 100.00 %. serta output kegiatan ini Laporan 
Keuangan SKPD, sedangkan Outcomenya yaitu Terevaluasinya Laporan 
Keuangan SKPD. 

f. Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Perencanaan dan 
Penganggaran, dengan Pagu Anggaran Rp. 51.000.000,- Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 7.195.000,-atau sebesar 13.97 %. Tidak 
terserap semua karena serta output kegiatan ini Tersusunnya RKA,PRA-RKA, 
DPA,DPPA, sedangkan Outcomenya yaitu Tearahnya Pelaksanan Kegiatan SKPD. 

g. Program Peningkatan Pengelolaan administrasi Kepegawaian 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Pengelola data Kepegawain 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Pengelola Administrasi 
Kepegawaian, dengan Pagu Anggaran Rp. 10.00.000,- Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 10.00.000,- atau sebesar 100.00 %. serta 
output kegiatan ini tersusunnya Data Kepegawaian sedangkan Outcomenya yaitu 
Terevaluasinya Kinerja Pegawai. 

h. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
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Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas Penyelengaraan 
Pemerintah, dengan Pagu Anggaran Rp. 40.000.000,- Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 37.000.000,-atau sebesar 92.50 %. 
Tidak Terserap semua karena terdapat atk yang tidak terserap serta output 
kegiatan ini terlaksanannya Pelayana Publik sedangkan Outcomenya yaitu 
Terciptanya Pelayanan Publik Yang Prima. 

2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas Penyelengaraan 
Pemerintah, dengan Pagu Anggaran Rp. 40.000.000,- Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,-atau sebesar 100.00 %. 
serta output kegiatan ini terlaksanannya Rapat Koordinasi antar pemerintah 
Kecamatan sedangkan Outcomenya yaitu Terciptanya Komunikasi yang baik 
antar Pimpinan Kecamatan. 
 
 

3. Peringatan Hari-hari Besar 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas Penyelengaraan 
Pemerintah, dengan Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,- Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,-atau sebesar 100.00 %. 
serta output kegiatan ini terlaksanannya Peringatan Hari-Hari Nasional 
Kemerdekaan  sedangkan Outcomenya yaitu Terciptanya Rasa Nasionalis. 

4. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas Penyelengaraan 
Pemerintah, dengan Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,- Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,-atau sebesar 100.00 %. 
serta output kegiatan ini terlaksanannya Musyawarah Pembangunan  
sedangkan Outcomenya yaitu Terarahnya Pembangunan Tahun Depan. 

5. Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas Penyelengaraan 
Pemerintah, dengan Pagu Anggaran Rp. 30.000.000,- Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 29.900.000,-atau sebesar 97.33 %. 
serta output kegiatan ini terlaksanannya Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ)  
sedangkan Outcomenya yaitu Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan 
Masyarakat. 

6. Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas Penyelengaraan 
Pemerintah, dengan Pagu Anggaran Rp. 43.608.000,- Sampai dengan 31 
Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 43.608.000,-atau sebesar 100.00%. 
serta output kegiatan ini terlaksanannya Pembahasan tentang 4 Pilar 
Wawasan Kebangsaan  sedangkan Outcomenya yaitu Meningkatkan 
Kerukunan Masyarakat. 

7. Peningkatan Kapasitas Kader HIV/AIDS 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Kapasitas Penyelengaraan 
Pemerintah, dengan Pagu Anggaran Rp. 10.000.000,- Sampai dengan 31 
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Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,-atau sebesar 100.00 %. 
serta output kegiatan ini Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat  
sedangkan Outcomenya yaitu Terwujudnya Masyarakat yang bebas dari 
Penyakit HIV/AIDS. 

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah 
 Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan  dan Pengembangan 
Pengelola Keuangan Daerah, dengan Pagu Anggaran Rp. 20.000.000,- Sampai 
dengan 31 Desember 2018 dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,-atau sebesar 
100.00 %. serta output kegiatan ini Terealisasinya potensi PAD sedangkan 
Outcomenya yaitu Terealisasinya PAD. 

j. Program Pembinaan Dan Fasilitsi Pengelola Keuangan Desa 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1.  Monitoring danEvaluasi DD dan ADD 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Pembinaan dan Fasilitasi alokasi dana 
Desa, dengan Pagu Anggaran Rp. 20.000.000,- Sampai dengan 31 Desember 
2018 dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,-atau sebesar 100.00 %. serta 
output kegiatan ini Tearahnya Pengunaan ADD dan DD sedangkan 
Outcomenya yaitu Pengunaan ADD dan DD yang sesuai aturan. 

2. Evaluasi RAPBDes dan RAPBDes Perubahan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Pembinaan dan Fasilitasi alokasi dana 
Desa, dengan Pagu Anggaran Rp. 20.000.000,- Sampai dengan 31 Desember 
2018 dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,-atau sebesar 100.00 %. serta 
output kegiatan ini RAPBDes dan RAPBDes Perubahan Yang Baik sedangkan 
Outcomenya yaitu Tearahnya pelaksanaan Kegiatan. 

k. Program PeningkatanKeberdayaanMasyrakat 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1. Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahtraan Keluarga 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Keberdayaan masyarakat, 
dengan Pagu Anggaran Rp. 30.000.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018 
dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,-atau sebesar 100.00 %. serta output 
kegiatan ini Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan Outcomenya 
yaitu Masyarakat yang mempunyai kemampuan demi perbaikan kehidupan. 

2. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Keberdayaan masyarakat, 
dengan Pagu Anggaran Rp. 15.000.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018 
dan terealisasi sebesar Rp. 14.950.000,-atau sebesar 99.56%. serta output 
kegiatan ini Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) sedangkan 
Outcomenya yaitu Meningkatnya Partisifasi Masyarakat dalam Pembangunan. 

3. Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Keberdayaan masyarakat, 
dengan Pagu Anggaran Rp. 25.000.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018 
dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,-atau sebesar 100.00%. serta output 
kegiatan ini Pengembangan atau perkenalan Produk Usaha Kecil dan 
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Menengah di Kecamatan Paseh sedangkan Outcomenya yaitu Meningkatnya 
Tarap hidup Masyarakat. 

l. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Pembinaan Linmas Dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Ketentarama dan Ketertiban 
Umum, dengan Pagu Anggaran Rp. 15.000.000,- Sampai dengan 31 Desember 2018 
dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,-atau sebesar 100.00 %. serta output 
kegiatan ini Peningkatan pengetahuan dan kemampuan satuan linmas dalam 
menjaga Lingkungan Outcomenya yaitu menciptakan Ketentraman dan 
kenyamanan wilayah. 

 
 
15. RANCAKALONG 

Alokasi anggaran urusan Otonomi Daerah tahun 2018 pada Kantor Kecamatan 
Rancakalong sebesar Rp.2.933.719.282,00dengan realisasi mencapai                                
Rp. 2.750.125.694,00 atau 93,74 %, dari rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah Kecamatan Rancakalong  Tahun 
2018 adalah sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik target 1 tahun 
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 ,- dengan outputnya 
Terbayarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan 
Internet dan realisasinya sebesar Rp. 9.941.004,00- dimana persentase 
penyerapannya sebesar 55,23%, tidak terserap karena kebutuhan listrik, air, 
telepon dan internet sudah terpenuhi dan kurang dari target anggaran. 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran target 37 jenis dengan 
jumlah anggaran sebesar Rp. 165,217,800,- dengan Output Tersedianya Barang 
dan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantorandan realisanya sebesar Rp. 
165,217,800,- dimana persentase penyerapannya sebesar 100% 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan target 7 jenis 
surat kabar dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.880.000,00 dengan output 
Tersedianya Bahan Bacaandan realisasinya sebesar Rp. 2.880.000,00dimana 
persentase penyerapannya 100% 

4) Penyediaan Jasa Tenaga Oprasional Pengamanan target 10  dengan jumlah 
anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- dengan outputTersedianya Jasa 
Pengamanan Kantor Oleh Petugas Piket dan realisasinya sebesar Rp. 
48.000.000,- dimana persentase penyerapannya 100% 

5) Penyediaan Jasa Kebersihan target 12Bulan dengan jumlah anggaran sebesar 
Rp. 7.200.000,- dengan output Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor oleh 
Petugas Keberihan dan realisasi sebesar Rp. 7.200.000,- dimana persentase 
penyerapannya 100%  

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
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1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan  Kantortarget 1 buah Printer dengan 
jumlah anggaran sebesar Rp. 34,007,500,00dengan output Tersedianya 
perlengkapan dan peralatan kantor dan realisasinya sebesar Rp. 
32,707,500,00 dimana persentase penyerapannya  96,18% 

2) Penatan Halaman Kantor/Gedung Kantortarget 1 Paket dengan jumlah 
anggaran sebesar Rp. 90,218,750,00 dengan output Tersedianya Penataan 
Halaman kantordan Realisasinya sebesar Rp. 86,125,000,00 dimana 
persentase penyerapannya 95.46%, hal ini tidak mencapai target disebabkan 
adanya negosiasi dengan pihak ke Tiga. 

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / OperasionalTarget 10 Unit  
Kendaraan Dinas Roda Dua dan 2 Unit Roda Empat  dengan jumlah anggaran 
Rp. 35,000,000,00,- dengan output Tersedianya Kendaraan Dinas Layak Pakai 
dan realisasinya Rp. 28,997,900,- dimana persentasi penyerapannya 82.85% 
Terdapat sisa anggaran di Belanja Surat Tanda Kendaraan hal ini  disebabkan 
karena adanya Keterlambatan dalam penyerapan Anggaran. 

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan  kantor/ gedung kantor dengan jumlah 
anggaran Rp. 14,658,750,- dengan output Tersedianya Kendaraan Dinas Layak 
Pakai dan realisasinya Rp. 12,908,750,- dimana persentasi penyerapannya 
88.06% Terdapat sisa anggaran di Belanja Surat Tanda Kendaraan hal ini  
disebabkan karena adanya Keterlambatan dalam penyerapan Anggaran. 
 

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur 
Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran              
Rp. 87,717,200,00 dengan output tersedianya pakaian dinas beserta 
kelengkapannya dan realisasinya Rp. 86,030,000,00 dimana presentasi 
penyerapan anggaran 98.08%. 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan 
Keuangan. 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD target 5 Dokumen dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan output Tersedianya pelaporan 
Kinerja dan realisasinya sebesar Rp. 20.000.000,- dimana persentase 
penyerapannya sebesar 100%. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD target 12 Dokumen dengan jumlah 
anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan output Tersedianya pelaporan 
keuangan dan realisasinya sebesar Rp. 20.000.000,- dimana persentase 
penyerapannya sebesar 100%. 

e. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD. 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 3 Dok + Perubahan dengan 
jumlah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan output Tersedianya Renja, RKA , 
DPA dan DPPA SKPD dan realisasinya sebesar Rp. 24.650.000,- dimana persentase 
penyerapannya sebesar 98,60%. 

f. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Data Kepegawaian. 
Pengelolaan data kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 
3.000.000,00 dengan output kegiatan tersediannya data kepegawaian dengan 
tertib, dan realisasinya sebesar Rp. 3.000.000,00 dimana presentasinya adalah 
100%. 
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g. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah 
1) Peningkatan Pelayanan Publik  

Target 9 jenis dengan jumlah anggaran sebesar  Rp. 50.000.000,00,- dengan 
output Jenis Pelayanan Publik di Kecamatan yang optimal sebesar                            
Rp. 50.000.000,- dimana persentase  penyerapannya sebesar 100%. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Dengan target  4 Kali dengan jumlah anggaran Rp. 22.500.000,- dengan 
outputTerselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
realisasinya sebesar Rp. 24.650.000,- dimana presentasenya penyerapannya 
96,83%. 

3) Peringatan Hari-hari Besar 
Dengan target 2 Kali dengan jumlah anggaran 
Rp. 20.000.000,00 dengan output 
Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi 
Kabupaten Sumedang dan Peringatan  
Proklamasi Kemerdekaan RIRp. 16.192.000,00 
dimana presentasenya penyerapannya 80,96%. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  
Dengan target 2Dokumen dengan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,00 
dengan output Tersedianya Dokumen Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kecamatan, tersusunya program pembangunan tahun 
depan, dan realisasinya sebesar Rp. 50.000.000,00 dimana presentasenya 
penyerapannya 100%. 

5) Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)  
Dengan 15 orang qori/ qori'ah dengan jumlah anggaran Rp. 30.000.000,- 
dengan output Terpilihnya dan Terakhirnya Delegasi MTQ Tingkat 
Kecamatanke Tingkat Kabupaten dan realisasinya sebesar Rp. 30.000.000,- 
dimana presentasenya penyerapannya 100%. 

6) Penyusunan sejarah Kecamatan Rancakalong  
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- output dari kegiatan ini 
yaitu tersediannya sejarah kecamatan Rancakalong dengan realisasinya 
sebesar Rp. 30.000.000,- dimana presentasinya sebesar 100%. 

h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Target 5 Kali dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan 
outcome Terselenggaranya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar                    
Rp. 25.000.000,00 dimana persentase penyerapannya sebesar 100%. 

2) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa  
Dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan output Terlaksananya 
Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dengan 
realisasinya sebesar Rp. 25.000.000,- dimana presentase penyerapannya 100%. 

3) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RAPBDes  
Perubahan target 10 Desa dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan 
output Terlaksananya Monitoring dan Penyusunan RAPBDes dan RAPBDes 
Perubahan dengan realisasinya sebesar Rp. 25.000.000,-  dimana presentase 
penyerapannya 100%  
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i.   Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1)  Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Target  1 kali dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan output 
Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga dengan realisasinya sebesar Rp. 30.000.000,-  dimana presentase 
penyerapannya 100 %. 

2)  Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)  
 Target 1 kali dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan output 

Terlaksananya Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
(BBGRM) dalam Rangka Gelar Produk Unggulan Daerah (Pameran) dengan 
realisasinya sebesar Rp. 25.000.000,-  dimana presentase penyerapannya 100 
%. 

 j. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Pembinaan Linmas dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Swakarsa target 1 
kalidengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan output Terlaksananya 
Pembinaan Linmas tingkat Kecamatan Rancakalong dengan realisasinya sebesar 
Rp. 30.000.000,00 dimana presentase penyerapannya 100 %. 

 
 
 
 

2.   Permasalahan dan Solusi 
a.  Permasalahan. 

Sejauh ini tidak ada permasalahan yang sangat signifikan atau sangat fatal, 
semua ini berkat kerjasama serta koordinasi yang baik antara SKPD di lingkungan 
Pemerintahan Kabupaten Sumedang, namun walaupun demikian permasalahan yang 
sering muncul yaitu : 
1. kurangnya komunikasi antara pimpinan sehingga banyak kegiatan/laporan yang 

harus diikuti di tingkat kabupaten terlambat diikuti atau dilaporkan.  
2. Komunikasi dan Koordinasi unsur muspika kurang, sehingga pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan seakan jalan ditempat. 
3. Kurangnya personil para pejabat diakibatkan pension, mutasi dan sebagainya 

sehingga pekerjaan bertumpuk pada satu bidang. 
4. Kurangnya pemahaman ASN dalam menjalankan tupoksi serta kurangnya 

pengetahuan ASN akan pemanfaatan teknologi aplikasi, sehingga banyak 
penumpukan pekerjaan. 

 
b. Solusi. 

1) Tingkatkan komunikasi dan koordinasi antar pimpinan di lingkungan pemkab 
Sumedang. 

2) Tingkatkan komunikasi serta koordinasi di tingkat unsur pemerintahan 
kecamatan dan desa agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang 
berkwalitas dan berkelanjutan. 

3) Perlu adanya pemenuhan pegawai / pejabat sesuai kebutuhan sehingga 
pekerjaan atau tupoksi tidak tertumpuk pada satu bidang. 
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4) Perlu adanya peningkatan kwalitas SDM sehingga ASN mampu melaksanakan 
tupoksi dengan teknologi modern. 

 
 

16. SITURAJA 
 

Urusandilaksanakan oleh Kecamatan Situraja dengan anggaran sebesar                   
Rp. 1.031.938.100,- dan terealisasi Rp. 1.006.973.597,- atau 97,17 %, yang digunakan 
untuk melaksanakan 12 program yang terdiri dari 28 kegiatan, dengan rincian sebagai 
berikut : 
1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
Dengan anggaran Rp. 47.460.000,- terealisasi Rp. 33.391.097,- atau70,99%, 
outcome Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik, output Terbayarkan 
Internet, Sumber Daya Air dan Listrik.  

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Dengan anggaran Rp. 106.450.900,- terealisasi Rp. 106.450.900,- atau100%, 
outcome Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran, output Lancarnya 
pelayanan administrasi perkantoran. 

3) Penyediaanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganDengan 
anggaran Rp. 3.090.000,- terealisasi Rp. 2.700.000,- atau87,38%, outcome 
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan output Meningkatnya 
wawasan dan pengetahuan aparatur. 

4) Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
Dengan anggaran Rp. 0,- terealisasi Rp. 0,- atau0%, outcome Pubikasi, 
Dekorasi dan Dokumentasi, output Tersampaikannya informasi 
pembangunan. 

5) Penyediaan Jasa TenagaOperasionalPengamanan 
Dengan anggaran Rp. 46.800.000,- terealisasi Rp. 46.800.000,- atau100%, 
outcome Tenaga Operasional Pengamanan, output Terciptanya keamanan 
kantor. 

6) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Dengan anggaran Rp. 12.000.000,- terealisasi Rp. 12.000.000,- atau100%, 
outcome Jasa Kebesihan, output Terciptanya kebersihan kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 
1) Pembangunan Gedung Kantor 

Dengan anggaran Rp. 203.200.000,- terealisasi Rp. 201.215.000,- atau100%, 
outcome Gedung kantor yang di bangun, output Terciptanya kebersihan 
kantorTerciptanya kenyamanan gedung kantor. 

2) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
Dengan anggaran Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 15.000.000,- atau100%, 
outcome Peralatan dan Perlengkapan Kantor, output Terciptanya 
kenyamanan kantor. 

3) Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 
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Dengan anggaran Rp. 31.500.000,- terealisasi Rp. 31.440.000,- atau99,81%, 
outcome Halaman kantor yang di tata, output Terciptanya kenyamanan 
kantor. 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Dengan anggaran Rp. 25.024.000,- terealisasi Rp. 25.024.000,- atau100%, 
outcome Gedung kantor yang dipelihara, output Terciptanya kenyamanan 
kantor. 

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Dengan anggaran Rp. 46.620.000,- terealisasi Rp. 46.620.000,- atau100%, 
outcome Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara, output Lancarnya 
tugas kedinasan. 

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung 
Kantor 
Dengan anggaran Rp. 5.000.000,- terealisasi Rp. 5.000.000,- atau100%, 
outcome Peralatan dan perlengkapan kantor/gedung kantor yang dipelihara, 
output Terciptanya kenyamanan kantor/gedung kantor. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 
Dengan anggaran Rp. 19.300.000,- terealisasi Rp. 19.300.000,- atau100%, outcome 
Pakaian dinas beserta perlengkapan, output Meningkatnya disiplin aparatur. 
 
 
 
 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja :  
1.) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Dengan anggaran Rp. 23.680.000,- terealisasi Rp. 23.680.000,- atau 100%, 
outcome Dokumen kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ, LPPD, SPM, IKM), output 
Terevaluasinya kinerja SKPD. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Dengan anggaran Rp. 54.333.000,- terealisasi Rp. 53.583.000,- atau 98,62%, 
outcome Dokumen Laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulan, Semesteran, 
dan tahunan), output Terevaluasinya Keuangan SKPD. 

e. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan anggaran                             
Rp. 42.930.000,- terealisasi Rp. 42.930.000,- atau 100%, outcome RENSTRA, RENJA, 
Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, output Terarahnya pelaksanaan pembangunan. 

f.  Program Peningkatan KualitasKebijakan Pemerintah 
Pengelolaan Data Kepegawaian, dengan anggaran Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 
10.000.000,- atau100%, outcome Data kepegawaian yang dikelola, output 
Terevaluasinya kinerja pegawai. 

g. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan 
1)    Peningkatan Pelayanan Publik 

Dengan anggaran Rp. 50.00.000,- terealisasi Rp. 49.500.000,- atau 99% 
outcome Terlaksananya Pelayanan Publik yang dibutuhkan, output 
Terlayaninya dan Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat. 
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1) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Dengan anggaran Rp. 22.500.000,- terealisasi Rp. 22.500.000,- atau 100%, 
outcome Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika, output Terwujudnya 
Koordinasi dengan Muspika. 

2) Peringatan Hari-Hari Besar 
Dengan anggaran Rp. 40.571.500,- terealisasi Rp. 40.571.500,- atau 100%, 
outcome Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besar (Hari Jadi Sumedang dan 
HUT Kemerdekaan RI), output Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam 
Peringatan Hari-Hari Besar (Hari Jadi Sumedang dan Hari Kemerdekaan RI). 

h. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah 
1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembanguna 

Dengan anggaran Rp. 40.000.000,- terealisasi Rp. 40.000.000,- atau 100%, 
outcome Terlaksananya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Kecamatan Situraja, output Tersedianya Daftar Usulan 
Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Situraja.  

2) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Dengan anggaran Rp. 51.509.000,- terealisasi Rp. 51.509.000,- atau 100%, 
outcome Masyarakat memahami Empat Pilar Kebangsaan, output 
Meningkatnya kerukunan Hidup Bermasyarakat. 

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Dengan anggaran Rp. 22.500.000,- terealisasi Rp. 22.500.000,- atau 100%, outcome 
Terlaksananya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, output Terpenuhinya 
Pendapatan Asli Daerah. 

 

j. Program Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 
1) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 

Dengan anggaran Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 25.000.000,- atau 100%, 
outcome Terlaksananya Pengelolaan ADD/DD yang dibina, output Tertibnya 
Administrasi ADD/DD.. 

2) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Dengan anggaran Rp. 14.420.000,-     terealisasi Rp. 14.420.000,- atau 100%, 
outcome Terlaksananya Pembinaan RAPBDes dan RPAPBDes, output 
Terwujudnya Program Kerja Desa Sesuai dengan RPABDes dan RPAPBDes 

l. Program Keberdayaan Masyarakat 
1) Pemberdayaan Keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Dengan anggaran Rp. 35.000.000,- terealisasi Rp. 30.000.000,- atau 100%, 
outcome Terlaksananya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (Dalam Rangka 
Pembinaan Kader-Kader PKK dan Usaha Ekonomi Produktif PKK), output 
Meningkatnya Pengetahuan Tentang Kesejahteraan Keluarga. 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)  
Dengan anggaran Rp. 15.550.000,- terealisasi Rp.12.050.000,- atau 77,49%, 
outcome Terlaksananya Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, 
output Terperingatinya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. 
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m. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Pembinaan Linmas Dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa 
Dengan Anggaran Rp. 22.500.000,- terealisasi Rp. 22.500.000,- atau 100%, outcome 
Terlaksananya Pembinaan Anggota Linmas, outcome Terwujudnya Anggota 
Linmas Yang Terlatih dan Terampil. 

 
 

17. SUKASARI 
 

Alokasi anggaran urusan kecamatan Tahun anggaran 2018 pada Kecamatan 
Sukasari sebesar Rp. 2.587.239.00,- ( Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta 
Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Terdiri dari belanja tidak langsung 
sebesar Rp. 1.707.768.305,- dan belanja langsung sebesar Rp.  1.707.768.305,- dengan 
realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 879.471.000,- atau 100%dan realisasi 
untuk belanja langsung adalah sebesar Rp. 879.471.000 atau 100% 

Adapun Belanja Langsung tersebut terdiri dari 9 Progrfam dan 32 Kegiatan 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1)    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebtuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. De ngan pagu anggaran sebesar                    
Rp. 22.320.000,- sampai dengan 31 Desember terealisasi sebesar                               
Rp. 20.576.724,- atau 92,19% adapun realisasi kegiatan ini sangatlah rendah 
dikarenakan pada saat penyusunan renja dan RKA kami keliru dalam 
memberikan porsi anggaran. Kegiatan ini diberikan pos anggaran cukup besar 
karena untuk mengantisipasi kenaikan tarif dasar  dari jasa listrik, telepon, air 
dan internet.Out put kegiatan ini  adalah terpenuhinya kebutuhan jasa 
komunikasi, sumber daya air, listirk dan internet selama 12 bulan. Sedangkan 
out come dari kegiatan ini adalah lancarnya pelayanan administrasi 
perkantoran. 

2)    KegiatanPenyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adlah  untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. De ngan pagu anggaran sebesar                      
Rp. 156.974.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                      
Rp. 156.974.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah jenis pelayanan ad 
ministrasi perkantoran berupa alat tulis kantor dan jasa operator, jasa 
pengemudi, jasa kebersihan. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah 
lancarnya pelayanan administrasi per kantoran selama 12 bulan. 

3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran Sebesar                       
Rp.  2.520.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                        
Rp. 2.520.000,- atau 100%.Adapun realisasi kegiatan ini sudah sesuai dengan 
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realisasi pembelanjaan surat kabar. Output kegiatan ini adalah bahan bacaan 
dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan yang terdiri dari 3 Surat 
Kabar/ Majalah, sedangkan outcome kegiatan ini adalah meningkatnya 
wawasan dan pengetahuan aparatur Kecamatan Sukasari. 

4) Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran Sebesar                         
Rp.  15.000.000,-  sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                   
Rp. 15.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah publikasi, dekorasi dan 
dokumentasi sebanyak 1 paket. Sedangkan outcome kegiatan ini adalah 
tersampaikannya informasi pembangunan melalui pameran pembangunan. 

5) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran Sebesar                     
Rp.  48.000.000,-  sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar           
Rp. 48.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah tenaga operasional 
keamanan sebanyak 10 orang selama 365 hari. Sedangkan outcome kegiatan 
ini adalah terciptanya keamanan kantor. 

6) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran Sebesar                           
Rp.  12.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                   
Rp. 12.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah jasa kebersihan 
sebanyak 4 orang selama 12 bulan. Sedangkan outcome kegiatan ini adalah 
terciptanya kebersihan di lingkungan kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
sarana dan prasarana aparatur. Dengan pagu anggaran Sebesar                             
Rp.  52.692.000,-  sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp.52.692.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah peralatan kantor dan 
perlengkapan kantor. Sedangkan outcome kegiatan ini adalah terciptanya 
kenyamanan kantor. 

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
sarana dan prasarana aparatur. Dengan pagu anggaran Sebesar                                
Rp. 8.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                       
Rp. 7.960.000,- atau 99,50%, output kegiatan ini adlah peralatan dan 
perlengkapan gedung kantor yang dipelihara. Sedangkan outcome kegiatan 
ini adalah terciptanya kenyamanan kantor/ gedung kantor. 

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
sarana dan prasarana aparatur. Dengan pagu anggaran Sebesar                            
Rp. 39.800.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                      
Rp. 37.449.300,- atau 94,09%, output kegiatan ini adalah kendaraan 
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dinas/operasional yang dipelihara sebanyak 6 unit.Sedangkan outcome 
kegiatan ini adalah lancarnya tugas kedinasan. 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 
keuangan 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah: 
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persentase 
pelaporan kinerja dan  keuangan sesuai dengan ketentuan perunda ng-
undangan. De ngan pagu anggaran sebesar Rp. 13.300.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 13.300.000,- atau 100% output kegiatan 
ini adalah dokumen kinerja SKPD . sedangakan outcome kegiatan ini adalah 
terevaluasinya kinerja SKPD. 

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persentase 
pelaporan kinerja dan  keuangan sesuai dengan ketentuan perunda ng-
undangan. De ngan pagu anggaran sebesar Rp. 43.368.000,- sampai dengan 
31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 43.368.000,- atau 100% output 
kegiatan ini adalah dokumen laporan keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen. 
Sedangkan out come kegiatan ini adalah terevaluasinya keuangan SKPD. 

d. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengaggaran SKPD 
Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persentase kesesuaian dokumen 
perencanaan dengan dokumen penganggaran. Dengan pagu anggaran sebesar 
Rp. 29.120.000,-sampai dengan 31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar                               
Rp. 29.120.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah dokumen Renstra, Renja, 
Pra RKA, RKA, DPA, dan DPPA sedangkan outcome kegiatan ini adalah terarahnya 
pelaksanaan kegiatan/pembangunan. 

e. Program Peningkatan KapasitasPenyelenggaraan Pemerintahan 
1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.800.000,- sampai dengan 
31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 46.800.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah jenis pelayanan public yang dilaksanakan, sedangkan 
outcome kegiatan ini adalah terlayaninya masyarakat. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 17.000.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah persentase permasalahan yang diselesaikan. Sedangkan 
outcome kegiatan ini adalah sinergi pembangunan dalam Kecamatan. 

3) Peringatan Hari-Hari Besar 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan 
31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah peringatan hari-hari besar sedangkan outcome kegiatan 
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inii adalah jumlah hari besar yang diperingati sehingga meningkatkan rasa 
nasionalisme. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- sampai dengan 
31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah daftar usulan kegiatan, sedangkan outcome kegiatan ini 
adalah terarahnya pembangunan tahun depan.  

5) Penyusunan Profil Kecamatan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- sampai dengan 
31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 18.500.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah  tersusunya database kecamatan sedangkan outcome 
kegiatan ini adalah tersusunya database profil kecamatan. 

6) Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qsur’an 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- sampai dengan 
31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah peserta STQ. Sedangkan outcome kegiatan ini adalah 
meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat. 

7) Penataan dan Pengelolaan Barang/Arsip Negara 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.200.000,- sampai dengan 31 
Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 13.105.000,- atau 99,28%. Output 
kegiatan ini adalah pengelolaan dan pengadaan alat penyimpanan arsip, out 
come kegiatan ini adalah tertib dan tertatanya barang atau arsip Negara. 

8) Pembinaan Administrasi Pertanahan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- sampai dengan 
31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah pembinaan terhadap peserta pembinaan Administrasi 
Pertanahan, outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan peserta 
dalam biadcang pertanahan. 

9) Monitoring Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.900.000,- sampai dengan 
31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp.  32.900.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah termonitornya kegiatan pemilukada di Kecamatan 
Sukasari. Outcome kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan pemilukada. 

10) Kegiatan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.997.000,- sampai dengan 
31 Dese mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 45.915.000,- atau 99,87%. Output 
kegiatan ini adalah meningkatnya momentum 4 pilar, sedangkan outcome 
kegiatan ini adalah momentum kerukunan hidup bermasyarakat. 

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persentase realisasi 
PAD. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- ,- sampai dengan 31 Dese 
mber 2018 terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah  
realisasi pendapatan asli daerah. Sedangkan outcome kegiatan ini adalah realisasi 
pendapatan asli daerah yang meningkat. 

g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
1) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya persentase laporan 
keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas. Dengan pagu anggaran 
sebesar Rp. 20.000.000,- sampai dengan 31 Dese mber 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya 
pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa sedangkan outcome 
kegiatan ini adalah tertibnya administrasi keuangan desa. 

2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya persentase laporan 
keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas. Dengan pagu anggaran 
sebesar Rp. 10.000.000,-  sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 10.000.000,-  atau 100%. Output kegiatan ini adalah  RAPBDes dan 
RPAPBDes yang terevaluasi sedangkan outcome kegiatan ini adalah 
terarahnya pelaksanaan kegiatan.  

3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Keuangan Desa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya persentase laporan 
keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas. Dengan pagu anggaran 
sebesar Rp. 15.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 15.000.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bantuan keuangan 
desa. Sedangkan out come kegiatan ini adalah terpantaunya pelaksanaan 
pembangunan desa. 

h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga melaluli Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya presentase lembaga 
kemasyarakatan yang aktif, dengan pagu anggran sebesar Rp. 30.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau 
100%. Output kegiatan ini adalah  keluarga yang diberdayakan sedangkan 
outcomenya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

2) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya presentase lembaga 
kemasyarakatan yang aktif, dengan pagu anggran sebesar Rp. 15.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 
100%. Output kegiatan ini adalah kelompok ekonomi yang diberdayakan, 
sdeangkan outcomenya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. 

i. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
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Pembinaan Linmas dalam rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya presentase masalah 
trantibum yang ditangani dengan baik, dengan pagu anggaran sebesar                       
Rp. 27.000.000,-  sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                           
Rp. 27.000.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah petugas linmas yang dibina 
sedangkan outcomenya adalah meningkatnya kapasitas petugas linmas. 

 
2.   Permasalahan Dan Solusi 
a.  Permasalahan 

Secara keseluruhan, jika dilihat dari realisasi dan kinerja program tidak ada 
masalah yang bersifat prinsif. Karena untuk realisasi anggaranpun sebagian besar 
kegiatan dapat direalisasikan sampai 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang 
realisasinya  dibawah 75%  itu murni karena kekeliruan kami dalam menyusun 
perencanaan angaran. Sementara untuk masalah teknis, ada beberapa masalah 
sebagai berikut : 

1) Terlambatnya para PPTK dalam menyampiakan dokumen atau output hasil  
Kegiatan 

2) Terbatasnya peralatan kantor yang memadai 
3) Sering terjadinya gangguan teknis dan gangguan jaringan internet yang 

menghambat proses pelaporan pertanggungjawaban. 
 

b. Solusi 
1) Kami akan lebih mematangkan lagi strategi dalam penyusunan perencanaan 

anggaran. 
2) Mendorong para PPTK agar menaympaikan dokumen/output kegiatan tepat 

waktu dan tepat kulitas 
3) Melakukan pemeliharaan dan pembelian/ belanja modal untuk peralatan 

kantor 
4) Memperbaiki system jaringan computer yang ada pada SKPD kami. 

 
 
 
 
 
 

18. SUMEDANG SELATAN 
 

Alokasi anggaran Urusan Kecamatan tahun 2018 pada Kecamatan Sumedang 
Selatan sebesar Rp. 2.612.612.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 2.581.592.995,- atau 
98,81% dari rencana anggaran. 
1.   Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 
a.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
- Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air 

dan listrik sebesar Rp. 106.620.000,00  
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- Tingkat pencapaian sebesar  97,95 %, menyesuaikan dengan pemakaian 
dari jasa belanja yang bersangkutan, dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak 
terdapat masalah yang berarti karena ini dipergunakan untuk Kecamatan 
dan 4 Kelurahan, hanya masalah pelayanan dari perusahaan penyedia 
jasanya, seperti air yang kadang tidak mengalir, perangkat internet yang 
kadang bermasalah, juga listrik yang sering padam. 

- Perencanaan kegiatan ini didasari oleh tujuan guna lancarnya pelayanan 
administrasi perkantoran dan penetapan besarnya anggaran kegiatan ini  
berdasarkan rata-rata pemakaian per bulan baik dari jasa telepon, air, listrik 
maupun internet.   

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
- Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 

sebesar Rp. 136.090.000,00 terdiri dari : 
- Tingkat pencapaian sebesar 99 %, tidak terdapat permasalahan yang 

berarti dalam pelaksanaannya. 
- Perencanaan kegiatan ini didasari oleh tujuan guna lancarnya pelayanan 

administrasi perkantoran di Kecamatan dan penetapan besarnya anggaran 
kegiatan ini berdasarkan beban kerja yang akan dilaksanakan.  

3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 
- Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang - undangan sebesar Rp. 3.030.000,00, terdiri dari : 
- Tingkat pencapaian sebesar 100 % , tidak terdapat permasalahan yang 

berarti dalam pelaksanaannya. 
- Perencanaan kegiatan ini didasari oleh tujuan meningkatkan wawasan 

pengetahuan pegawai kecamatan Sumedang Selatandan penetapan 
besarnya anggaran kegiatan ini berdasarkan banyaknya Koran/tabloid yang 
akan dijadikan literature bacaan. 

4) Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
- Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 

sebesar Rp. 30.000.000,00, realisasi sebesar Rp. 29.850.000,- 
- Tingkat pencapaian sebesar 99,50 %, tidak terdapat permasalahan yang 

berarti dalam pelaksanaannya. Sisa anggaran merupakan sisa tender 
penawaran pihak ke 3. 

- Perencanaan kegiatan didasari oleh tujuan dalam rangka Pelaksanaan 
Pameran Pembangunan dan penetapan besarnya anggaran kegiatan ini 
berdasarkan beban kerja yang akan dilaksanakan. 
 

5) Penyediaan jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
- Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Operasional 

Pengamanan sebesar Rp. 51.240.000,00, realisasi sebesar Rp. 51.140.000,- 
- Tingkat pencapaian sebesar 99,80 %, tidak terdapat permasalahan yang 

berarti dalam pelaksanaannya. 
- Perencanaan kegiatan didasari oleh tujuan terciptanya lingkungan aman 

dan tertib di wilayah kecamatan Sumedang Selatandan penetapan 
besarnya anggaran kegiatan ini berdasarkan beban kerja yang akan 
dilaksanakan. 
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6) Penyediaan Jasa Kebersihan 
- Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan sebesar                              

Rp. 18.360.000,00, realisasi sebesar Rp. 18.360.000,- 
- Tingkat pencapaian sebesar 100 %, tidak terdapat permasalahan yang 

berarti dalam pelaksanaannya. 
- Perencanaan kegiatan didasari oleh tujuan terciptanya lingkungan bersih 

dan rapi di lingkungan kecamatan Sumedang Selatandan penetapan 
besarnya anggaran kegiatan ini berdasarkan beban kerja yang akan 
dilaksanakan. 

7) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan ini dilaksanakan di empat Kelurahan, yaitu Kelurahan Regol Wetan, 
Cipameungpeuk, Kota Kulon, Pasanggrahan Baru, di dukung oleh anggaran 
sebesar Rp. 400.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 395.974.000,- atau 98,99% 
out put kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai sedangkan out come kegiatan ini adalah terselenggaranya 
pelayanan yang baik bagi masyarakat. 

b.   Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 

- Anggaran untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah 
Jabatan/Dinas sebesarRp.25.000.000,00, realisasi sebesar Rp. 24.800.000,- 

- Tingkat pencapaian sebesar 99,20 %, tidak terdapat permasalahan yang 
berarti dalam pelaksanaannya. Sisa anggaran merupakan sisa tender 
penawaran pihak ke 3. 

-  Perencanaan kegiatan didasari oleh tujuan meningkatnya sarana dan 
prasarana kantor Kecamatan Sumedang Selatan dan hal tersebut guna 
memberi kenyamanan di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan serta 
pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat pengguna layanan. 

2) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
- Anggaran untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

sebesar   Rp. 91.450.000,00, realisasi sebesar Rp. 90.475.000 
- Tingkat pencapaian sebesar 98,93%, tidak terdapat permasalahan yang 

berarti dalam pelaksanaan nya. Sisa anggaran merupakan sisa tender 
penawaran pihak ke 3. 

-  Perencanaan kegiatan didasari oleh tujuan meningkatnya sarana dan 
prasarana kantor Kecamatan Sumedang Selatan dan hal tersebut guna 
memberi kenyamanan di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan serta 
pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat pengguna layanan. 

 
3) Penataan Halaman Kantor/Gedung kantor 

- Anggaran untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
sebesar   Rp. 151.000.000,00, realisasi sebesar Rp. 150.757.000,- 

- Tingkat pencapaian sebesar 99,84 %, tidak terdapat permasalahan yang  
berarti dalam pelaksanaannya. Sisa anggaran merupakan sisa tender 
penawaran pihak ke 3. 
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-  Perencanaan kegiatan didasari oleh tujuan meningkatkan kualitas sarana 
prasarana aparatur dan kenyamanan dalam rangka peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat. . 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
- Anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

sebesar Rp. 35.000.000,00, realisasi sebesar Rp. 33.650.000,- 
- Tingkat pencapaian sebesar 96,14 %, tidak terdapat permasalahan yang 

berarti dalam pelaksanaannya. 
- Perencanaan kegiatan didasari oleh tujuan meningkatkan kebersihan dan 

kenyamanan gedung kantor kecamatan. 
5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

- Anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan 
dinas/operasional sebesar Rp.55.000.000,00, realisasi sebesarRp. 
52.968.650,- 

- Tingkat pencapaian sebesar  96,29 %, tidak terdapat permasalahan yang 
berarti dalam pelaksanaannya. 

- Perencanaan kegiatan didasari oleh tujuan meningkatkan kualitas sarana 
prasarana aparatur berupa pemeliharaan kendaraan untuk memperlancar 
transportasi dalam pelaksanaan tugas dinas. Dan penetapan besarnya 
anggaran didasarkan kepada jumlah kondisi kendaraan dinas juga beban 
kerja yang akan dilaksanakan. 

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung 
Kantor 
- Anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor/Gedung kantor sebesar Rp. 20.000.000,00, realisasi 
sebesar Rp. 20.000.000,- 

- Tingkat pencapaian sebesar 100 %, tidak terdapat permasalahan yang 
berarti dalam pelaksanaannya. 

- Perencanaan kegiatan didasari oleh tujuan meningkatnya sarana dan 
prasarana Perlengkapan dan Peralatan kantor Kecamatan Sumedang 
Selatan dan hal tersebut guna memberi pelayanan public yang baik 
terhadap masyarakat pengguna layanan. 

c. Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja Dan Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

- Anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD sebesar Rp. 
19.000.000,00,  

- Tingkat pencapaian sebesar 100 %, tidak terdapat permasalahan yang 
berarti dalam pelaksanaannya. 

- Perencanaan kegiatan didasari dengan kewajiban SKPD untuk 
membuat/menyusun laporan kinerja berupa LKIP, LPPD dan LKPJ, dan 
penetapan besarnya anggaran didasarkan kepada beban kerja yang akan 
dilaksanakan. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
- Anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar 

Rp. 40.000.000,00,  
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- Tingkat pencapaian sebesar 100 %, tidak terdapat permasalahan yang 
berarti dalam pelaksanaannya. 

- Perencanaan kegiatan didasari dengan kewajiban SKPD untuk 
membuat/menyusun laporan berupa Laporan Keuangan SKPD berupa 
Laporan Triwulanan, Semesteran dan Akhir Tahun, dan penetapan 
besarnya anggaran didasarkan kepada beban kerja yang akan 
dilaksanakan. 

d. Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran Skpd 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
- Anggaran untuk kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 

sebesar Rp. 40.000.000,00,  
- Tingkat pencapaian sebesar 100 %, tidak terdapat permasalahan yang   berarti 

dalam pelaksanaannya. 
- Perencanaan kegiatan didasari dengan kewajiban SKPD untuk 

membuat/menyusun dokumen Perencanaan berupa Renstra, Renja, Pra RKA, 
RKA dan DPA SKPD, dan penetapan besarnya anggaran didasarkan kepada 
beban kerja. 

e. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Skpd 
Pengelolaan Data Kepegawaian   
- Anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian sebesar                               

Rp. 20.000.000,00,  
- Tingkat pencapaian sebesar 100 %, tidak terdapat permasalahan yang   berarti 

dalam pelaksanaannya. 
- Perencanaan kegiatan didasari dengan kewajiban SKPD untuk 

membuat/menyusun data kepegawaian di Kecamatan Sumedang Selatan dan 
penetapan besarnya anggaran didasarkan kepada beban kerja. 

f. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100% out put kegiatan ini adalah terjalinya 
koordinasi antar lini dengan baik di lingkungan pemerintah Kecamatan 
Sumedang Selatan, dan out come kegiatan ini adalah transparansi ,koordinasi 
yang baik menyebabkan penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik lagi 
dan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. 

2) Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Sumedang Selatan 
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah kecamatan dan empat 
kelurahan dengan dukungan aggaran Rp. 170.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 
168.040.000,- atau 98,84%, out put kegiatan ini adalah Terlaksanannya 
peningkatan pelayanan  public yang berkualitas, cepat, ramah dan benar. 

3) Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar  
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan di empat 
kelurahan dengan dukungan anggarab sebesar Rp.150.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 149.750.000,- atau 99,83%,out put kegiatan ini adalah jumlah hari 
besar yang diperingati, out come nya adalah meningkatnya rasa nasionalisme. 

4) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
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Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan empat 
Kelurahan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- tereaslisasi 
sebesar Rp. 133.540.000,- atau 95,38%. 

5) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat RT/RW 
Kegiatan ini dilaksanakan di empat kelurahan dilingkungan kecamatan 
Sumedang Selatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 249.400.000,- atau 99,76%,  

6) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) 
Kegiatan ini dilaksanakan dilingkungan 
Pemerintah Kecanatan Sumedang Selatan 
dan di empat Kelurahan dengan dukungan 
anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 123.850.000,- atau 
99,08% out comeadalah menumbuhkan rasa 
keimanan pada jiwa seluruh masyarakat 
indonesia terutama dikalangan generasi muda. 

7)  Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Kegiatan ini tidak dilaksanakan dan dipindahkan ke kegiatan lain karena pada 
Kelurahan sudah terdapat pembinaan RT RW. 

g.   Program Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah 
Kegiatan ini didukung anggaran sebesar Rp. 215.822.000,- terealisasi sebesar                    
Rp. 214.068.000,- atau 99,19%, out put kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan 
peningkatan dan pengembangan keuangan daerah sedangkan out comenya 
adalah adanya persentase SPPT yang dibayar. 

h.   Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar 
Rp.25.000.000,- atau 100% out put kegiatan ini adalah lancarnya fasilitasi bantuan 
alokasi dana desa sedangkan out comenya adalahmenggambarkan hasil kegiatan 
dengan indikator/satuan tertentu baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

i.   Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 135.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan 
PKK Kelurahan dengan baik, Tercapainya Peran aktif perempuan dalam 
pembangunan, sedangkan out comenya adalah menggambarkan hasil kegiatan 
dengan indikator/satuan tertentu baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

j.   Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketentramanan Ketertiban 
Umum 
1) Pembinaan Linmas dalam rangka Siskam 

Swakarsa  
Kegiatan ini didukung  oleh anggaran sebesar    
Rp. 140.000.000,- terealisasi sebesar                             
Rp. 140.000.000,- atau 100% out put kegiatan ini 
adalahterlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Pembinaan Linmas dalam 
rangka pelaksanaan siskam swakarsa dengan baik, Tercapainya keamanan di 
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Tingkat desa dan Kecamatan sedangkan out comenya adalah 
menggambarkan hasil kegiatan dengan indikator/satuan tertentu baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif. 
 
 

19. SUMEDANG UTARA 
 

Alokasi Anggaran Urusan Wajib Tahun 2018 pada Kec. Sumedang Utara sebesar 
Rp. 3.079.059.000,00 dengan Realisasi mencapai Rp. 3.057.955.961,00 atau 99,31% 
dari Rencana Anggaran 
1. Realisasi Pelaksanaan Program & Kegiatan 
a.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Penyediaan Jasa Komukasi Sumber Daya Air dan Listrik 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.100.800.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 89.485.161,- atau 88,77 % out put kegiatan ini adalah Penyediaan 
Jasa komunikasi,listrik, Air dan Internet (12 bulan) sedangkan out come nya 
adalah Lancarnya pelayanan administrasi  perkantoran. 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 140.340.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 138.185.500,- atau 98,46 % out put kegiatan ini adalah Jenis 
Pelayanan Administrasi Perkantoran  (9 jenis), sedangkan out come nya 
adalah Lancarnya Pelayanan Administrasi Pelayanan. 

3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 8.850.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 8.850.000,- atau 100 %, out put kegiatan ini adalah Bahan Bacaaan 
dan Peraturan Perundang - Undangan (8 Surat Kabar) sedangkan out come 
nya adalah Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur. 

4) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 2.700.000,- atau 100 % out put kegiata ini adalah Rapat koordinasi 
dan konsultasi (2 Kali) sedangkan out come nya adalah Sinerginya Infromasi 
Pembangunan. 

5) Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.220.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 20.220.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Publikasi dan 
Dekorasi ( 3 jenis dan 1 paket ) sedangkan out come nya adalah 
Tersampaikannya infromasi pembangunan. 

6) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sevesar Rp. 75.150.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 75. 150.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Tenaga 
Operasional Pengamanan Kantor dan Pengamanan Stand 
PameranPembangunan (3 orang dan 9 orang ) sedangkan out come nya 
adalah Terciptanya keamanan kantor. 
 
 

7) Penyediaan Jasa Kebersihan 
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Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 36.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Jasa 
Kebersihan (4 orang) sedangkan out come nya adalah Terciptanya kebersihan 
kantor. 

8) Penyediaan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan ini di laksanakan di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Talun, Kota Kaler 
dan Kelurahan situ di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 270.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah 
Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 7 Jenis ) sedangkan out come nya 
adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran. 

b.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100% out put kegiatan ini adalah Perlengkapan 
Rumah Jabatan/Dinas ( 1 Buah Lemari Kayu, 1 Buah Tempat Tidur & 1 Buah 
Meja Makan ) sedangkan out come nya adalah terciptanya kenyamanan 
rumah jabatan/dinas. 

2) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 395.700.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 39.209.700,- atau 99,09%, out put kegiatan ini adalah 
Perlengkapan dan Peralatan di Kantor Kecamatan Sumedang Utara (1 paket) 
sedangkan out come nya adalah terciptanya kenyamanan kantor. 

3) Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 104.200.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 103.950.000,- atau 99,76%, out put kegiatan ini adalah Halaman 
Kantor yang ditata (1 paket) sedangkan out come nya adalah terciptanya 
kenyamanan kantor. 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Rumah Dinas 
yang dipelihara (1 paket) sedangkan out come nya adalah terciptanya 
kenyamanan rumah dinas. 

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 41.900.000,- atau 99,76%, out put kegiatan ini adalah Gedung 
Kantor yang dipelihara (4 paket) sedangkan out come nya adalah terciptanya 
kenyamanan kantor. 

6) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 136.500.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 133.629.300,- atau 97,90%, out put kegiatan ini adalah kendaraan 
Dinas/Operasional yang dipelihara ( Roda 4 (empat) 4 unit & roda 2 (dua) 10 
unit ) sedangkan out comenya adalah lancarnya tugas kedinasan. 

7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor/Gedung 
Kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 14.500.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 14.500.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Peralatan 
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Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara ( 4 Jenis ( Laptop, Komputer PC, 
Printer & AC ) sedangkan out come nya adalah Terciptanya kenyamanan 
Kantor/ Gedung Kantor. 

8) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 179.200.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 178.720.000,- atau 99,73%, out put kegiatan ini adalah Rumah 
Gedung Kantor yang direhab ( 2 paket ) sedangkan out come nya adalah 
terciptanya kenyamanan gedung/kantor 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &      
Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 14.300.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 14.300.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Dokumen 
Kinerja SKPD (disesuaikan dengan barang dan jasa yang dihasilkan (3 
Dokumen) sedangkan out come nya adalah terevaluasinya Kinerja SKPD. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 56.790.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 56.790.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah dokumen 
Lapoaran Keuangan SKPD ( 12 Dokumen ) sedangkan out come nya adalah 
terevaluasinya Keuangan SKPD. 

d.   Program Peningkatan Perencanaan & Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 60.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Renstra dan Renja, PRA 
RKA, RKA, DPA, DPPA ( 7 Dokumen ) sedangkan out come nya adalah terarahnya 
pelaksanaan Pembangunan. 

e. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 15.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Data Kepegawaian yang 
dikelola ( 4 kali ) sedangkan out come nya adalah terevaluasinya kinerja pegawai. 

f. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 
Penataan Alun-alun/Penambahan Fasilitas Alun-alun Kecamatan Sumedang Utara 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 129.850.000,- atau 99,885, out put kegiatan ini adalah Alun - Alun Kecamatan 
Sumedang Utara yang ditata ( 1 Paket ) sedangkan out comenya adalah 
terciptanya Kenyamanan Alun - Alun Kecamatan Sumedang Utara. 

g. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah persentase 
permasalahan yang diselesaikan ( 4 Kali ) sedangkan out comenya adalah 
terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan. 

2) Penyusunan Profil Kecamatan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah profil 
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Kecamatan ( 1 Dokumen ) sedangkan out comenya adalah terwujudnya Profil 
Kecamatan Sumedang Utara. 

3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah dokumen 
Monev Pelaksanaan Pembangunan ( 2 Dokumen ) sedangkan out comenya 
adalah meningkatnya Kualitas Pembangunan. 

4) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 53.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 53.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah wakil peserta 
TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi ( 63 Orang ) sedngakan out comenya 
adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat. 

5) Peningkatan Pelayanan Publik  
Kegiatan ini dilaksanakan  di lingkungan Kecamatan Sumedang Utara dan dan 
di 3 (tiga) Kelurahan di wilayah Kecamatan sumedang Utara di dukung oleh 
anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 165.000.000,- atau 
100%, out put kegiatan ini adalah jenis pelayanan publik yang dilaksanakan ( 9 
jenis pelayanan publik ) sedangkan out comenya adalah terlayaninya 
masyarakat di Kecamatan Sumedang Utara. 

6) Peringatan Hari - hari Besar  
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kecamatan dan di 3 (tiga) 
kelurahan di wilayah Kecamatan  Sumedang Utara di dukung oleh anggaran 
sebesar Rp. 199.793.200,- terealisasi sebesar Rp. 199.793 200,- atau 100%, out 
put kegiatan ini adalah Jumlah hari-hari besar yang diperingati sedangkan out 
comenya adalah meningkatnya rasa nasionalisme. 

7) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan di 3 (tiga) 
Kelurahan di wilayah Kecamatan Sumedang Utara di dukung oleh anggaran 
sebesar Rp. 110.706.800,- terealisasi sebesar 110.226.800,- atau 99,56%, out 
put kegiatan ini adalah daftar usulan kegiatan ( 1 Dokumen ) sedangkan out 
comenya adalah terarahnya pembangunan tahun depan. 

8) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 76.309.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 76.309.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah jumlah 
pembinaan empat pilar kebangsaan ( 1 kali ) dan out comenya adalah 
Mmeningkatnya pemahaman masyarakat tentang empat pilar kebangsaan. 

h. Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintah Desa 
Pembinaan RT dan RW di Kelurahan Situ 
Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Situ, Kelurahan 
Kota Kaler dan Kelurahan Talun dengan di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 
250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 250.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini 
adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan out comenya 
adalah meningkatnya Kinerja RT dan RW. 

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  
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Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan di 3 (tiga) 
Kelurahan di wilayah Kecamatan Sumedang Utara di dukung oleh anggaran 
sebesar Rp. 75.000.000,- terealisas sebesar Rp, 75.000.000,- atu 100%, out put 
kegiatan ini adalah persentase SPPT yang dibayar dan out comenya adalah 
meningkatnya pendapatan asli daerah. 

j.   Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
1) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Pengelola 
Administrasi Keuangan Desa yang dibina ( 50 Orang ) dan out comenya adalah 
tertibnya administrasi ADD/DD. 

2) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah RAPBDes dan 
RPAPBDes yang terevaluasi ( 10 Desa ) dan out comenya adalah terarahnya 
pelaksanaan kegiatan. 

k.  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah kelompok 
ekonomi yang diberdayakan ( 5 kelompok ) dan out comenya adalah 
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

2) Pemberdayaan Keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga 
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan di 3 (tiga) 
Kelurahan di wilayah Kecamatan Sumedang Utara di dukung oleh anggaran 
sebesar Rp. 115.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 115.000.000,- atau 100%, out 
put kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang diberdayakan dan out comenya 
adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

3) Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kelurahan Situ 
Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) kelurahan di wilayah pemerintahan 
Kecamatan Sumedang Utara di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 
60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%, out put kegiatan 
ini adalah Kader pos pelayanan terpadu yang dibina dan out comenya adalah 
meningkatnya kinerja kader posyandu. 

l. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 
Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima 
Kegiatan ini di dukumng oleh anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah jumlah wilayah 
penegakan perda dan perkada ( 6 Wilayah ) dan out comenya adalah tertibnya 
Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Sumedang Utara. 

 
 
20. SURIAN 
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Alokasi Anggaran Urusan Wajib Tahun 2018 pada Kecamatan Surian sebesar 
Rp.2.612.361.592,-dengan Realisasi mencapai Rp.2.527.230.291,- atau  96,74 %dari 
rencana anggaran. 
1. Realisasi Program dan Kegiatan 
a. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan    

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1)  Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terpenuhinya pelayanan publik dengan 
pagu anggaran Rp. 50,000,000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 50,000,000,- atau sebesar 100 %, serta Output kegiatan ini adalah 
Meningkatnya pelayanan publik, sedangkan Outcome nya yaitu Tersedianya 
jasa pelayanan publik (HO,IMB,KTP& Akta Tanah). 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan   
Maksuddan tujuan kegiatan ini adalah Terkoordinasinyapemerintahan tingkat 
Kecamatan dapat lebih meningkat dengan pagu anggaran Rp. 24.651.800,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 24.651.800,- atau 
sebesar 100 %, serta Output kegiatan ini adalah Terciptanya penyelennggaraan 
pemerintah yang maksimal, sedangkan Outcome nya yaitu Terlaksananya  
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan. 

3) Peringatan Hari-hari Besar 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan 
dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau sebesar 100 %, serta Output kegiatan 
ini adalah Meningkatnya semangat kebangsaan masyarakat, sedangkan 
Outcome nya yaitu Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan dengan pagu anggaran Rp. 38.279.100,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 37.579.100,- atau 
sebesar 98,17 % (Kelebihan dalam penganggaran Jasa Tenaga 
Ahli/Instruktur/Narasumber dalam kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang  
yang dianggarkan untuk 5 orang Narasumber terealisasi 4 orang), serta 
Output kegiatan ini adalah Terarahnya perencanaan pembangunan di 
Kecamatan, sedangkan Outcome nya yaitu Tersusunnya prioritas program 
dan kegiatan di tingkat Kecamatan untuk tahun 2018. 

5) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya prestasi Qory dan 
Qory’ah dengan pagu anggaran Rp. 10.923.000,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 10.923.000,- atau sebesar 100 %, serta Output 
kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, 
sedangkan Outcome nya yaitu Terpilihnya Qory dan Qory’ah sebagai utusan 
penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan untuk tingkat Kabupaten. 

6) Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan data RPJMDes dan 
RKPDes yang akurat dengan pagu anggaran Rp. 34.408.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 34.408.000,- atau sebesar 100 %, 
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serta Output kegiatan ini adalah Optimalnya RPJMDes dan RKPDesdi Desa, 
sedangkan Outcome nya yaitu Tersusunnya data RPJMDes dan RKPDes. 

7) Monitoring Pemilihan Kepala Desa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan keamanan Pilkades 
dengan pagu anggaran Rp. 13.117.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 11.967.000,- atau sebesar 91,23 % (Honorarium Tim 
Pelaksana Teknis Kegiatan Monitoring Pilkades dianggarkan 13 orang anggota 
tim yang terealisasi 11 orang dikarenakan ada pegawai yang MPP dan 
pensiun), serta Output kegiatan ini adalah Pemilihan Kepala Desa yang aman 
dan lancar, sedangkan Outcome nya yaitu Terlaksananya monitoring Pilkades. 

8) Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan keamanan Pilkades 
dengan pagu anggaran Rp. 14.351.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 14.351.000,- atau sebesar 100 %, serta Output kegiatan 
ini adalah Pemilihan Kepala Desa yang aman dan lancar, sedangkan Outcome 
nya yaitu Terlaksananya SosialisasiPilkades. 

9) Monitoring Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan keamanan Pemilu 
Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp. 14.192.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 13.567.000,- atau sebesar 95,60 % 
(Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Monitoring Pemilu dianggarkan 
13 orang anggota tim yg terealisasi 12 orang dikarenakan ada pegawai yang 
MPP), serta Output kegiatan ini adalah Pemilihan Kepala Daerah yang aman 
dan lancar, sedangkan Outcome nya yaitu Terlaksananya Monitoring Pemilu 
Kepala Daerah. 

10) Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan kesehatan dengan pagu 
anggaran Rp. 15.826.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 15.826.000,- atau sebesar 100 %, serta Output kegiatan ini adalah 
Meningkatnya kesehatan masyarakat, sedangkan Outcome nya yaitu 
Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. 

11) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Penguatan Empat Pilar 
Kebangsaan dengan pagu anggaran Rp. 21.317.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 21.317.000,- atau sebesar 100 %, serta 
Output kegiatan ini adalah Penguatan Empat Pilar Kebangsaan, sedangkan 
Outcome nya yaitu Empat Pilar Kebangsaan.    

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
dengan pagu anggaran Rp. 14.659.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 6.884.000,- atau sebesar 46,96 %(Tidak diserapnya 
anggaran untuk kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Bina Wilayah 
Peningkatan PAD (HO,IMB) karena pada tahun 2018 Kecamatan Surian tidak 
memiliki target pendapatan asli daerah berupa HO dan IMB), serta Output 
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kegiatan ini adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Outcome 
nya yaitu Pendapatan Asli Daerah. 

c.  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan pengelolaan keuangan 
desa dengan pagu anggaran Rp. 15.618.000,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 15.618.000,- atau sebesar 100 %, serta Output 
kegiatan ini adalah Meningkatnyapengelolaan ADD dan DD, sedangkan 
Outcome nya yaitu Terlaksananya pembinaan ADD dan DD. 

2) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan pengelolaan keuangan 
desa dengan pagu anggaran Rp. 17.568.800,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 17.568.800,- atau sebesar 100 %, serta Output 
kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan desa, 
sedangkan Outcome nya yaitu Terlaksananya monitoring dan evaluasi 
RAPBDes dan RPAPBDes. 

d.  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pembinaan Keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan pemberdayaan keluarga 
melalui PKK dengan pagu anggaran Rp. 17.018.800,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 17.018.800,- atau sebesar 100 %, serta 
Output kegiatan ini adalah Meningkatnya peran PKK dalam pemberdayaan 
keluarga, sedangkan Outcome nya yaitu Jumlah peserta pembinaan PKK. 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan keberdayaan 
masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 15.173.800,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 15.173.800,- atau sebesar 100 %, serta 
Output kegiatan ini adalah Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan produk unggulan masing-masing desa, sedangkan Outcome 
nya yaitu Terlaksanan nm ya BBGRM. 

3) Pembinan Kader Ulama 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan keberdayaan 
masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 11.294.800,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 11.294.800,- atau sebesar 100 %, serta 
Output kegiatan ini adalah Meningkatnya peran kader ulama, sedangkan 
Outcome nya yaitu Terlaksananya pembinaan kader ulama. 

e.  Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Pembinaan  Limnas Dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan Linmas 
dengan pagu anggaran Rp. 15.340.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 15.340.000,- atau sebesar 100 %, serta Output kegiatan 
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ini adalah Meningkatnya kapasitas Anggota Limnas di masyarakat, sedangkan 
Outcome nya yaitu Jumlah peserta pembinaan Linmas. 

2) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya informasi potensi 
bencana alam dengan pagu anggaran Rp. 10.096.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 10.096.000,- atau sebesar 100 %, serta 
Output kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas pemantauan di 
masyarakat, sedangkan Outcome nya yaitu Jumlah peserta pemantauan dan 
penyebarluasan informasi bencana alam. 

3) Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan monitoring 
dan evaluasiTrantibum dengan pagu anggaran Rp. 10.096.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 10.096.000,- atau sebesar 
100 %, serta Output kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas monitoring 
dan evaluasiTrantibum di masyarakat, sedangkan Outcome nya yaitu Jumlah 
peserta monitoring dan evaluasi Trantibum. 

 
2. Permasalahan dan Solusi 
a.   Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan 
prioritas, khususnyaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan  Pengadaan 
Peralatan Gedung Kantor dan Kegiatan Pengadaan Mebeleur dan peralatan dan 
perlengkapan kantor masih sangat kurang terlebih lagi sangat kurangnya Aparatur 
yang lulus bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa menjadi hambatan dalam proses 
pengadaan barang dan jasa  tersebut, sehingga. 

 
b. Solusi 

solusinya Aparatur harus mengikuti Pelatihan/Ujian Pengadaan Barang dan Jasa 
yang diadakan oleh Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  
Sumedang dan Kantor ULP Kabupaten Sumedang, guna pelaksanaan pengadaaan 
yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Surian. 

 
 

21. TANJUNGKERTA 
 

 Alokasi anggaran urusan pemerintahan tahun 2018 pada Kantor Kecamatan 
Tanjungkerta sebesar Rp. 1.022.452.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 
1.018.219.660,- atau 99,58 % dari rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan urusan pemerintahan Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran, dengan pagu anggaran Rp. 22.300.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 20.792.660,- atau 
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sebesar 93,24%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Lancarnya Administrasi Perkantoran. 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran, dengan pagu anggaran Rp. 90.600.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 90.600.000,- atau 
sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Lancarnya Administrasi Perkantoran. 

3) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran, dengan pagu anggaran Rp. 36.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 35.800.000,- atau 
sebesar 99,44%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Terciptanya Kenyaman Kantor. 

4) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Pelayanan 
Administrasi Perkantoran, dengan pagu anggaran Rp. 9.600.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 9.600.000,- atau sebesar 
100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang tersedia, 
sedangkan outcomenya untuk Terciptanya Kebersihan Kantor. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pembangunan Gedung Kantor 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, dengan pagu anggaran Rp. 181.995.800,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 181.775.800,- atau 
sebesar 99,87%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Terciptanya Kenyamanan 
Gedung/Kantor. 

2) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, dengan pagu anggaran Rp. 100.700.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 98.700.000,- atau 
sebesar 98,01%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Terciptanya Kenyamanan Kantor. 

3) Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, dengan pagu anggaran Rp. 58.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 57.895.000,- atau 
sebesar 99,81%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Terciptanya Kenyamanan Kantor. 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, dengan pagu anggaran Rp. 17.600.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 17.600.000,- atau 
sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Terciptanya Kenyamanan Kantor. 
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5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur, dengan pagu anggaran Rp. 55.760.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 55.760.000,- atau 
sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Lancarnya tugas kedinasan. 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Presentase kesesuaian 
pelaporan kinerja dan keuangan dengan standar akumulasi pemerintah 
daerah, dengan pagu anggaran Rp. 28.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 28.000.000,- atau sebesar 100%, 
adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang tersedia, 
sedangkan outcomenya untuk Terevaluasinya Kinerja SKPD. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Presentase kesesuaian 
pelaporan kinerja dan keuangan dengan standar akumulasi pemerintah 
daerah, dengan pagu anggaran Rp. 68.600.000,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasikan sebesar Rp. 68.600.000,- atau sebesar 100%, adapun 
output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang tersedia, sedangkan 
outcomenya untuk Terevaluasinya Keuangan SKPD. 

d. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Persentase tingkat kesesuaian 
dokumen perencanaan dan penganggaran, dengan pagu anggaran Rp. 17.184.200,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 17.184.200,- atau 
sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Terarahnya pelkasanaan kegiatan 

e. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Cakupan Peningkatan Pengelolaan 
administrasi kepegawaian SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 12.480,000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 12.480,000,- atau sebesar 
100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang tersedia, 
sedangkan outcomenya untuk Terevaluasinya kinerja pegawai. 

f. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan, dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 
sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Terlayaninyamasyarakat. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan, dengan pagu anggaran Rp. 34.200.000,- 
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sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 34.200.000,- atau 
sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Sinerginya pembangunan 

3) Peringatan Hari Hari Besar 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 
sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Meningkatnya rasa nasionalisme. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 49.80.000,- atau 
sebesar 99,60%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Terarahnya pembangunan tahun 
depan dan 5 tahun kedepan. 

5) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan, dengan pagu anggaran Rp. 30.000,000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 30.000,000,- atau 
sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Meningkatnya keimanan dan 
ketakwaan masyarakat. 

6) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan, dengan pagu anggaran Rp. 44.432.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 44.432.000,- atau 
sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang 
tersedia, sedangkan outcomenya untuk Meningkatnya kerukunan hidup 
bermasyarakat. 

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan dan pengembangan 
pengelolaan keuangan daerah, dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 
100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang tersedia, 
sedangkan outcomenya untuk Meningkatnya PAD. 

h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Pemberdayaan Keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan dan keberdayaan 
masyarakat, dengan pagu anggaran Rp. 15.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 100%, 
adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang tersedia, 
sedangkan outcomenya untuk Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

2) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan dan keberdayaan 
masyarakat, dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100%, 
adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang tersedia, 
sedangkan outcomenya untuk Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. 

3) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan dan keberdayaan 
masyarakat, dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100%, 
adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang tersedia, 
sedangkan outcomenya untuk Terarahnya pelaksanaan kegiatan. 

4) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Peningkatan dan keberdayaan 
masyarakat, dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100%, 
adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah dana yang tersedia, 
sedangkan outcomenya untuk Tertibnya administrasi ADD dan DD. 

i. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan Siskam Swakarsa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tentang Pemberdayaan masyarakat untuk 
menjaga ketentraman dan ketertiban umum, dengan pagu anggaran Rp. 
30.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasikan sebesar Rp. 
30.000.000,- atau sebesar 100%, adapun output kegiatan ini adalah adanya jumlah 
dana yang tersedia, sedangkan outcomenya untuk Meningkatnya kapasitas 
petugas linmas. 

 
2.   Permasalahan dan Solusi 
a.   Permasalahan 

    - Perencanaan pemilihan sumber dana yang tidak tepat 
    - Biaya dilapangan tidak sesuai dengan Standar Biaya Umum dan SBK 
    - Tidak didukungnya resiko pekerjaan dengan hasil maksimal 

 
b.   Solusi 

- Melengkapi dokumen sumber dana untuk hasil maksimal 
    - Menyesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan 
    - Dokumen harus sesuai degan pekerjaan. 
 

 
22. TANJUNGMEDAR 

 
Alokasi anggaran belanja langsung urusan Administrsi Umum dan  Urusan wajib 

tahun 2018 pada Kecamatan Tanjungmedar sebesar Rp.  969.920.000,00 dengan 
realisasi mencapai Rp 966.978.020,00 atau  99,69 % dari rencana anggaran. 
1.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
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Program dan kegiatan urusan administrasi umum dan wajib tahun anggaran 
2018 adalah sebagai berikut : 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 
Di dukung anggaran sebesar Rp. 18.060.000,00 terealisasi sebesar                      
Rp. 18.060.000,00 atau 100%, output kegiatan ini adalah Tersedianya jasa 
Listik dan Internet sedangkan outcomenya adalah Jumlah dana yang 
dibutuhkan Rp 18.060.000,- 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Didukung anggaran sebesar Rp. 121.791.000,- terealisasi sebesar                                
Rp. 121.091.000,- atau 99,42%, output kegiatan ini adalah Tersedianya ATK, 
materai dan kebutuhan administrasi kantor lainya sedangkan outcomenya 
adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp 121.791.000 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2.010.000,- terealisasi sebesar                            
Rp. 2.010.000,-, atau 100%, output kegiatan ini adalah tersedianya 4 jenis 
bahan bacaan surat kabar sedangkan outcomenyaJumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp2.010.000,00 

4) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar                    
Rp. 15.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Tersedianya 2 paket 
publikasi dan dekorasi sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp. 15.000.000,00 

5) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 51.100.000,- terealisasi sebesar                                
Rp. 51.100.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah2 orang tenaga  
keamanan per hari sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.51.100.000,-. 

6) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- terealisasi sebesar                          
Rp. 7.200.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 2 orang petugas 
kebersihan per hari sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.7.200.000,-. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 94.000.000,- terealisasi sebesar                        
Rp. 92.419.520,- atau 98,31% output kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan 
dan perlengkapan kantor sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.94.000.000,-. 

2) Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 80.280.000,- terealisasi sebesar                        
Rp. 80.050.000,- atau 99,71%, output kegiatan ini adalah Tertatanya halaman 
gedung kantor sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.80.280.000,-. 

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
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Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar 
60.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Terpeliharanya kendaraan 
dinas sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.60.000.000,-. 

4) PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapandanPeralatanKantor/Gedung 
Kantor 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 9.750.000,- terealisasi sebesar                          
Rp. 9.750.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan 
dan perlengkapan kantor sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.9.750.000,-. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- terealisasi sebesar                            
Rp. 17.218.500,- atau 98,39%, output kegiatan ini adalah Pakaian dinas dan 
atributnya sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.17.500.000,-. 
 
 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Daerah 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar                                
Rp. 15.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 35 orang aparatur yang 
terbina sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.15.000.000,-. 

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar                        
Rp. 30.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Prosentase pelaporan 
kinerja SKPD sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.30.000.000,-. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar                       
Rp. 30.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Prosentase Pelaporan 
Keuangan SKPD sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.30.000.000,-. 

f. Program Peningkatan  Perencanaan  dan  Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar                             
Rp. 35.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Prosentase Perencanan dan 
Penganggaran SKPD sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.35.000.000,-. 

g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 
1) Penigkatan Pelayanan Publik 
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Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar                        
Rp. 50.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 5 jenis pelayanan publik 
sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.50.000.000 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar                       
Rp. 25.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 4 kali rapat koordinasi 
muspika per bulan sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.25.000.000,-. 

3) Peringatan hari hari Besar 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- terealisasi sebesar                         
Rp. 29.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 2 hari besar yang 
diperingati sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.29.000.000,-. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan   
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar                     
Rp. 30.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Terlaksananya 
Musrenbang sedangka outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.30.000.000,-. 

5) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar                      
Rp. 20.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 20 orang peserta 
seleksi tilawatil Qur’an sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.20.000.000,-. 

6) Monitoring Pemilihan Kepala Desa 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar                      
Rp. 20.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 3 desa yang 
melaksanakan pilkades sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp20.000.000,-. 

7) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar                      
Rp. 40.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 180 orang yang dibina 
sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp.40.000.000 

h. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar                               
Rp. 20.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini  adalah 63 orang Aparatur dari 9 
desa yang dibina aparaturnya sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.20.000.000,-. 

i.    Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar                               
Rp. 20.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Tersampaikannya SPPT dan 
meningkatnya PAD sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.20.000.000,-. 

j. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 
1) Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 
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Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- terealisasi sebesar                        
Rp. 20.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 45 orang pengelola 
ADD/DD yang dibina sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp.22.000.000,- 

2) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar                       
Rp. 19.900.000,- atau 99,50%, output kegiatan ini adalah Dokumen RAPBDes 
dan RPAPBDes yang terevaluasi sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana 
yang dibutuhkan Rp.20.000.000,-.  

k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Pemberdayaan Keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar                     
Rp. 60.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 27 keluarga yang dibina 
sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.60.000.000,- 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 14.191.000,- terealisasi sebesar                       
Rp. 14.191.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 1 kali Pelaksanaan  
BBGRM sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp14.191.000,-. 
 
 

3) Pembinaan Organisasi Kepemudaan/Karang Taruna(BBGRM) 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar                                   
Rp. 14.950.000,- atau 99,66%, output kegiatan ini adalah 49 orang anggota 
karang taruna yang dibina sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang 
dibutuhkan Rp15.000.000,-. 

l. Program Pemberdayaan Masyarakat  untuk  Menjaga  Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
Pembinaan Linmas dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa 
Didukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar                              
Rp. 20.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 54 orang anggota linmas 
yang terbina sedangkan outcomenya adalah Jumlah Dana yang dibutuhkan 
Rp.20.000.000,-. 

 
2. Permasalahan dan Solusi 
a. Permasalahan 

1)  Adapun dari sejumlah anggaran yang tidak  mencapai targetrealisi merupakan 
kesalahan teknis objek belanja yang penganggarannya melebihi standar 
hargayang telah ditentukan.  

3. Proses dan prosedur belanja pengadaan barang dan jasa yang menyisakan  
anggaran yang diserap sehingga pagu anggaran tidak terealisasi 100% 

 
b. Solusi 

Peningakatan koordinasi dan kesamaan persepsi antar petugasyang bergerak di 
bidang penganggaran diantara intansi yang terkait. 
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23. TANJUNGSARI 
 

Alokasi anggaran urusan Kewilayahan tahun 2018 pada Kecamatan Tanjungsari 
sebesar Rp. 1,020,024,000.00 dengan realisasi mencapai Rp. 1,012,727,412.00 atau 
99.28 % dari rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan urusan kewilayahan Tahun 2018 adalah sebagai berikut  
a. Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.  

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terbayarnya jasa komunikasi, 
sumberdaya air dan listrik, sehingga lancarnya penyelenggaraan administrasi 
perkantoran dengan pagu anggaran Rp. 27.969.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 24.996.412,- atau sebesar 89,37%. 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya penyelenggaraan 
administrasi perkantoran.Dengan pagu anggaran Rp. 95.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 95.000.000,- atau sebesar 
100%. 
 
 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.  
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan agar dapata meningkatkan wawasan dan 
pengetahuan aparatur. Dengan pagu anggaran Rp. 3.540.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018  terealisasi sebesar Rp. 3.540.000,- atau sebesar 
100%. 

4) Penyedian jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya keamanan dan 
kenyamanan kantor. Dengan pagu anggaran Rp. 50.400.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 49.980.000,- atau sebesar 99,17%. 

5) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya kebersihan kantor. Dengan 
pagu anggaran Rp. 18.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 18.000.000,- atau sebesar 100%. 

b.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
1) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp. 116.795.000,-sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 115.481.000,- atau sebesar 98,87%. 

2) Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan kantor yang 
ditata. Dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 29.730.000,- atau sebesar 99,10%. 
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3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan kantor yang 
dipelihara. Dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 58.890.000,- atau sebesar 98,15% 

4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah lancarnya tugas kedinasan. Dengan 
pagu anggaran Rp. 68.610.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 67.401.000,- atau sebesar 98,24%. 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan. 
1) Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tanjungsari 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja. Dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 
100%. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Tanjungsari 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Keuangan Kecamatan. Dengan pagu anggaran Rp. 23.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 23.000.000,- atau 
sebesar 100%. 
 
 
 
 

d. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD. 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan Perencanaan dan 
Penganggaran SKPD. Dengan pagu anggaran Rp. 40.800.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 40.799.000,- atau sebesar 100%. 

e. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian. 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terevaluasinya kinerja pegawai. Dengan 
pagu  anggaran Rp. 10.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100%. 

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Sosialisasi Pendapatan Asli Daerah (IMB, HO, SIUP dan TDP) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Peningkatan dan pengembangan 
pengelolaan keuangan daerah. Dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100%. 

g. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
Peningkatan  kapasitas  penyelenggaraan 
pemerintahan. Dengan pagu anggaran 
Rp.50.000.000,- sampai dengan 31 Desember 
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2018 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau sebesar 100%. 
 

2) Koordinasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 
Peningkatan  kapasitas  koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan. 
Dengan pagu anggaran Rp.25.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 
sebesar 100%. 

3) Peringatan Hari-hari Besar 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya rasa nasionalisme. 
Dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,-sampai dengan 31 Desember 2018 
terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,-atau sebesar 100%. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terarahnya pembangunan tahun 
depan. Dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- sampai dengan 31 Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000 atau sebesar 100%. 

5) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya keimanan dan 
ketakwaan masyarakat. Dengan pagu anggaran Rp. 20.000.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 
100%. 
 

6) Pendampingan RPJMDes dan RKPdes 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersusunnya RPJMDes  dan RKPDes 
yang terevaluasi. Dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100%. 

7) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah. Dengan pagu anggaran Rp. 
77.882.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesarRp. 
77.882.000,- atau sebesar 100% 

h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
1) Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tersusunnya RAPBDes  dan RPAPBDes 
yang terevaluasi. Dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar 100%. 

2) Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah . Dengan pagu anggaran Rp. 
25.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
25.000.000,- atau sebesar 100%. 

i. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Pemberdayaan  Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. 
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Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Meningkatnya keberdayaan 
masyarakat. Dengan pagu anggaran Rp. 35.000.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar 100%. 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah . Dengan pagu anggaran Rp. 
18.028.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
18.028.000,- atau sebesar 100%. 

j. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 
Penegakan Perda 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Terciptanya keamanan dan kenyamanan 
lingkungan dengan Peraturan Daerah yang ditegakan. Dengan pagu anggaran Rp. 
30.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- 
atau sebesar 100%. 
 

2) Permasalahan dan Solusi 
 Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian 

kinerja keuangan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 
masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu: 
a. Permasalahan : 

1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada 
masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat pada 
aktivitas yang dikelola Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang; 

2) Situasi perekonomian agak sulit diprediksi, dengan adanya kenaikan beberapa 
komponen penting, yang diperkirakan akan berdampak kepada berkurangnya 
kualitas pelayanan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang kepada 
masyarakat; 

3) Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan 
keterbatasan sumber dana yang tersedia; 

4) Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan 
fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap 
keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja; dan 

5) Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk 
dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan. Hal ini disebabkan 
karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Kecamatan 
Tanjungsari Kabupaten Sumedang, baik dari sisi perubahan peraturan 
maupun kondisi masyarakat. 

b. Solusi : 
1) Perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung 

pencapaian target kinerja; 
2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan 

pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan; 
3) Meningkatkan koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi; 
4) Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Propinsi, Pemerintah Daerah dan instansi vertikal lainnya. 
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23. TOMO 
 
Alokasi anggaran urusan Kecamatan Tahun Anggaran 2018 pada Kecamatan 

Tomo sebesar Rp. 2.282.419.862,- (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh  Dua Juta 
Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Terdiri dari 
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.248.595.862,- dan Belanja Langsung sebesar      
Rp. 1.033.824.000,- dengan Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar                       
Rp. 1.156.162.312,- atau 92,60% dan realisasi untuk Belanja Langsung adalah sebesar 
Rp. 969.491.366,- atau 93,78%.  
1.   Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan  
Program dan Kegiatan Urusan Kecamatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :  
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :  
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar                     
Rp. 57.820.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                    
Rp. 30.484.416,-  atau 52,73%. Adapun realisasi kegiatan ini sangatlah rendah 
dikarenakan pada saat penyusunan Renja dan RKA kami keliru dalam 
memberikan porsi anggaran. Kegiatan ini diberikan pos anggaran cukup besar 
karena untuk mengantisipasi kenaikan tariffdasar dari jasa Listrik, Telepon, Air 
dan Internet. Output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan jasa 
komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet selama 12 bulan. Sedangkan 
Outcome dari kegiatan ini adalah lancarnya pelayanan administrasi 
perkantoran.  

2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar                     
Rp. 129.800.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar               
Rp. 129.499.950,- atau 99,77%. Output kegiatan ini adalah jenis pelayanan 
administrasi perkantoran berupa alat tulis kantor dan jasa operator. 
Sedangkan Outcome dari kegiatan ini adalah lancarnya pelayanan administrasi 
perkantoran selama 12 bulan. 

3) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar                      
Rp. 1.410.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                        
Rp. 845.000,- atau 59,93%. Adapun realisasi kegiatan ini masih tergolong 
rendah dikarenakan disesuaikan dengan realisasi pembelanjaan surat kabar. 
Output kegiatan ini adalah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
selama 12 bulan yang terdiri dari 2 Surat kabar/ majalah. Sedangkan Outcome 
dari kegiatan ini adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur 
Kecamatan Tomo.  

4) Kegiatan Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi  
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Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar                        
Rp. 20.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                    
Rp. 11.000.000,- atau 55%. Realisasi kegiatan ini rendah dikarenakan belanja 
pegawai pada kegiatan ini tidak bisa direalisasikan. Output kegiatan ini adalah 
publikasi, dekorasi dan dokumentasi sebanyak 1 paket. Sedangkan Outcome 
kegiatan ini adalah tersampaikannya informasi pembangunan melalui 
pameran pembangunan.  

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar                    
Rp. 73.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasisebesar                     
Rp. 72.200.000,- atau 98,90%. Output kegiatan ini adalah tenaga operasional 
pengamanan sebanyak 4 orang selama 365 hari. Sedangkan Outcome 
kegiatan ini adalah terciptanya keamanan kantor.  

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
pelayanan administrasi perkantoran. Dengan pagu anggaran sebesar                    
Rp. 6.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                     
Rp. 6.000.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah jasa kebersihan 
sebanyak 1 orang selama 12 bulan. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah 
terciptanya kebersihan di lingkungan kantor.  

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor  

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan pagu anggaran sebesar 
Rp. 97.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                   
Rp. 90.928.500,- atau 93,74%. Output kegiatan ini adalah peralatan kantor dan 
perlengkapan kantor. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah terciptanya 
kenyamanan kantor.  

2) Kegiatan Penataan Halaman Kantor/ Gedung Kantor  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan pagu anggaran sebesar 
Rp. 57.150.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                         
Rp. 57.008.000,- atau 99,75%. Output kegiatan ini adalah halaman kantor yang 
ditata. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah terciptanya kenyamanan 
kantor.  

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan pagu anggaran sebesar 
Rp. 28.500.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                
Rp.  27.338.100,- atau 95,92%. Output kegiatan ini adalah kendaraan dinas/ 
operasional yang dipelihara sebanyak 8 unit. Sedangkan Outcome kegiatan ini 
adalah lancarnya tugas kedinasan.  
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4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/ 
Gedung Kantor  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan cakupan 
peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan pagu anggaran sebesar 
Rp. 14.850.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                      
Rp. 11.050.000,- atau 74,41%. Output kegiatan ini adalah peralatan dan 
perlengkapan gedung kantor yang dipelihara. Sedangkan Outcome kegiatan 
ini adalah terciptanya kenyamanan kantor/ gedung kantor.  

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD  

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persentase 
kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.710.000,- sampai 
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 9.650.050,- atau 90,10%. 
Output kegiatan ini adalah dokumen kinerja SKPD. Sedangkan Outcome 
kegiatan ini adalah terevaluasinya kinerja SKPD.  

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persentase 
kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 53.000.000,- atau 
100%. Output kegiatan ini adalah dokumen laporan keuangan SKPD sebanyak 
12 dokumen. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah terevaluasinya 
keuangan SKPD.  

d. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persentase 
kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Dengan pagu 
anggaran sebesar Rp. 37.100.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi 
sebesar Rp. 37.091.000,- atau 99,98%. Output kegiatan ini adalah dokumen 
Renstra, Renja, Pra RKA, RKA, DPA dan DPPA. Sedangkan Outcome kegiatan ini 
adalah terarahnya pelaksanaan kegiatan/ pembangunan.  

e. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi cakupan pengelolaan 
administrasi kepegawaian SKPD. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%. 
Output kegiatan ini adalah data kepegawaian yang dikelola. Sedangkan Outcome 
kegiatan ini adalah terevaluasinya kinerja pegawai.  

f. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik 
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Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah jenis pelayanan publik yang dilaksanakan. Sedangkan 
Outcome kegiatan ini adalah terlayaninya masyarakat.  

2) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.500.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 42.465.550,- atau 99,92%. Output 
kegiatan ini adalah persentase permasalahan yang diselesaikan. Sedangkan 
Outcome kegiatan ini adalah sinergi pembangunan dalam kecamatan.  

3) Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 38.250.000,- atau 85%. Output 
kegiatan ini adalah peringatan hari-hari besar. Sedangkan Outcome kegiatan 
ini adalah jumlah hari besar yang diperingati.  

4) Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 48.500.000,- atau 97%. Output 
kegiatan ini adalah daftar usulan kegiatan. Sedangkan Outcome kegiatan ini 
adalah terarahnya pembangunan tahun depan.  

5) Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%. Output 
kegiatan ini adalah peserta STQ. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah 
meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat.  

6) Kegiatan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.484.000,- sampai dengan 
31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 30.234.000,- atau 96,03%. 
Outputkegiatan ini adalah meningkatnya momentum 4 pilar. Sedangkan 
Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya momentum hidup bermasyarakat.  

g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa  
Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatan persentase 
peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Dengan pagu anggaran 
sebesar Rp. 25.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar                     
Rp. 25.000.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah lembaga desa yang 
dibina. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi 
lembaga desa.  

h. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
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Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persentase realisasi 
PAD. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.500.000,- sampai dengan 31 
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 23.500.000,- atau 100%. Output kegiatan ini 
adalah realisasi pendapatan asli daerah. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah 
realisasi pendapatan asli daerah yang meningkat.  

i. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :  
1).    Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa  

Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya persentase laporan 
keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas. Dengan pagu anggaran 
sebesar Rp. 30.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 27.300.000,- atau 91%. Output kegiatan ini adalah pengelolaan ADD dan 
DD. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah tertibnya administrasi ADD dan 
DD.  

2).    Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya persentase laporan 
keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas. Dengan pagu anggaran 
sebesar Rp. 30.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar 
Rp. 30.000.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah RAPBDes dan 
RPAPBDes yang terevaluasi. Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah 
terarahnya pelaksanaan kegiatan.  

j.  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat  
 Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 

1) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga 
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya persentase lembaga 
kemasyarakatan yang aktif. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 29.999.800,- atau 
100%. Output kegiatan ini adalah jumlah kelaurga yang diberdayakan. 
Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat.  
 
 

2) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)  
Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya persentase lembaga 
kemasyarakatan yang aktif. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- 
sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 18.143.000,- atau 
90,72%. Output kegiatan ini adalah kelompok ekonomi yang diberdayakan. 
Sedangkan Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan.  

k. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum  
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Kegiatan Pembinaan Linmas dalam Rangka 

Pelaksanaan Siskam Swakarsa 
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Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya persentase masalah 
trantibum yang ditangani dengan baik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 
20.000.000,- sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 
20.000.000,- atau 100%. Output kegiatan ini adalah petugas Linmas yang 
dibina. Sedangkang Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas 
petugas Linmas.  

 
2.  Permasalahan Dan Solusi  
a. Permasalahan :  

Secara keseluruhan, jika dilihat dari realisasi anggaran dan kinerja program 
kegiatan, tidak ada masalah yang bersifat prinsip. Karena untuk realisasi anggaran 
pun sebagian besar kegiatan dapat direalisasikan sampai dengan 100%. Adapun 
kegiatan-kegiatan yang realisasinya dibawah 75% itu murni karena kekeliruan kami 
dalam menyusun perencanaan anggaran. Sementara untuk masalah teknis, ada 
beberapa masalah seperti : 
- Terlambatnya para PPTK dalam menyampaikan dokumen atau Output hasil 

kegiatan; 
- Terbatasnya peralatan kantor yang memadai; 
- Sering terjadinya gangguan teknis dan gangguan jaringan internet yang 

menghambat proses pelaporan pertanggungjawaban.  
b. Solusi :  

- Kami akan lebih mematangkan lagi strategi dalam penyusunan perencanaan 
anggaran.  

- Mendorong para PPTK agar menyampaikan dokumen/ Output kegiatan tepat 
waktu dan tepat kualitas; 

- Melakukan pemeliharaan dan pembelian/ belanja modal untuk peralatan 
kantor; 

- Memperbaiki system jaringan computer yang ada pada SKPD kami.  
 
 
 
 
 
25. UJUNGJAYA 
 

Urusan  dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungjaya dengan anggaran sebesar                 
Rp. 988.319.000dan terealisasi  Rp.896.687.604 atau  (90,73%), yang digunakan untuk 
melaksanakan 10 program  yang terdiridari  30 kegiatan, dengan rincian sebagai 
berikut : 
1.   Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan 

Secara keseluruhan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan 
Ujungjaya capaiannya sebesar 90,73%. Hampir semua kegiatan lebih dari 90%,  namun 
ada kegiatan-kegiatan tertentu yang kurang dari 90% hal tersebut disebabkan adanya 
kendala antara lain: 
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , Sumber Daya Air , Dan Listrik 
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Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 31.360.000,- terealisasi 
sebesra Rp. 236.279.004,- atau 87,48%, our put kegiatan ini adalah 
Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air & Listrik serta Internet 
sedangkan out comenya adalah Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, 
SDA, Listrik, dan Internet 

2) Peneyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.137.010.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 124.552.500,- atau 90.91%, out put kegiatan ini adalah Barang/Jasa 
Perkantoran sedangkan out comenya adalah Pelayanan administrasi 
perkantoran. 

2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang Undang 
Kegiatan ini di dukung anggaran sebesar Rp.2.520.000,- terealisasi sebesar  
Rp. 2.340.000,- atau 92.86%, out put kegiatan ini adalah tersedianya 
pengadaan bahan bacaan sedangkan out comenya adalah Meningkatkan 
Pengetahuan para pegawai. 

3) Penyediaan publikasi,Dekorasi dan Dokumentasi 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.42.800.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 42.160.000,- atau 98.50%, out put kegiatan ini adalah Pameran 
pembangunan kab. Sedangkan out comenya adalah Terlaksananya pameran 
pembangunan dalam rangka hut kab. Smd 

4) Penyediaan jasa tenaga operasional pengamanan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 50.400.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 39.600.000,- atau 78.57%, out put kegiatan ini adalah 
Terlaksananya Jasa Tenaga Operasional Pengamanan sedangkan out 
comenya adalah Meningkatkan Situasi yang aman, tentram dan nyaman 
dilingkungan kantor. 

5) Penydiaan jasa kebersihan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah tersedianya 
Petugas Jasa Kebersihan Kantor sedangkan out comenya adalah 
Meningkatkan Kebersihan Kantor. 
 
 
 

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 54.771.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 54.150.000,- atau 98.87% out put kegiatan ini adalah 
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor sedangkan out 
comenya adalah Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- namun tidak 
diserap dikarenakan pada waktu yang sama ada pembangunan gedung 
kantor. 

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 
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Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 20.998.500,- atau 95.45%,- out put kegiatan ini adalah Tersedianya 
Kendaraan Dinas yang layak sedangkan out comenya adalah Optimalnya 
Fungsi Kendaraan Dinas 

4) Pemeliharaan rutin/ Berkala perlengkapan dan Peralatan Kantor / gedung 
kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.8.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 8.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Tersedianya 
Perlengkapan Kantor sedangkan out comenya adalah Terwujdunya Peralatan 
Kantor berfungsi dengan baik 

5) Penyediaan Jasa Sewa Kantor / Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Komputer 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp.12.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Tersedianya 
Jasa Sewa Rumah Dinas sedangkan out comenya adalah Terwujudnya Rumah 
Dinas layak dan memadai. 

6) Rehabilisasi sedang/Berat Gedung Kantor 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 99.948.000,- atau 99,95%, out put kegiatan ini adalah 
Terwujudnyabangunan kantor yang baik sedangkan iout comenya adalah 
Tersedianya gedung kantor yang baik. 

c. Program peningkatan disiplin Aparatur 
1) Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapan 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 9.200.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 9.200.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Tersedia nya 
pakaian dinas besrta kelengkapan nya sedangkan out comenya adalah 
Meningkatnya kinerja pegawai Kecamatan Ujungjaya. 

2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 15.600.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 9.300.000,- atau 59.62%, out put kegiatan ini adalah Tersedianya 
Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kecamatan Ujungjaya.sedangkan out 
comenya adalah Meningkatnya Kinerja Pegawai Kecamatan Ujungjaya. 

3) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 10.400.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 10.400.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Tersedianya 
Sarana Dan Prasarana Olahraga sedangkan out comenya adalah 
Meningkatnya Kinerja Pegawai Kecamatan Ujungjaya. 

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 19.734.000,- atau 98.67%, out put kegiatan ini adalah Tersusunya 
Kinerja SKPD sedangkan out comenya adalah Tersedianya Laporan Capaian 
Dan Ikhtisanrealisasi Kinerja SKPD. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Tersusunya 
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Laporan Keuangan SKPD sedangkan out comenya adalah Tersedianya 
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar realisasi Keuangan SKPD. 

e. Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 
Kegiatan ini di dukung anggaran sebesar Rp. 25.0000.000. terealisasi sebesar                
Rp. 24.744.000,- atau 98.98%, out put kegiatan ini adalah Tersedianya Arahan 
Rencana Dan Anggaran SKPD sedangkan out comenya adalah Tersusunya 
Renja,RKA,DPA,RKA-P Dan DPPA SKPD. 

f. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 10.0000.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 9.979.000,- atau 99.79%, out put kegiatan ini adalah Terlaksananya 
Pengelolaan Data Kepegawaian sedangkan out comenya adalah Tersedianya Data 
Kepegawaian Yang Akurat. 

g. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- tereallisasi 
sebesar Rp. 49.946.300,- atau 99.89%, out put kegiatan ini adalah 
Terlaksananya Pelayanan Terhadap Masyarakat sedangkan out comenya 
adalah Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 27.991.000,- out put kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi 
Aparat Keamanan Dengan Ketertiban Dalam rangka koordinasi sedangkan out 
comenya adalah Meningkatnya Kerja SamaDengan Aparat Keamanan Dalam 
Teknik Pencegahan Kejahatan. 

3) Peringatan Hari-hari Besar 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 55.229.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 55.229.000,- atau 100.00%, out put kegiatan ini adalah 
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Peringatan Hari-hari 
Besar sedanglkan out comenya adalah Terlaksananya Peringatan Hari-hari 
Besar. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 50.000.0000,- terealisasi 
sebesar Rp. 46.410.000,- atau 92.82%, out put kegiatan ini adalah Tersedianya 
Dokumen Hasil Penyelenggaraan Musyawarah Perencanan Pembangunan 
sedangkan out comenya adalah Tersusunya Daftar Prioritas Pembangunan 
Kecamatan. 

5) Penyusunan Profil Kecamatan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- tidak deserap 
dikarenakan telah dilaksanakan pengumpulan materi untuk mengisi profil 
namun sampai pada akhir penyusunan materi belum terkumpul baik dalam 
bentu dokumen maupun web, sehingga tidak dicairkan. 

6) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) 
Kegiatan ini di dukung anggaran sebesar Rp. 25.395.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 24.145.000, atau 95.08%, out put kegiatan ini adalah Terselenggaranya 
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Kegiatan STQ (Seleksi Tilawatil Quran) sedangkan out comenya adalah 
Meningkatnya Upaya Penyebaran Nilai-nilai Agama. 

7) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 37.634.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 37.178.800,- atau 98.79%, out put kegiatan ini adalah 
Terlaksananya Penguatan Empat Pilar Kebangsaan sedangkan out comenya 
adalah Meningkatnya Nilai-nilai Kebangsaan. 

h. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 44.295.000,- atau 98.43%, out put kegiatan ini adalah Terlaksananya Kegiatan 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sedangkan out comenya adalah 
Meningkatnya pendapatan asli daerah. 

i. Program peningkatana keberdayaan masyarakat 
1) Pemberdayaan keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga 

Kegiatan ini di dukung oleh anggarn sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 28.000.000,- atau 93.33%, out put kegiatan ini adalah 
Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui pembinaan kesejahteraan 
keluarga sedangkan out comenya adalah Meningkatnya keberdayaan 
keluarga melalui pembinaan kesejahteraan keluarga 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat (BBGRM) 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%, out put kegiatan ini adalah Melaksanakan 
bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) sedangkan out comenya 
adalah Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti gotong royong masyarakat 
(BBGRM) 

j. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban 
umum 
Pembinaan limnas dalam rangka pelaksaan siskam swakarsa 
Kegiatan ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar 
Rp. 23.760.000,- atau 95.04%, out put kegiatan ini adalah Menyelenggaraan 
pembinaan limnas dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa sedangkan out 
comenya adalah Terselenggaranya pembinaan limnas dalam rangka pelaksanaan 
siskam swakarsa. 

 
 
 
 
 

26. WADO 
Alokasi anggaran tahun 2018 pada Kecamatan Wado  sebesar Rp 

2,955,960,479,40 dengan realisasi mencapai Rp 2,737.086,076,00 atau 92.60 % dari 
rencana anggaran. 
1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Besar Alokasi Anggaran dan Realisasinya Program dan Kegiatan  prioritas 
masing-masing  Urusan Wajib yang dilaksanakan terdiri dari : 
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a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : 
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp.27.195.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp. 24.893.400,00 atau 91.54 %, serta output kegiatan 
ini adalah Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran,sedangkan outcome 
nya yaitu Jasa Internet, Sumber Daya Air, Listrik. 

2) Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp. 131.860.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp.131.860.000,00 atau 100 %, serta output kegiatan ini 
adalah Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran,sedangkan outcome 
nya yaitu Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp. 3.090.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp.3.090.000,00atau 100 %, serta output kegiatan ini 
adalah Meningkatnya wawasan dan pengetahuanaparatur,sedangkan 
outcome nya yaitu Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 

4) Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp. 64.800.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp.. 64.800.000,00atau 100 %, serta output kegiatan ini 
adalah Terciptanya keamanan kantor,sedangkan outcome nya yaitu Tenaga 
Operasional Pengamanan. 

5) Penyediaan Jasa Kebersihan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Pelayanan Administrasi 
perkantoran. Dengan pagu anggaran Rp.4.800.000,00 sampai 31 Desember 
2018 teralisasi sebesar Rp.4.800.000,00atau 100 %, serta output kegiatan ini 
adalah Terciptanya kebersihan kantor,sedangkan outcome nya yaitu Jasa 
Kebersihan. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
1) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp.76.790.000,00 sampai 31 
Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.73.600.000,00 atau 95.84 %, serta output 
kegiatan ini adalah Terciptanya kenyamanan kantor,sedangkan outcome nya 
yaitu Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor. 
 

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp.64.587.000,00 sampai 31 
Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.64.587.000,00atau 100 %, serta output 
kegiatan ini adalah Lancarnya tugas kedinasan ,sedangkan outcome nya yaitu 
Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara. 
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3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp.120.000.000,00 sampai 31 
Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.118.099.000,00atau 96.75 %, serta output 
kegiatan ini adalah Terciptanya Kenyamanan Gedung Kantor ,sedangkan 
outcome nya yaitu Rumah Gedung Kantor yang direhab. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Disiplin 
Aparatur.Dengan pagu anggaran Rp. 18.400.000,00 sampai dengan Desember 
2018 terealisasi sebesar Rp. 18.343.000,00 atau 99.69 %, serta output kegiatan ini 
adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur, sedangkan outcomenya yaitu Pakaian 
Dinas beserta perlengkapan. 

 d.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur. Dengan pagu anggaran Rp.10.000.000,00 sampai 31 Desember 2018 
teralisasi sebesar Rp.10.000.000,00atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah 
Meningkatnya kompetensi aparatur,sedangkan outcome nya yaitu Aparatur yang 
dilatih tentang Tata Naskah Dinas dan ASN. 

e.  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
1) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan pagu anggaran 
Rp.20.000.000,00 sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar 
Rp.20.000.000,00atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Terevaluasinya 
Kinerja SKPD, sedangkan outcome nya yaitu Laporan Kinerja SKPD. 

2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan pagu anggaran                
Rp.52.200.000,00 sampai 31 Desember 2018 teralisasi sebesar 
Rp.52.200.000,00atau 100 %, serta output kegiatan ini adalah Terevaluasinya 
Keuangan SKPD, sedangkan outcome nya yaitu Laporan Keuangan SKPD. 

f. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Perencanaan dan 
Penganggaran  SKPD Dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,00 sampai 31 
Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.36.300.000,-atau 100 %, serta output kegiatan 
ini adalah Terarahnya pelaksanaan kegiatan, sedangkan outcome nya yaitu 
Renstra dan Renja, PRA RKA, RKA, DPA, DPPA. 

g. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 
Pengelolaan Data Kepegawaian 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah untuk Peningkatan Pengelolaan 
Administrasi Kepegawaian SKPD Dengan pagu anggaran Rp.10.000.000,00 sampai 
31 Desember 2018 teralisasi sebesar Rp.10.000.000,00atau 100 %, serta output 
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kegiatan ini adalah Terevaluasinya kinerja pegawai, sedangkan outcome nya yaitu 
Data Kepegawaian yang dikelola. 

h. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 
1) Peningkatan Pelayanan Publik 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 63.750.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 63.750.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 
terlaksananya pelayanan public sedangkan outcomenya adalah terlayaninya 
masyarakat. 

2) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 
terlaksananya rapat koordinasi pemerintahan sedangkan outcomenya adalah 
sinerginya pembangunan. 

3) Peringatan Hari-hari Besar 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 47.750.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 46.450.000,- atau 97,28 %, output kegiatan ini adalah 
terlaksananya peringatan hari besar sedangkan outcomenya adalah 
meningkatnya rasa nasionalisme. 

4) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 49.850.000,-  atau 99.70 %, output kegiatan ini adalah 
terlaksanannya musyawarah perencanaan pembangunan sedangkan 
outcomenya adalah terarahnya pembangunan 2019. 

5) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 
JumlahPesertayangMengikutiSeleksiTilawatilQuran(STQ)  sedangkan 
outcomenya adalah Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat 

6) Penataan dan Pengelolaan Barang/Arsip Negara 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 
Barang/Arsip Negara yang dikelola sedangkan outcomenya adalah Tertibnya 
Barang/Arsip Negara. 

7) Penguatan Empat Pilar Kebangsaan 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatan kapasitas 
penyelenggaraan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 38.664.000,-
terealisasi sebesar Rp. 37.464.000,-  96,9 %, output kegiatan ini adalah 
JumlahPesertaYangMengikutiSosialisasi sedangkan outcomenya adalah 
MeningkatnyaKerukunanSesamaBangsa. 

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
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1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk Peningkatan danpengembangan 
pengelolaan daerah dengan anggaran sebesar Rp. .12.950.000,- terealisasi 
sebesar Rp. .12.950.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Pendapatan  
Asli Daerah sedangkan outcomenya adalah meningkatnya pendapatan asli 
daerah. 

2) Monitoring Dan Evaluasi RAPBDES Dan RPAPBDES 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan  Pembinaan dan 
fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan anggaran sebesar Rp. 
8.433.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.433.000,- atau 100%, output kegiatan ini 
adalah RAPBDES dan RPAPBDES yang terevaluasi sedangkan outcomenya 
adalah Terarahnya pelaksanaan kegiatan. 

j.  Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan  Pembinaan dan 
fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah 
Pengelola ADD/DD yang dibina sedangkan outcomenya adalah Tertibnya 
administrasi ADD/DD. 

k.  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
1) Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk Peningkatan keberdayaan 
masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 
30.000.000,- atau 100%, output kegiatan ini adalah Masyarakat yang mengikuti 
pembinaan kesejahteraan keluarga sedangkan outcomenya adalah 
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

2) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM) 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat Prosentasi Lembaga 
Masyarakat yang aktif dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 12.000.000,- atau 80 %, output kegiatan ini adalah 
terlaksananyaBulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sedangkan 
outcomenya adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

3) Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat Prosentasi Lembaga 
Masyarakat yang aktif dengan anggaran sebesar Rp.14.200.000,- terealisasi 
sebesar Rp. 9.150.000,- atau 64.44 %, output kegiatan ini adalahProduk usaha 
mikro kecil dan menengah yang dipromosikan/dikembangkan sedangkan 
outcomenya adalah Meningkatnya keberdayaan masyarakat. 

l. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 
Pembinaan Linmas dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga 
ketentraman dan ketertiban  umum dengan anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- 
terealisasi sebesar Rp. 25.999.000,- atau 99,99%, output kegiatan ini adalah 
PetugasLinmasyanglebih terlatih sedangkan outcomenya adalah Terciptanya 
keamanan lingkungan. 
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2. Permasalahan dan Solusi  
a.   Permasalahan 

Masalah Yaitu yang terjadi atau kita alami, sedangkan hal tersebut tidak kita 
harapkan berdampak buruk dan bersifat merugikan jika terminologikan masalah yaitu 
ketika sesuai antara harapan dan kenyataan yang didapatkan. 
Permasalahan yang timbul dikantor Kecamatan Wado diantaranya yaitu : 
1) Sumber Daya Manusia : masih kurangnya Pegawai Definitif yang ada dilingkungan 

Kantor Kecamatan Wado sehingga beban kerja tidak dapat terselesaikan dengan 
baik, ditambah dengan masyarakat golongan menengah kebawah yang masih 
berpendidikan rendah karena Sumeber Daya Manusia secara langsung 
mempengaruhi pola pikir pribadi tersebut, paradigma seorang akademis jauh 
berbeda dengan seseorang yang tidak sekolah, seorang yang SDM-nya lemah akan 
cenderung berpikir pendek dan memikirkan hal – hal yang berdampak langsung 
menguntungkan dirinya sehingga sulit untuk mencerna perintah dan menerima 
masukan dari orang lain serta bersikap keras. 

2) Pelayanan : Masalah terdapat masyarakat yang apatis terhadap pelayanan yang 
ditawarkan, sebagai besar menganggap bahwa kegiatan administrasi yang mereka 
lakukan sama sekali tidak mempengaruhi terhadap kehidupan mereka sehari – hari 
malah justru dianggap menghambat pekerjaan mereka seperti seorang petani 
yang ketika ditanya tidak melakukan perekaman E – KTP sebagian besar menjawab 
karena tidak biasa meninggalkan sawah, kebun, ladang atau rutinitas lain sehari – 
hari, contohnya lain seperti kasus kematian, sebagian besar yang menyampaikan 
berita kematian hanya kalangan aparatur Pemerintah seperti Pegawai Negeri, 
Polisi dan TNI karena sudah suatu persyaratan Tunjangan dan lain sebagainya 
namun tidak terdapat satupun dari kalangan masyarakat biasa yang mayoritas 
petani melakukan kegiatan tersebut karena dinilai menyulitkan harus melengkapi 
berbagai data tanpa ada manfaat bagi dirinya sendiri. 

3) Insfrastruktur : Kondisi Wilayah Kecamatan Wado yang berbukit – bukit dan curam 
sudah tentu memiliki medan jalan yang bervariasi dan curam, khususnya diwilayah 
paling ujung yaitu Desa Cimungkal dan Ganjarresik kondisi jalan yang rusak naik 
turun berbelok – belok apalagi musim hujan amatlah kecil sehingga mempersulit 
laju roda pembangunan. 

b. Solusi  
1) Sumber Daya Manusia : diharapkan ada penambahan Pegawai Negeri Sipil 

untuk pembagian dimasing – masing bidang sehingga beban kerja dengan 
cepat terselesaikan dengan tegas diarahkan bagi masyarakat yang sekolah DO 
untuk kejar Paket A, B dan C di Desanya masing – masing. 

2) Pelayanan : berbagai Inovasi telah dilakukan oleh Bapak Camat Wado yaitu 
diantaranya menata ruangan Pelayanan Umum supaya masyarakat merasa 
nyaman saat menunggu, juga dilaksanakan jemput bola keliling ke Desa – 
Desa untuk Perekaman e-KTP dan pelayanan surat lainnya wilayah Kecamatan 
Wado. 

 


